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KATA PENGANTAR 

Habib Aboe Bakar Al Habsy, S.E. 
Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI 

Buku yang ada di hadapan para pernbaca ini berisi kurnpulan 
tulisan hasil Seminar Nasional Mahkarnah Kehorrnatan Dewan 

DPR RI yang diselenggarakan pada tanggal 22 - 24 Februari 2020. 
Seminar Nasional yang berternakan "Arah Baru Kebijakan MKD 
DPRI; Upaya Menghadirkan Peradaban Hikrnah" ini rnerupakan 
kegiatan ilrniah yang sekaligus rnengawali kinerja MKD DPR 
RI Periode 2019 - 2024 yang rnelibatkan seluruh kornponen 
rnasyarakat, terrnasuk para akadernisi, para legislator di berbagai 
jenjang, rnulai dari pusat, provinsi, kabupaten dan kota di seluruh 
Indonesia. 

Tugas penegakan etika kelernbagaan perwakilan rakyat 
sebagairnana diarnanatkan dalarn Undang-Undang Nornor 17 

• 
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Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD 
dan DPRD, bukanlah tugas ringan dan sederhana. Mencegah dan 
mengawasi pelanggaran etika lembaga perwakilan sama halnya 
dengan memerankan posisi sebagai polisi, jaksa sekaligus hakirn 
bagi sesama Anggota DPR RI, sesama partai dan sesama kolega 
serta sejawat. 

Tapi, tentu saja paradigma pencegahan, pengawasan, bahkan 
penindakan sekalipun tidak dilakukan sebagai bentuk personalisasi 
atas berbagai persoalan. Kinerja MKD adalah kinerja sistemik. 
Sistemlah yang mengorkestra seluruh pengejawantahan fungsi 
dan peran MKD. Sistem pula yang melembagakan aturan main 
sekaligus sanksi (reward and punishment) yang layak diterima 
sebagai timbal-balik atas penunaian hak dan kewajiban selaku 
Anggota DPR RI. 

Di tengah ekspektasi terhadap kinerja lembaga perwakilan 
yang semakin tinggi, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
dituntut untuk mampu rnenyesuaikan diri dengan dinamika 
yang sedang menghampirinya. Konstalasi sosial dan politik turut 
mewarnai arah dan kebijakan yang hendak dijalani dan dituju. 
Pada titik itulah, repons-respons kontruktif atas harapan-harapan 
yang sedang rnembuncah itu kita diletakkan secara proporsional 
dan profesional. 

Meski bukan pemandangan baru, cibiran dan sinisme 
publik masih rnewarnai perjalanan kinerja kelembagaan hingga 
saat ini. Narnun upaya perbaikan sebagai bentuk kesadaran 
berkesinarnbungan dan penghayatan akan hakikat, entitas serta 
jati diri sebagai Wakil Rakyat terus mengalir dalam kerja-kerja 
konstitusional MKD DPR RI. 

Atas dasar itulah, karni selaku Pimpinan dan seluruh Anggota 
MKD DPR RI senantiasa berupaya rnenghadirkan perspektif- 
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perspektif baru dalam merespons kinerja kelembagaan DPR RI. 
Sebuah kinerja yang memang lumrah untuk terus dicermatai 
dan dikritisi. Bukan tentang salah dan benar, namun sejauhmana 
kinerja itu memiliki dampak positif bagi kepentingan rakyat. 

Memasuki periode 2019 - 2024, lembaga perwakilan kembali 
akan diperhadapkan pada berbagai tugas dan tanggung jawab yang 
semakin besar. Mungkin tidak sepenuhnya baru dan aktual, namun 
juga tidak semuanya sama. Evaluasi atas berbagai kelebihan dan 
kekurangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari upaya 
bersama untuk semakin mampu meraih masa depan yang lebih 
balk. 

Secara khusus, MKD DPR RI memiliki tugas, fungsi dan 
kewenangan dalam menjaga agar kinerja lembaga perwakilan 
agar tetap dalam poros dan rel yang telah ditentukan. Tentu, tugas 
tersebut tidaklah mudah dan sederhana. Kelembagaan DPR RI 
tidak hanya dihuni oleh para pemangku jabatan sebagai Anggota 
DPR, tapi juga seluruh sistem pendukung yang mengitarinya, baik 
itu Tenaga Ahli, Staf Adminstrasi, maupun Sekretariat Jenderal, 
serta seluruh infrastruktur dan sumber daya yang bekerja dalam 
lingkup kelembagaan. 

Oleh karena itu, mengawali periode ini, MKD bermaksud 
mematangkan visi dan misi serta mendefinisikan arah kebijakan 
yang sesuai dengan paradigma etika kelembagaan perwakilan. 
Kita menyadari, tidak mudah membentuk karakter personal 
yang telah terbangun sebelumnya sebagai "bawaan" masing- 
masing individu. Puluhan ribu individu yang bernaung dalam 
sistem kerja kelembagaan DPR memiliki watak dan karakternya 
sendiri. Pada tataran itulah, MKD berada di Garda Terdepan untuk 
membangun dan merumuskan sistem kerja yang mendukung 
penegakan marwah dan keluhuran martabat DPR sebagal lembaga 
perwakilan. 

ARAH BARU KEBIJAKAN MKD DPR RI PERIODE 2019-2024. 
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Tentu saja, rumusan tersebut tidaklah mudah untuk 
dilaksanakan. Diperlukan dukungan kinerja sistemik dari seluruh 
perangkat dan infrastruktur yang berada di lingkungan DPR. 
Dernikian juga pikiran-pikiran konstruktif yang mampu membuka 
wawasan dan cakrawala tentang kesejatian lembaga perwakilan. 
Sehingga berbagai persoalan yang menyelimuti lembaga 
perwakilan dapat direspons dengan kearifan (ilmu pengetahuan) 
dan kebijakan (hikmah) sebagai pilar utama dari keberadaan 
Mahkamah Kehormatan Dewan. 

Seminar Nasional ini merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari upaya mengejawantahkan ide dan gagasan yang 
dimaksud. Semakin banyak masukan pikiran dan perspektif akan 
semakin mampu mendefinisikan seperti apa arah kinerja dan 
kebijakan MKD saat ini. 

Saya menyampaikan ungkapan terima kasih setinggi-tingginya 
atas segala sumbangsih ide dan gagasan yang tertuang dan 
terelaborasi dalam buku ini. Sebagai karya ilrniah, tulisan-tulisan 
yang merespons tema besar "Arah Baru Kebijakan MKD DPR RI" 
ini tentu saja akan memenuhi etalase pemikiran bagi konstruksi 
peradaban bangsa dan negara di masa yang akan datang. Sejauh 
karya ini menjadi khazanah, selama itu pula ia akan memberi 
nilai dan menyisakan amal jariah bagi para penulisnya. 

Semoga seluruh aktivitas konstitusional dan ikhtiar ke- 
bangsaan kita menjadi bahan pernikiran, pertimbangan serta 
renungan bersama untuk menata kinerja yang lebih baik. 
Semoga segala upaya tersebut memberi manfaat bagi masa depan 
peradaban kita, dan sekaligus bernilai ibadah di sisi Allah SWT. 
Amin. 
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MENJAGA HARAPAN RAKYAT 
KEPADA LEMBAGA DPR RI 

Dr. (HC) Puan Maharani 
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

Di awal masa reforrnasi, rakyat menaruh harapan besar 
kepada DPR atau lembaga perwakilannya. Rakyat meng- 

inginkan lembaga perwakilan yang benar-benar menyuarakan 
dan memperjuangkan aspirasi mereka. Lembaga perwakilan 
yang bukan hanya menjadi tukang stempel, tetapi kritis meng- 
implementasikan prinsip demokrasi dan menjalankan mekanisme 
check and balances secara konstruktif dengan membangun 
peradaban demokrasi di Indonesia. Alhamdulillah di awal tahun 
2020, ada kabar baik, Salah satu survei puhlik menunjukkan bahwa 
DPR saat ini sudah mulai mendapatkan kepercayaan masyarakat. 

Ini tentu saja merupakan tantangan bagi kita semua yang 
ada di sini bahwa hasil survei terbaru yang dirilis baru saja 

, 
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kemarin oleh Politika Riset dan Consulting, dan parameter politik 
Indonesia bahwa di awal tahun 2020 menunjukkan 50,5 persen 
responden meni!ai kinerja DPR itu baik. Artinya ada kemajuan 
sedikit. Saya juga hanya bisa menyatakan sedikit bahkan sedikit 
sekali dibanclingkan survei pada bulan Oktober 2019 yang tadinya 
kepercayaan masyarakat itu hanya 40%. Tapi artinya dari Oktober 
sampai bulan Februari kita itu sudah menunjukkan kinerja yang 
lebih baik daripada sebelumnya. 

Jika kita lihat dari Rapat Paripurna DPR saja itu sudah dihadiri 
oleh Anggota DPR RI lebih banyak daripada sebelum-sebelumnya. 
Pada saat Paripurna, kami Pimpinan DPR datang lebih dulu 
daripada anggotanya, bahkan kami menunggu para Anggota untuk 
dapat hadir. Salah satu atau salah dua, salah tiga diantara kami 
belum bisa datang, saya kernudian meminta wakil-wakil saya untuk 
duduk duluan didepan kursi Pimpinan DPR untuk menunjukkan 
bahwa kami siap untuk memimpin Paripurna. 

Kami mengharapkan gotong-royong dari seluruh Anggota DPR 
RI untuk menunjukkan kinerja DPR. Salah satunya adalah kehadiran 
di Paripurna Karena kehadiran di Paripurna tentu saja semuanya 
itu disorot oleh media. Isu apa yang akan ditampilkan, apa yang 
sudah dikerjakan, siapa yang hadir, siapa yang serius dan tidak, 
!tu menjadi salah satu jendela dari DPR RI dalam menunjukkan 
bahwa kami, kita siap untuk bisa bekerja untuk rakyat. 

Saat ini, sudah ada peningkatan kepercayaan dari masyarakat. 
lni merupakan langkah awal yang baik dan tentu saja menjadi 
harapan dari kita semua agar kinerja DPR akan terns meningkat 
di hari-hari kedepan. Gotong-royong komunikasi musyawarah dan 
mufakat selalu kita kedepankan di DPR RI periode ini. Bahwa 
kemudian ada dinamika, namanya politik pasti selalu ada clinamika 
namun tidak menutup pintu atau kemungkinan bahwa sekarang 
ini 9 (Sembilan) fraksi yang ada di DPR bisa berbicara dari hati ke 
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hati di antara Pimpinan Fraksinya. Itu yang kemudian kita bangun 
dari awal bahwa bagaimana kemudian citra DPR dan kinerja DPR 
ini adalah hasil dari kita semua, hasil gotong-royong dari kita 
bersama yang ada di DPR. Memang ada perbedaan warna, memang 
ada perbedaan hal-hal yang memang harus diperjuangkan. 

Namun untuk menunjukkan kinerja baik DPR tentu saja 
tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, ini harus dilakukan secara 
bersarna-sama dan tentu saja bergotong-royong. Dengan hasil yang 
mulai rnembaik maka kepercayaan atau trust dari rakyat kepada 
DPR harus selalu kita tumbuhkan dan kita jaga, terrnasuk dengan 
menegakkan citra dan wibawa parlemen baik di tingkat pusat 
maupun di daerah. 

Tugas rnenjaga trust rakyat kepada lembaga perwakilan 
sebenarnya menjadi tugas semua anggota dewan. Sebab perilaku 
salah satu anggota DPR akan dapat rnempengaruhi persepsi 
rakyat kepada seluruh anggota dewan ketika satu anggota dewan 
berperilaku tidak terhormat rnaka seluruh dewan dapat negatif 
karena nila setitik maka rusak susu sebelanga. 

Sayangnya ketika satu anggota dewan berperilaku terhormat, 
belurn tentu seluruh dewan akan dipandang secara positif karena 
ini adalah kolektif kolegial, apa yang menjadi kerja-kerja kita ini 
adalah kerja kolektif kolegial, perilaku kita pun akan rnenunjukkan 
bahwa kita ini harus bisa rnenunjukkan citra positif untuk seluruh 
anggota dewan yang lain. Memang kita tidak dapat berharap 
peningkatan citra dan wibawa parlernen dapat terjadi secara 
otomatis karena itulah diperlukan kode etik DPR dan Mahkarnah 
Kehorrnatan Dewan. 

Dalarn Undang-Undang Nornor 2 Tahun 2018 yang merupakan 
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 
tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, MKD merniliki penarnbahan 
kewenangan bukan hanya penyelidikan dan verifikasi atas 

ARAH BARU KEBIJAKAN Mt<D DPR RI PERIODE 2019·2024: 
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pengaduan terhadap anggota tapi juga dapat melakukan pen- 
cegahan dan pengawasan dan penindakan. Artinya, ini menjac!i 
tugas dari MKD untuk menjaga kehormatan kita semua dari awal- 
nya memitigasi hal tersebut. 

Tentu saja banyak pengaduan yang sudah c!isampaikan. Ini 
seharusnya menjac!i otokritik dari kita dan kritikan secara internal 
buat kita, bahwa ada hal-hal yang tidak boleh c!ilakukan secara jabatan 
kita sebagai anggota dewan, dan MKD dalam tujuan pembentukan- 
nya adalah untuk menjaga serta menegakkan kehormatan dan 
keluhuran rnartabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Jadi 
bukan hanya kehormatannya saja tapi keluhurannya bagi kita semua. 
Bagaimana kita menjaga etika perilaku, bagaimana kita bisa menjaga 
tanggung jawab dan kewajiban kita sebagai anggota DPR untuk bisa 
menjalankan tugas-tugasnya. 

Dengan adanya penarnbahan fungsi MKD rnaka kedepan 
tentu saja MKD dituntut untuk menyusun langkah dan arah baru 
kebijakan yang dapat menghadirkan lembaga perwakilan yang 
berkeadaban dan berkebudayaan. Saya selalu menyampaikan 
tentang kebudayaan, karena Indonesia itu terc!iri dari 270 juta 
orang, 17.000 pulau, 200 lebih kabupaten/kota, 34 provinsi dengan 
budaya yang berbeda-beda. Untuk orang Jawa apa yang dilakukan 
orang Sumatera itu mungkin terlihat kasar dan kaku karena 
orang Jawa biasanya lebih halus daripada orang Sumatera, namun 
karena kita adalah orang Indonesia, karena kita adalah Indonesia 
dan karena kita sating bertoleransi artinya kita kemuctian bisa 
memahami bagaimana kelakuan atau kebudayaan dari saudara- 
saudara kita dengan perbedaan-perbedaan tersebut. 

Hal ini juga tentu saja yang perlu dirumuskan oleh MKD. 
Kadang kala berbeda kebudayaan, berbeda berbudaya menye- 
babkan cara penyampaian salah satu dari saudara-saudara kita 
itu kernudian berbeda. Kalau kemudian itu hanya salah persepsi 

ARAH BARU KEBIJAKAN MKO DPR RI PERIODE 2019-2024: 
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hanya kemudian salah perkataan yang tidak dengan niat jahat 
tentu saja itu pun harus dilihat dulu secara budaya, kadangkala 
orang-orang dari Sumatera atau kemudian dari Kalimantan 
dan Jain-lain dalam menyampaikan hal-hal yang mungkin tidak 
diinginkan itu terlihat secara kasar, terdengar secara kasar, namun 
belum tentu juga itu keinginannya. Budaya itulah salah satu hal 
yang kemudian bisa menyatukan kita dalam memahami saudara- 
saudara kita yang berasal dari banyak daerah berbeda. 

MKD juga perlu merumuskan dan melahirkan terobosan- 
terobosan agar etika berbangsa dan bernegara menjadi ter- 
internalisasi dan dipegang teguh oleh setiap anggota dewan dan 
lembaga ini. Dan saya tentu saja berharap sosialisasi terkait hal-hal 
yang ingin disampaikan itu tidak serta-merta tiha-tiba karena kita 
pun perlu sating memahami apa sebenamya yang harus dilakukan. 

Beberapa waktu lalu Pimpinan MKD dengan para anggotanya 
datang menemui pimpinan DPR. Usulannya adalah para pimpinan 
DPR di setiap Sidang Paripurna berpakaian sipil lengkap. 
Awalnya kami mempertanyakan usulan tersebut. Pimpinan MKD 
menyatakan bahwa hal itu untuk menegaskan bahwa kita lebih 
serius. Insya Allah ke depan, ini bukan masalah baju a tau tampilan 
tapi bagaimana apa yang kita kenakan itu bukannya untuk terlihat 
seperti sombong-sombong tapi untuk terlihat serius menjalankan 
tugas kita dan rnenghormati dan menghargai mltra-mitra kita. Ini 
kelihatan simple tapi penting. Karena dalam perjalanan kunjungan 
kerja saya ke berbagai negara, setiap kita masuk ke satu parlemen 
negara, tidak ada yang bajunya berantakan. Ini untuk bisa dihargai, 
bukan untuk menyombongkan diri. 

Hal lain adalah tentang keamanan. Tidak bisa semua orang 
masuk tanpa dicek. Saya saja datang ke Parlemen di Australia 
kemarin di Canberra mau ambil ID saya sebagai anggota delegasi 
yang ikut dalam konferensi di sana, itu tidak boleh diambil oleh 
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Upaya Menghadlrkan Peradaban H1kmah 



6 I Dr. (HC) Puan Maharani 

orang lain. Duta besar pun tidak diperkenankan. Saya harus datang 
sendiri dan dicek. Nah kalau di sini, belum juga memperlihatkan 
kartu ID, pihak pengamanan sudah membukakan gerbang untuk 
orang lain. Hal-ha! yang seperti ini harus pelan-pelan kita lakukan. 
Kita menjaga marwah dan kehormatan kita untuk kita semua. 
Pengamanan dalam itu penting untuk bisa mensortir siapa yang 
boleh masuk dan ndak boleh masuk. 

Hal-ha! yang seperti ini mungkin tentu saja saya harapkan 
dukungan dan sinergi dari MKD untuk bisa mengawal hal-hal yang 
terkait bukan hanya etika, keluhuran, kehormatan dan martabat 
saja. Tapi juga aturan-aturan yang mengikat bagaimana tembaga 
DPR ini bisa terhormat bukan hanya di internal kita tapi di 
eksternal kita pun bisa kita lakukan. 

Terakhir, saya berharap semoga seminar nasional ini dapat 
menjadi sumber pencerahan dan sumber energi bagi MKD 
untuk menjadi Jokomotif yang mampu menghadirkan hikmah 
kebijaksanaan dalam segala tingkah laku dan tindak-tanduk 
seluruh komponen individu yang berada datarn lingkungan kerja 
DPR. Mari bergotong-royong menjadikan DPR sebagai lernbaga 
perwakilan yang maju, terbuka dan responsif dengan mengikuti 
dan rnenghargai diri kita sendiri tentu saja untuk bisa dihargai 
oleh orang Jain. 

Lernbaga perwakilan yang dapat dibanggakan dan diandalkan 
oleh rakyat. Insya Allah nanti survei pertengahan tahun dan akhir 
tahun kinerja DPR sudah dapat lebih mendapatkan kepercayaan 
dari masyarakat dan bukan tidak mungkin kita insya Allah 
bisa rnasuk lima besar dari Jembaga-lernbaga yang dipercaya 
oleh rnasyarakat. Terima kasih, semoga Allah Subhanahu Wa 
Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rahrnat dan 
bimbingannya bagi kita sernua. 
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Lembaga Penegak Etika Parlemen 

Dr. A. Muhaimin lskandar, M.SI 
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

Lembaga Perwakilan dan Konstruksi Demokrasi 
Sebagai sebuah bangsa, kita telah mengambil pilihan yang 

telah kita sepakati bersama bahwa konstruksi dernokrasi dalam 
sistem politik Indonesia adalah menggunakan sistem perwakilan 
(representative democracy). Sistem ini memiliki perbedaan 
mendasar dengan sistem demokrasi langsung seperti pernah 
terjadi pada masa Yunani Kuno. Dalam sistem dernokrasi langsung, 
rakyat terlibat secara langsung dalam proses-proses politik tanpa 
melalui perwakilan (Brennan dan Hamlin, 2000). Karena itu, maka 
esensi penting dalam sistem perwakilan adalah adanya sekelompok 
kecil orang yang memiliki peran besar dalam proses pemhuatan 
dan pelaksanaan keputusan-keputusan politik. Proses perwakilan 
ini dilakukan melalui pemilihan umum. 

1 
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Wujud formal kelembagaan perwakilan di Indonesia 
terejawantah dalam apa yang sekarang kita sebut sebagai DPR/ 
DPRD. Sejarah memang mencatat bahwa lembaga perwakilan pada 
masa lalu lebih merepresentasikan kekuasaan presiden/eksekutif 
daripada konstituen yang memilihnya. Lembaga perwakilan saat 
itu benar-benar berada di bawah bayang-bayang eksekutif. Tetapi, 
reformasi telah merubah seluruh bangunan struktur ekonomi 
politik hingga daerah (Robison dan Hadiz, 2004). Dari situ pula 
maka desain kelembagaan lembaga perwakilan, pusat/daerah, 
pasca reformasi telah berubah menjacli lebih memiliki otoritas 
yang besar. la tidak saja menjalankan fungsi perwakilan semata, 
melainkan memperjuangkan kepentingan-kepentingan konstituen 
yang cliwakilinya. Fungsi-fungsi yang rnelekat secara konstitusi 
dalam lembaga perwakilan ini adalah fungsi anggaran, fungsi 
pengawasan dan fungsi legislasi. 

Satu kelebihan utama lembaga perwakilan (DPR/DPRD) 
saat ini adalah ia bahkan diberi otoritas mengalokasikan dan 
mendistribusikan sumber-sumber keuangan melalui APBN/APBD. 
Otoritas ini dimaksudkan agar DPR/DPRD memperjuangkan 
kepentingan-kepentingan konstituen melalui kebijakan anggaran. 
Selain itu, DPR juga memiliki otoritas dalam mengalokasikan 
anggaran untuk dirinya agar bisa menjalankan fungsi-fungsi 
perwakilan lebih maksimal. 

Dengan berbagai kewenangan dan otoritas besar yang 
climilikinya, pertanyaanya: siapa yang mengawasi DPR? Parameter- 
parameter etika seperti apakah yang bisa cligunakan sebagai alat 
kontrol dalam membatasi kewenanganya? Desain kelembagaan 
seperti apakah yang tepat untuk membangun tata nilai di DPR 
sehingga ia benar-benar menjadi lembaga yang berwibawa pada 
satu sisi, tapi juga memiliki akuntabilitas moral-material yang bisa 
dipertanggungjawabkan? Pertanyaan-pertanyaan kritis-filosofis 
semacam itu penting diajukan mengingat sentralisasi kekuasaan 
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selama ini menjadi masalah utama dalam sistem politik Indonesia. 
Desain kelembagaan semacam lembaga kontrol dalam lembaga 
perwakilan dengan demikian menjadi penting keberadaaanya 
agar kekuasaan yang ada (eksekutif-legislatif) tidak cenderung 
mengarah kepada sistem ototriter. 

Pemikir politik klasik semacam John Locke, Montesque, 
dan juga Robert Dahl (1985) bahkan telah mengingatkan bahwa 
sebuah lembaga kontrol, dalam institusi apapun termasuk politik, 
penting dimiliki untuk menghindari kekuasaan yang absolut 
pada seseorang atau institusi tertentu. Sejarah politik dunla juga 
memberi pembenaran bahwa kekuasaan yang memusat, tanpa 
landasan etika dan lembaga kontrol, cenderung melahirkan sistem 
politik yang otoriter (Madison, dalam Brennan dan Hamlin, 2000). 

Merefleksi ha! di atas, jawaban atas pertanyaan yang diajukan 
diawal tentu tidak bisa hanya djiawab dengan jawaban klise bahwa 
masyarakatlah yang akan mengawasi DPR. Rakyat/masyarakat 
memang akan menjadi "dewan" pengawas tersendiri yang akan 
mengkontrol seluruh sepak terjang lembaga perwakilan ini. Tetapi, 
sekali lagi, kontrol masyarakat akan berada pada wilayah yang 
sangat luas, berada di luar, dan kontrol dilakukan lebih terhadap 
kelembagaan secara umum. Sederhananya, kontrol yang dilkakukan 
civil society cenderung dilakukan dalam ha! yang sangat rnakro. 

Jika demikian, lantas siapa yang akan rnelakukan kontrol di 
dalam lembaga perwakilan itu sendiri? Siapa yang akan mengontrol 
terhadap sepak terjang antarindividu dalam wadah perwakilan 
bemama DPR !tu? Di sinilah pentlngnya eksistensl lembaga yang 
disebut MAJlKAMAH l<EHORMATAN DEWAN. Sebuah lembaga yang 
berdasarkan lJU No.17 rahun 2014 tanmng MD3 bertugas menjaga 
kehormatan dan keluhuran martabat, citrn dan kred..lhilltas DPR. 
Sebuah lembaga yang menurut hemat saya penting diperkuat 
eksistensinya karena ia menjadi garda depan dalam menjaga etika 
dan moralitas politik seluruh anggota legislator. 

ARAH BARU KEBIJAKAN MKD DPR RI PERIOOE 2019·2024: 
Upaya Menghadlrkan Peradaban Hikmah 



10 I Dr. A. Muhaknln lskandar, M.Si 

Mahkamah ini menjadi semacam lembaga kode etik 
legislatif. Karena tertuang dalam konstitusi, kode etik tersebut 
merupakan dokumen formal yang mengatur perilaku dari 
anggota legislator dengan menggunakan beberapa parameter 
tentang apa yang dianggp sebagai tindakan yang dapat diterima 
dan apa yang tidak. Tujuanya untuk menciptakan budaya politik 
yang menempatkan penekanan pada kepatutan, ketepatan, trans- 
paransi dan integritas perilaku anggota parlemen. Meminjam 
bahasa James Madison (2000), semua itu d.ilakukan lebih untuk 
membangun pelembagaan checks and balances dalam bangunan 
demokrasi. Pelembagaan lembaga kode etik seperti Mahkamah 
Kehormatan Dewan ini akan lebih memungkinkan terjadi- 
nya akuntabilitas, baik secara vertikal maupun horizontal. 
Akuntabilitas horizontal yang dimaksud adalah lembaga ini men- 
jadi semacam pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai 
konstituen yang memilihnya. 

Menurut saya, inilah sesungguhnya bangunan demokrasi 
yang sesungguhnya karena yang terjadi kemudian bukan hanya 
mewujudkan "definisi minimal demokrasi" yakni sebatas adanya 
pemilu yang bebas (Huntington, 1991), tetapi sebuah dernokrasi 
yang memiliki pertanggungjawaban dari para wakil (representative) 
kepada yang diwaki!i (represented). 

Mahkamah Kehormatan dan Tata Nilai Baru Parlemen 
Menyedihkan memang menyimak paparan berbagai lembaga 

survey yang selalu saja menempatkan DPR diurutan buntut 
salah satu lembaga yang tidak dipercaya rakyat. Turunnya 
tingkat kepercayaan public (public trust) ini akhirnya memang 
berdampak pada keseluruhan citra DPR dan anggota legislatif 
scara keseluruhan. Sebut saja misalnya survey terbaru yang dirilis 
LSI (lembaga survey Indonesia) pada Agustus 2019. Dari 6 (enam) 
lembaga yang disurvey, yakni KPK, Polri, Presiden, DPR, Parpol, 
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Pengadilan, DPR berada diurutan kelirna sebagai lernbaga yang 
dipercaya rnasyarakat dengan skor 61 %. DPR sedikit lebih baik 
ketirnbang partai politil< yang berada diurutan bontot sebagai 
lernbaga yang dipercaya rnasyarakat dengan prosentasi 53%. 

Apa rnaknanya? Dibutuhkan sebuah tata nilai baru untuk 
rnernpercepat transforrnasi dernokrasi dalarn tubuh DPR itu sendiri. 
Ke depan saya kira dibutuhkan terobosan-terobosan sisternik yang 
harus diinisasi oleh MKD guna rnenyatukan seluruh kepentingan 
penegakan dan penjagaan citra, rnartabat dan keluhuran lernbaga 
perwakilan agar rnarnpu rnenjawab tantangan dan dinarnika 
politil< yang bergerak begitu cepat. 

Secara konstitusional, seorang anggota dewan di dalarn dirinya 
rnelekat dan rnengernbang tiga peranan penting. Pertama, sebagai 
policy maker. Predil<at ini rnengharuskan seorang anggota dewan 
harus rnarnpu rnerurnuskan kebijakan-kebijakan strategis yang 
rnernihak kepentingan publik/rnasyarakat. Kedua, sebagai legal 
drafter. Dalarn posisi ini seorang anggota dewan dituntut rnernbuat 
undang-undang yang dapat rnenjarnin legalnya keadilan sosial 
dan keteraturan hidup berrnasyarakat. Ketiga; sebagai legislator. 
Sebagai legislator politisi harus rnenjadi penyarnbung lidah rakyat 
untuk kernudian rnengartil<ulasikan berbagai aspirasi kepentingan 
warga. Karenanya, satu hat yang tak bisa diawar bahwa dalarn 
rnelaksanakan ketiga fungsi tersebut ukuran etika dan rnoralitas 
publik tak boleh dilanggar. 

Karena itu, tata nilai baru dalarn parlernen saya kira harus 
diletakkan dalarn kerangka besar etika dan rnoralitas politik ini. 
Mahkarnah Kehorrnatan Dewan (MKD) adalah satu bagian dart 
instrurnentasi etika tersebut yang diwujudkan dalarn desain 
kelernbagaan. Tata nilai yang hendak dibangun rnelalui lernbaga 
MKD ini adalah bahwa etika dan rnoralitas harus rnarnpu rnengatasi 
berbagai sekat kepentingan. Selain itu, ia juga diguakan sebagai 
rarnbu-rarnbu bagi para anggota dewan dalarn kapasitasnya 
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sebagai anggota legislatif yang mempunyai hak imunitas beserta 
seluruh kekuasaan yang melekat dalam dirinya. 

Sebagai upaya membangun pelembagaan checks and balances, 

keberadaan Mahkamah Kehormatan Dewan ini tampaknya ingin 
mematahkan tesis Thompson (2002) yang pesimis bahwa kecil 
kemungkinan terbangun sebuah etika legislative. Berbeda memang 
dengan eksekutif yang memiliki mekanisme hirarkis sehingga 
meniscayakan adanya kontrol sesama atau antar lembaga. Dalam 
legislatif yang berjalan adalah mekanisme kerja kolektif koligial. 
Dalam sistem kerja koligial, kesuksesan atau kegagalan dalam 
berlegislasi amat terganrung satu sama lain. Asumsi Thompson 
bahwa fungsi kontrol seorang anggota dewan akan tumpul ketika 
diarahkan kepada koleganya. 

Mahkamah Kehormatan Dewan ingin menepis pesimisme 
seperti yang dikhawatirkan Thompson tersebut. Saat ini Mahkamah 
Kehormatan Dewan telah menjelma menjadi salah satu jalur yang 
paling efektif untuk menuntut tanggungjawab anggota parlemen. 
Jika anggota dewan memiliki hak Imunitas, maka Mahkamah 
Kehormaatan Dewan manjadi satu-satunya instrument etika politik 
yang dapat menanggalkan hak imunitas anggota parlemen. Selain itu, 
Mahkamah juga punya tugas menjaga wibawa lembaga parlemen 
dengan menjaga anggota-anggotanya berperilaku terpuji. Satu 
ha! yang menarik dan penting diketahui publik bahwa kode etik 
parlemen yang ada di Mahkamah Kehormatan menuntut bahwa 
anggota parlemen bertindak sesuai prinsip-prinsip yang diketahui 
semua warga negara. Kewenangan inilah yang membedakanya 
dengan Badan Kehormatan (BK) sebelum clirubah menjadi MKD 
dalam UU MD3. Seluruh tata nilai yang ada pada Mahkamah 
Kehormatan inilah yang akan menjadi sumber penilaian etis dalam 
kekuatan politik demokratik dan etika politik di Indonesia. 

Singkatnya, keberadaan Mahkamah Kehormatan Dewan 
secara esensial ingin menjaga parlemen dengan anggota dewan 
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yang ada di dalamnya berjalan sesuai khittah dan tugas yang 
diembannya. Tatanan yang ingin ditegakkan bahwa sebagai 
lembaga penegak Kode Etik, Mahkamah Kehormatan bertugas 
menjaga etika para anggotanya dari berbagai pelanggaran 
norma-norma maupun hukum yang berlaku di masyarakat. 
Mahkamah Kehormatan juga menerapkan etika politik yang di- 
harapkan mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan 
politik dernokratik di parlemen. Merujuk pada UU No 17 tahun 
2014 tentang MD3, kode etik yang diherikan oleh Mahkamah 
Kehormatan adalah norma yang wajib dipatuhi setiap anggota 
dewan selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, 
kehornatan, citra dan kredibiltas DPR. 

Seluruh tata nilai yang hendak dikernbangkan Mahkamah 
Kehormatan seperti di atas sesungguhnya berada pada satu 
konstruksi, yakni penguatan lembaga perwakilan. Sebuah kontrol 
mutlak diperlukan karena kita telah menasbihkan demokrasi 
sebagai sistem dan nilai yang sejatinya terkandung dalam tata 
politik dan pemerintahan modern. 

Etika Parlemen dan Penguatan Kelembagaan; lhtiar Menuju 
Type Ideal 

Merunut narasi sebagaimana di atas, sebuah etika parlemen 
dengan dernikian harus diwujudkan untuk menciptakan checks and 
balance yang sehat. Dalam konteks kelembagaan parlemen, seruan 
etis-moral bagaimanapun harus dikedepankan agar para anggota 
dewan tetap berjalan pada jalur utama etika dan moralitas sebagai 
pijakan dasar sekaligus tujuan berpolitik. Ukuran paling sederhana 
yang bisa dijadikan parameter dalam konteks kelembagaan adalah 
integritas. Integritas rnerupakan wujud nyata keutuhan prinsip 
moral dan etika bangsa dalam kehidupan bemegara. Secara lebih 
spesifik, integritas akan menjadi panduan moral dan etik dalam 
melaksanakan 3 (tiga) fungsi yang melekat pada seoarang anggota 
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parlemen, yakni fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi 
anggaran. 

UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3, khususnya Pasal 
81, sesungguhnya telah memberikan panduan yang amat jelas 
bagaimana seorang anggota parlemen membangun integritas itu. 
Integritas seorang anggota parlemen akan terbangun manakala ia 
melaksanakan kewajiban dalam UU tersebut. Antara lain; seoarang 
anggota parlemen harus mendahulukan kepentingan negara atas 
kepentingan pribadi atau kelompok; memperjuangkan peningkatan 
kesejahteraan rakyat; menaati tata tertib dan kode etik; menyerap 
dan menghimpun aspirasi; menindaklanjuti aspirasi; memberikan 
pertanggungjawaban moral dan etis kepada konstituen; menjaga 
etika dan moral dalam hubungan kerja dengan lembaga lain, dan 
lain-lain. 

Ketika kewajiban-kewajiban tersebut mampu dijalankan 
seorang anggota parlemen, maka saat itulah integritas seorang 
anggota parlemen tercermin dalam dirinya. Dari situlah kemudian 
terbentuk sebuah etika yang akhirnya menjadi norma yang diikuti 
anggota parlemen lainnya. 

Ada pertanyaan menarik, bagaimana untuk mengetahui etika 
legislatif seorang politisi dalam parlemen? Denis F Thompson 
(2002) membuat beberapa pendekatan dan kategori menarik 
tentang etika legistalif politisi. 

Pertama, etika minimalis. Etika minimalis ini adalah standar 
etika yang paling mninimal yang berlaku pada lembaga perwakilan 
rakyat. Etika ini tidak mentolelir beberapa tindakan buruk, seperti 
korupsi maupun tindakan tidak pantas lainnya. Caranya, dalam 
etika model ini dibuat aturan internal objektif yang berlaku 
dan mengikat bagi semua wakil rakyat. Contoh penerapan etika 
minimalis ditubuh kelembagaan parlemen ada!ah dibentuknya 
tata tertib dan kode etik yang diterbitkan diinternal parlemen 
serta dibentuknya sebuah badan kehorrnatan. 
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Kedua, etika fungsionalis. Etika fungsionalis menawarkan 
basis fungsional seorang legislator. Etika ini lebih mendefinisikan 
tugas anggota dewan dalam lingkup fungsi mereka sebagai wakil 
rakyat. Parameter dalarn etika ini bahwa seorang anggota dewan 
dianggap memenuhi etika ketika ia melaksanakan semua tugas 
dan fungsi dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya, seorang anggota 
legislator dianggap melanggar etika ketika ia tidak menjalankan 
tugas dan fungsinya. Dalam konteks ini maka seorang wakil rakyat 
harus paham betul makna sebagai wakil rakyat. 

Ketiga, etika rasionalis. Etika ini mendasarkan perilaku etis 
pada prinsip-prinsip hakiki politik, seperti keadilan, kebebasan, 
atau kebaikan bersama (bonum commune). Fondasi rasional 
yang dibangun bahwa wakil rakyat harus bertugas berdasarkan 
etika rasionalis ini. Karenya, tidak dibenarkan seorang anggota 
legislatif memperkaya diri dengan melawan hukum, baik atasnama 
kepentingan pribadi, golongan, maupun partai politik yang 
menaunginya. 

Mewujudkan etika seorang legislator untuk membagun 
integritas-apalagi menjadikanya sebuah norma-bukan persoalan 
mudah. Seringkali kode etik yang dianggap membatasi gerak 
anggota parlemen dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip 
kekebalan parlemen (hak imunitas). Padahal, tujuan utama dari 
kekebalan adalah memastikan bahwa anggota parlemen memiliki 
kebebasan yang cukup untuk melaksanakan tugas para anggota 
dewan mengawasi pemerintah, menyususn legislasi dan mewakili 
masyarakat. Hak ini diberikan karena beberapa fungsi anggota 
perlemen memang membawa mereka pada sebuah situasi dimana 
mereka akan sering berkonfrontasi dengan lembaga negara dan 
anggota parlemen harus melakukan tugas itu tanpa takut di- 
tuntut. Pada titik ini, parlemen memang harus mengadopsi sistem 
fungsional kekebalan parlemen yang bertujuan memberikan 
perlindungan dari penuntutan tak beralasan pada satu sisi, dan 
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di sisi lain memastikan bahwa parlemen bertanggungjawab di 
mata hukum. 

Hanya saja, perlu ditegaskan bahwa prinsip utama hak 
imunitas adalah ia merupakan bagian integral dari posisi, bukan 
individu. Tujuannya, melindungi integritas jabatan dan lembaga, 
namun tidak diperbolehkan digunakan untuk melindungi invidu 
yang jelas melanggar kriminal ataupun melanggar kode etik yang 
telah disepakati bersama. 

MKD dan Urgensi Penguatan Lembaga Penegak Etika 
Parlemen 

Jika hak imunitas adalah bagian integral dari sebuah posisi, 
lantas bagaimana menuntut tanggungjawab seorang anggota 
parlemen jika ia melanggar kode etik, tata tertib, kriminal, atau 
hal-hal lain diluar hak imunitasnya? Hemat saya, salah satu jalur 
yang saat ini paling efektif untuk menuntut pertanggungjawaban 
seorang anggota parlemen jika melanggar kode etik atau hal-hal 
lain adalah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). MKD saat ini 
menjadi satu-satunya instrument etika politik yang dimiliki DPR 
yang dapat menanggalkan hak imunitas seorang anggota parlemen. 
Mahkamah Kehormatan Dewan mempunyai tugas melakukan 
evaluasi dan penyempurnaan peraturan parlemen tentang tata 
tertib dan kode etik DPR. Di sinilah saya kira peran stratetgis MKD 
dalam menjaga cita-cita dan wibawa lembaga parlemen dengan 
menjaga anggota-anggotanya untuk berperilaku terpuji. 

Jika dalam demokrasi perwakilan mensyaratkan akuntabilitas 
sebagai salah satu pilar utama menuju good governance, maka 
Mahkamah Kehormatan Dewan akan berada digaris itu. Selain 
sebagai salah satu jalur penegakan kode etik parlemen, Mahkamah 
Kehormatan diharapkan menjadi salah satu etalase dan desain 
kelembagaan lembaga parlemen yang mampu menyambungkan 
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antara para wakil dan yang diwakili. Sederhananya, akuntabilitas 
parlemen akan memutus disconnect electoral yang selama ini 
terjadi dan menumbuhkan kepercayaan publik pada lembaga ini. 

Selain sebagai lembaga yang bertugas menjaga wibawa dan 
martabat parlemen, Mahkamah Kehormatan ini juga dirancang 
agar para wakil rakyat menepati sumpah janjinya unutk responsif 
terhadap isu yang berkembang di daerah pemilihanya. !ni sekaligus 
untuk membatasi sentralisasi kekuasaan sebagai anggota legislative 
sehingga tidak mengarah pada sistem yang otortiter, yang meng- 
anggap apa yang dikerjakan selalu benar dan kebal hukurn, 

Melalui pengutaan Mahkamah Kehormatan, DPR ingin sedang 
membangun sebuah narasi bahwa penegakan Kade Etik Parlemen 
akan terus eksis melalui proses demokratis yang memenuhi 
batasan-batasan etis sebagaimana terdapat dalam kode etik 
parlemen. Harapanya, prinslp-prinslp yang dijalankan Mahkamah 
kehormatan akan menjadi sumber penilaian etis etika politik di 
Indonesia. 

Urgensi kehadiran Mahkamah Kehormatan terletak pada 
posisinya sebagai lembaga penegak kode etik. la bertugas untuk 
menjaga etika para anggotanya dari berbagai pelanggaran norrna- 
norma maupun hukum. Lebih dari itu, Mahkamah Kehormatan 
juga menerapkan sebuah etika politik yang dapat memberikan 
kontrihusi bagi perkembangan politik demokratik di parlemen. 
Kade etik sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 
adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama 
menjalankan tugasnya untuk menjaga matabat, kehormatan, citra 
dan kredibilitas DPR. 

Secara lebih detail, dalam UU MD3, Mahkamah Kehormatan 
mempunyai tugas rnelakukan penyelidikan dan verfifikasi atas 
pengaduan terhadap anggota karena beberapa ha!. Pertama, 
seorang anggota dewan dapat diajukan ke MKD karena tidak 
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melaksanakan kewajiban sebagairnana dimaksud dalam pasat 
81 UU No.17 Tahun 2014 tentang MD3 sebagairnana dijelaskan 
di atas. Kedua, anggota dewan dapat diadukan ke rnahkarnah 
manakala ia tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan 
atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR setama 3 (tiga) bulan 
secara berturut-turut tanpa keterangan yang sah. Ketiga, tidak tagi 
memenuhi syarat sebagai anggota DPR sebagairnana ketentuan 
mengenai syarat caton anggota DPR. Dan keempat, anggota dewan 
dapat cliadukan jika yang hersangkutan metanggar ketentuan 
larangan sebagairnana di ataur dalam UU MD3 ini. 

Togas yang cliemban oleh Mahkamah Kehormatan Dewan 
sesungguhnya ingin menyematkan satu ha!; harapan baru bahwa 
MKD akan lebih berperan menciptakan suasana yang dapat 
menjamin terlaksananya fungsi pengawasan terhadap perilaku 
anggota DPR. Inilah sesungguhnya esensi rnendasar yang melandasi 
mengapa posisi lembaga ini harus diperkuat. Ke depan, yang 
sesungguhnya penting clipikirkan adalah menutarkan gagasan ini 
kepada DPRD seluruh Indonesia. 

Dalam pandangan saya, mencermati tugas dan wewenang 
Mahkamah Kehormatan yang demikian berat, setidaknya terdapat 2 
(dua) kata kunci utama untuk menguatkan Mahkamah Kehormatan 
ini. Kedua hat tersebut adalah independensi dan transparansi. 

Pertama, independesi. Fakta di lapangan selama ini me- 
nunjukkan bahwa akar ketidakindependenan MKD seringkali 
berakar dari unsur fraksi yang menyandera objektivitas dan 
independensi. Penguatan kelembagaan MKD akan tercapai jika 
anggotanya independen. Penting memang merumuskan variabel 
dan parameter independensi ini. Sebagian kalangan mengusulkan 
ada pelibatan masyarakat umum dalam keanggotaan MKD. 
Gagasan ini memang tampak ideal karena bertujuan mencegah 
terjadinya konflik kepentingan dalam pemutusan atas pelanggaran 
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etik. Tetapi ia justru akan menimbulkan persoalan baru. Hal ini 
karena anggota dewan mempunyai legitimasi sangat kuat karena 
dipilih oleh rakyat, dan beberapa problem yang dihadapi anggota 
parlemen sebagai besar berasal dari domain dia dalam kapasitas 
sebagai wakil rakyat. Meminjam bahasa Nancy Robert (2004), 
pelibatan langsung warga dalam demokrasi perwakilan justru 
akan menimbulkan ambivalensi. Ia memang tampak ideal di satu 
sisi, tapi ia juga akan menciptakan kekhawatiran baru terkait 
objektivitas. Ke depan, penting memang merumuskan variabel 
soal independen ini. 

Kedua, transparansi. Transparansi di sini dimaknai dengan 
memberikan akses publik atas pelaporan atau pengaduan yang 
masuk secara periodik, transparan proses penyelidikan sampai 
pada pengambilan keputusan. Pain ini sesungguhnya telah di- 
lakukan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan atas berbagai kasus 
yang ditangani selama ini. 

Akuntabilitas semacam ini dalam pandangan Morlino (2002) 
akan menciptakan dua akuntabilitas sekaligus, yakni akuntabilitas 
vertikal dan akuntabilitas horizontal. Dalam akuntabilitas vertikal, 
ia akan mampu menciptakan kepercayaan antara para pemilih 
dengan pejabat yang dipilih. Kepercayaan semacam ini dalam 
jangka panjang akan menciptakan demokrasi yang sehat, dan 
meminimalisir terjadinya disconnect electoral, yakni sebuah situasi 
dimana tidak ada sambungunan antara wakil dan yang diwakili. 
Jika disconnect itu yang terjadi maka terjadilah malapetaka 
demokrasi. Sementara akuntablitas horizontal akan menciptakan 
relasi yang sehat antara anggota legislative dan eksekutif. 

Dua kata kuci di atas saya kira ke depan yang akan mampu 
memperkuat keberadaan lembaga Mahmakah Kehormatan Dewan 
menjadi semakin kuat dan menjadikan lembaga parlemen lebih 
bermartabat dan berwibawa. 
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Hingga saat ini, secara umum terdapat setidaknya tiga 
persoalan besar yang sering dijumpai dalam perjalanan Mahkamah 
Kehormatan Dewan. Pertama, terkait dengan efektifitas penerapan 
kode etik terkait sanksi, sikap politik, serta keragaman budaya. 
Ke depan, saya kira ha! ini perlu dirumuskan lebih jelas lagi. Hal 
iru penting karena seringkali persoalan seputar ha! tersebut tidak 
ada batas yang jelas, sehingga penerapanya tidak efektif. Kedua, 
persoalan terjadi seputar komunikasi politik antara parlemen dan 
publik sebagai pemilih yang berhak meminta pertanggungjawaban. 
Maraknya kasus ini mengindikasikan bahwa telah terjadi disconnect 
electoral antara pemilih dan yang dipilih. Parlemen ke depan saya 
kira hisa mengambil kebijakan inovatif untuk lebih mendekatkan 
anggota ke konstituen. Ketiga, seputar kornunikasi antara alat 
kelengkapan dewan dan pimpinan. Merumuskan pola kornurukasi 
yang baik saya kira menjadi agenda mendesak untuk menuntaskan 
soal ini. 

Menuju Tipe Ideal; Catatan Penutup 
Lembaga legislatif adalah dasar bagi sistem demokrasi, begitu 

kata David Olson (1994). Apa yang dikatakan Olson ini saya 
kira menarik ditengah banyaknya gempuran terhadap lembaga 
legislative. Artinya, dengan pembenahan yang terns dilakukan, 
salah satunya melalui Mahkamah Kehormatan, legislatif akan 
benar-benar menjadi lembaga yang mendasari sistem demokrasi 
secara kuat. Tidak ada satupun lembaga kekuasaan yang me- 
nunjukkan aksesibilitas sempurna dalam relasinya dengan rakyat 
kecuali lembaga legisatif. Dan itulah inti dernokrasi. Lembaga ini 
mampu merefleksikan sentimentalitas dan opini warga negara 
menjadi sumber hukum dan kebijakan yang harus dijalankan 
oleh negara. 

Hanya saja memang, lembaga legislatife ini memiliki ke- 
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rentanan untuk didikte oleh kepentingan-kepentingan diluar diri- 
nya. Tetapi, konsistensi kelembagaan akan menjawab sejauhmana 
ujian tersebut mampu dijawab sesuai tuntutan publik. Karena itu, 
lembaga legislatif ini memerlukan idealisme dan rasionalitas yang 
besar, yakni mematangkan hak-hak politik yang dimiliki lembaga 
legislative di hadapan kekuasaan serta meminimalkan reduksi- 
reduksi yang berpotensi menggerus independensi legislatif. 

Penguatan lembaga Mahkamah Kehormatan Dewan memilik 
peran strategis karena setiap individu yang menggenggam ke- 
kuasaan, tak terkecuali anggota DPR, bukanlah individu yang 
dikaruniai kualitas moral yang lebih tinggi dan orang kebanyakan. 
Bahkan secara posisi, para legislator ini sangat rentan terhadap 
kesa)ahan dan kejatuhan. Hal ini karena dalam diri mereka melekat 
kekuasaan yang dalam dirinya selalu mengandung kecenderungan 
untuk disalahgunakan. Persis dititik itulah pentingnya sebuah kode 
etik, etika parlemen, yang mampu menjadi panduan sebagai tata 
nilai baru dalam berdemokrasi. 

Secara kelembagaan, lembaga parlemen merupakan ke- 
kuasaan konstitusional yang perlu mendapat pengawasan, se- 
hingga dibutuhkan tidak hanya perangkat aturan yang mengatur 
kelembagaan, tetapi juga mengatur individu di dalamnya, dalam 
hal ini anggota dewan. Mengutip Brennan dan Hamlin (2000), 
bangunan demokrasi di Indonesia perlu pelembagaan checks and 

balances. Pelembagaan kontrol tersebut akan memungkinkan 
tetjadinya akuntabilitas, baik vertikal maupun horizontal. Di titik 
itulah kira-kira Mahkamah Kehormatan Dewan berada. Sekian! 
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Pendahuluan 
Penegakan etika bagi anggota DPR menjadi penting karena 

konstitusi telah memberikan penguatan yang luar biasa bagi 
anggota DPR. Penguatan yang diberikan pasca arnandernen 
UUD 1945 tidak hanya dalarn tingkatan konstitusi, melainkan 
praktik ketatanegaraan. Perubahan radikal dalarn amandemen 
tersebut membuat proses politik di DPR menjadi dominan dalam 
sistem ketatanegaraan Indonesia. Sedari mulai pembuatan UU, 
pengawasan atas pelaksanaan UU, penetapan anggaran, hingga 
rnemberikan persetujuan agenda kenegaraan seperti menyatakan 
perang, membuat perjanjian dan perdamaian negara lain hingga 
pengangkatan hakim agung membuat peran kelembagaan DPR 
menjadi sangat vital. 

23 
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Peranan yang sangat vital rersebur Jika tidak dibatast 
dalam penegakan etlka dapat rnenlmhulkan penyalahgunaan ke- 
kuasaan. Oleh karenanya, penegakan etlka secara kelembagaan 
merupakan faktor penung unruk manjaga keluhuran dan marzabst 
kelembagaan OPR. Dalam prakrlknye, DPR telah bersungguh- 
sungguh unruk mewujur:lkan keluhuran dun martabat sehagai 
Lembaga perwakilan rakyat, hal inJ dapat dlllhat darl kesungguhan 
kelembagaan DPR untuk menegakkan kode etlknya secara Internal, 
Namun dalarn beberapa kasus yang terjadi maslh saja terdapat 
beberapa oknurn anggota yang disinyalir melanggar etika dan 
hokum sehingga membuat kehorrnatan dan martabat kelembagaan 
sedikit terganggu. 

Sebagai Lernbaga negara yang anggotanya dlpillh langsw,g 
oleh rakyat dalam Pemilthan Urnum, Dewan Perwakllan Rakyat 
dtharapkan mampu unruk rnenjadi penyambung lidah rakyet, 
Harapan besar darl masyarakat akan peningkatan kinerja wakil 
rakyat ternyata bclum sepenuhnya tel'WUJUcL Hal lnl dapat dil:lh..:11 
dari b,myaknyn sorotan minor dari masyarakat temang killerja DPR. 
Sororan yang pada ujungnya seringkall berubah menJad1 sinisme 
mernhuat DPR suli; umuk memperbaikl eirra dirl sebagal Lembaga 
yang dicintai oleh masyarakat. Tanpa disadari, pernaharnan tentang 
kinerja DPR sebenamya belurn sepenuhnya terinformasi secara luas. 

Sorotan atas rendahnya kinerja legislasi, hingga urusan 
hukum yang menjerat anggota DPR rurut memhuat kesan DPR 
di mara publlk semakin minus. Untuk mengubah kesan minus 
tersebut, dlbutuhksn pendekatan non-hukurn agar leblh mampu 
mernperbaiki kinerja DPR. Pendekatan etlka merupakan salan saru 
[alan guns rneniaga wlbnwa dan cnra kelem.ba.gaan DPR secara 
umurn. Pendekatan etlka yang dlmaksud :.eruifU!inyil bultan hanya 
dalam ruang peradilan etlk an sich, mela.inJ<an hams rerbangun 
dalam sebuah system etlka yang komprehensif sena menjadJ 
rujukaa bagt selurun anggota DPR. Karena itu dipertukan s.i.stem 
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etika sebagai upaya menjaga dan menegakkan kehormatan dan 
keluhuran martabat, serta perilaku anggota DPR. Bagi DPR selaku 
pejabat publik yang dipilih langsung oleh rakyat, sistem etika 
merupakan inti yang rnelekat, sebab ia ada!ah kode perilaku yang 
memuat nilai etika dan moral. Sistem etika menuntun anggota 
untuk berintegritas dan profesional. 

Penegakan etika kelembagaan oleh DPR dilaksanakan 
oleh sebuah alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap, yakni 
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Posisi MKD yang menjadi 
salah satu alat kelengkapan DPR tersebut ternyata memuncu!kan 
skeptisisme publik. Bagaimana mungkin MKD mampu bersikap 
objektif untuk rnenegakkan etika kepada rekan sejawat anggota 
DPR, dalam istilah dikenal dengan "jeruk rnakan [eruk". Citra 
tersebut terlanjur menyelimuti memori publik tentang DPR yang 
dikenal dengan suasana politik yang kental. Sehingga boleh jadi 
keputusan yang dikeluarkan oleh MKD hanya sekadar intrik, 
bahkan dapat dijadikan bahan untuk rnenaikkan posisi tawar 
kelompok tertentu. 

MKD sebagai lembaga penegak kode etik di DPR dapat menjadi 
sangat strategis, dikarenakan sistem demokrasi Indonesia dapat 
ditopang oleh tegak dan terhormatnya hukum dan etika secara 
bersamaan. DPR harus menjadi pelopor pembangunan demokrasi 
yang sehat dengan ditopang oleh 'the rule of law and the rule 
of ethics' secara bersamaan.1 Jika sistem demokrasi di Indonesia 
hanya menitikberatkan pada the rule of law, maka sistem tersebut 
hanya akan cenderung formal dan birokratis. Dengan masuknya 
sistem etika yang berkelindan dengan penegakan sistem hukum, 
maka dapat dipastikan sistern demokrasi Indonesia akan menjadi 
demokrasi substansial. 

1 Jiinly Asshiddiqie, Peradilan Etik dan Etika Konslitusi: Perspektif baru tenrang 
Rule of Law and Rule of Ethics, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), him. 42. 
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Etika dalam Lembaga Perwakilan 
Sebe!um beranjak lebih jauh membahas etika dalam Lembaga 

perwakilan, baiknya dipaparkan terlebih dahulu apa yang dimaksud 
dengan etika. Frans Magnis Suseno menyebutkan bahwa filsafat 
yang langsung mempertanyakan praksis manusia adalah etika. 
Etika mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia.2 

Magnis lalu melanjutkan penjelasannya dengan membagi etika ke 
dalam dua jenis yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum 
mempertanyakan prinsip-prinsip dasar yang berlaku bagi segenap 
tindakan manusia. Adapun etika khusus membahas prinsip-prinsip 
itu dalam hubungan dengan kewajiban manusia dalam berbagai 
lingkup kehidupannya. Magnis kemudian menjelaskan perbedaan 
etika individual yang mempertanyakan kewajiban manusia sebagai 
individu, terutama terhadap diri sendiri. Adapun etika sosial lebih 
jauh dari itu, yakni hampir semua kewajiban manusia bergandengan 
dengan kenyataan bahwa ia merupakan makhluk sosial. Etika sosial 
membahas norma-norma moral yang seharusnya menentukan sikap 
dan tindakan antar manusia.3 

Guna meningkatkan kinerja anggota DPR yang sudah menjadi 
tokoh publik, anggota DPR seharusnya menekankan pada etika 
sosial. Membicarakan etika DPR sebagai Lembaga perwakilan 
harus dimulai dari kesadaran bahwa anggota DPR merupakan 
representasi dari masyarakat itu sendiri. Pada hakekatnya, siapa- 
pun yang duduk di Lembaga perwakilan merupakan cermin 
dari masyarakat pemilihnya. Karenanya kemudian penetapan 
dan penegakan standar etika hendaknya dimulai dari pendulum 
bawa DPR ada!ah sekumpulan manusia yang secara realistis harus 
dijaga dengan norma yang berangkat dari masyarakat dimana ia 
menjalankan fungsi representasinya. 

2 Frans Magnis Suseno, Elika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan 
Modern, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), hal. 13. 

3 Ibid. 
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Sorotan tajam dari publik atas kinerja DPR selama ini mem- 
buat DPR terus menerus berusaha untuk memperbaiki citranya. 
Perbaikan citra tersebut dilakukan dalam tahapan internal 
maupun ekstemal. Tahapan eksternal DPR berusaha keras untuk 
menghasilkan regulasi dan kinerja yang baik dan diterima di 
mata publik secara luas. Disamping ha! tersebut, perbaikan 
dari sisi internal juga dilakukan oleh DPR. Hal ini dapat dilihat 
dari usaha sungguh- sungguh mengubah Badan Kehormatan 
menjadi Mahkamah Kehormatan Dewan. Perubahan tersebut 
menjadi penanda political will dari DPR untuk menegakkan etika 
kelembagaan DPR. Perubahan tersebut tidak hanya perubahan 
secara nama, melainkan juga berubah secara substansi pengaturan. 
Kehadiran Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang dulunya 
bernama Badan Kehormatan (BK) sejatinya merupakan salah 
satu alat kelengkapan dewan yang bersifat tetap. Mahkamah 
ini mempunyai fungsi luhur untuk menjaga serta menegakkan 
kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga per- 
wakilan rakyat. Perubahan nama tersebut juga mengandung 
pengertian bahwa proses penegakan kode etika itu sebagai 
proses peradilan, sehingga mengubah nama dari "Badan" menjadi 
"Mahkamah". Dengan inovasi dan pengakuan ini sudah seharusnya 
prinsip-prinsip mahkamah atau peradilan modern diterapkan 
sebagaimana mestinya dalam mekanisme kerja penegakan kode 
etika Dewan Perwakilan Rakyat. 

Dalam perspektif urgensi penegakan etika para anggota dewan/ 
legislator tersebut, Dennis F. Thompson dalam bukunya Political 
Ethics and Publik Office (1987) menjelaskan, setidaknya ada tiga 
pendekatan untuk melihat perihal etika legislatif anggota dewan.4 

Pertama, etika minimalis. Etika ini memerintahkan diharamkannya 

4 Dennis Thompson, Etika Politik Pejabat Negara, ed: Terjemahan, (Jakarta; 
Yayasan obor Indonesia. 2002), hal. 142. 

ARAH BARU KEBIJAKAN MKO DPR RI PERIODE 2019-2024: 
Upaya Menghadirkan Peradaban H1kmah 



28 I Dr. H. Saleh P. Daula,y, M.Ag., M.Hum., M.A. 

tindakan yang buruk, seperti korupsl, dengan membuat seperangkat 
aturan objektif yang berlaku bagi anggota dewan secara internal. 
Implementasi dari etika rninirnalis ini adalah dibuatnya aturan tata 
tertib dan kode etik serta dibentuknya sebuah badan kehormatan, 
seperti MKD. 

Kedua, etika fungsionalis yang menjadi basis fungsional bagi 
para dewan atau legislator. Etika fungsionalis ini mendefinisikan 
tugas bagi anggota dewan dalam lingkup fungsi mereka sebagai 
wakil rakyat. Para wakil rakyat sudah semestinya memahami fungsi 
utama mereka duduk di kursi dewan, yaitu sebagai mekanisme 
aspirasi sekaligus representasi rakyat yang mereka wakili. Para 
anggota DPR dianggap telah memenuhi etika fungsional ketia ia 
melaksanakan semua tugas dan fungsi dengan sebaik-baiknya. 
Sebaliknya, ia akan dianggap melanggar etika ketika tidak men- 
jalankan tugas dan fungsinya. 

Ketiga, etika rasionalis. Pondasi rasional menempatkan para 
dewan/legislator harus bertugas pada prinsip hakiki politik, seperti 
keadilan, kebebasan, dan kebaikan bersama (bonum commune). 
Berpijak pada etika ini, anggota dewan diharamkan bertindak 
memperkaya diri dengan melawan hukum, baik atas nama pribadi 
maupun partainya, Para legislator harus sadar betul bahwa ketika 
mereka telah duduk di kursi parlemen, tuan mereka bukan lagi 
partai atau petinggi partai, melainkan rakyat dan konstituen, 

Atas dasar tiga pendekatan tadi, maka segala kebijakan 
yang memberikan ruang kemudahan bagi anggota dewan me- 
lakukan pelanggaran hendaknya dapat ditinjau ulang. Hal ini 
penting dilakukan untuk menjaga sikap etis anggota dewan. 
Meminimalisasi segala perilaku dan kebijakan yang tidak familiar 
di mata masyarakat. Etika legislatif dapat juga dilakukan jika 
tuntutan-tuntutannya diinterprestasikan dalam konteks proses 
legislator. Tuntutan-tuntutan itu membatasi perilaku legislator, 
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tetapi tidak dengan cara mencegah mereka menjalankan peran 
mereka sebagai wakil rakyat.5 Artinya tuntutan yang memberikan 
tuntunan agar anggota dewan dapat berperilaku terhormat sebagai 
wakil rakyat di parlemen. 

Penegakan kode etik merupakan salah satu upaya untuk me- 
wujudkan kehormatan Lembaga perwakilan. Sejumlah peraturan 
dan perundang-undangan cliterbitkan sebagai instrumen dalam 
menjalankan fungsi, tugas dan wewenang yang menempatkan 
Mahkamah Kehormatan DPR RI sebagai garda terdepan. Seiring 
dengan itu, MKD mengalami penguatan, mengingat dinamika 
kelembagaan perwakilan menunjukkan intensitas yang cukup 
tinggi. MKD yang menjadi garda terdepan dalam menegakkan 
etika para anggota dewan. MKD merupakan penjaga moral agar 
para wakil rakyat berfikir dan bertindak sesuai dengan kode etik 
dewan yang telah clitetapkan. 

Kode etik DPR 
Kode etik dan/atau kode perilaku berisi norma atau kaedah- 

kaedah etika materiel yang memuat rurnusan-rurnusan prinsip 
pokok dan contoh-contoh tindak tanduk dan perilaku ideal 
atau yang diidealkan dalam lingkup kewargaan komunitas atau 
organisasi masing-masing yang berbeda-beda antar satu komunitas 
dengan komunitas yang lain atau antara satu organisasi dengan 
organisasi yang lain.' Kode etik disusun, disepakati, dan di- 
tetapkan sendiri oleh kalangan internal anggota komunitas atau 
organisasi profesi yang bersangkutan, sehingga memenuhi unsur 
pengertian bahwa norma etika itu clisusun dan diberlakukan dari 

5 Ibid., hal. 183. 
' Jimly Asshiddiqie, Peran Lembaga Etik Dalam Mengawasi dan Menjaga 

Kehormatan, Keluhuran Martabat, dan Perilaku Pejabat Publik, Makalah Disampaikan 
dalam Seminar Nasional Mahkamah Kehormatan DPR-RI, 8 Oktober 2018, hat, 7. 
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dalam kesadaran sendiri, sedangkan norma hukum dibentuk dan 
diberlakukan dari luar. 

Dalam menjalankan kewenangan sebagai anggota DPR se- 
bagaimana diatur dalam UU tentang Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah", setiap anggota DPR ber- 
kewajiban untuk: 
a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila; 
b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang- 
undangan; 

c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan 
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan 
pribadi, kelompok, dan golongan; 

e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat; 
f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan peme- 

rintahan negara; 
g. menaati tata tertib dan kode etik; 
h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan 

lembaga lain; 
i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui 

kunjungan ketja secara berkala; 
j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan 

masyarakat; dan 

' Untlang-Undong Nomor 17 'lllhun W14 1enton11 Mnlells P«rnu1syawarat11.n 
Rll)<ym. Dl'WUO l'erwnkilnn Ral<;·n� De,\·nn PcJWD.kihm Daenih. dnn aewan Pcrwakdnn 
Rlll<ynl Daerah "'.bagounano 10teh bebornpa knll nlubah 1erakliir d1mg,,n Undnng- 
1.1� Namor 13 Tohun lOl9 i·enlnnjJ l'eri.ibJi)uu, Ketl&a Ata> lliidrulg-1uulang Nomar 
n Tnhun 2014 Tennmg MB)ell$ P,,mu1,ya"<11711,,n Rnkyn1, o,wnn Perw<11d!an IWcyat. 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
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k. rnernberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis 
kepada konstituen di daerah pemilihannya. 
Dalam menjalankan kewajiban sebagaimana ketentuan ter- 

sebut di atas, anggota DPR wajib untuk menaati kode etik. Ketentuan 
mengenai kode etik DPR telah dilegalkan dalam Peraturan DPR No. 
1 Tahun 2015 tentang kode etik, yang ruang lingkupnya antara lain: 
a. Kepentingan umum; 
b. Jntegritas; 
c. Hubungan dengan mitra kerja; 
d. Akuntabilitas keterbukaan dan konflik kepentingan; 
e. Rahasia; 
f. Kedisipilinan; 
g. Hubungan dengan konstituen atau masyarakat; 
h. Perjalanan dinas; 
i. Jndependensi; 
j. Pekerjaan lain diluar tugas kedewanan; 
k. Hubungan dengan wartawan; 
I. Hubungan dengan tamu di lingkungan DPR; 
m. Hubungan antar anggota dengan kelengkapan DPR; 
n. Etika persidangan; 
o. Hubungan dengan tenaga ahli, staf dengan tenaga ahli serta 

staf administrasi anggota dan sekretaris jenderal. 
Selain beberapa ruang lingkup di atas, pelanggaran terhadap 

ketentuan peraturan perundang- undangan yang dilakukan oleh 
anggota DPR juga termasuk pelanggaran kode etik.8 

• Pasal 20 ayat (1) Peraturan DPR No. 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR Rl 
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Penegakan Etika oleh MKD dalam Regulasi 
Dalam penegakan etika kelembagaan, DPR telah berupaya 

keras dan sungguh-sungguh dalam mewujudkannya. Hal tersebut 
dapat dilihat dari kemauan politik yang tinggi dari legislator untuk 
menegakkan etika kelembagaan dalam sejumlah regulasi. Tercatat, 
DPR telah menghasilkan beberapa regulasi yang berisikan tentang 
penegakan etika kelembagaan, antara lain: 

Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 
Peraturan DPR tentang Tata Tertib; 

• Peraturan DPR tentang kode etik; 
Peraturan DPR tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan 
Dewan DPR RI. 
Dalam ketentuan UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, 

DPD dan DPRD disebutkan bahwa MKD dibentuk oleh DPR 
dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. MKD 
didirikan oleh DPR untuk bertujuan menjaga serta menegakkan 
kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga 
perwakilan rakyat. Dalam regulasi tersebut, disebutkan bahwa 
MKD juga melaksanakan fungsi pencegahan dan pengawasan serta 
penindakan. Meletakkan pencegahan dan pengawasan dalam satu 
nafas merupakan cara MKD untuk dapat lebih mengutamakan 
tindakan preventif serta di satu sisi juga dapat melakukan 
pengawasan terhadap anggota DPR. 

Dalam melaksanakan fungsi terse but, MKD diberikan sej umlah 
tugas dalam pelaksanaannya, antara lain: 
a. melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran Kode Etik; 
b. melakukan pengawasan terhadap ucapan, sikap, perilaku, dan 

tindakan anggota DPR; 
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c. melakukan pengawasan terhadap ucapan, sikap, perilaku, dan 
tindakan sistem pendukung DPR yang berkaitan dengan rugas 
dan wewenang anggota DPR; 

cl. melakukan pemantapan niiai dan norma yang terkandung 
dalam Pancasila, peraturan perundang-undangan, dan Kode Etik; 

e. melakukan penyelidikan perkara pelanggaran Kade Etik; 
f. melakukan penyelidikan perkara pelanggaran Kade Etik sistem 

pendukung yang berkaitan dengan pelanggaran Kade Etik yang 
dilakukan sistem pendukung DPR; 

g. memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kade Etik; 
h. memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik sistem 

pendukung yang berkaitan dengan Pelanggaran Kade Etik 
sistem pendukung DPR, terkecuali sistem pendukung Pegawai 
Negeri Sipil; 

i. menyelenggarakan administrasi perkara pelanggaran Kade 
Etik; 

j. melakukan peninjauan kernbali terhadap putusan perkara 
pelanggaran Kade Etik; 

k. mengevaluasi pelaksanaan putusan perkara pelanggaran Kade 
Etik; 

I. mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap 
orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang 
merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR; 

m. mengajukan rancangan peraturan DPR mengenai kode etik dan 
tata beracara Mahkamah Kehormatan Dewan kepada Pimpinan 
DPR dan Pimpinan DPR selanjutnya menugaskan kepada alat 
kelengkapan DPR yang bertugas menyusun peraturan DPR; dan 

rL menyusun rencana kerja dan anggaran setiap tahun sesuai 
dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada badan/ 
panitia yang menyelenggarakan urusan rumah tangga DPR 
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seiring dengan semakin "meningkatnya" kualitas pelaku kejahatan. 
Hal tersebut berdampak pada penumpukan perkara yang sangat 
banyak, yang mengakibatkan penjara semakin sesak. Oleh 
karenanya, penegakan etika berbeda dengan penegakan hukum 
yang lebih cenderung melakukan tindakan represi, sementara 
etika lebih kepada preventif, yaitu memberikan peringatan dan 
juga mengingatkan pelaku akan kehormatan dirinya dan Lembaga 
DPR itu sendiri. 

Pada pokoknya, dapat dikatakan bahwa setiap pelanggaran 
hukum adalah juga pelanggaran etika, tetapi tidak semua 
pelanggaran etika dapat digolongan sebagai pelanggaran hukum 
secara simultan. tujuan proses penegakan etika lebih diarahkan 
kepada upaya menjaga, mengawal, merawat, dan mengembalikan 
kehormatan dan kepercayaan publik kepada institusi jabatan dan 
kelembagaan institusi kenegaraan atau institusi publik yang lebih 
luas yang tergantung akibat adanya orang per-orang oknurn yang 
diduga telah melakukan pelanggaran kode etik. 

Dalam regulasi mengenai Tata Beracara Mahkamah Kehormatan 
Dewan DPR RI, dikenal dengan perkara pengaduan dan perkara tanpa 
pengaduan. Adapun jenis perkara pengaduan adalah pelanggaran 
yang dilakukan oleh Anggota yaitu pertama, tidak melaksanakan 
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang 
mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah. Kedua, tidak dapat melaksanakan 
tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota 
selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang sah. 
Ketiga, tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota sebagaimana 
ketentuan mengenai syarat calon Anggota yang diatur dalam 
undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan umum 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan/atau keempat, melanggar 
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ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang 
yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah. 

Selain substansi perkara pengaduan tersebut di atas, MKD 
juga diamanatkan untuk melakukan penegakan kepada perkara 
tanpa pengaduan, yakni pelanggaran yang dilakukan oleh anggota 
berupa, pertama, ketidakhadiran dalam rapat DPR yang menjadi 
kewajibannya berupa tidak menghadiri rapat paripurna 40% 
(empat puluh persen) dari jumlah rapat paripurna dalam 1 (satu) 
masa sidang tanpa keterangan yang sah dari pimpinan fraksi atau 
ketua kelompok fraksi. Ketentuan lain adalah anggota tersebut 
tidak menghadiri rapat alat kelengkapan DPR 40% (empat puluh 
persen) dari jumlah rapat alat kelengkapan DPR dalam 1 (satu) 
masa sidang tanpa keterangan yang sah dari pimpinan fraksi 
atau ketua kelompok fraksi. Kedua, pelanggaran terhadap undang- 
undang yang rnengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
perwakilan Rakyat Daerah, serta peraturan DPR yang mengatur 
mengenai tata tertib dan Kade Etik yang menjadi perhatian publik. 
Ketiga, tertangkap tangan melakukan tindak pidana atau keempat, 
terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 
paling singkat 5 (lima) tahun dan telah memperoleh putusan yang 
berkekuatan hukum tetap. 

Dalam regulasi tersebut, MKD diberikan kewenangan untuk 
pencegahan berupa pemberian peringatan kepada anggota 
yang mendekati 40 % ketidakhadiran di rapat paripurna dan 
rapat alat kelengkapan DPR dalam 1 (satu) masa sidang tanpa 
keterangan yang sah dari pimpinan fraksi atau ketua kelompok 
fraksi. Ketidakhadiran tersebut dibuktikan dalam ketidakhadiran 
administratif. 
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Dalam beberapa kewenangan perkara tersebut diatas, terdapat 
beberapa ha! yang dapat dioptimalkan dalam mewujudkan 
penegakan etika kelembagaan DPR, antara lain: 

1. Meningkatkan lnisiatif 
MKD seharusnya mulai bisa melakukan inisiatif dalam menindak 

perkara yang menjadi sorotan publik. Awalnya, MKD mungkin bisa 
melakukan inisiatif terhadap perkara-perkara yang dapat dilakukan 
penegakan walau tanpa pengaduan. Perkara tanpa pengaduan 
memang dapat diusulkan oleh anggota atau pimpinan MKD. 
Penegakan kehadiran dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan 
sekretariat alat kelengkapan untuk menyerahkan daftar ahsensi 
anggota AKD di setiap rapat kepada sekretariat MKD. Selusi kedua 
dengan memberdayakan satuan tugas pengamanan dalam Lembaga 
Perwakilan. Pemberdayaan satuan rugas pengamanan dalam tersebut 
bekerjasama dengan sekretariat MKD dalam memantau kehadiran 
dan keaktifan anggota dalam rapat paripuma maupun rapat AKD. 
Inisiatif ini penting mengingat selain terdapat dalam regulasi, juga 
akan meningkatkan kepercayaan publik kepada Lembaga DPR 

2. Peningkatan kapasitas penyelidik internal 
Penyelidikan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan 

sebelum dan pada saat Sidang MKD untuk mencari dan me- 
nemukan bukti terkait dengan suatu peristiwa yang diduga sebagai 
pelanggaran terhadap undang-undang yang mengatur mengenai 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah, serta 
peraturan DPR yang mengatur mengenai Tata Tertib dan Kode Etik.' 

9 Pasal 1 angka 13 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
Norn or 2 Tahun 201 S Ten tang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan 
Perwakilan Rakyat Republi.k Indonesia. 
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Penyel.idikan dimaksudkan untuk mengumpulkan "bukti per- 
mulaan" atau "bukti yang cukup" agar dapat dilakukan tindak lanjut 
penyidikan. Penyel.idikan dimaksudkan sebagai tindak pengusutan 
sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan 
dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak 
pidana. Di dalam regulasi tata beracara, Penyelidik adalah Pimpinan 
serta seluruh anggota MKD dibantu Sekretariat dan Tenaga Ahli. 

MKD dapat rnelakukan penyelldlkan baik sebelum maupun 
pada saat SJdang MKD. dapat dilakukan dengan Penyelldlkan ke 
daerah terkalt guna rnencart kebenaran dart suaru l'engaduan 
atau kabenaran AUil Buktl yang dldapatkan dalam Sidang MKD. 
Hasll dart Penyelidlkan merupakan AIHL Bukti. Selain itu, MKD 
dapat rnengurnpulkan Alat Bukn, balk sebelum maupun pada saat 
Sidang MKD. Pengumpulan alar buku tersebut dapat dilakukan 
dengan mencari fakta guna mencari kebenaran suatu aduan 
atau kebenaran alat bukti yang didapatkan dalam Sidang MKD. 
Dalam rangka melaksanakan tugas pengumpulan Alat Bukti, MKD 
dapat meminta bantuan kepada Ahli atau pakar yang memahami 
materi pelanggaran yang diadukan. Oalam melaksanakan tugas 
Penyelidlkan, MKD dapa: dlbanru oleh Sektetarfo.t clan Tenaga 
AhlL Selain ltu, dalam melak.ukan tuges penyelidikan MKD rlapat 
bekerja sama de.ngan aparat penegak hukum. 

Berkaitan dengan berperannya MKD sebagai penyelidik, 
maka perlu kiranya setiap anggota MKD dan juga sekretariat 
serta Tenaga Ahli diberikan pengetahuan dasar tentang seputar 
penyelidikan. Pembekalan tersebut agar dapat merungkatkan 
kual.itas penyelidikan penegakan etika yang diselenggarakan MKD. 
Hal tersebut diselenggarakan dalam bentuk pemberian materi 
dengan bekerjasama dengan instansi penegak hukum terkait. 
Dengan peningkatan kualitas tersebut, balk pimpinan maupun 
anggota MKD serta sistem pendukung MKD (sekretariat dan tenaga 
ahli) dapat efektif dalam menjalankan penyel.idikan perkara. 
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3. Peningkatan koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait , 
Peningkatan peran MKD dapat dilakukan dengan meningkat- 

kan sinergitas dan kordinasi dengan instansi lain. Di lingkup 
internal, MKD dapat rnelakukan kerjasama dengan satuan 
pengamanan dalarn parlernen untuk rnerungkatkan keamanan 
serta perungkatan kontrel atas arus lalu lintas orang di parlemen, 
Sebagalmana dlketahui Bersarna, sebagai kantor wakll rakyat, 
Gedung OPR banyal< dlkunjungi oleh warga yang Ingln berternu 
dengan wakilnya. Karenanya kemudian butuh pengaturan yang 
komprehensif tentang arus lalu Iintas warga yang ingin bertemu 
dengan wakilnya. Area mana yang menjadi titik temu antara warga 
dengan wakilnya serta area mana saja yang tidak boleh dimasuki 
oleh pengunjung umum. 

Dalam Iingkup eksternal, MKD dapat bekerjasama dengan 
Kepolislan Republik Indonesia untuk meningketkan slnargttas 
dalam penanganan perkara yang meh.batkan anggota DP!t selain 
nu, dapat [uga mslakukan kerja sarna data dan tnforrnasl dalam 
proses penyelldlkan perkara terkalt pelanggaran kod.e etlk oleh 
angow DPR Rl. Kerja sama tersebut didasarkan dengan adanya 
pengaduan-pengaduan yang masuk ke MKD, dengan rnelakukan 
proses penyelldikan terhadap dlrnana Locus Dellcti terjadl maka 
MKO akan turun melakukan proses penyelidlkan yang bekerja 
sama dengan pihak kepolisian dan kejaksaan. 

MJ<D dapar b-erkoord.inasi deagan aparat penegak hukum jlka 
dlpernleh laporan arau pengaduan dart berbagal pihak terhadap 
anggo1a DPR RI. terkair dengan dugaan pelanggaran hukum da.nl 
atau nugaan pelanggaran kode etik DPR. Koordlnasl ini penting agar 
tetjacli smergitas penanganen perkarn yMg dtlakukan oleh rnaslng- 
masing instirus! Namun dernlkian, koordlnasi im bukan untuk 
mengarah pada Intervenst terhadap perkara yang tengah dhangaru, 

MKD juga perlu terus melakukan sosialisasi ke seluruh aparat 
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penegak hukum. Salah satunya untuk memudahkan bagi MKD 
dalam penyelidikan, mendapatkan informasi dan mendapatkan 
data, serta memanggil pihak-pihak penegak hukum untuk menjadi 
saksi dalam rangka menyelesaikan perkara atas diri Anggota 
DPR RI, baik perkara aduan atau tanpa aduan. Tanpa sosialisasi 
yang merupakan salah satu bentuk pencegahan ini, mungkin 
aparat penegak hukum di daerah tidak paharn jika suatu saat 
mereka dipanggil dan harus memberikan data dan inforrnasi yang 
diperlukan terkait perkara pelanggaran kode etik yang sedang 
ditangani MKD atas diri seorang Anggota DPR RI misalnya. 

4. Pengaturan kode etik sistem pendukung 
Berbicara mengenai penegakan kelembagaan kode etik 

DPR, tidak bisa hanya membicarakan tentang penegakan pada 
anggota an sich. Membicarakan kelembagaan DPR berarti 
berbicara juga mengenai sistem kelembagaan DPR termasuk sistem 
pendukungnya. Sebagaimana diketahui bersama, terdapat beberapa 
komponen yang menjadi sistem pendukung yang dicantumkan 
dalam UU MD3, yakni Sekretariat Jenderal DPR, Badan Keahlian 
DPR, Kelompok pakar atau tim ahli dan tenaga ahli. Ketentuan 
tersebut rnenyiratkan bahwa sistem pendukung DPR juga perlu 
diatur dalam sebuah sistern etika kelembagaan. 

Berkaitan dengan ha! tersebut, selama ini, kode etik yang 
ada hanyalah kode etik anggota, belum menyasar kepada kode 
etik sistem pendukung seperti pegawai dan tenaga ahli. Walaupun 
pegawai DPR cenderung memiliki "rumah tangga" sendiri, namun 
dalam melaksanakan dukungan tetap harus melalui mekanisme 
yang diatur dalam "rumah tangga" kelembagaan DPR Mengingat 
PNS di DPR tidak bisa disamakan dengan PNS di Lembaga 
pemerintahan lain, karena PNS di lingkungan DPR bertanggung 
jawab kepada pimpinan DPR. Pola hubungan antara pegawai DPR 
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dengan anggota, dengan tenaga ahli juga patut diatur dalam kode 
etik nantinya. 

Selain itu, kode etik tenaga ahli yang terdiri atas 3 klaster 
(Anggota, Fraksi dan Alat Kelengkapan Dewan) seperti pola 
hubungan antara Tenaga Ahli dan Anggota, Tenaga Ahli dan 
Fraksi serta Tenaga Ahli dan Alat kelengkapan dewan juga 
mesti diperjelas. Mengingat jumlah tenaga ahli DPR saat ini juga 
sangat signifikan jumlahnya. Karenanya harus diatur juga pola 
hubungan dalam kode etik tenaga ahli nantinya. Oleh kareaanya, 
pemberlakuan dan penegakan etika kepada sistem pendukung DPR 
merupakan wujud dari optimalisasi peran MKD dalam penegakan 
etika kelembagaan secara komprehensif. Karena penegakan etika 
kelembagaan berarti berbicara sistem kelembagaan tersebut. 

Penutup 
Penegakan etika bagi anggota DPR menjadi penting karena 

konstitusi telah memberikan penguatan yang luar biasa bagi 
anggota DPR Penguatan yang diberikan pasca amandemen UUD 
1945 tidak hanya dalam tingkatan konstitusi, melainkan praktik 
ketatanegaraan. Perubahan radikal dalam amandemen tersebut 
membuat proses politik di DPR menjadi mendominasi bagi 
sistem ketatanegaraan Indonesia. Sedari mulai pembuatan UU, 
pengawasan atas pelaksanaan UU, penetapan anggaran, hingga 
memberikan persetujuan agenda kenegaraan seperti menyatakan 
perang, membuat perjanjian dan perdamaian negara lain hingga 
pengangkatan hakum agung membuat peran kelembagaan DPR 
menjadi sangat vital. Peranan yang sangat vital tersebut jika tidak 
dibatasi dalam penegakan etika disinyalir akan dapat menimbulkan 
penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karenanya, penegakan etika 
secara kelembagaan merupakan factor penting untuk menjaga 
keluhuran dan martabat kelembagaan DPR. 
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Penegakan kode etik merupakan salah satu upaya untuk me- 
wujudkan kehormatan Lembaga perwakilan. Sejumlah peraturan 
dan psrundang-undangan diterbitkan sebagai instrumen dalam 
menjalankan fungsi, tugas dan wewenang yang menempatkan 
Mahkamah Kehormatan DPR RI sebagai garda terdepan. Seiring 
dengan itu, MKD mengalami penguatan, mengingat dinamika 
kelembagaan perwakilan menunjukkan intensitas yang cukup 
tinggi. MKD yang menjadi garda terdepan dalam menegakkan 
etika para anggota dewan. MKD merupakan penjaga moral agar 
para wakil rakyat berfikir dan bertindak sesuai dengan kode etik 
dewan yang telah ditetapkan. 

Beberapa ha! yang perlu dloptirnalkan oleh MKD sebagai 
Lembaga yang bertujuan menjaga serta menegakkan kehormatan 
dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat, 
adalah sebagai berikut: 
1. Meningkatkan inisiatif 

MKD seharusnya rnulai bisa melakukan inisiatif dalam me- 
nindak perkara yang menjadi sorotan publik. Awalnya, MKD 
mungkin bisa melakukan inisiatif terhadap perkara-perkara 
yang dapat dilakukan penegakan walau tanpa pengaduan. 

2. Peningkatan kapasitas penyelidik internal 
Berkaitan dengan berperannya MKD sebagai penyelidik, maka 
perlu kiranya setiap anggota MKD dan juga sekretariat serta 
Tenaga Ahli diberikan pengetahuan dasar tentang seputar 
penyelidikan. Pembekalan tersebut agar dapat meningkatkan 
kualitas penyelidikan penegakan etika yang diselenggarakan 
MKD. 

3. Peningkatan Koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait 
Dalam ruang lingkup internal, MKD dapat melakukan kerja- 
sama dengan satuan pengamanan dalam parlemen untuk 
meningkatkan keamanan serta peningkatan kontrol atas arus 
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lalu lintas orang di parlemen. Di lingkup eksternal MKD dapat 
berkoordinasi dengan aparat penegak hukum jika diperoleh 
laporan atau pengaduan dari berbagai pihak terhadap anggota 
DPR RI, terkait dengan dugaan pelanggaran hukum dan/atau 
dugaan pelanggaran kode etik DPR. Koordinasi ini penting 
agar terjadi sinergitas penanganan perkara yang dilakukan 
oleh masing-masing institusi. Namun demikian, koordinasi 
ini bukan untuk mengarah pada intervensi terhadap perkara 
yang tengah ditangani. 

4. Pengaturan kode etik sistem pendukung .. 
Berbicara mengenai penegakan kelembagaan kode etik 
DPR, tidak bisa hanya membicarakan tentang penegakan 
pada anggota an sich. Membicarakan kelembagaan DPR 
berarti berbicara juga mengenai sistern kelembagaan DPR 
termasuk sistem pendukungnya. Sedangkan selama ini yang 
diatur hanyalah kode etik anggota. Pengaturan kode etik 
sistem pendukung menjadi ha! yang urgen mengingat sistem 
pendukung DPR juga sangat berperan dalam terciptanya 
efektivitas kinerja anggota DPR. 
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UPAYA MENGHADIRKAN PERADABAN HIKMAH 

Habiburokhman, S.H., M.H. 
Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI 

Pendahuluan 
Mahkamah Kehormatan Dewan (disingkat MKD) adalah salah 

satu alat kelengkapan DPR RI yang bertujuan menjaga serta 
menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai 
lembaga perwakilan rakyat. MKD melakukan pemantauan dalam 
rangka fungsi pencegahan terhadap perilaku Anggota agar tidak 
melakukan pelanggaran atas kewajiban Anggota sebagaimana 
dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta 
peraturan DPR yang mengatur mengenai Tata Tertib dan Kode 
Etik. Adapun penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap 
Anggota karena: 
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1. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud 
dalam undang-undang yang mengatur mengenai Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

2. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau 
berhalangan tetap sebagai Anggota selama 3 (tiga) bulan 
berturutturut tanpa keterangan yang sah; 

3. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota sebagaimana 
ketentuan mengenai syarat calon Anggota yang diatur dalam 
undang-undang mengenai pemilihan umum Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah; dan/atau 

4. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur 
dalam undang-undang yang mengatur mengenai Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

Berdasarkan ha! tersebut kini Mahkamah Kehormatan 
Dewan mengadakan Seminar Nasional dengan tema "Arah Baru 
Kebijakan MKD DPR RI Periode 2019-2024, Upaya Menghadirkan 
Peradaban Hikmah" di Hotel Crowne Plaza, Semanggi, Jakarta 
Pusat. Dalam kesempatan tersebut Bapak Habiburokhrnan, S.H., 
M.H. selaku Wakil Ketua MKD menjadi salah satu narasumber. 

Dengan niat mulia dan tulus memperjuangkan menegakkan 
kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga 
perwakilan rakyat. maka Habiburokhrnan, S.H., M.H. selaku 
Wakil Ketua MKD ikut rnernberi rnateri dalarn rurnusan 
Arah Baru Kebijakan MKD DPR RI Periode 2019-2024, Upaya 
Menghadirkan Peradaban Hikmah. 
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Pembahasan 
Pada kesempatannya Bapak Habiburokhman, S.H., M.H 

selaku Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dalam 
memberikan materi seminar nasional tersebut diantaranya mem- 
bicarakan terkait: 

1. Prinsip MKD 
Prinsip MKD Bapak Habiburokhman, S.H., M.H menyarankan 

agar seluruh anggota MKD menghilangkan stigma MKD adalah 
institusi yang mencari kesalahan-kesalahan anggota Dewan dan 
digantikan dengan MKD hadir untuk menjaga marwah anggota 
Dewan dalam kata lain dengan prinsip Problem Solving Oriented, 
maka apabila ada laporan aduan terkait kehormatan dan keluhuran 
martabat DPR kita harus cari tau kebenarannya, jangan malah 
lebih menitik beratkan untuk mencari-cari kesalahannya. 

2. Birokrasi Pelaporan 
Dalam penyampaiannya Bapak Habiburokhman, S.H., M.H 

menegaskan sebaiknya dalam Birokrasi Pelaporan apabila ada 
surat laporan aduan masuk ke sekretariat MKD, staf dan anggota 
dilarang membuka berkas lebih dulu tetapi dibuka lebih dahulu 
oleh pimpinan. 

3. MOU Pendampingan 
MOU Pendampingan adalah perjanjian dalam pendampingan 

anggota dalam penangkapan, jadi yang perlu ditegaskan apabila 
ada operasi tangkap tangan Anggota DPR, maka salah satu anggota 
MKD DPR RI harus mendamping atau melakukan pendampingan 
sebelumnya banyak POLRI yang mengurus/men-sengketa kasus 
tangkap tangan tersebut, dan diharapkan MKD DPR RI juga harus 
dilibatkan dalarn ha! administrasi tangkap tangan tersebut. 
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4. Kode Etik Pakaian dan Kehadiran Rapat 
Pada saat Rapat Paripurna dalam pantauan Bapak 

Habiburokhman melihat masih banyak Anggota DPR yang mem- 
budayakan bebas dalam segala hal, maka aturan-aturan kini 
menjadi hal yang amat biasa untuk dipatuhi, contohnya dalam 
berpakaian dalam rapat Paripuma seharusnya seluruh Anggota 
DPR RI menggunakan pakaian PSL tetapi kini masih banyak 
Anggota DPR RI yang memakai jeans dll, kemudian dalam aturan 
kehadiran rapat seharusnya dalam paripurna untuk forum harus 
60% kehadiran Anggota DPR RI tetapi nyatanya sering sekali tidak 
mencapai persentase forum dikarenakan berbagai alasan mulai 
dari jadwal rapat yang berbenturan hingga kunjungan dan lain- 
lainnya. 

5. Sanksi dan Reward 
Sanksi dan Reward adalah hal yang sentimental maka untuk 

merumuskannya harus matang-matang agar MKD tetap terjaga 
kehormatannya dan Anggota DPR RI pun juga terjaga kehormatannya 
maka dalam rumusan sanksi Bapak Habiburokhman berharap 
sebelum dilakukan sanksi terhadap Anggota yang bermasalah 
maka sebaiknya didahulukan dengan pemberian surat khusus dari 
pimpinan ke seluruh pimpinan MKD lalu ke anggota MKD yang 
masih dalam satu fraksi dengan Anggota yang bermasalah tersebut, 
dan diberi kewenangan Anggota MKD yang masih satu fraksi dengan 
Anggota yang bermaslah tersebut memberikan motivasi dengan 
surat khusus tersebut, maka dengan itu Anggota MKD bisa menjaga 
Anggota di fraksi-fraksinya masing-masing dan dengan begitu 
pula kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga 
perwakilan rakyat bisa tercapai 
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Kesimpulan 
Kita sebagai Pirnpinan dan Anggota MKD harus terus mem- 

perjuangkan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat 
DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat maka melalui Arah Baru 
Kebijakan MKD DPR RI, dengan harapan Menghadirkan Peradaban 
dengan penuh Hikmah menjalankan kinerja Ke-Dewanan melalui 
beberapa rumusan yang telah Bapak Habiburokhman jelaskan 
yaitu Prinsip MKD dengan Problem Solving Oriented, Birokrasi 
Pelaporan yang terpadu, MOU Pendampingan dengan mendekatkan 
prinsip kekeluargaan, Kade Etik Pakaian dan Kehadiran Rapat 
yang bermartabat dan Sanksi Reward yang berasakan pada 
kekeluargaan. 

Bapak Habiburokhman berharap seluruh anggota Dewan 
bisa menjalankan rugasnya masing-masing sebagai fungsi legislasi, 
fungsi budgeting dan juga pengawasan. Anggota Dewan, dengan 
mempertimbangkan komitmen waktu, kehadiran, dan menjalankan 
tugasnya untuk turun ke daerah pemilihan (dapil). 
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Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI 

Pendahuluan 

Suara jutaan rakyat Indonesia seakan tak pernah berhenti 
menyuarakan agar DPR menunjukkan kapasitas dan kualitasnya 
sebagai lembaga wakil rakyat. Harapan rakyat Indonesia, sudah 
tentu merupakan harapan kita bersama. Tentu saja dalam 
kenyataannya, tidak ada harapan atau cita- cita yang akan 
terwujud secara sempurna. Namun harapan atau cita-ctta tidak 
akan lenyap hanya karena belurn terwujud dalam kenyataan. 

• Disampaikan dalam kegiatan seminar Nasional dengan terna "Arah Kebijakan 
MKD Upaya Menghadirkan Peradaban Hikmah" yang d.iselenggarakan di Crowne 
Plaza Hotel Jakarta, Selasa, 24 Februari 2020. 
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Parlemen (baca: DPR) sebagai lembaga perwakilan yang 
menyuarakan aspirasi masyarakat, sebagai penghubung amara rakyat 
dengan pemerintah, mewakili kepentingan masyarakat, pembuatan 
keputusan, pengawas jalannya pemerintahan yang dilaksanakan 
oleh eksekutif, dan lain-lain peran dan fungsi yang melekat dalam 
tugas, wewenang, hak dan kewajibannya, menempatkannya sebagai 
lembaga yang penting dalam sebuah negara demokrasL 

Seiring dengan banyaknya kasus yang terjadi saat ini, seperti 
penyalahgunaan kewenangan, politik uang, korupsi dan lain 
sebagainya dengan melibatkan anggota legislatif, judikatif, eksekutif, 
swasta dan lain-lain, memang bukan merupakan gejala yang baru, 
karena jauh sebelumnya beberapa di antara kasus-kasus tersebut 
sudah sangat menonjol. Kasus-kasus yang melibatkan anggota 
DPR dianggap sebagai perilaku yang menyimpang. Kecenderungan 
anggota DPR untuk terlibat dalam perilaku menyimpang, masyarakat 
menganggap ha! itu adalah sebuah tindakan di luar kewajaran, 
karena tidak sesuai dengan hakikat keberadaannya sebagai wakil 
rakyat. Secara asumsi, anggapan ini mungkin sebagai suatu ironi 
yang menunjukkan betapa moral dan hati Nurani seorang wakil 
rakyat Indonesia sudah tidak lagi berbicara. 

Akibatnya, muncul berbagai pandangan miring dan miris yang 
ditujukan kepada DPR. Kapasitas dan kapabilitas serta kualitas 
DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat, seakan-akan tenggelam 
oleh berbagai riuh kritikan terhadap lembaga ini, "Materialisme, 
demoralisasi', dan lain-lain anggapan dari masyarakat yang 
seakan tak berujung, dan semua itu seakan menampilkan wajah 
usang DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat yang memiliki 
marwah dan keluhuran:"? 

' https:/lnasional.kompas.com/read/2015/07/08/15040191/.Rendahnya.Moralitas. 
Anggota.DPR.Tak.Bisa.Jalankan.Fungsi.Legislasi. 

' 4https:/lwww.suara.com/news/2017 /08/14/134416/icw-dpr-butuh-membangun- 
rnoral-dan-integritas-bukan-apartemen 
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Pandangan atau kritik masyarakat terhadap DPR, dalam 
koridor tertentu tidak juga salah, karena bagian dari peran 
pengawasan masyarakat dan sekaligus sebagai bukti bahwa rakyat 
masih 'mempunyai rasa' memiliki lembaga perwakilan. Karena 
bila kepercayaan rakyat telah hilang, maka apa pun yang akan 
dilakukan oleh DPR, sebaik apa pun prestasi DPR, akan selalu 
dipandang sebelah mata dan tidak akan dianggap sama sekali. 

Konclisi dan situasi yang terjadi, tentu tidak lepas dari 
pengamatan dan pencermatan MKD DPR, untuk memikirkan, suatu 
tindakan atau perbuatan sebagai bagian dari upaya mewujudkan 
harapan rakyat Indonesia, untuk membangun sebuah peradaban 
lembaga perwakilan yang lebih berkualitas. Keadilan sosial harus 
clihadirkan sebagai orientasi etis. Genre dunia saat ini dengan 
inclividualisnya yang semakin menguat, etika pejabat publik harus 
diperkuat. Nurani harus menjadi sumber primer dan masalah- 
masalah moral harus terus d.iperbincangkan. 

Beberapa Catatan Terkait Etika Dan Hukum Oalam 
Penegakannya 

Berbicara soal moral dan hukurn, secara konseptual sejatinya 
tidak ada persinggungan. Hanya dalam tataran penerapan atau 
penegakan, dapat saja terjacli tumpang tindih atau gesekan atau 
persinggungan antara keduanya. Bahkan seorang Hans Kelsen yang 
posisi filsafatnya acapkali disebut-sebut sebagai penjaga benteng 
pertahanan positivisme hukum yang paling kokoh, ia sendiri 
membeberkan moral sebagai norma sosial, yang memandu cara 
berhukum manusia.3 

Hukum, moral, dan keadilan pada hakikatnya tidak bisa 

3 Sunaryati Hartono, et.al., 2013, Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran 
Hukum Progreslf, Thafa Media dan Konsorsium Hukum Progresif Universitas 
Diponegoro Semarang, Yogyakarta, hlm. vii 
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dipisahkan begitu saja, karena berbicara tentang hukurn harus 
berlandaskan pada moral dan semua hukum harus bertujuan 
pada keadilan. Terjadinya pelanggaran hukurn pasti ada norma 
moral yang diabaikan, karena sebenarnya norma hukurn itu juga 
merupakan nonna moral, sehingga tujuan keadilan tidak akan 
tercapai. "Hubungan antara keadilan dan hukum tercakup dalam 
hubungan antara moral dan hukum, bila keadilan merupakan 
dalil moral."? 

Hukum dan 'moral" memiliki persamaan yaitu sama-sama 
mengatur tingkah laku manusia, bertujuan untuk mencapai 
kebaikan hidup manusia dan ditopang oleh sanksi' untuk men- 
dorong ketaatan kepadanya. Bahkan ketika anggota DPR tersangkut 
kasus hukurn, kadang kala selalu dikaitkan dengan buruknya 
moral anggota DPR. Hal ini tidak lepas dari pandangan bahwa 
pelanggaran hukum juga merupakan pelanggaran etika, sebaliknya 
pelanggaran etika belurn tentu merupakan pelanggaran hukum. 

Dalam praktik penegakannya, antara hukum, moral dan etika, 
masih mengandung potensi persinggungan yang cukup lebar dan 
terbuka. Kadang kala dalam suatu kasus atau peristiwa tertentu, 
terjadi percampuran antara peristiwa hukum dan peristiwa etik, 

• Raisul Muttaqien (pen), 2007, Teori Hukum Mumt Dasar-dasar llmu Hukum 
Normatif Hans Kelsen, Diterjemahkan dari Hans Kelsen, Pure Theory of Law 
(Berkely: University California Press, 1978), Nusamedla dan Nuansa, Bandung, 
him. JO. 

Selrun 11om>n ludo.um. tordopot nonn• loin yang mi,n�otur J>"rllal<u man!Ulo 
1or.hadnp ,t!$1irn1rnyo, yaktil nomUI ,.,.lnl Nonnn-nomui iDsial y<mg !lltnol3ud 
bw, wbu1 'moml' don dl,Jplln umu yang dl1ujululn un1u1< memaMn11 da.n 
mtnfolitskannyo d!sthu1 •cuk.1. • rimir;I mll1'III m!nglllur pi!ril>lru manwun. dnn 
.. banknyo fung,.I �lll<a ,1dnlah untulr m•maluunl dun mo.nf�la.<lcan ru,m,n yang 
tclal1 didapalkan oleh otorll"' mnral "'"" ndht 11,/d. hlm, 67 

Makna 1lnrt ,nnlo.d ILUJaun (lrgol &atll:llw"I udnl< honyn <clwdllr oebu.ol\ 
alat pembalasan saja dari pandangan Kelsen, melainkan sebuah pengandaian akan 
sebuah keyakinan dalam eksistensi kekuatan otoritas supermanusia dalam bentuk 
negara yang mempertahankan moralitas dan agama sebagai sebuah modal sosial, 
Sunaryatl Hartono, et.al., loc.cit. 
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yang kadang kala kesulitan untuk merumuskannya sebagai bentuk 
pelanggaran etik. Misalnya, jika terjadi kasus korupsi atau kasus 
perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anggota DPR 
sebelum resmi menjadi anggota DPR, akan tetapi proses hukumnya 
masih berlangsung sampai yang bersangkutan resmi menjadi 
anggota DPR.7 

Dalam peristiwa lainnya, misalnya, akibat pernyataan anggota 
DPR atas terhadap suatu kejadian tertentu, kemudian yang 
bersangkutan dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik, 
padahal jelas-jelas UUMD38 memberikan suatu jaminan imunitas. 
Hal ini tentu bukan sernata soal penegakan etik, tetapi juga dibutuh- 
kan adanya persepsi yang sama antara MKD, penegak hukum dan 
masyarakat dalam memahami ihwal permasalahan tersebut. 

Kedua peristiwa di atas, hanyalah sebuah contoh dari masih 
terjadinya persinggungan antara hukum dan etika dalam tataran 
penegakkannya. Di si,nilah kadang ujiannya. Nurani kadang 
terbelah, apakah akan memasukkan perbuatan tersebut sebagai 
pelanggaran etika atau bukan. Jika tidak ditangani oleh MKD, hal 
ini akan menimbulkan reaksi dari masyarakat, dianggap MKD tidak 
memiliki kepedulian, sebaliknya kalo ditangani oleh MKD, tetapi 
keputusan MKD tidak sesuai dengan harapan masyarakat, akan 

i\pakah kode etil< DPR dapnt m.enlangknu perbuntim rnrsebu� i<an:,1a j"1as- 
jelOB perbuamn ll'r,el:mr berl4ngsung sebelum dlll menjadi onggot� DPR. \\l�ktu 
rerj,adinyu pertsuwa hul<um (li'mpus d<licrf) <�belum o.nggora DPR IH,n.ingkUUUI 
!1!Stni menjodl aJ\l!l!O!il OPR <Ian )angkaullJt l<od• etil< DPR Mn)'• berlaku dan 
merwJu,1 iorlmlap ,mggurn OPR !it'Jok saa: diresm.iknn sebogru anggou, DPR. 

'/\nggcta D?R lldak dapatdlrwnut dl dopnn pengrulllnn dan dlganll nntarwakru 
knnmo pem)'ltl!l!n. perranyaan, dim/amu pendepat ynng dlkemuknkrmnya balk 
secara IIS11n rnnupun renull!l di dolan! ropat DPR ateupun dl luar rapot Ol'R Y""II 
tn,rknim.n deng,,n fungsl serm wewennns don 1uga,, DPR. Dernlklan puln Angsota 
Dl'R tldnk dnp•t dnumut di depan rengerlllan lmreno slkap. dndakan. ki,gfnrnn 
Ill dnll!m tapnt DPR ataupun dJ Iuar ropft! DPR )'Bng ,emnta-m01a knrentt hill< 
dan kowenongan !o,nstituslonal DPR dan/lnau •nggora OPR HAI lni •oba.galnuuui 
dlmal<sud dn.li:im Pasal l:l!I uu No. 11 T•l\llfl 2014 li!ntnng MP�. DPI\. DPD dan 
DPRI) d.i!ln,gkilt UUMD3. 
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pula menimbulkan pandangan miring dari masyarakat. Dilematis. 
Oleh karena itu, dibutuhkan suatu kejujuran dan kecermatan 
dalam melihat dan menangani permasalahan-permasalahan 
terse but. 

Harapan Dan Kenlscayaan, MKD Menjawab 
Judul ini sengaja diangkat sebagai respon atas berbagai 

pandangan masyarakat terhadap DPR, sebagaimana terpotret 
dari ungkapan dan komentar masyarakat yang tersaji dalam 
media massa, tulisan, diskusi dan media lainnya, baik itu yang 
mengandung muatan konstruktif maupun kritikan. Dialektika' 
mengenai keluhuran dan marwah DPR, antara harapan dan 
keniscayaan, mesti dijawab oleh MKD. Selain sebagai permasalahan 
juga sekaligus menjadi tantangan bagi MKD. Hal ini tentu tidak mesti 
dijawab secara mendetail lewat tulisan ini tetapi melalui kerja nyata. 

Secara yuridis, tujuan dari MKD adalah untuk menjaga 
serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR 
sebagai lembaga perwakilan rakyat." Dari tujuan pembentukan 
MKD tersebut tersirat makna marwah dan keluhuran DPR MKD 
meyakini, keahlian dan profesionalitas serta etika yang dimiliki 
oleh anggota DPR dalam menjalankan jabatannya, akan mampu 
menjaga dan merawat marwah dan keluhuran DPR11 serta 
membawa DPR sebagai lembaga yang dipercaya dan didukung 
serta dihandalkan oleh rakyat Indonesia. 

' Dialektika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertiannya 
adalah hal berbahasa dan bernalar dengan dialog sebagai cara untuk menyelidiki 
suatu masalah. 

'"Pasal 119 UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang 
disingkat UU MD3. 

"Pasal 235 UU No. 17 Tahun 2014 (UUMD3) yang menyatakan bahwa: "DPR 
menyusun kode etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota 
selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, cicra, dun 
kredibilita.s DPR." 
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Setiap anggota DPR dituntut untuk harus sanggup bekerja 
secara kolektif di bawah kontrol kode etik. Kedudukan anggota 
DPR sebagai pejabat negara dan wakil rakyat terkontrol oleh 
seperangkat norma etik yang telah dikitabkan dalam Peraturan 
DPR No. 1 Tahun 2015 tentang Kade Etik DPR.12 Tegak dan 
ditaatinya kode etik DPR oleh para anggota DPR akan diawasi oleh 
MKD DPR yang dibentuk khusus untuk menegakkan berlakunya 
kode etik DPR. 

Dalam ha! penegakan etik, MKD melihat persoalan perilaku 
anggota DPR dari sisi etika bukan hukum. Meskipun tidak pula 
dapat dilepaskan atau dipisahkan persoalan hukum menjadi 
bagian dari penegakan etik karena dalam ha! tertentu menjadi 
kewenangan MKD, misalnya tertangkap tangan melakukan tindak 
pidana; atau terbukti melakukan tindak pidana dengan ancarnan 
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan telah memperoleh 
putusan yang berkekuatan hukum tetap. 

Pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPR, terkait dengan 
tindakan dan/atau peristiwa yang patut diduga dilakukan oleh 
anggota DPR sebagai pelanggaran terhadap UU MD3, dan peraturan 
DPR yang mengatur mengenai tata tertib dan Kade Etik, dapat 
diproses oleh MKD atas dasar 'pengaduan'? maupun 'tanpa proses 
pengaduan'.14 Penanganan perkara tanpa pengaduan, dilakukan 
atas usulan dari anggota MKD dan verifikasi materi pelanggaran. 

• Keabsahon ob),ektlf dnr! selmllll l\Offlla 'JOl\ll merupakan m•kn• subyelml 
dari su.atu trndalllln bcrkcliendok. YOJl,11 m�ngharu<klln Ol"llll!! wuuk herperilJJJru 
dengan eoro tertentn, Jldak rnunrul dali undaknn fuktuol, Y"knl Oort ""1!uatu yang 
ado. melalnkan dorl aebuah mmno yang mes,gu,Ullkrui tmdokan In� yakru dan 
Yl'l\ll ;ehanmiyo Rmul Muttoqien (µen), 1fflri Hul1lm MumC Drlsar·l>rulU lltr11< 
Hukum Nonnatif Hans Kelsen, Diterjernahkan dari Hans Kelsen, Pure Theory of 
Law (Berkely: University California Press, 1978), Nusamedia dan Nuansa, Bandung, 
him. 10. 

"Pasal 122 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 
14 Pasal 124 UU No. 17 rahun 2014 tenrang MD3 jo. Pasal 4 Peratran DPR 

No. 2 Tahun 2015 teruang Tata Beracara MKD DPR. 
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Hal ini tentunya dirnaksudkan agar MKD lebih aktif dan responsif 
dalam menangani permasalahan pelanggaran yang dilakukan oleh 
anggota DPR, dan tidak semata-rnata menunggu pengaduan. 

Sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota 
DPR, merujuk pada ketentuan Pasal 20 Peraturan DPR No. 1 
Tahun 2015 tentang Kade Etik DPR Rl, dapat dikuali.fikasikan atau 
digolongkan sebagai sanksi yang cukup berat karena mengadopsi 
sistem sanksi secara bertingkat. [enis sanksi yang dimuat dalam 
ketentuan tersebut diberlakukan dalam hal anggota DPR telah 
dikenai sanksi oleh MKD, kemudian terjadi kembali pelanggaran 
yang dilakukan secara berulang oleh anggota DPR bersangkutan, 
MKD dapat menerapkan atau menjatuhkan sanksi yang lebih berat 
dari sanksi sebelumnya. 

Kesungguhan untuk mendisiplinkan perilaku anggota menjadi 
kekuatan MKD untuk melakukan penegakan etik dan pencegahan 
pelanggaran etik. variabel sanksi dan proses penanganan perkara 
yang dilakukan tanpa pengaduan sebagaimana telah dijelaskan 
di atas, hanyalah catatan kecil dari bukti keseriusan MKD untuk 
menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran rnartabat 
DPR 

MKD melayani kepentingan semua pihak termasuk masyarakat 
yang merasa dirugikan dengan perilaku Anggota DPR, dengan 
menyandarkan pada aspek moralitas." Untuk itulah, MKD akan 
terus berupaya menumbuhkan kesadaran diri dari setiap anggota 
DPR, melalui upaya penegakan etika dan pencegahan perilaku 
menyimpang dari anggota DPR. Karena bagaimana pun juga 
tegaknya keluhuran dan marwah DPR tergantung pada seberapa 
besar kesadaran itu terbentuk dalam lingkungan DPR. 

15 MKD dalam pengambilan putusan sidang etik d.ilandaskan pada aspek 
moral sebagaimana Pasal 56 ayat (1) huruf a, Peraturan DPR No. 2 Tahun 2015 
tentang Tata Beracara MKD DPR. 
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Kendatipun sangat menekankan pada perilaku nyata dari para 
aktor etik, namun peran sistem juga harus ikut diperhitungkan. 
Apabila sistemnya menghambat, maka tindakan akan menjadi 
sia-sia belaka. Keadaan menjadi ideal, manakala manusia maupun 
sistemnya sama-sama baik. 

Meskipun semangat penyelenggara negara baik jika sistem 
ketatanegaraannya kurang baik, maka negara pun akan menjadi 
kurang baik sebab kekuasaan itu cenderung korup sebagaimana 
adagium yang dipopulerkan oleh Lord Acton, "power tends to 
corrupt, absolute power corrupts absolutely." Jadi di dalam 
penyelenggaraan negara diperlukan semangat penyelenggara yang 
bagus dan sistem yang bagus sekaligus." 

MKD menyadari bahwa penegakan etik adalah sebuah sistem. 
Kade etik bukan variabel tunggal yang menentukan. Kade etik 
merupakan sarana dan panduan dalam penegakan etik dan 
pencegahan pelanggaran etik. Karena masih ada faktor-faktor lain 
yang ikut mempengaruhi dan menentukan penegakan etik. Faktor 
penegak etik, faktor sarana dan prasarana, faktor lingkungan, 
dan lain-lain menjadi faktor penting dan ikut mempengaruhi 
penegakan etik. 

Faktor manusia merupakan salah satu faktor penting sebagai 
penentu dan menjadi jiwa dari penegakan etika. Penegakan etik 
bukan semata soal penerapan pasal peraturan perundangan- 
undangan. Kepedulian, empati, kejujuran, kecermatan dan 
keberanian sebagai variabel penting dari moral yang mestinya 
atau harus diperkuat. Dengan cara ini maka dalam penegakan 
etik tidak hanya menggunakan logika melainkan juga nurani. 

Hakikatnya, setiap kekuasaan (bukan hanya DPR) memiliki 
kecenderungan untuk melakukan perbuatan menyimpang 

16 Moh Mahfud, MD, 2012, Politik Hukum di Indonesia, PT. RajaGrafindo 
Persada, Jakarta, hlm. 379. 
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dan melakukan kesewenang-wenangan serta memaksakan ke- 
hendaknya kepada pihak lain atau kemampuan mengendalikan 
pihak lain. Kekuasaan itu sendiri, seperti dikatakan oleh Lord 
Acton, cenderung bersalah guna, sedangkan kekuasaan yang 
mutlak bersalah guna secara mutlak pula. 

Untuk itu, kekuasaan harus dibatasi dan diawasi. Pembatasan 
dan pengawasan terhadap kekuasaan ini dapat dilakukan oleh 
"konstitusi'?? yang pada hakekatnya dibentuk untuk melakukan 
pembatasan kekuasaan dan masyarakat sebagai pihak berdaulat 
dalam negara. Dalam konteks MKD, pembatasan dan pengawasan 
terhadap kekuasaan anggota DPR, dapat dilakukan melalui 
penegakan etik dan pencegahan perilaku anggota DPR. 

Penutup 
Moral merupakan kebutuhan yang penting bagi setiap 

orang, termasuk anggota DPR. MKD dalam penegakan etika 
dan pencegahan perilaku anggota DPR, berkomitmen untuk me- 
laksanakan dengan itikad baik, dengan dilandasi nurani, kejujuran 
dan kecermatan. Jujur untuk memproses setiap permasalahan 
dan cermat dalam menganalisa permasalahan atau kasus yang 
melibatkan anggota DPR. Untuk kepentingan tersebut maka semua 
stakeholder harus memiliki jalinan keterkaitan moral yang sama 

17 Penempatan Pancasila dalam pembukaan UUD 1945 (Preamble), dan 
memperhatikan pula perumusan fungsi dalam Preamble tersebut, ia merupakan 
Grundnorm tidak hanya dan norma-norma hukum, tetapi dari seluruh norma- 
norma kehidupan bangsa Indonesia (ethik, moral dan sebagainya). Mengutip 
pendapat Saleh yang menyatakan bahwa: Pancasila bukan hanya nonna dasar 
dari kehidupan hukum dan tertib hukum Indonesia, tetapi adalah juga norma 
dasar dari norma-norma lain, seperti norma moral, norma kesusilaan, norma 
ethiek, dan sebagainya. Pancasila mengharuskan tertib hukum Indonesia juga 
serasi dengan norma-ncrma moral, kesusilaan, ethika dan sebagalnya, oleh karena 
di dalam Pancasila terkandung pula norma-norma tersebut. Shidarta, et.al, (ed), 
2014, Pendulum Antinomi Hukum Antologi 70 Tahun Valerine]. L. Kriekhoff, 
Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 4142. 
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sebagai satu kesatuan moral bangsa Indonesia. Sehingga pada 
akhirnya, akan dapat dibuktikan bahwa marwah dan keluhuran 
lembaga ini masih tegak. Saatnya untuk membuktikan itu semua. 
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EKSISTENSI LEMBAGA PENEGAKAN ETIKA: 
CATATAN DARI PERSPEKTIF HIKMAH 

Prof. Dr. M. Darwis Hude, M.Si. 
Direktur Program Pascasarjana lnstitut PTIQ Jakarta 

Pengantar 
Etika dan hukum merupakan dua hal yang berhirnpitan. 

Etika ada agar manusia hidup harmoni dan tidak melanggar 
hak-hak orang lain yang menyebabkan terjadinya disharmoni. 
Sementara hukum diperlukan untuk mencegah dan menyeiesaikan 
pelanggaran atas hak-hak itu. Apabila hukum dikategorikan 
menjadi hukum tertulis dan hukum tak tertulis maka etika 
menjadi bagian bahkan hukum itu sendiri. Namun, apabila hukum 

• Disampaikan Prof. Dr. M. Darwis Hude, M.Si. pada Seminar Nasional Mahkamah 
Kehormatan DPR RI pada tanggal 24 Februari 2020 di Jakarta. Penulis adalah guru 
besar tetap dan Direktur Program Pascasarjana lnstitut PTIQ Jakarta, anggota panel 
MKD DPR RI 2018·2019 
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dipandang sebagai perintah atau larangan berikut sanksinya yang 
dibuat oleh kekuasaan yang sah rnaka etika berada di luar itu, 
meskipun ia tetap rnenjadi dasar inspirasi dalarn pernbentukan 
perintah dan larangan yang rnerniliki konsekuensi. 

Kehidupan di tengah-tengah rnasyarakat dengan latar 
berbeda-beda dapat menirnbulkan dinarnika yang beraneka 
pula. Diperlukan adanya tata nilai yang disepakati sebagai dasar 
yang dijadikan acuan bersarna dalarn rnelakukan hubungan 
interpersonal. Manusia dalarn hidup dan berpenghidupan tentu 
akan rnenempuh berbagai cara untuk kelangsungan eksistensinya, 
baik bekerja sendiri maupun bekerja di suatu lembaga atau 
korporasi. Tak sedikit yang bekerja sekehendaknya tanpa peduli 
pada nilai-nilai etika dan hukurn yang berlaku. Padahal sejatinya, 
bekerja itu selalu rnernperoleh penilaian dan yang pasti sernuanya 
akan dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban itu bagi 
manusia beragama rnemiliki tiga rnatra, kepada Tuhan, kepada 
diri sendiri, dan kepada rnanusia, baik kepada pernberi kerja 
(atasan) atau kepada manusia pada umumnya. 

Dalam pandangan Islam, tak satu pun sikap dan perbuatan 
rnanusia selama dua puluh empat jam yang luput dari lima 
nilai. Pertama, segala henruk perintah keras yang rnemiliki 
sanksi hukum apabila dilanggar, maka ia dikategorikan sebagai 
wajib. Kedua, larangan keras atau kebalikan dari yang pertama, 
dikenal dengan istilah hararn. Ketiga, sernua bentuk perintah 
lunak yang hanya diberi apresiasi tanpa sanksi apabila dilanggar, 
dikategorikan sebagai sunah. Keempat, larangan Iunak, dikenal 
dengan rnakruh. Dan yang kelirna, dikenal sebagai mubah, manusia 
diberi preferensi untuk melakukan atau tidak rnelakukan sesuatu 
atas pertimbangan aka! sehatnya. Dan, yang terakhir ini yang 
paling luas dalam kehidupan umat manusia. Memilih warna baju, 
merek mobile phone, makan jenis makanan dan dimana, mau tidur 
pukul berapa adalah contoh-contoh aktivitas mubah sepanjang 
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tidak bersinggungan dengan salah satu dari empat ha! lainnya. 
Narnun, pada diri manusia telah ada sejak awal potensi 

kebaikan dan keburukan sekaligus sehingga ada dua kemungkinan 
yang teraktualisasikan, tergantung pada banyak faktor, misalnya, 
lingkungan budaya dan personal, kepedulian sosial, penegakan 
hukum, dan sebagainya yang akhirnya memberi preferensi 
individu. (Q.S. al-Balad/90:10; al-Syams/91: 7-8). Karena kebebasan 
individual itu dalam kehidupan sosial diperlukan adanya tatanan 
nilai yang disepakati agar sikap dan perbuatan tidak bergerak 
tanpa rem sama sekali. 

Tatanan Hukum dan Etika 
Ada teori yang menjelaskan bahwa manusia pra-Adarn 

adalah manusia tanpa etika dan hukum, mereka selalu membuat 
kerusakan di bumi dan sating menumpahkan darah. Lalu Tuhan 
ingin menciptakan yang lain yang berperadaban dan memiliki 
taklif (tanggung jawab) dalam berkehidupan. Itulah Adam dan 
keturunannya yang mendapat 'prates' dari malaikat di awal rencana 
penciptaannya sebagai khalifah di bumi, (Cermati kembali Surah 
a!-Baqarah/2: 30). Bersama dengan manusia baru itu diberikan 
pengetahuan tentang segala sesuatu termasuk bagaimana hidup 
beretika dan menaati hukum. Ada aturan-aturan yang harus ditaati 
untuk menciptakan kedamaian dan keharmonisan. Ada perintah 
dan larangan beserta dengan konsekuensinya. Kedamaian terjadi 
apabila semua manusia menaati tata nilai dan hukum itu secara 
konsisten. Saat Adam melakukan pelanggaran (entah karena 
dijebak atau karena tak mampu menahan keinginannya) lalu ia 
dihukum, dan selanjutnya menyadari kekeliruannya lalu menjadi 
orang baik seterusnya (2:36-17). 

Sebagai manusia (baru) yang ditugasi menjadi khalifah untuk 
memakmurkan bumi dan mewujudkan kemaslahatan di bumi, 
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Adam dan juga keturunannya dimodali beberapa instrumen. 
Al-Maragi (1365H: 1/35) menyebutkan empat macam hidayah 
(petunjuk) yang diberikan kepada manusia: Pertama, hidayah 
al-ilham (instink), sudah ada sejak manusia dilahirkan (innate) 
seperti kebutuhan akan oksigen, makanan, minuman, seks, dsb.; 
kedua, hidayah al-hawas (pancaindera) untuk menjadi penjejak 
awal informasi. Keduanya, instink dan indra, dimiliki oleh hewan 
dan manusia (bahkan ada indera pada hewan tertentu lebih 
baik daripada yang dimiliki manusia); ketiga, hidayah ai-aqt 
(pikiran), yaitu hidayah yang lebih tinggi dari yang dimiliki 
hewan. Manusia hidup dalam masyarakat yang memerlukan 
banyak pertimbangan dalam kehidupan, tidak cukup sekedar 
instink dan pancaindera tapi butuh pertimbangan logis; dan 
keempat, hidayah al-adyan wa al-syara-i' (agama-agama dan 
aturan-aturan hukum). Sementara itu, Hude (2006: 95-116; 2017: 
30-41) menyebut lima instrumen yang menjadi modalitas manusia 
dalam kehidupannya: instink, indera (ternyata bukan hanya Iima, 
tetapi banyak seperti indra keseimbangan, kinestetis, nociception), 
akal (kognisi), nafsu (dorongan, drive), dan kalbu (katahati). 
Kesemua instrumen ini memengaruhi manusia dalam berinteraksi 
dengan lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan 
personal. Nafsu, misalnya, sangat diperlukan dalam kehidupan 
nyata terutama untuk mendorong tingkah laku kita seperti mencari 
makan, minum, dan segala sesuatu yang dapat membuat kita puas 
dan bahagia. Akan tetapi, jika tidak dikelola dengan baik, dapat 
berakibat pada pelanggaran terhadap hak-hak orang lain. Di sinilah 
diperlukan adanya aturan yang disepakati bersama, ketaatan, dan 
penerapan sanksi-sanksi yang jelas apabila terjadi pelanggaran 
terhadap aturan itu, Hukum dan etika diperlukan untuk menjaga 
keganasan ekspansif manusia yang tak terkontrol. 

Sebuah komunitas tentu memiliki nilai-nilai yang disepakati 
dan dianut secara bersama-sama. Kalau tidak, akan mendapatkan 
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sikap atau perlakuan negatif (sesuai dengan pandangan 
komunitasnya), seperti pelabelan negatif, penjauhan, alienasi, dan 
berbagai sanksi yang mungkin muncul. Hal semacam itu bisa saja 
diabaikan oleh yang menyimpang, tapi dalam banyak pengalaman 
akan menyusahkan diri sendiri dalam pergaulan. Dalam situasi 
seperti ini (sanksi sosial, etis, pragmatis) si penyimpang dapat 
mengambil jalan berbeda. Budiono Kusumohamidjojo (2019: 131) 
menjelaskan empat kategori pilihan: 

Pertama, pada umumnya orang akan mengambil jalan aman 
dan mudah, yaitu berdamai kembali dengan komunitasnya dan 
ikut mengalir di tengah arus sistem nilai komunitas. 

Kedua, mengambil dan membangun dua jalan: dunia pribadi 
(private sphere) dan dunia interaksi, dimana dia akan membangun 
kebiasaan untuk mengatur prilakunya tergantung di dunia mana 
sedang berada. Orang seperti ini akan ikut mengalir di sisi pinggir 
arus sistem nilai komunitas agar mudah menepi manakala dia 
memandangnya pantas atau lebih baik dia lakukan. 

Ketiga, nonkonformis, mereka akan keluar dari komunitas dan 
bermigrasi ke komunitas lain yang lebih sepaham. Orang-orang 
yang berada di jalur ini seringkali menjadi pengembara nilai 
yang pada lokus tertentu terpaksa harus berkompromi dengan 
komunitas yang paling mendekati citra nilai mereka. 

Keempat, orang-orang yang akan berusaha tampak konformis 
dengan lingkungan komunitasnya, sambil secara laten akan 
berusaha 'rnencuri' untuk berprilaku menurut yang dikehendaki 
dan sejatinya menyimpang dari tata nilai komunitasnya manakala 
ada kesempatan untuk itu. Dalam bahasa agama orang seperti ini 
biasanya akan diberi label sebagai munafik. 

Tatanan hukum dan etika diperlukan agar semua orang dalam 
komunitas itu bersedia atas kesadarannya mengikuti aturan-aturan 
yang telah ditetapkan atau disepakati dengan cara ikut mengalir 
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dalarn arus yang sarna. Pelanggaran terhadap tatanan itu akan 
rnerusak keseluruhan sistern yang ada. Dalarn rnakna al- 'adalah 
(keadilan) ada satu aspek yang disebut dengan al-tawaazun (secara 
rnudahnya dirnaknai dengan keseirnbangan), yaitu ketika sernua 
kornponen dalarn sistern itu rnelakukan tugasnya dengan baik 
sesuai dengan fungsinya. Ilustrasi, pada jam analog yang ada di 
tangan kita terdapat tiga jarurn yang rnasing-rnasing rnemiliki 
fungsi berbeda, dan bergeraknya juga berbeda tetapi tetap ke 
arah yang sama. Jika ketiganya berlomba-lomba bergerak ataupun 
salah satunya berhenti atau mengganggu yang lain maka di situ 
tidak ada al-tawaazun, dan juga tiada melahirkan hikrnah sama 
sekali, Jam itu akan dicampakkan sampai bisa kembali berfungsi 
dengan seirnbang. Komunitas, terutarna yang bersentuhan langsung 
dengan publik, harus senantiasa memelihara keseluruhan sistem 
agar tetap eksis, terjaga, dan memiliki kebermaknaan. 

Hikmah dalam Penegakan Etika 
Hikrnah atau hikrnat dalam pemakaian sehari-hari bermakna 

pengetahuan, kebijaksanaan, kearifan, kesaktian, ilmu yang dalarn, 
rahasia di balik yang nyata, dan sebagainya. Hikrnah menurut Ibnu 
Manzhur (1414H, 12:140) adalah ungkapan tentang kearifan dalam 
menerapkan sesuatu yang didasari pada keutarnaan pengetahuan 
yang rnumpuni. Orangnya disebut dengan hakirn. Tukang yang 
mernperbaiki detil-detil suatu pekerjaan dengan sempurna dan 
sangat telaten (sabar, teliti, cermat) dalam pekerjaannya disebut 
juga hakirn (hakiim!). Dalam perbincangan ini, hakim khusus 
dimaknai orang yang bijak dalam memutus suatu perkara dengan 
benar dan adil. Tindakannya berkategori sebagai hikrnah. 

Orang yang melakukan tindakan hikmah dapat berupa per- 
seorangan, kornunitas, badan, majelis atau lernbaga sepanjang 
mendapatkan legitimasi yang diperlukan. Badan atau lembaga yang 
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mendapat legitimasi dan sering dijumpai dalam penegakan etika 
misalnya lembaga adat, lembaga atau majelis kode etik profesi, 
badan-badan pengawas dalam berbagai bentuknya, supervisor 
tertentu, dan sebagainya. Semakin berisiko suatu pekerjaan dan 
atau berdampak luas bagi masyarakat semakin penting pula 
lembaga penegakan etika sesuai dengan kode etik yang telah 
ditetapkan atau disepakati. Urgensinya antara lain untuk mencegah 
penyalahgunaan wewenang, menyelamatkan kehidupan (seperti 
dalam dunia kedokteran), memelihara martabat dan kewibawaan, 
menjunjung tinggi marwah (dari kata muru'ah atau muruwwah 
yang bermakna adab sopan santun), dan membentuk citra positif, 
dan sebagainya. 

Ada beberapa prinsip dasar hikmah dalam penegakan etika 
yang perlu diperhatikan oleh pemangku kepentingan: 
1. Prinsip keadilan: Keadilan harus diterapkan kepada semua 

orang tanpa diskriminasi. Menarik dicermati bahwa Tuhan 
memerintahkan agar menegakkan keadilan secara benar 
tanpa ada unsur suka-tak-suka atau sebab-sebab lain di 
luar pertimbangan hukum (etika). Bahkan, jika keadilan 
itu menyentuh kepentingan diri sendiri atau kaum kerabat. 
Redaksinya demikian: " ... Jadilah kamu penegak keadilan, 
menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri 
atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu ... " dan (Q.S. 
4:135) 

Begitu pula dalarn Al-Nisa'/4:58 (terjemah) dengan tegas 
dikatakan: "Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan 
amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila 
kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya 
kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik 
yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha 
Mendengar, Maha Melihat." 
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2. Prinsip kebenaran dan kejujuran: Pelaksanaan hukum (etika) 
harus benar melalui pemeriksaan yang cermat dan jujur 
dengan bukti-bukti yang valid. Hakim yang menjatuhkan 
hukuman (had dan takzir) dengan sembrono, bukan atas 
kebenaran dan kejujuran maka ia menceburkan dirinya 
ke dalam malapetaka. Dalam sebuah hadis disebutkan 
(terjemahnya): "Hakim itu ada tiga, satu di surga dan dua di 
neraka. Adapun yang di surga adalah hakim yang mengetahui 
kebenaran dan memutuskan dengan jujur, sementara 
yang di neraka adalah yang mempermainkan hukurn 
(memutarbalikkan fakta) dan yang karena kebodohannya 
serampangan dalam memutus perkara." (Diriwayatkan Abu 
Dawud, Turrnuzi, Ibnu Majah dengan redaksi sedikit berbeda). 

3. Prinsip pertanggungjawaban: Dalam memutus perkara per- 
tanggungjawabannya terutama kepada Tuhan Yang Maha Adil. 
Siap menerima risiko apapun dari apa yang dilakukan atau 
diputuskan karena ia memastikan apa yang dilakukannya 
benar. Sejatinya semua yang dilakukan manusia pasti harus 
dipertanggungjawabkan suka atau tidak suka. Hal ini dapat 
dicermati dari surah Al-Isra'/17: 36 (terjemahnya): "Dan 
janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. 
Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu 
akan diminta pertanggungjawabannya". 

4. Prinsip edukasi: Dalam penerapan hukum (etika) terdapat 
unsur edukasi kepada pelanggar dan juga kepada seluruh 
masyarakat, bahwa semua orang harus setia dan taat pada 
aturan. Bagi siapa saja yang melanggar akan dikenai sanksi 
karena seperti itulah Tuhan mengajari manusia. Agama-agama 
telah menetapkan hukum kepada siapa saja yang melanggar 
kehendak Tuhan. Dalam Islam, bagi pelaku pelanggaran 
berat telah ditentukan hududnya (mufrad: hadd), misal bagi 
pembunuh berlaku hukurn qisas, mencuri dengan potong 
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tangan. Terhadap pelanggaran-pelanggaran kecil yang tidak 
diatur hukumannya berlaku hukum takzir, hukuman yang 
kadamya ditentukan oleh hakirn, dari yang mungkin terlihat 
sepele hingga yang berat tapi tidak sampai pada tingkat hudud. 
Wazaratul Awqaf Kuwait (1427H, 4:193) memberi definisi 
takzir: "Al·ta'ziir huwa al-ta'diibu 'alaa dzunuubin lam yusyra' 
fiiha haddun walaa koffaarah, wahuwa 'uquubatun gairu 
muqaddaratin takhtalifu biikhtilafil jinaayati wa ahwaalinnas". 
(Takzir adalah pemberian pendidikan (pendisiplinan) atas 
perbuatan dosa (pelanggaran) yang tidak memiliki batasan 
hukum maupun penebusan dosa [kaffarah, denda). Hal itu 
merupakan hukuman tanpa kadar tetap, tetapi tergantung 
pada tingkat perbedaan pelanggaran dan kondisi pelakunya). 
Takzir terutama dimaksudkan untuk mengedukasi masyarakat 
agar jangan sampai terjerumus pada pelanggaran hukum yang 
Jebih berat. Pelanggaran etika saja mendapatkan hukuman 
(sanksi) karena tidak setia dalam melaksanakan aturan hukum 
yang berlaku. Perbedaan kadar kesalahan atau pelanggaran, 
tingkat pengetahuan dan kondisi subjektif pelaku menjadi 
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi takzir. 

5. Prinsip humanistik: Prinsip ini menekankan sisi kemanusiaan 
manusia yang pada dasamya baik sampai diketahui dengan 
pasti dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran. Pada 
tataran ini muncul istilah presumption of innocent sampai 
terbukti secara nyata dan meyakinkan seseorang telah 
melakukan perbuatan pelanggaran (etika, hukum). Penegakan 
hukum (etika) dengan pemberian sanksi kepada pelanggar 
kode etik bukanlah bentuk balas dendam, tetapi bertujuan 
agar manusia kembali kepada fitrahnya sebagai manusia 
yang baik dan mulia, baik sebagai pribadi maupun sebagai 
makhluk sosial. (Cermati Surah Al-Isra'/17:70, 95:4) 
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Lembaga Mahkamah Etika 
Pada semua aspek kehidupan manusia terdapat nilai-nilai 

etis yang harus dijaga bersama. Setiap komunitas pada umumnya 
memiliki rumusan apa yang disebut baik, buruk, benar, salah, 
bahkan indah dan jelek. Sebagian tertulis dan sebagian lagi dalam 
bentuk konvensi. Komunitas masyarakat adat pada galibnya menaati � 
nilai-nilai itu dalam bentuk konvensi secara turun temurun. 
Memastikan nilai-nilai etika (baik yang tertulis maupun dalam 
bentuk konvensi) berjalan dengan baik diperlukan pengawasan atau 
monitoring. Manusia memiliki kecenderungan kebebasan dalam 
bersikap dan bertingkah laku, sehingga perlu tetap ada pengawasan 
atau monitoring yang berkesinambungan. Dalam bahasa agama, 
Tuhan adalah pengawas utama bagi seluruh makhluknya. Dalam 
Surah Al-Nisa'/4: 1 disebutkan: "Sesungguhnya Allah mengawasi apa 
yang kamu kerjakan." Karena, manusia mudah terpengaruh pada 
hal-hal yang memberi rasa bahagia dalam berbagai bentuknya meski 
kadang-kadang melanggar hak-hak orang lain. Untuk memberi efek 
pencegahan dan penyelesaian terhadap pelanggaran etika maka 
perlu ada lembaga khusus yang memiliki wibawa dan ketegasan 
dalam pengawasan dan penindakan jika terjadi pelanggaran. 

Lembaga-lembaga pengawas etika (apapun namanya) 
bertujuan untuk memastikan bahwa nilai-nilai etika (kode etik) 
yang telah disepakati berjalan dengan baik dan mengoreksi dalam 
bentuk pemberian sanksi/hukuman bagi yang melanggarnya. 
Hal in.i dimaksudkan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan 
khususnya dalam soal pelanggaran etika. Lembaga penegakan 
(kode) etik, kita sebut saja mahkamah, tentu harus melakukan 
tugasnya manakala ada dugaan pelanggaran etika terhadap 
anggotanya dengan proses yang seadil-adilnya. Seperti kata Umar 
(1429H, 1:541) arti mahkamah (seakar kata dengan hikmah) 
itu sendiri adalah tempat pelaksanaan semua urusan peradilan 
(makan in'iqad hay-ah al-qadha'). 
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Lembaga mahkamah etika pada umumnya hanya menangani 
kasus-kasus terkait dengan masalah etika, bukan pada wilayah 
hukum yang telah jelas diatur tersendiri oleh negara. Oleh karena 
itu, ia bersifat parsial berlaku hanya pada wilayah lembaga 
bersangkutan. Akan tetapi, untuk menghindari kemungkinan 
munculnya kepentingan 'perkoncoan' atau faktor suka-tidak-suka 
yang muncul dalam pergaulan sehari-hari maka banyak lembaga 
memanfaatkan orang-orang independen dalam menangani 
perkara. Atau paling tidak, ada unsur luar yang dianggap lebih 
netral. Meskipun secara teoretis seharusnya tidak perlu terjadi, 
karena personelnya biasanya terdiri atas para profesional yang 
berintegritas dan bekerja di bawah sumpah. Akan tetapi, tidak 
ada salahnya untuk kehati-hatian melakukan sadd al-dzarii'an 
(menutup lubang-lubang potensi negatif). Mencegah terjadi 
persekongkolan atau balas dendam di wilayah peradilan, baik etika 
maupun hukum, maka sejak awal diingatkan dalam Al-Qur'an: " ... 
Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu 
untuk berlaku tidak ad.il. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih 
dekat kepada takwa ... " (Q.S. 5:8). Dalam ayat itu disebut kebencian, 
tetapi bisa juga karena kecintaan (perkoncoan, persekongkolan) 
misalnya karena berasal dari daerah yang sama, partai yang sama, 
atau hal-hal lain. 

Pelembagaan mahkamah etika mempunyai urgensi antara 
lain menjaga wibawa dan marwah lembaga agar tidak tercoreng 
di mata publik yang dapat mengakibatkan ketidakpercayaan 
yang meluas dalam masyarakat. Untuk menjaga ha! ini ada 
beberapa ha! yang perlu diperhatikan: Adanya kode etik yang 
jelas dan terinci serta telah tersosialisasikan dengan baik kepada 
seluruh pemangku kepentingan (untuk memenuhi etika materil); 
dan prosedur tatacara beracara yang simpel dan jelas tanpa 
mengurangi hak-hak terlapor dengan tetap menjunjung tinggi 
praduga tak bersalah (untuk memenuhi etika formil). Kade etik 
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yang je!as dan prosedur yang jelas memungkinkan penanganan 
masalah terselesaikan dengan cepat. 

Lembaga-lembaga yang bersentuhan langsung dengan publik, 
suka atau tidak suka, harus memprioritaskan dan menegakkan kode 
etik secara baik dan tegas. Secara mikro ha! itu akan mengeliminasi 
citra negatif atau kewibawaan lembaga yang diakibatkan sikap dan 
prilaku anggotanya. Dan, secara makro memberikan efek jera atau 
pencegahan bagi anggota lain dan masyarakat pada umumnya. 
Karena, pada galibnya pembiaran terhadap pelanggaran etika akan 
merangsang munculnya pelanggaran-pelanggaran baru dengan 
skala lebih besar. Teori "law of effect" dari Thorndike (dalam 
Siegel dan Lane, 2002:323) menjelaskan ha! ini. Sesuatu yang 
dirasakan enak cenderung diulang pada kesempatan lain dengan 
intensitas lebih tinggi meskipun ha! itu boleh jadi merupakan 
sebuah pelanggaran. Seba!iknya, sesuatu yang dirasakan negatif 
(tidak mengenakkan) cenderung dihindari pada kesempatan lain. 
Para pelanggar etika yang merasakan 'nikmat' tanpa adanya 
sanksi cenderung akan mengulang pada kesempatan lain dengan 
intensitas lebih tinggi. Begitu pula efek domino yang ditinggalkan 
terhadap orang lain, terutama jika hal itu terjadi pada mereka 
yang layak sebagai panutan atau menjadi sorotan publik. 

Suatu pelanggaran etika dalam tataran lembaga yang tidak 
diproses dan ditindak tegas akan menjadi semacam penyakit 
menular. Dan, lambat laun akan dianggap sebagai ha! biasa. Ibn 
al-Muqaffa' (dalam Shihab, 2000:164) menjelaskan: "Idzaa qalla 
al-ma'ruufu shaara munkaran, wa idzaa syaa'a al-munkaru shaara 
ma'ruufaa." (Jika yang baik itu sudah jarang dilakukan rnaka 
lambat Jaun akan diingkari sebagai kebaikan: dan apabila yang 
buruk atau salah itu telah merajalela di tengah masyarakat maka 
lambat laun akan diakui sebagai sebuah kebaikan). Penegakan 
hukum dan etika dengan tegas membawa kebaikan untuk lembaga 
dan untuk kemaslahatan masyarakat pada umumnya. 
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Banyaknya kasus konflik kepentingan dan korupsi yang 
menimpa anggota DPR mencoreng citra lembaga wakil 

rakyat. Akibatnya kinerja anggota wakil rakyat disorot yang 
melemahkan legitimasi dan kepercayaan publik. Bahkan sampai 
mun cul anggapan bahwa anggota DPR tidak lagi responsif terhadap 
kebutuhan masyarakat, padahal seharusnya bertanggungjawab 
mengemban amanat rakyat, sedangkan rakyat merasa diabaikan 
aspirasinya. Masalahnya bukan hanya terletak pada kualitas moral 
seseorang (jujur, adil, fair), namun juga berhadapan dengan sistem 
yang bisa melindas integritas seseorang. 

Seorang yang jujur dan rnemiliki integritas tinggi bisa tergerus 
oleh mekanisme mesin partai yang digerakkan oleh prinsip 'untuk 
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menang pemilu harus memiliki sumber dana kuat'. Kekuatan yang 
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bentuk (a) rnenghalangi, rnenolak atau rnengoreksi keputusan; 
(bl bila konstituen terorganisir baik bisa tidak rnernilih lagi atau 
rnenuntut pirnpinan partai untuk rnelakukan recall terhadapnya; 
(cl rnenjatuhkan sanksi tertentu, rnernbayar ganti rugi, mernprotes 
rnelalui dernonstrasi, rnernboikot aktivitasnya, rnernpublikasikan 
catatan negatif kinetjanya (2003: 62). Kurang tersedianya inforrnasi 
bagi konstituen atau publik rnernbuat harnpir tidak rnungkin 
rnenerapkan sanksi seperti itu. 

Dalarn praktik sistern representasi, konstituen atau rakyat 
yang diwakili tidak rnerniliki kernarnpuan yang efektif rnern- 
berlakukan sanksi-sanksi tersebut. Warga negara belurn terbiasa 
rnerninta inforrnasi kepada wakil rakyat tentang apa yang telah 
dilakukan, apa yang sedang dilakukan, apa proyek politiknya 
dan bagairnana irnplementasinya. Bahkan rnasyarakat sering 
tidak tahu bahwa rnenjadi hak rnereka rnerninta wakil rakyat 
uruuk rnenjelaskan, mernheri alasan, menjawab, rnenjalankan 
kewajiban, mernperninmgkan apa yang dllakukan sebngai bentuk 
pertanggungjawaban, Wakll rakyat seharusnya memheri informasl 
teruang apa yang ingin dlketahul oleh konsntuen. Sebaga! permuara 
rakyat dan pernertmah, wakil rakyat c!landaikan mernhuka akses 
ke informasi. 

Masalahnya ialah bahwa sistern representasi tidak hanya 
rnenyangkut hubungan antara yang mewaklli dan diwaklli. 
Horus dlperhitungkan beberapa fnklor lain yang de facto lebih 
berperan. bahkan leblh rnenantukan: Cl) peran OPP pnrtal 110JJtik; 
(\Jl yang dlwakW Udak selalu rerdirl darl kelompok yang homogen 
dan nelurn tenru rerorganislr balk. )ad.I opininya udak selalu 
bisa seragam atau dinilai cukup representatif; (iii) konstituen 
sering tidak memperoleh informasi yang mernadai tentang suatu 
rnasa!ah; (iv) wakil rakyat juga mempunyai kewajiban bekerja 
untuk kepentingan seluruh bangsa, bukan hanya kepentingan 
konstituen. Keernpat faktor itu rnernberi peluang wakil rakyat 
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untuk menemukan alasan mengelak dari akuntabilitas. Mengelak 
juga biasa terjadi dalam pertanggungjawaban terhadap janji 
kampanye, karena mekanisme untuk menagih janji tidak tersedia 
kecuali pemilu. 

Keluhan bahwa politisi hanya membutuhkan rakyat waktu 
kampanye pemilu atau pilkada sangat bisa dipahami kalau 
menimbang keempat faktor tersebut di atas. Dominannya peran 
pimpinan partai politik membuat wakil rakyat lebih patuh kepada 
pimpinan partai dari pada konstituen, maka sulit bagi masyarakat 
untuk percaya komitmen wakil rakyat untuk mempetjuangkan 
kepentingan publik. 

Ke dua akan lebih realistis bila dalam prosedur akuntabilitas, 
peran DPP partai politik d.iperhitungkan, terutama yang mengatur 
kewenangan Dewan Pimpinan Pusat partai politik karena mesin 
partai ini biasanya lebih menentukan kegiatan-kegiatan dan kinetja 
wakil rakyat. Maka konstituen perlu membangun basis organisasi 
agar bisa memiliki akses komunikasi dengan DPP partai-partai 
politik. Tujuannya ialah meningkatkan daya tawar politik agar 
bila menerapkan sanksi terhadap wakil rakyat bisa lebih efektif. 

Ke usa. dalarn tugasnya mengontrol pemerintah, wakil rakyat 
harus memeriksa pilihan-pilihan tujuan kebijakan, kemud.ian pada 
akhir tahun fiskal, mengevaluasi pencapaian tujuan-tujuan tersebut 
(R.D. Behn 2001: 105). Ketika memeriksa pilihan-pilihan tujuan 
kebijakan publik, wakil rakyat dibantu staf ahli menganalisis, 
membandingkan atau mencari alternatif, mempertimbangkan cara 
atau sarana yang digunakan pemerintah untuk implementasinya. 
Wakil rakyat bisa mengadakan dengar-pendapat dengan pihak- 
pihak yang terlibat dan publik untuk mendapatkan masukan. Bila 
wakil rakyat tidak puas, bisa memilih tindakan: (i) kementerian 
atau departemen yang bersangkutan diminta memikirkan ulang 
tujuan-tujuannya dan melaporkan kembali; (ii) menekan untuk 
mengubah, kalau tidak bersedia d.ihadapkan pada sanksi; (iii) 

ARAH BARU KEBIJAKAN MKD DPR RI PERIOOE 2019-2024 
Upaya Menghadirkan Peradaban Hikmah 



84 J Dr. H91Jatmoko 

meyakinkan pimpinan untuk mengganti para manajernya; (iv) 
menetapkan undang-undang untuk mengubah tujuan pada tahun 
fiskal yang sedang berlangsung (2001: 105). 

Setelah tahun fiskal berakhir, wakil rakyat mengevaluasi 
pencapaiannya. Maka perlu meminta badan pemerintah untuk 
membuat laporan, meminta audit, dan menunjuk evaluasi 
independen tentang kinerja pemerintah. Lalu bisa mengorganisir 
dengar pendapat dengan pihak-pihak yang bersangkutan, terutama 
publik yang dilayani untuk mengetahui apakah kinerja badan 
pemerintah yang bersangkutan memuaskan. Bila wakil rakyat tidak 
puas harus mencari sebabnya dan meminta badan pemerintah 
itu mengembangkan rancangan perbaikan kinerja untuk tahun 
fiskal berikutnya. Wakil rakyat bisa meminta perubahan, memberi 
sanksi, meyakinkan menteri mengganti stafnya, atau membuat 
undang-undang yang menentukan tujuan-tujuan baru untuk tahun 
fiskal yang akan datang (2001: 105). 

Melalui akuntahilitas prosedural, bisa dilacak sejauh mana 
wakil rakyat mengikuti tahap-tahap prosedur kerja yang benar. 
Biasanya, pihak eksekutif lebih menguasai bidangnya dari pada 
wakil rakyat sehingga ada kecenderungan pemeriksaan lebih hanya 
bersifat formalitas atau wakil rakyat dikelabuhi. Wakil rakyat 
harus didampingi oleh staf ahli yang kompeten agar pengawasan 
efektif. Tahap-tahap ini sangat rawan korupsi. Badan pemerintah 
yang diawasi bisa memberi gratifikasi kepada wakil rakyat agar 
penilaian dalam evaluasi positif dan pertanggungjawaban diterima. 
Sejarah memperlihatkan bahwa proses persetujuan oleh wakil 
rakyat untuk calon pejabat untuk posisi-posisi kunci seperti 
Gubernur BI, Kapolri, atau Jaksa Agung sangat rentan korupsi. 
Maka Komisi Etika DPR (Mahkamah Kehormatan), civil socie� 
Parliementary Watch dan publik harus membantu mengawasi 
proses itu dan menjamin bekerjanya mekanisme whistle-blowing 
serta perlindungannya. 
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Evaluasi Kinerja: Produk UU Responsif terhadap Pelayanan 
Publik? 

Dari sisi kinerja, menilai akuntabilitas wakil rakyat perlu 
kritis terhadap kebiasaan kinerja wakil rakyat "wakil rakyat 
biasanya menyisihkan hanya sedikit perhatian, waktu dan energi 
dalam tugas untuk mengawasi penyelenggaraan negara, kecuali 
bila ada kasus yang menarik perhatian publik" (RD. Behn 2001: 
75). Kecenderungan ini ditemukan dalam kasus cukup penting 
seperti pemberantasan korupsi, perhatian baru mulai tercurah 
ketika media dan masyarakat menyorotinya. Lalu prioritas 
pekerjaan seakan ditentukan oleh aktualitas dari perspektif media, 
meski baik sebagai salah satu indikator, tapi sering cukup bias. 
Seharusnya prioritas kebijakan diarahkan ke pelayanan publik 
yang berkualitas dan relevan. Apakah regulasi wakil rakyat 
memungkinkan mencapai tujuan itu? 

Tidak cukup DPR menghasilkan perundangan, namun dituntut 
harus sampai pada regulasi yang menjawab masalah mendesak 
pelayanan publik (pengangguran, kemiskinan, tingkat pendidikan 
rendah, korupsi). Akuntabilitas wakil rakyat juga diukur dari 
kinerjanya: diamati dari cara menyusun prioritas regulasi. Regulasi 
di bidang apa wakil rakyat memberi prioritas utama? Bagaimana 
DPR menentukan kriteria prioritas pembuatan perundangan? 

Masyarakat bisa menilai sejauh mana undang-undang 
memfokuskan pada pelayanan publik bila menjawab kriteria ini: 
(i) usaha untuk menjaga persatuan bangsa dan untuk menciptakan 
lapangan pekerjaan; (ii) upaya menciptakan iklim yang mendukung 
investasi, meski tetap memperhatikan perlindungan pekerja; (iii) 

usaha memperkuat institusi-institusi untuk melawan korupsi; (iv) 
upaya mengurangi defisit dan hutang negara, termasuk mengawal 
hasil pajak, kekayaan negara dan sumber pendapatan negara 
lainnya; (v) usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan; (vi) 
upaya memajukan daerah tertinggal. 
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Kalau wakil rakyat bisa memberikan pembenaran atas 
prioritas pembuatan perundangan, dinamika politik bisa 
menumbuhkan kepercayaan terhadap politisi. Dinamika itu bisa 
dalam bentuk DPR atau partai politik mengadakan lokakarya 
membahas masalah bagaimana memperbaiki sistem regulasi 
dalam rangka menciptakan iklim yang kondusif untuk investasi 
agar tercipta lapangan pekerjaan. Keprihatinan yang mendesak 
juga adalah memperkuat institusi-institusi agar pemberantasan 
korupsi semakin efektif. Masalah yang dihadapi oleh hampir semua 
politisi adalah bagaimana membua t efektif regulasi melawan 
money politics atau korupsi. Sejauh mana politisi serius menata 
pendanaan partai politik? 

Kode Etik: lmplementasi Core Values DPR 
Supaya core values DPR bisa diimplementasikan, salah satu 

caranya ialah menerjemahkannya ke dalam bentuk kode etik. Kode 
etik berfungsi menjaga reputasi dan integritas lembaga perwakilan 
rakyat ini beserta anggota-anggotanya. Jadi tujuan kode etik 
pertama-tama adalah mempertajam makna tanggungjawab atas 
pelaksanaan ketiga fungsi utama DPR. Kade etik dikatakan efektif 
bila indikator utamanya bisa dirasakan, yaitu menumbuhkan jiwa 
korsa (l'esprit de corps) anggota-anggota DPR. Menurut hasil survei 
yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia bersama dengan 
Indonesia Corruption Watch (8-10 Oktober 2018), DPR berada di 
urutan bawah lembaga-lembaga yang dipercaya masyarakat. Bila 
secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan, hasil survei tersebut 
sebetulnya menyiratkan indikator utama, yaitu jiwa korsa (l'esprit 
de corps) DPR belum tumbuh. 

Penilaian masyarakat yang rendah itu seharusnya mendorong 
agar kompetensi etika anggota- anggota DPR ditingkatkan. Fokus- 
nya adalah mempertajam makna tanggungjawab: menekankan 
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pendidikan, pelatihan dan penyadaran untuk mempertajam 
penalaran etika, membiasakan diri peduli pertimbangan etis untuk 
membangun instusi-institusi lebih adil. 

Berbeda dengan hukum, yang mementingkan penindakan, 
sedangkan kode etik menekankan pencegahan, pembinaan, 
pelatihan dan pendampingan anggota-anggotanya. Tekanan kode 
etik bukan penindakan (ciri khas hukum positif), maka harus 
dibedakan dari hukum positif agar cara-cara implementasinya 
bisa lebih efektif. 

KODE ETIK HU KUM 

1 FOKUS 1 Pencegahan, pembinaan, dan 1. Aturan untuk menjaga 
pentingnya internalisasi nilai· stabihtas tatanan sosial 
nilai, maka sanksi bersifat 77 menegakkan dan 
mendidik menghukum 

2. TUJUAN 2. Menekankan 'mengapa' dan 2 Bukan hanya berfungsi 
'bagaimana' seharusnya sebagai stare decisis 
bertindak 77 nilai/prinsip: (prinsip yang mengi- 
untuk l'esprit de corps, kuti keputusan kasus 
tekanan pada lnternallsesi sebelumnya), tetapi 
nilai tekanan pada regulasi 

3. IDEAL/ 3 Lebih mau memajukan suatu 3. Demi tatanan sosial: 
PRAG MATIS ideal, biasanya berupa core kontrak, keamanan, dan 

values. kesejahteraan 
4 KONSISTENSI 4 Tidak mudah berubah hanya 4. Mudah diubah pembuat 

seturut keinginan pembuatnya, UU (beban dan 
tapi tergantung pada keuntungan masyarakat) 
kepekaan, kebiasaan, dan nilai 

5. FUNG SI 5 Mempertajam makna 5. Mengorganisir 
UTAMA tanggungjawab: melalui tanggungjawab dengan 

pendidikan, pembinaan, sanksi, ancaman 
sosialisasi dan internalisasi hukuman dan 
nilai penyesuaian perilaku 

Pelatihan etika dan kepatuhan pada kode etik masuk ke aspek 
pencegahan: mencegah agar anggota DPR tidak bertindak atau 
mengambil kebijakan yang tidak sesuai dengan fungsi utamanya 
dan mengabaikan prosedur etika publik. Tekanannya untuk 
membantu intemalisasi nilai-nilai etika publik yang menopang 
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integritas anggota DPR. Sedangkan sikap atau perilaku yang 
tidak langsung mempengaruhi implementasi core values DPR, 
pembinaan dan sanksi bisa bisa diserahkan ke DPP partai politik 
di mana yang bersangkutan menjadi anggotanya. Kode Etik sering 
dilengkapi oleh code of conducts yang lebih rinci untuk konsumsi 
internal yang biasanya tidak berhubungan langsung dengan core 
values lembaga, meski penting terkait perilaku individual yang 
sering bisa memiliki dampak sosial. Memang perbedaan tidak 
tegas hitam-putih, namun Mahkamah Kehormatan DPR sebaiknya 
lebih memberi prioritas yang langsung berkaitan dengan core 
values lembaga DPR demi efektivitas pencegahan, pembinaan dan 
menjaga kewibawaannya. 

PERBEDAAN-KESAMAAN 
KODE ETIK & CODE OF CONDUCTS 

Kode Etik Code of Conducts 

1 Mengarahkan Mengarahkan mengambil Mengatur secara rinci 
keputusan dengan acuan ke nilai tindakan/perilaku anggota· 
inti lembaga (core values) anggotanya 

2. Fokus Nilai/prinsip umum tindakan lsi/daging atau penerapan 
agar keputusan lebih .a.s.Qica1if: lebih rinci Kode Etik lebih 
mengatur anggota dim rangka kontekstual & �: 
menjaga tujuan/reputasi/wibawa 77mengatur tindakan 
lembaga anggota individual 

3. Hubungan Kode Etik mencegah agar Hukum harus dirmcl sampai 
Hukum anggota tidak sampar terseret dengan kaitannya dengan 

ke kasus pidana/perdata bidang yang spesifik 

4. Jangkauan Jangkauannya lebih luas & Menggariskan perilaku khusus: 
Materi tidak spesifik: mengarahan pelecehan seksual, disknminasi 

nilar & pilihan·pilihan untuk rasial, isi komputer yang tidak 
mempengaruhi keputusan pantas, narkoba 

5. Modalitas Memungkinkan anggota membuat Menghindari skandal, 
pemlaian mandiri yang paling membangun suasana lebih 
sesuai dalam tindakan sehat & meruaqa reputasi 

6 Publik atau Diumumkan juga untuk publik Untuk konsumsi intern anggota: 
Internal supaya ada kontrol dan harapan jelas akan tuntutan, 

mendorong tumbuhnya jiwa tmdakan diterima/ dilarang, 
korsa (/'esprit de corps) sesuei/ndak dengan norma 

7. Kesamaan Mendorong tindakan yang Mendorong perilaku/tindakan 
sesuai dengan norma yang yang diharapkan oleh 
diharapkan oleh organisasi orqarasasi 
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Masalahnya, meski kode etik sudah dirumuskan, ada Komisi 
Etika (Mahkamah Kehormatan DPR), sudah ada sosia!isasi Kode 
Etik, bahkan code of conduces lebih rinci juga dibuat, mengapa 
konflik kepentingan dan korupsi tetap marak? Dalam upaya 
menjawab pertanyaan ini, penulis mengajukan dua hipotesis: 
pertama, masih lemahnya modalitas etika publik menghambat 
upaya sistematis membangun budaya etika di DPR; dan kedu_a, 
lemahnya menghadapi korupsi kartel-elite berdampak ke maraknya 
pelanggaran orang-perorangan yang dijadikan cara mengalihkan 
perhatian publik, hanya menimpakan kesalahan ke oknum. 
Mahkamah Kehormatan DPR tidak cukup kuat mencegah atau 
melawan korupsi kartel-elite karena jenis korupsi ini melibatkan 
jaringan partai politik, pengusaha, penegak hukum dan birokrasi 
sebagai akibat dari kondisi politik pen uh ketakpastian (M. Johnston, 
2005: 89-90). Pelaku korupsi cenderung tidak merasa bersalah kalau 
untuk kepentingan partai. Dan sejauh belum menjadi skandal 
publik atau kasus pidana, disinyalir partai sering membiarkannya. 

Modalitas Etika Publik: Membangun Budaya Etika di DPR 
Etika publik tidak berhenti hanya pada niat baik (merumuskan 

norma-norma etika), namun fokusnya ke modalitas penerapananya, 
yaitu budaya etika dalam organisasi pelayanan publik. Modalitas 
etika publik meliputi bentuk pengawasan, kemandirian komisi 
etika, kompetensi etika dan instansi kritis di luar lembaga 
perwakilan rakyat: 

Pertama, mengintegrasikan kode etik ke lembaga DPR dan 
peran Komisi Etika (Mahkamah Kehormatan DPR) hams mandiri 
agar bisa menjamin kompetensi etika anggota DPR. Bagian ini akan 
kami jelaskan secara lebih detil setelah memerinci modalitas ini. 

Ked!J.a, akuntabilitas, termasuk terbuka menghadapi pers 
bebas yang kritis; Akuntabilitas dipakai untuk mengukur atau 
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menilai apakah 'mandat rakyat' dijalankan dengan baik. Dalam 
akuntabilitas, setidaknya ada tiga aspek: (i) tekanan akuntabilitas 
pada pertanggungjawaban wakil rakyat melalui keterbukaan 
atau adanya akses informasi bagi pihak luar organisasi atau 
masyarakat (G.E.Caiden); (ii) memahami akuntabilitas sekaligus 
sebagai tanggungjawab sehingga bisa sampai harus berhadapan 
dengan ganti rugi dan organisasi (J.G.Jabbra); (iii) tekanan pada 
hak warga negara untuk bisa mengoreksi dan ambit bagian dalam 
kebijakan publik sehingga disamakan dengan transparansi (B.Guy 
Peters). 

Akuntabilitas menunjuk pada pertanggungjawaban pejabat 
publik atas kepercayaan warganegara untuk menjalankan 
menyuarakan aspirasi masyarakat. Caiden mendefinisikan 
akuntabilitas sebagai "memenuhi tanggungjawab untuk melapor- 
kan, menjelaskan, memberi alasan, menjawab, menjalankan 
kewajiban, memperhitungkan dan menyerahkan apa yang 
dilakukan dan diminta sebagai pertanggungjawaban atau yang 
ingin diketahui oleh pihak di luar organisasi" (1988:25), terutama 
oleh masyarakat yang diwakili. Anggota DPR harus membuka 
informasi atau laporan apa yang telah dilakukan atau gaga! 
dilakukan dan siap untuk mengoreksi atau menanggung sanksi 
secara hukum dan moral setelah dievaluasi oleh pihak internal 
maupun pihak luar. 

Akuntabilitas, menurut J.G. Jabbra (1989: 25), mengandung 
tiga dimensi, yaitu tanggungjawab, akuntabilitas dan liabilitas. 
Bertanggungjawab berarti memiliki otoritas untuk bertindak, 
mampu mengendalikan, bebas memutuskan, mampu bertindak 
rasional, konsisten dan dapat dipercaya dalam melakukan penilaian 
atau keputusan. Akuntabilitas mengandaikan hubungan kekuasaan: 
di satu pihak, wakil rakyat bisa memberi pertanggungjawaban 
dengan melaporkan, menjelaskan, memberi alasan, membuat 
perhitungan dan menyerahkan penilaian kepada pihak di luar 

ARAH BARU KEBIJAKAN MKD DPR RI PERIODE 2019-2024 
Upaya Menghad1rkan Peradaban H1kmah 



MODALITAS ETIKA PUBLIK 191 

organisasi atau publik; di lain pihak, ada instansi atau organisasi 
yang bisa meminta anggota DPR untuk memberi pembenaran atas 
apa yang dilakukan, atau memberi sanksi terhadap kinerja yang 
jelek. Liabilitas adalah bertanggungjawab untuk menjalankan tugas 
dengan baik, mengoreksi kekeliruan, mengganti kerugian, atau 
membayar kesalahan, pelanggaran atau keputusan yang salah. 
Ketiga pengertian itu merupakan tiga dimensi yang dituntut dari 
akuntabilitas pelayanan publik. [adi akuntabilitas merupakan 
prinsip masyarakat yang transparan. Transparansi dipahami 
bahwa lembaga perwakilan rakyat bisa mempertanggungjawab- 
kan apa yang telah dilakukan dengan memberi informasi yang 
relevan atau laporan terbuka terhadap masyarakat dan civil 
society. Bila ternyata wakil rakyat lalai terhadap kewajibannya, 
masyarakat bisa menuntut tanggung jawab terhadap akibat yang 
harus diderita. 

Ketjga menjamin adanya rotasi jabatan sebagai benteng 
melawan godaan korupsi dan konflik kepentingan. Lamanya 
seorang anggota DPR di suatu komisi, di satu sisi, positif karena 
semakin menguasai bidang pengawasannya dan kemampuan 
merencanakan, mewujudkan dan mendorong pemberlakuan 
suatu UU, namun sekaligus menjadi godaan untuk menjalin 
persekongkolan untuk korupsi dan memudahkan memuluskan 
menutupi bentuk-bentuk konflik kepentingan. Maka rotasi jabatan 
dimaksudkan untuk menghindari kerentanan korupsi dan konflik 
kepentingan. 

Keempat. e-governance dan mekanisme pengawasan oleh 
civil society dengan menerapkan teknologi digital sehingga me- 
mungkinkan Mahkamah Kehormatan peduli terhadap keluhan/ 
laporan masyarakat dan terhadap kepentingan mereka: 
user experience design dan user interface sangat diperlukan. 
Berkembangnya lembaga-lembaga swadaya masyarakat seperti 
Corruption Watch, Lembaga Advokasi Konsumen, Police Watch, 
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Asosiasi Perlindungan Saksi, selain sebagai bentuk kritik terhadap 
sistem representasi yang tidak berjalan bagus, juga merupakan 
tempat konsultasi dan pengawasan publik yang terorganisir baik. 
Meski harus diakui peran mereka masih terbatas karena masih 
dipertanyakan sejauh mana bisa mengisi fungsi perwakilan civil 
socie(Y dan kepentingannya. Kenyataan bahwa mereka merupakan 
lembaga-lembaga yang mandiri terhadap pemerintah dianggap 
cukup responsif terhadap kebutuhan atau permintaan masyarakat 
dan menumbuhkan kepercayaan yang tidak dinikmati oleh 
lembaga-lembaga pemerintah. 

Kemampuan organisasi civil society untuk menyumbang 
dalam meningkatkan akuntabilitas, menurut R.Jenkins, tergantung 
pada enam faktor: (i) sumberdaya baik tenaga maupun dukungan 
finansial; (ii) jaringan sosial dan politik yang dimiliki; (iii) 
kemampuan berinteraksi dengan sikap lembaga-lembaga resmi 
yang diurusi atau diawasi; (iv) kekuatan media dan komposisi 
media yang mendukungnya melalui penyebaran pesan dan 
pengungkapan kasus hasil penelitian atau investigasi mereka; 
(v) budaya politik yang berlaku, dalam arti cara-cara yang 
sudah berjalan untuk mempertanyakan bagaimana memperoleh, 
mengalokasikan dan melaksanakan kekuasaan ditangani di dalam 
konteks sosial tertentu; (vi) akuntabilitas civil society itu sendiri 
(2007: 159). Maka kepemimpinan, manajemen dan integritas 
pengurusnya menentukan tersedianya ke enam faktor tersebut. 

Keterlibatan civil socie(Y di dalam proses pengambilan 
kebijakan publik, pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik 
dan pengawasan terhadap tiga fungsi DPR (legislasi, pengawasan 
dan anggaran) semakin besar dengan kemajuan teknologi 
membantu mengembangkan £-Governance. T. Bergman mem- 
bedakan istilah "government" dari "governance". "Government" 
dipahami sebagai serangkaian instititusi untuk pembuatan 
kebijakan publik, sedangkan "governance" adalah proses kebijakan 
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publik yang berlangsung di dalam eksekutif, legislatif dan 
yudikatif, tetapi juga menuntut keterlibatan hubungan antara 
warganegara dan politisi (K.Str0m, 2003:110). Berkat kemajuan 
teknologi informasi berkembang pola baru dalam interaksi antara 
pemerintah, wakil rakyat dan masyarakat. Maka "e-govemance" 
diperlukan dalam pelaksanaan ketiga fungsi DPR. Pola baru itu 
menyentuh pengambilan keputusan, pembagian kekuasaan dan 
koordinasi kegiatan: 
(i) £-governance membuat teknologi informasi menjadi perantara 

dalam interaksi antara pemerintah, wakil rakyat, masyarakat, 
swasta, asosiasi nir-laba dalam sistem politik, pelayanan 
publik dan pembuatan kebijakan publik (S.Borins, 2008:178 
dalam Public sector transparancy and accountability). 

(ii) £-governance mengintensifkan hubungan timbal batik 
antara warganegara, wakil rakyat, organisasi pemerintahan 
dan pejabat publik (H.Driike, 2007: 63). Kongkritnya, 
penggunaan teknologi informasi mendukung proses 
pengambilan keputusan dan memperluas lingkup partisipasi 
karena memungkinkan pencarian informasi secara cepat, 
pembentukan opini, pengambilan keputusan bersama, 
negosiasi, atau penanganan konflik. 

(iii) £-governance meningkatkan transparansi administrasi publik 
dan pembuatan legislasi nasional karena memungkinkan 
warga negara untuk memonitor proses adminsitrasi, bisa 
menelusuri sistem yang harus dilewati, bahkan bisa me- 
ngikuti tahap demi tahap prosedumya ketika warga negara 
mengajukan permohonan pelayanan publik, ijin mendirikan 
bangunan, ijin usaha, memperpanjang KTP, membayar pajak, 
meminta keringanan pajak atau mengurus tanah dan warisan 
serta mengikuti dengan cermat tahapan-tahapan proses 
legislasi. 
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(iv) Sistem £-governance bisa digunakan juga untuk mengajukan 
keluhan, protes atau keberatan sehingga pejabat publik dan 
wakil rakyat mau tidak mau harus menjawab atau memberi 
penjelasan. Warga negara dengan mudah bisa menghubungi 
wakil rakyat, dewan penasehat daerah atau staf administrasi 
melalui internet. Inilah pentingnya setiap lembaga memiliki 
user interface. 
Upaya meningkatkan akuntabilitas melalui £-Governance ini 

sekaligus merupakan cara untuk melawan korupsi, karena (i) 
semua proses kontrak, tender atau kerjasama dengan swasta, 
asosiasi nir-laba atau LSM diproses melalui teknologi informasi 
sehingga setiap pihak membatasi resiko yang harus ditanggung, lalu 
kepentingan masing-masing bisa terbaca. (ii) Dengan menggunakan 
teknologi informasi kerjasama swasta dan pemerintah terpaksa 
harus mengikuti prosedur yang lebih pasti, misalnya, dalam ha! 
ijin bangunan, pengadaan barang, perekrutan tenaga, outsourcing 
atau kontrak jangka panjang dan pendek. (iii) Dengan model 
pengadaan barang secara elektronik dijamin anonimitas pemasok 
barang sampai tawaran dibuka. (iv) Prosedur seperti itu menjamin 
transparansi karena setiap pihak yang mendaftarkan diri dalam 
transaksi memiliki akses dan menekan serendah mungkin 
favoritisme, diskriminasi atau subyektivitas dalam pemenangan 
tender. (v) Dengan £-Governance itu prediktibilitas aturan-aturan 
dan prosedur dalam kontrak dan tender semakin ditingkatkan. 
Dampak positifnya terasa semakin mengutamakan kepentingan 
publik atau orientasi kepada yang dilayani dan meningkatkan 
legitimitas pelayanan publik. 

£-Governance memberi kemungkinan luas agar warganegara 
memperoleh informasi yang memadai dan relevan tentang 
kebijakan, program, budget, hukum atau aturan-aturan pemerintah, 
termasuk proses legislasi yang sedang dijalankan DPR, meski harus 
diakui belum tentu menjamin akses ke dokumen-dokumen penting. 
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Namun interaksi antara wakil rakyat, civil society, swasta, publik 
pada umumnya merupakan tempat pendidikan politik di mana 
warga negara dibiasakan untuk diskusi, negosiasi, menengahi 
serta mencari jalan keluar bersama. Pemberdayaan civil society 
semacam ini membangun koalisi di antara pihak-pihak yang ingin 
mengubah negara yang lemah menjadi negara yang memungkinkan 
pemerintahan yang kompeten (H.Driiker, 2007: 79). 

lntensifikasi interaksi antara lembaga-lembaga negara dengan 
civil society berkat £-Governance itu ikut meningkatkan empat 
fungsi civil society dalam memajukan akuntabilitas pelayanan 
publik seperti dikutip Jenkins. (i) meningkatkan transparansi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan; (ii) memonitor dan mengkaji ulang 
kebijakan-kebijakan publik; (iii) mengusahakan perbaikan atau 
ganti rugi yang diderita publik karena kebijakan pemerintah yang 
keliru; dan (iv) mendorong penciptaan mekanisme akuntabilitas 
yang formal (R.Jenkins, 2007: 159). Berka! £-Governance, 
pengalihan sebagian tugas pelayanan publik ke pihak swasta atau 
asosiasi nir-laba bisa membantu memecah kekakuan birokrasi 
yang disebabkan oleh sentralisasi dan pengkotak kewenangan. 
£-Governance memudahkan koordinasi manajemen sehingga tidak 
akan kesulitan bila dilakukan pengalihan tugas semacam itu asal 
tetap berpegang pada prinsip subsidiaritas. 

Langkah-Langkah lntegrasi Kode Etik ke Lembaga DPR 
Agar kode etik bisa efektif diperlukan langkah-langkah 

integrasi ke pengorganisasian lembaga perwakilan rakyat: pertama, 
dalam penyusunan atau revisi kode etik harus mengikutsertakan 
anggota-anggota yang dianggap cukup representatif. Adanya 
partisipasi memungkinkan penggunaan khasanah istilah yang 
sama untuk memudahkan tumbuhnya rasa memiliki dan komitmen 
bersama. Kedua, kompetensi etika anggota DPR mengandaikan 
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Mahkamah Kehormatan Dewan menyelenggarakan pelatihan 
etika secara berkala dan mengusulkan agar proses evaluasi 
kinerja komisi-komisi mempertimbangkan identifikasi dimensi- 
dimensi etikanya. Mahkamah Kehormatan Dewan perlu memberi 
catatan kepada partai-partai anggota fraksi moda perekrutan calon 
legislatif. Kfl:iga, disediakan konsultasi etika dan saluran pelaporan 
untuk membahas masalah etika, prosedur menyalurkan keluhan, 
prates, mekanisme whistle-blowing melalui hotlines, komunikasi 
konfidensial, dan sistem perlindungan pelapor. Keempat, 
mengefektifkan sosialisasi kode etik dengan memasang kode 
etik per tematik di setiap tempat berkumpul dan mengingatkan 
kembali kode etik di setiap awal rapat komisi. Ke Hrna, Mahkamah 
Kehormatan mengadakan audit etika secara berkala yang meliputi: 
melihat kembali dokumen-dokumen, menilai kerentanan masalah, 
wawancara, survei karyawan dan evaluasi terhadap prosedur atau 
sistem pengorganisasian DPR. 

Kompetensi etika, menurut Bowman, meliputi manajemen 
nilai, pengembangan moral dan penalaran moral, moralitas publik 
dan pribadi serta etika organisasi (2010: 28). Ketrampilan etika 
yang dibutuhkan dalam pelayanan publik menekankan empat ha!: 
(i) tingkat kesadaran penalaran moral sebagai dasar pengambilan 
keputusan etis; (ii) kemampuan memaharni etika sebagai sarana 
dalam menghadapi konflik; (iii) kemampuan menolak perilaku 
yang melawan etika; (iv) mampu menerapkan teori-teori etika 
(2010: 28). Jadi interna!isasi etika publik menjadi sangat mendesak. 

Fokus etika publik lebih diarahkan pada pelayanan publik dan 
integritas para pejabat publik. Etika publik adalah refleksi tentang 
norma atau standar yang menentukan baik atau buruk, benar 
atau salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan 
kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggungjawab 
pelayanan publik. Jadi etika publik bukan pertama-tama sibuk 
dengan merumuskan norma, tetapi mencoba membangun sistem 
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atau prosedur yang memudahkan norma-norma etika publik bisa 
dilaksanakan untuk mencegah konflik kepentingan dan korupsi. 

Integritas publik yang terungkap dalam konsistensi sikap 
etisnya bukan hanya rnasalah pengetahuan penalaran moral, tapi 
lebih merupakan pembiasaan diri melakukan yang baik. Memiliki 
kompetensi teknis dan leadership memungkinkan memperkecil 
risiko menghadapi dilema-dilema etis yang tidak perlu. Kompetensi 
etis memberi infonnasi yang rnemadai bagi pejabat publik untuk 
mengambil keputusan sesuai dengan etika publik. Maka penting 
untuk memenuhi tuntutan segitiga kompetensi agar profesionalitas 
dijarnin. 

SEGITIGA KOMPETENSI 
PROFESIONALISME PELAYANAN PUBLIK 

- Pengetahuan yang terspesielisasr 
- Pengetahuan hukum, 
- Manajemen program. 
- Mana.,emen Strategis 
- Manajemen Sumberdaya 
KOMPETENSI TEKNIS 

KOMPETENSI ETIKA 
- Manajemen nilai, 
• Kemampuan penalaran moral 
- Moralitas pribadi, Moralitas Publik 
- Etika organisasional 

KOMPETENSI LEADERSHIP 
• Penilaian dan penetapan tujuan 
• Ketrampilan Manajemen hard/soft 
- Gaya manajemen 
- Ketrampilan politik dan negosiasi 
• Evaluasi 

(J.S. Bowman, Achieving Competencies in Public s«vices: Professional Edge, 
New VOftt: Armonk, 2010:23) 
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Dari segitiga kompetensi profesional pelayanan publik itu 
kelihatan bahwa kompetensi etis harus didukung oleh kompetensi 
teknis dan leadership. Kompetensi teknik merupakan inti 
profesionalisme pelayanan publik. Kompetensi teknik mencakup 
pengetahuan ilmiah yang diperlukan untuk melaksanakan tugas, 
pemahaman yang baik tentang hukum yang terkait dengan bidang 
keahliannya (bagaimana agar kontrak-kontrak pengadaan barang 
atau jasa sesuai dengan hukum), serta manajemen organisasi 
(J.S. Bowman, 2010: 37-38). Manajemen organisasi mengandaikan 
kemampuan merencanakan program, membangun dukungan 
dari stakeholders dan mengantisipasi resistensi. Kompetensi 
teknis bersifat fungsional, artinya harus memiliki pengetahuan 
terspesialisasi yang memungkinkan untuk menguasai pekerjaan 
khusus di suatu bidang (misalnya pengawasan keuangan di bidang 
pendidikan). Kompetensi itu sekaligus meliputi pengetahuan 
tentang aturan-aturan dan batas-batasnya yang mengarahkan 
bagaimana pekerjaan itu bisa dilaksanakan. Kelemahan di 
kompetensi teknis dan leadership bisa menggerus kemampuan 
mengambil keputusan yang etis atau bisa dijerumuskan melakukan 
kesalahan teknis atau leadership yang berdampak pada lemahnya 
dimensi etis pelayanan publik. 

Kompetensi leadership menuntut bahwa anggoata DPR 
memiliki ketrampilan dalam memberi prioritas, kerjasama dan 
negosiasi serta cepat menentukan perubahan manajemen agar 
mudah menumbuhkan kepercayaan. Anggota DPR yang profesional 
seharusnya memiliki sistem informasi, database, benchmark dan 
jaringan untuk membantu agar keputusan-keputusan kebijakan 
publik menyumbang pemahaman yang lebih baik akan situasi 
politik. Dalam fungsi pengawasan dan budgeting DPR perlu men- 
dorong adanya kerjasama antar lembaga-lembaga pemerintah 
sendiri, tetapi juga dengan pihak swasta untuk menjamin pelayanan 
publik dengan standar integritas yang tinggi, terutama yang terkait 
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manajemen kontrak. Tuntutan etika publik mewajibkan DPR untuk 
mendorong pemerintah agar menentukan secara jelas rangkaian 
tanggungjawab dengan mekanisme kontrol yang efektif. 

Mahkamah Kehonnatan DPR Menghadapi Pengaruh Kelompok 
Kepentingan 

Peran Komisi Etika (MKD) adalah mengingatkan kesesuaian 
dengan tuntutan standar etika publik dan upaya membangun 
budaya etika dalam organisasi. Maka MKD perlu mengingatkan 
anggota DPR agar mengupayakan untuk selalu ada kontak dengan 
konstituen, menciptakan hubungan kepercayaan dan membangun 
kesamaan visi atau perspektif antara wakil rakyat dan konstituen 
menantang, terutama karena besarnya jumlah dan beragamnya 
opini mereka (Mezey, 2008: 130). 

Berkat komunikasi yang teratur, wakil rakyat juga bisa 
melihat peluang bahwa ada bidang di mana mereka bisa 
meningkatkan efektivitas kerjanya dalam memperjuangkan aspirasi 
masyarakat, yaitu dengan menjadi perantara antara konstituen 
dan pemerintah. Dalam peran seperti itu, wakil rakyat membantu 
mengurusi masalah-masalah pihak-pihak tertentu (seseorang, 
keluarga, pengusaha, organisasi masyarakat, LSM, yayasan swasta, 
pemerintah daerah) yang mempunyai masalah atau urusan 
dengan pemerintah pusat agar menemukan kemudahan dalam 
penyelesaiannya. Bisa dalam hal ijin usaha, pencarian beasiswa, 
urusan asuransi, dana pensiun, peningkatan anggaran pendidikan, 
pembangungan jalan atau jembatan. Semua upaya ini tentu dalam 
kerangka memajukan daerah konstituennya. Tugas semacam 
itu dimungkinkan karena wakil rakyat mempunyai pengaruh 
dalam perencanaan program dan persetujuan rancangan anggaran 
belanja negara. Hanya peran perantara semacam itu sangat 
riskan konflik kepentingan dan rawan korupsi. MKD harus serius 
mendampingi dan ketat mengawasi anggota-anggotanya. 
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Permintaan bantuan kepada wakil rakyat bisa untuk 
kepentingan individu warga negara yang berurusan dengan 
pemerintah (kalau di Amerika Serikat disebut errand running 
atau casework), maka perannya bisa sebagai perantara; dan yang 
kedua dalam bentuk campurtangan langsung wakil rakyat untuk 
mengarahkan dana atau proyek pemerintah untuk konstituennya 
(pork barreling atau project work) (Mezey: 2008:85). Dana yang 
dipakai untuk program khusus atas permintaan wakil rakyat 
untuk membeayai proyek tertentu di daerah konstituennya disebut 
earmarks, yang di Indonesia, gagasan yang sama diperjuangkan oleh 
wakil rakyat dari partai Golkar dengan istilah "dana aspirasi", Dana 
model ini di Amerika Serikat dikritik karena sangat rentan korupsi 
dan, akhimya, tujuan yang lebih menonjol adalah agar wakil rakyat 
terpilih kembali. MKD ditantang memikirkan cara mengaudit dana 
aspirasi yang sangat rentan konflik kepentingan ini. 

Tidak jarang dana aspirasi semacam itu lebih menguntungkan 
kelompok-kelompok kepentingan yang fokal, terorganisir baik 
serta memiliki dukungan keuangan yang kuat. Maka ketika 
wakil rakyat memberi kesan seperti mengabaikan kepentingan 
rakyat atau konstituen, lalu bukannya tanpa alasan, bahwa yang 
dijadikan kambing hitam adalah kelompok-kelompok kepentingan 
itu. Banyak perusahaan swasta, pengusaha tambang, pengusaha 
hutan, perbankan, perdagangan, organisasi sosial keagamaan 
yang kuat akhirnya menentukan pengaruhnya di dalam proses 
pengambilan keputusan kebijakan publik. Mereka yang memiliki 
kapital ekonomi kuat dengan kepentingan yang lebih sempit akan 
lebih menentukan dari pada kepentingan pelayanan publik. MKD 
harus jell menimbang agar rumusan kode etik memperhitungkan 
untuk bisa mengatasi masalah seperti ini. 

Dalam dinamika politik, kemampuan kelompok-kelompok 
kepentingan untuk mempengaruhi kebijakan publik sangat kongkrit 
berkat organisasi yang efektif dan efisien (Mezey, 2008:146): (i) 
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mereka memiliki opini tentang kebijakan publik yang terartikulasi 
secara jelas untuk kepentingan anggota-anggota organisasinya; (ii) 

kelompok-kelompok itu, melalui pimpinannya menghubungkan 
wakil rakyat dengan anggota-anggota kelompoknya, termasuk 
mengkomunikasikan kepentingan mereka; (iii) mereka memiliki 
orang-orang yang secara profesional menguasai prosedur dan 
labirin politik sehingga mampu memonitor proses pembuatan 
perundangan, menempatkan orang untuk memberi informasi 
tentang perkembangannya, membentuk tim untuk mempengaruhi 
agar memperhitungkan kepentingan mereka, dan terutama 
menyumbang dana kampanye atau keperluan lain bukan hanya 
untuk wakil rakyat, tetapi juga untuk partai politiknya. 

Tidak jarang kelompok-kelompok kepentingan itu juga 
bisa melihat peluang untuk mempengaruhi kebijakan publik 
melalui informasi dari pakar. Wakil rakyat harus menghadapi 
banyak masalah dan cukup pelik. Padahal mereka hanya 
mempunyai waktu terbatas dan banyak kepentingan yang harus 
diperjuangkan. Tentu saja mereka sangat membutuhkan informasi 
yang relevan dan akurat seperti yang menyangkut detil tentang 
proposal kebijakan publik, kemungkinan pemecahannya, rislko- 
risikonya, argumen pro dan kontranya. Bisa saja wakil rakyat 
konsultasi dengan staf ahlinya, komisi pakar dari partainya, 
pimpinan partainya, atau pakar yang berasal dari konstituennya, 
tetapi kelompok kepentingan biasanya sudah lebih siap dan 
mempunyai informasi yang baik. Data, statistik, power points 
tentang kebijakan publik sering tersedia lebih lengkap dan 
meski kadang tidak harus diberikan langsung ke wakil rakyat, 
tetapi melalui stafnya. Wakil rakyat sering tidak menolak, 
bahkan merasa terbantu karena tekanan waktu dan tidak mau 
kehilangan muka menghadapi opini publik, artinya supaya di 
mata konstituennya, bisa kelihatan selalu dalam arus aktualitas 
dan memiliki konsep yang jelas. MKD harus mewaspadai rekayasa 
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semacam ini dengan mempersiapkan tindakan preventif dan 
kalau perlu koersif. 

Pengaruh kuat kelompok-kelompok kepentingan akan 
melemahkan sistem representasi, meminggirkan kepentingan 
mayoritas warga negara yang tidak kuat secara finansial dan 
cenderung mengabaikan kualitas pelayanan publik. Dalam 
situasi konflik kepentingan, wakil rakyat sulit menolak mengikuti 
kepentingan kelompok-kelompok tersebut karena memberi 
kemudahan, fasilitas, pelayanan dan keuntungan finansial/ 
material, bahkan menolong untuk bisa terpilih kembali. Maka 
dibutuhkan kode etik yang memberi pegangan cara bertindak 
wakil rakyat karena akan sangat membantu, terutama dalam 
menghadapi konflik kepentingan supaya faktor fasilitas, pelayanan, 
keuntungan material dan finansial tidak terlalu mempengaruhi 
pembuatan perundang-undangan dan keputusan kebijakan publik. 
Pemberlakuan kode etik untuk mencegah pengaruh seperti ini 
harus dirumuskan kembali dengan sistem kontrolnya dibuat 
efektif, misalnya, dengan mekanisme whistle-blowing. 

Mahkamah Kehormatan: Mekanisme Whistle-Blowing Dibuat 
Efektif 

Mahkamah Kehormatan DPR merupakan fungsi yang di 
banyak lembaga di negara- negara maju disebut komisi etika. 
Fungsinya ialah (i) mengawasi sistem transparansi dalam 
penyingkapan keuangan anggota DPR; (ii) ikut memeriksa laporan 
kekayaan, sumber pendapatan dan hutang sebelum menjadi 
anggota DPR; (iii) memeriksa laporan hubungan- hubungan berisiko 
untuk meminimalisir konflik kepentingan; (iv) di setiap pertemuan 
komisi-komisi DPR dan pengambilan keputusan, komisi etika 
diikutsertakan untuk mengangkat masalah etika, memfasilitasi 
audit dan evaluasi kinerja untuk identifikasi dimensi-dimensi 
etika; (v) mendorong diciptakannya mekanisme whistle-blowing 
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dengan memberi perlindungan hukum terhadap whistle-blower, 
menyediakan sarana komunikasi, hotlines dan petunjuk pelaporan 
yang bisa dipercaya. Maka peran Mahkamah Kehormatan sebagai 
komisi etika ini, bisa menjadi pintu masuk di dalam membangun 
kredibilitas DPR. 

Perubahan dimulai dengan memfasilitasi personalia yang 
memiliki visi untuk pembaharuan budaya etika di dalam lembaga 
perwakilan rakyat ini. Responsif terhadap aspirasi dan kepentingan 
publik berarti juga terbuka terhadap masukan atau koreksi dari 
masyarakat yang diwakili. Masyarakat perlu dilibatkan dalam 
pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan fungsi pengawasan, 
regulasi dan anggaran. 

Seharusnya Mahkamah Kehormatan Dewan bisa juga meng- 
usulkan kepada para pimpinan partai politik untuk mengefektifkan 
fungsi pengawasan DPR melalui pemberdayaan masyarakat dengan 
membuat Kartu Pelaporan Warganegara (KPW). KPW ini bisa 
membantu memberikan berbagai masukan. (i) memberi ukuran 
peni!aian tentang akses, kelengkapan dan kualitas pelayanan 
publik sejauh dialami atau dirasakan oleh masyarakat serta 
membandingkan dengan pelayanan-pelayanan publik yang lain 
dandibuat 'rating'; (ii) memberi ukuran kepuasan warga negara 
dengan memberi prioritas pada perbaikan. Dalam kartu tersebut 
secara sederhana dan jelas ditunjukkan tingkat kepuasan atau 
ketidakpuasan; (iii) memberi indikator lingkup masalah di dalam 
pelaksanaan pelayanan publik, misal memberi penjelasan segi 
khusus interaksi antara warganegara dan petugas pelayanan publik 
(ketidakpuasan berakibat pada suplai air atau listrik, ketersediaan 
obat di rumah sakit), kesulitan-kesulitan yang dihadapi (nota lebih 
tinggi, dipersulit dalam urusan); (iv) memberi perkiraan korupsi 
dan ongkos lain yang disembunyikan; (v) membantu warga negara 
untuk mengeksplorasi kemungkinan memperbaiki pelayanan 
publik karena sebagai sarana untuk mentes berbagai pilihan 
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yang diharapkan masyarakat dalam mengatasi beragam masalah. 
Lalu akan diketahui apakah masyarakat berseclia membayar lebih 
mahal demi pelayanan yang lebih baik (C. Sampford, 2006: 235- 
236). Dengan pemberdayaan masyarakat untuk ambit bagian dalam 
pengawasan pelayanan publik, wakil rakyat sebetulnya juga sedang 
membantu memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat. 

Syarat-syarat kemungkinan implementasi etika melalui 
partisipasi masyarakat dalam pengawasan ini sebetulnya dimaksud- 
kan untuk membangun budaya etika cli dalam organisasi. Maka 
selain pengawasan dari luar organisasi, Mahkamah Kehormatan 
DPR harus memperhitungkan peran penting pimpinan partai 
politik dan pimpinan DPR untuk: pertama, kemampuan mem- 
bangun konsensus moral di lembaganya; kedua, kemampuan 
memberdayakan staf untuk mengidentifikasi climensi-ctimensi etika 
dari masalah-masalah yang clipertaruhkan; ketiga, ketrampilan 
membangun kecerdasan kolektif, yaitu mendorong semua pihak 
yang terlibat di dalam fungsi pengawasan, legislasi dan anggaran 
untuk bisa mengomunikasikan secara efektif gagasan dan 
kepentingan mereka agar bisa didengar dan clipahami. Asumsinya, 
komunikasi yang baik bisa menghindarkan dilema moral dan 
membantu dalam menjamin integritas publik. Integritas sering 
butuh bantuan dari sistem pengawasan yang tidak kelihatan dalam 
bentuk mekanisme whistle-blower. 

Peran whistle-blower sangat penting untuk memecah situasi 
kerahasiaan atau tutup mulut yang dipaksakan oleh tindak korupsi 
atau konflik kepentingan (J.L. Fleishman, 1981: 206-218). Di dalam 
upaya meniupkan peluit itu, sebetulnya ada tiga hal yang mau 
ctisingkap, yaitu ada ketidaksepakatan, pelanggaran loyalitas dan 
tindakan menuduh. Jacli dengan penyingkapan itu informasi yang 
masuk mau mengingatkan adanya tanda risiko korupsi atau 
konflik kepentingan. Sikap ini perlu dihargai karena pelaku berani 
mengambil risiko pembalasan, mengorbankan karir dan masa 
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depan, kendati motivasi penyingkapan belum tentu selalu demi 
kepentingan publik. Sering menyingkap informasi seperti itu tidak 
bergema, tidak ada reaksi yang mendukung apalagi ketika audience 
tidak bebas atau ada sensor serta ketakutan terhadap pembalasan, 
maka pesan bisa menghancurkan whistle-blower itu sendiri. 

Meniupkan peluit akan efektif bila memperhitungkan ke- 
tepatan laporan yang dituduhkan, bukti awal yang jelas atau 
memungkinkan pihak yang mendapat laporan bisa memverifikasi; 
telah mencari atau mengusahakan upaya lain namun tidak efektif; 
mencek dan mencek kembali fakta yang diketahui sebelum 
mengatakan; spesifikasikan tingkat pelanggarannya; fair dalam 
tuduhan (sejauh mana penyalahgunaan wewenang itu mengancam 
atau membahayakan kepentingan publik, bukan sekedar bentuk 
balas dendam atau mencari sensasi). Memang penyingkapan akan 
lebih dipercaya oleh publik bila tidak dalam anonimitas. Tetapi 
meskipun dalam anonimitas, informasi seperti itu tetap berharga 
dan perlu mendapatkan dorongan. Hanya memang perlu ada 
perlindungan hukum terhadap whistle-blowers. Tanpa jaminan 
perlindungan hukum, banyak orang enggan menghadapi risiko 
pembalasan atau tuntutan pencemaran nama baik. 

Seharusnya apapun motivasi whistle-blower, Mahkamah 
Kehormatan harus berterimakasih bahwa ada yang mengingatkan, 
bahkan kalau perlu dibuat regulasi yang mewajibkan anggota DPR, 
staf administrasi atau masyarakat melaporkan tindak korupsi atau 
bentuk pelanggaran lain, lalu bisa dianggap lalai mengusahakan 
kepentingan publik bila tidak melaporkan. Maka whistle-blower 
harus mencari pertimbangan obyektif atas pilihannya itu karena 
dampaknya terhadap tertuduh atau institusi bisa menghancurkan. 
Upaya yang secara tidak langsung melindungi whistle-blower 
adalah pembentukan dewan revisi yang independen, ombudsman, 
perwakilan warganegara di dalam dewan pengawas, jaminan 
terhadap hak-hak pekerja. Hanya saja sering terjadi bila dewan 
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pengawas tidak tanggap, penyingkapan informasi oleh whistle- 
blower mudah dialihkan ke masalah sekitar ketepatan laporan, 
ke pembedaan antara yang urgen atau hanya mencemaskan, ke 
masalah moral yang mencurigai motivasi dan loyalitas pelapor 
serta tanggungjawabnya akan kepentingan publik. 

Diam memang sikap yang paling kecil risikonya ketika 
menghadapi tindak korupsi atau bentuk pelanggaran lain. 
Sedangkan melaporkan pelanggaran sangat berisiko. Pertama, harus 
membuktikan dan belum tentu ditindaklanjuti. Kedua, kalau tidak 
dilindungi akan dibalas, dilecehkan, cliisolasi, bahkan bisa dipecat 
(R.Calland, 2004: 4-5). Sebetulnya satu- satunya lembaga tempat 
mengadu yang bisa membantu memberi perlindungan adalah 
Mahkamah Kehormatan DPR. Budaya diam berarti membiarkan 
pelanggaran tetap berjalan dan mengancam atau merugikan 
kepentingan publik. Ketua komisi, ketua fraksi, anggota fraksi yang 
tidak punya rasa salah itu akan selalu meyakinkan bahwa tidak 
ada yang salah dari tindakan mereka. Akibatnya hukum hanya 
fokus pada hukuman dan kompensasi, tetapi tidak mengusahakan 
pencegahan dan mengingatkan (OECD Working Papers, 2000: 14). 

Untuk mengubah budaya diam, secara internal lembaga 
perwakilan rakyat harus membangun mekanisme perlindungan 
whistle-blowers dengan menggariskan prosedur yang mudah 
cliikuti. Belajar dari rekomendasi Komisi Standar Kehidupan Publik 
Pemerintah Inggris, sangat bermanfaat merumuskan regulasi 
perlindungan whistle-blowers dengan mencermati beberapa 
langkahnya (OECD Working Papers, 2000: 14): (i) harus ada 
pernyataan tegas bahwa pelaporan pelanggaran korupsi atau 
konflik kepentingan akan ditanggapi serius dalam organisasi 
asal indikasinya bisa dipertanggungjawabkan; (ii) konfidensialitas 
pelapor dilindungi karena informasinya memang diharapkan, dan 
memberi kesempatan mengemukakan keprihatinan itu di luar 
jalur struktur manajemen; (iii) sanksi akan diberikan terhadap 
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siapa saja yang membuat laporan palsu atau tuduhan jahat; (iv) 
memberi indikasi cara yang baik bagaimana keprihatinan itu akan 
diangkat di luar organisasi. 

Biasanya karena pelapor tidak merasa aman melalui 
mekanisme intern, maka pilihan yang diambil adalah melaporkan 
ke lembaga di luar organisasi atau langsung ke media. Mahkamah 
Kehormatan DPR dan ombudsman memegang peran kunci 
agar budaya whistle-blowing ini berkembang untuk menjamin 
pengawasan dalam pelaksanaan kepentingan publik. Pelaporan 
semacam itu berfungsi juga sebagai cara untuk meminta 
akuntabilitas karena seseorang yang ada di posisi kekuasaan di- 
beritahu telah terjadi pelanggaran atau korupsi. Mereka harus 
menyadari bila mengabaikan, risikonya terjadi ha! yang merugikan 
sehingga kemungkinan akan dituntut di muka hukum. 

Peran media masa dan media sosial sebagai sekutu whistle- 
blower sangat penting karena selain sebagai saksi, media mem- 
bantu menggalang agar opini publik memihak kepada pelapor 
dan meningkatkan kekuatan tawar menghadapi pihak-pihak 
yang dilaporkan. Hanya tidak semua media berminat karena 
kasus korupsi menuntut ketrampilan dan komitmen khusus 
untuk organisasi pemberitaan model jurnalisme investigatif ini. 
Banyak wartawan tidak cukup siap atau terlatih dalam jurnalisme 
investigatif dan tidak semua pemegang saham media tahan 
menghadapi tekanan politik atau godaan uang. Media sosial akan 
memberi tekanan bisa fair, tetapi bisa juga berisiko menjadi trial 
by press dan trial by social media. 

Untuk menghindari fitnah dan semua bentuk rekayasa 
politik perlu ditetapkan suatu bentuk panduan meniup peluit: 
(i) Ketepatan laporan yang dituduhkan; (ii) Bukti awal jelas 
sehingga memungkinkan pihak yang dilapori bisa memverifikasi; 
(iii) Telah mengusahakan upaya lain, namun tidak efektif; (iv) 
Mencek kembali fakta yang diketahui sebelum mengatakan dengan 
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spesifikasi tingkat pelanggaran; (v) Tuduhan harus fair (sejauh 
mana penyalahgunaan wewenang itu mengancam kepentingan 
publik (bukan sekedar balas dendam atau mencari sensasi); dan 
(vi) Akan lebih dipercaya publik bila tidak dalam anonimitas. 

Untuk membentuk suasana kondusif sehingga orang berani 
meniup pluit perlu adanya perlindungan Whistle-Blower dalam 
bentuk: (i) Mahkamah Kehormatan Dewan DPR membuat pemyataan 
bahwa pelaporan korupsi akan ditanggapi serius asal indikasinya 
bisa dipertanggungjawabkan; (ii) Mahkamah Kehormatan Dewan 
menjamin bahwa konfidensialitas pelapor dilindungi karana 
informasinya diharapkan, dan memberi kesempatan mengemukakan 
keprihatinan itu di luar jalur struktur manajemen; (iii) Sanksi akan 
diberikan terhadap siapa saja yang membuat laporan palsu atau 
tuduhan jahat; (iv) Memberi indikasi cara yang baik bagaimana 
keprihatinan itu akan diangkat di luar organisasi. 

Mekanisme perlindungan bagi peniup peluit semacam ini 
akan memberi dampak menciptakan suasana pengawasan internal 
(panoptikon) yang akan meningkatkan otosensor, pengawasan diri 
dan kesadaran bahwa tindakannya senantiasa diawasi secara 
tersembunyi. Pengawasan seperti itu lebih efektif dan sebetulnya 
membantu anggota DPR untuk waspada dan agar tidak jatuh dalam 
korupsi dan konflik kepentingan yang lebih berat. Pencegahan yang 
sulit dihadapi ialah bila diancam tuduhan terlibat dalam suatau 
perkara, tetapi perkara itu sebetulnya sengaja direkayasa untuk 
menjatuhkannya. Ancaman seperti itu sangat nyata, terutama 
ketika yang dihadapi adalah korupsi kartel-elite. 

Akar Masalah: Konflik Kepentingan dan Korupsi Kartel-Elite 
Konflik kepentingan menggoda anggota DPR "konflik antara 

tanggungjawab publik dan kepentingan pribadi atau kelompok. 
Pejabat publik menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan 
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diri atau kelompok sehingga melemahkan atau membusukkan 
kinerjanya dalam tugas pelayanan publik" (OECD, 2008: 24). Konflik 
kepentingan bukan hanya mendapatkan uang, materi atau fasilitas 
untuk dirinya, tetapi juga semua bentuk kegiatan (penyalahgunaan 
kekuasaan) untuk kepentingan keluarga, perusahaan, partai politik, 
ikatan alumni, alma mater atau organisasi keagamaannya. 

Konflik kepentingan mendorong pengalihan dana publik. 
Modus operandi-nya beragam: korupsi pengadaan barang atau [asa, 
penjualan saham, bailout, proyek fiktif, manipulasi pajak, parkir 
uang di Bank dengan menunda pembayaran untuk memperoleh 
bunga. Konflik kepentingan ada yang mencolok (pendanaan ilegal 
partai politik), dan yang tersamar (calo anggaran, cari posisi 
paska-jabatan, kunjungan ketja, turisme berkedok studi banding). 
Berbagai macam konflik kepentingan itu merupakan bentuk 
kejahatan struktural yang merugikan kepentingan publik. 

Pendanaan ilegal partai politik sarat konflik kepentingan 
menyeret ke korupsi kartel-elite. Korupsi ini melibatkan jaringan 
partai politik, pengusaha, penegak hukum dan birokrasi karena 
kondisi politik berikut (M. Johnston, 2005: 89-90): (i) para pemirnpin 
menghadapi persaingan politik dalam lembaga-lembaga yang 
masih lemah; (ii) partai politik tidak mengakar, tapi lebih mewakili 
kepentingan elite; (iii) sistem peradilan korup; (iv) birokrasi 
rentan korupsi. Situasi ini membuat politik penuh resiko dan 
ketidakpastian. 

Dengan korupsi kartel-elite, ketidakpastian mau dihindari, 
tidak hanya mempengaruhi kebijakan publik, tetapi dengan 
menghalangi atau mengkooptasi pesaing-pesaing potensial, 
menghimpun pengaruh untuk menguasai atau menjauhkan 
keuntungan ekonomi dan kebijakan publik dari tekanan sosial 
dan elektoral. Korupsi kartel-elite adalah cara elite menggalang 
dukungan politik dari masyarakat dan memenangkan ketjasama 
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dengan lembaga legislatif, penegak hukum dan birokrasi (F. 
Lordon, 2008: 10). 

Konflik kepentingan sulit dihindari ketika pejabat publik 
sekaligus pemilik perusahaan. Bila pemisahan antara kepentingan 
publik dan perusahaan tidak jelas, sumberdaya Negara bisa 
dianggap aset perusahaannya. Konflik kepentingan juga merusak 
kebijakan anggaran. Fungsi pengawasan budget bisa berubah 
menjadi politik manipulasi ketika alokasi dana dalam perencanaan 
budget diperdagangkan di antara kelompok-kelompok kepentingan. 
DPR bisa berubah menjadi pemangsa yang siap memeras pejabat 
pemerintah pusat, Daerah atau Departemen. Konflik kepentingan 
yang tersamar adalah mengatur nasib masa depannya. Meng- 
gunakan pengaruhnya ketika masih pejabat publik untuk mencari 
kedudukan atau pekerjaan setelah selesai jabatan (OECD, 2008:25). 

Upaya memerangi korupsi dan konflik kepentingan itu harus 
mulai dari adanya partai oposisi yang serius. Sistem politik yang 
memungkinkan adanya partai oposisi membuka peluang kekuasaan 
alternatif dan kritis terhadap penyelenggaraan Negara yang korup. 
Dengan demikian pengawasan akan lebih efektif dan memiliki 
bobot politik, karena sistem politik sudah mengandung pengawasan 
mempermudah implementasi etika publik. Sedangkan model 
koalisi dengan tiadanya partai oposisi memudahkan beroperasinya 
korupsi kartel-elite. Sejauh Mahkamah Kehormatan Dewan DPR 
hanya berwenang mengawasi, mengingatkan, mendampingi dan 
memberi sanksi anggota-anggota DPR, sulit melawan korupsi kartel- 
elite. Yang bisa dilakukan hanya terkait dengan integritas pribadi 
anggota DPR. Integritas semacam itu tumbuh dari pendidikan 
keluarga, berkembang di sekolah, lingkungan masyarakat dan 
teruji dalam kehidupan professional, terutama keterlibatannya di 
berbagai organisasi. Jadi integritas publik adalah hasil pendidikan, 
pelatihan dan pembiasaan tindakan yang diarahkan ke nilai-nilai 
etika publik. 
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Tiga kriteria bisa untuk mengukur integritas pejabat publik 
ialah (Kolthoff, 2007:40): a) hidupnya mendasarkan pada nilai- 
nilai dan norma-norma yang stabil dan mempunyai visi karena 
mau memperjuangkan suatu nilai; b) jujur terhadap ideal yang 
mau dicapainya yang terungkap dalam satunya kata dan per- 
buatan. c) perhatian dan tanggungjawab terhadap masalah- 
masalah kepentingan publik. Tiga ha! ini juga menjadi pilar 
good governance, yang melihat integritas publik sebagai tindakan 
seorang/lembaga pemegang kekuasaan yang sesuai dengan nilai, 
tujuan dan kewajiban yang dipercayakan atau dengan norma yang 
jabatan kekuasaan yang dipegangnya (A.J. Brown, 2008:4). Jadi 
integritas publik bukan hanya sekedar tidak korupsi atau tidak 
melakukan kecurangan. 

Integritas publik baru kelihatan ketika berhadapan dengan 
kebijakan publik yang menyangkut pengelolaan kekayaan 
negara. Integritas publik terkait erat dengan penggunaan dana, 
sumberdaya, aset dan kekuasaan yang sesuai dengan tujuan-tujuan 
jabatan publik untuk digunakan untuk meningkatkan pelayanan 
publik (OECD Principles for Integrity Public Procurement, 2009: 19). 
DPR memili.ki fungsi anggaran sehingga sangat berperan dalam 
mengambil keputusan atau persetujuan RAPBN yang menyangkut 
dana publik yang besar triliunan. Integritas publik anggota DPR 
akan teruji ketika anggota DPR dihadapkan pada pilihan-pilihan 
kewajiban yang saling bertentangan mampu memberi pemecahan 
dengan mengesampingkan kepentingan pribadi atau kelompok. 
Godaan korupsi kartel-elite sangat nyata dalam penentuan anggaran 
tersebut. Maka Fleishman melihat integritas sebagai kejujuran 
dan kesungguhan untuk melakukan yang benar dan adil dalam 
setiap situasi sehingga mempertajam keputusan dan tindakannya 
(1981:53) dalam kerangka pelayanan publik. Integritas semacam ini 
semakin tumbuh bila sistem kerja mendukung, misalnya, dalam ha! 
pengadaan barang dan jasa publik transparansi sungguh dijamin. 
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Kementerian atau departemen harus memiliki mekanisme whistle- 

blowing untuk menyingkap korupsi anggota DPR yang terlibat 
dalam penentuan anggaran. 

Sedangkan dalam pengadaan barang dan jasa harus ditata 
agar: (i) terbuka akses ke informasi tentang aturan, prosedur 
dan kesempatan pengadaan barang/jasa tertentu; (ii) informasi 
harus jelas, konsisten dan relevan supaya menjamin persaingan 
terbuka dan menghindarkan kolusi; (iii) standardisasi proses 
melalui benchmark: keputusan-keputusan bisa dibandingkan untuk 
memudahkan kontrol internal dan melacak pelanggaran atau 
penyimpangan; (iv) keputusan penting dalam pengadaan barang/ 
jasa terdokumentasi baik dan mudah diakses. (v) £-Procurement: 
sistem ini perlu diterapkan karena meninggalkan jejak untuk 
memudahkan audit, revisi dan evaluasi kebijakan pengadaan 
barang/jasa. Sistem elektronik membantu menghubungkan dengan 
seluruh sistem manajemen keuangan. 

Saran-Saran agar Mahkamah Kehormatan DPR Lebih Efektif 
1. Mahkamah Kehormatan DPR jangan terlalu banyak 

campur mengurusi code of conducts, sebaiknya urusan 
ini diserahkan kepada DPP Partai dari mana asal anggota 
DPR atau diserahkan ke ketua fraksi masing-masing untuk 
mengurusinya. Mahkamah Kehormatan DPR sebaiknya fokus 
ke menjamin pewujudan core values karena langsung terkait 
dengan ketiga fungsi atau tugas DPR, yaitu fungsi legislasi, 
fungsi anggaran dan fungsi pengawasan (Pasal 20 A Ayat (1) 
UUD NKRI Tahun 1945) 

2. Pemerintah perlu menambah dana politik kepada partai- 
partai politik untuk menghindari korupsi kartel-elite, Dasar 
penghitungan dana publik yang dialokasikan ke partai politik 
adalah jumlah sah suara yang dimenangkan oleh partai 
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politik dalam pemilu terakhir. Setiap tahun harus ada laporan 
pertanggungjawaban keuangan yang diaudit oleh auditor 
mandiri yang tersertifikasi. Bila ada pelanggaran yang terkait 
dengan korupsi dan konflik kepentingan, partai politik yang 
anggotanya terlibat diwajibkan membayar denda tiga kali lipat 
dari kerugian negara atau swasta karena tindak korupsi. 

3. MKD yang herperan sebagai komisi etika perlu selalu 
memheri pengarahan tertulis, pendampingan dan evaluasi 
dari segi etika publik terhadap cara atau prosedur bagaimana 
para wakil rakyat menghadapi masalah-masalah yang terkait 
dengan ketiga fungsi DPR. Komisi Etika memberi sanksi 
dengan mempertimbangkan informasi adanya pelanggaran 
wakil rakyat, bahkan bila tidak ada keluhan atau laporan, 
bila ternyata mengganggu kinerja tugasnya; maka perlu suh- 
komisi investigasi lintas fraksi untuk mengumpulkan fakta 
(wawancara saksi, memeriksa dokumen, meninjau lokasi) 
agar bisa menentukan benar tidaknya pelanggaran tersebut. 
Bentuk sanksi bisa pemecatan, peringatan, skors, atau ganti 
rugi 

Tidak cukup hanya dibuat kode etik tapi membangun 
modalitasnya. Dan kode etik harus masuk sampai pada 
refleksi kritis yang memungkinkan anggota DPR memahami 
dasar argumentasinya, logika tindakan atas dasar hubungan 
sarana-tujuan, konteks atau situasinya, konsekuensinya, 
siapa diuntungkan atau siapa dirugikan; adakah alasan 
yang memadai untuk memberi pembenaran pihak yang 
diuntungkan; adilkah membiarkan pihak tertentu dirugikan? 
Apa kompensasinya? Bagaimana membantu memberi 
keadilan bagi korban, mereka yang terpinggirkan, minoritas 
karena secara struktural sudah dalam posisi lemah? Oleh 
karena itu, MKD perlu serius memikirkan model pelatihan, 
pendampingan, dan pencegahan dalam rangka internalisasi 
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nilai-nilai dan refleksi kritis itu. Terutama MKD perlu serius 
membangun mekanisme whistle-blowing yang efektif dan 
menjamin sistem perlindungan bagi peniup peluit. 

4. Pencegahan korupsi dan konflik kepentingan sebaiknya 
dirumuskan lebih kongkrit untuk menghindari mencari 
pembenaran melalui lubang-lubang aturan. Momen pemberian 
dan permintaan dengan cara yang tidak langsung menjadi 
perhatian pembatasan. Lingkungan dekat wakil rakyat 
(keluarga, teman dekat, partai politiknya) termasuk bagian 
dari lingkup pengawasan kode etik. J enis pemberian dan 
sumber pemberi tidak dilepaskan dari motivasi pemberian 
yang dianggap bisa mendorong terjadinya konflik kepentingan. 

5. Sebaiknya MKD memiliki mitra kerja dari partai politik, 
yaitu komisi etika partai politik yang akan memberi 
pelatihan etika publik, memberi arahan tertulis tentang 
dimensi etika di dalam kebijakan publik, membantu menjamin 
akuntabilitas dan mengawasi anggota partai yang menjadi 
wakil rakyat. Seharusnya komisi etika partai politik itu yang 
mengurusi code of conducts anggota-anggotanya sehingga 
MKD bisa lebih fokus menjamin kepatuhan anggota DPR 
ke kode etik. Agar akuntabilitas efektif, perlu membangun 
mekanisme untuk menampung masukan, keluhan atau 
laporan dari organisasi independen, atau civil society. Media 
menentukan karena bisa menjadi pengawas, penyambung 
lidah whistle-blower, dan pemberi sanksi (memberitakan 
pelanggaran, konflik kepentingan atau korupsi berarti 
menyebarkan reputasi buruk). Antisipasi dalam akuntabilitas 
berarti partai politik harus mulai dengan rekrutmen yang 
ketat. Akuntabilitas tidak bisa dilepaskan dari kemampuan 
partai menyeleksi calon anggota legislatif yang berkualitas, 
melatih dan mendampingi. Sebagai bentuk tanggung jawab 
setelah seleksi, partai politik harus memfasilitasi agar wakil 
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rakyat semakin memperhatikan kepentingan konstituennya. 
Etika publik mengingatkan agar dalam mengambil keputusan, 
wakil rakyat memberi prioritas kepada kepentingan pelayanan 
publik. 

6. £-governance perlu dalarn pelaksanaan ketiga fungsi 
DPR karena menyentuh pengambilan keputusan, pembagian 
kekuasaan dan koordinasi kegiatan: £-governance membuat 
teknologi informasi menjadi perantara dalam interaksi 
antara pemerintah, wakil rakyat, masyarakat, swasta, 
asosiasi nir-laba dalam sistem politik, pelayanan publik 
dan pembuatan kebijakan publik (S.Borins, 2008:178 dalam 
Public sector transparancy and accountability). £-governance 
mengintensifkan hubungan timbal batik antara warganegara, 
wakil rakyat, organisasi pemerintahan dan pejabat publik 
(H.Driike, 2007: 63). Kongkritnya, penggunaan teknologi 
informasi mendukung proses pengambilan keputusan dan 
memperluas lingkup partisipasi karena memungkinkan 
pencarian informasi secara cepat, pembentukan opini, 
pengambilan keputusan bersama, negosiasi, atau penanganan 
konflik. Maka untuk mempermudah dalam menampung 
aspirasi dan memperoleh feedback dari masyarakat sebaikanya 
MKD membangun sistem user experience design dan user 
interface. 
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Ekspektasi publik 

I• 
Etiket 

• Kode etik 
• Hukurn 
• Etika 

J:t,..H.ilth 
NAUGHn 

LIST 

Etiket dan Etika 

• Etiket menyangkut 
gerak gerik lahiriah, 
tutur sapa 

• Pelanggaran etiket 
menimbulkan rasa 
malu (shame) 

• Kerugian yg 
ditimbulkan kecil 
(rasa jijik pd orang 
lain, misalnya) 

• Etika mengenai juga 
segi batiniah, motif 

• Pelanggaran etika 
menimbulkan rasa 
bersalah (guilty 
feeling) 

• Kerugian yg 
ditimbulkan 
menyangkut hak 
asasi dan keadilan. 
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The ten most common etiquette errors 
1. 
2. 
3. 

4. 
5. 

6. 
7. 

8. 
9. 
10. 

Inappropriate language 
Disregard of other's time 
Inappropriate dress and 
poor grooming 
Misuse of the telephone 
Failure to greet someone 
appropriately 
Poor listening skills 
Disregard of shared or 
other's property 
Embarrassing others 
Poor table manners 
Inappropriate or 
inconsistent recognition 
of others. 

Etika dan Kode Etik 
Etika kurang spesifik 
(mis. Kita wajib bersikap 
baik pada orang lain) 
Pelanggaran etika tak 
diikuti sanksi jelas dan 
tak ada institusi yang 
mengambil tindakan 

Kade Etik lebih spesifik 
(mis. Kewajiban pertama 
Johnson & Johnson adl 
kepada konsumen, 
pasien, dokter yg 
memakai produk J&J) 
Kade etik melibatkan 
Dewan Kehormatan atau 
Komite etika yg dpt 
mengusulkan agar 
pelanggar Kade Etik 
ditindak. 
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Pelanggaran Kode Etik Jurnalis dan 
Kode Etik Profesi PR 

• Dalam konperensi pers, 
lazim ada "arnplop" bagi 
para wartawan (padahal 
itu melanggar kode etik 
jurnalistik) 

Beaya akomodasi dan 
transpor bagi wartawan 
peliput, disediakan oleh 
PR hotel, wisata, 
manufaktur dll. 

Kode Etik 

Kode etik memerinci: 
• stakeholders (bagi anggota DPR, rakyat 

yang diwakili) yang diprioritaskan 
(diutamakan) 

• dan nilai (value) yang diprioritaskan 
(diutamakan) 
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Incorrect language 
dan Hate Speech 

Conteh incorrect language 

Menggunakan 
incorrect language, 
seperti "Negro·. "orang 
lndon" dsb. 
Mengkomersialkan 
nama-nama sakral 
Menjadikan singkatan 
dari nama sakral 
(Petrus, Tomas, 
Markus. Petrus = 
penembak misterius; 
Tomas = tokoh 
masyarakat; Markus = 
makelar kasus) 
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Hate speech (Ujaran kebencian) 

S:.��.!IM��:...: 
,.Y�«i�� l{IJ'' ll O:W��-.lMf'I<. 

·------ 

Hate speech in Black campaign 

Received The Same Black Campaign Pattern 
1. Moslem 1. Chrh1tlen 
2. Not • nmtuNJ..bom 2. ChlMN lnclone1len 

dtlNn ,. Received cempelsn 
J. IIKelwd cempellfl fund from Chin- 

fund from lobbyl1t1 cons1 ......... tt11 ,. 5oclelllt ,. Communllt 
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Ahok sbg sasaran hate speech 
Bahkan, identitas 
agama dan etnis Ahok 
kerap dijadikan sasaran 
tindakan hate speech 
dan dirinya dianggap 
tak cocok menjadi 
kepala daerah. 
(Kompas.com, 23 
Februari 2016) 

The Internet 
Despite the growing 
importance and 
popularity of the 
Internet, hate speech 
and incorrect 
language become a 
major issue for 
parliaments (parlez = 
talking) 
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Pendahuluan 
Sangat penting sekali untuk menegakkan etika DPR oleh 

Mahkamah Kehormatan, karena lembaga inilah yang diharapkan 
dapat mengangkat citra DPR yang berirnplikasi pada efektivitas 
pelaksanaan tugas dan fungsinya. Walaupun harus diakui ha! 
itu tidak mudah karena wilayah politik itu adalah wilayah yang 
penuh dengan intrik, kepentingan, kekuasaan, jabatan, serta 
harkat dan martabat. Kadang pejabat politik menggunakan 
tangan kotor untuk menjaga harkat dan martabatnya. Kesulitan 
tersebut tergambar pada pernyataan Kant seorang filosof etis 
aliran naturalis, yang menulis, "politik berkata: "karena itu 
jadilah cerdik seperti ular", namun moral menambahkan sebagai 
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syarat yang membatasi.; "dan tulus seperti merpati". Demikianlah 
kata Kant bahwa ular dan merpati dapat hidup berdampingan 
dan selanjutnya merpatilah yang akan menang. Seorang filosof 
yang lebih waspada akan menyatakan: Ular dan merpati akan 
berbaring bersama, tetapi merpati akan sulit tidur." (Dennis F. 
Tompson, him. xvii, 1993). Pemyataan tersebut menyiratkan tidak 
mudahnya mengompromikan antara etik dan politik. Seperti 
nasehat Machiavelli bahwa pemimpin politik harus mengabaikan 
pertimbangan moral sepenuhnya dan mengandalkan segala 
sesuatu atas kekuatan dan kelicikan. Dalam mempertahankan 
kekuasaan bila perlu gunakan cara kekerasan. Sebaliknya alasan 
moral, jujur, bijaksana, baik hati, rendah hati dan pemurah tidak 
diperlukan. Moralitas menjadi tidak relevan untuk mengejar dan 
mempertahankan kekuasaan. 

Membincangkan etik DPR adalah bagian dari etika politik. 
Karena itu masalah etik DPR termasuk salah satu etika kekuasaan 
yang di mana pun selalu menjadi sorotan. Menegakkan kode 
etik DPR lebih rurnit lagi, karena karakteristik jabatan DPR yang 
spesifik dan memiliki hubungan kepentingan kompleks yang 
berbeda dengan rekannya di eksekutif maupun di pengadilan. 

DPR RI setelah reformasi mulai menyadari pentingnya etika 
DPR diperkuat, dikodifikasi dan ditegakkan secara serius. Bagi 
masyarakat, kesadaran DPR untuk menegakkan etika sudah sangat 
menggembirakan di luar praktiknya yang masih harus diperbaiki. 
Jika pada periode 2004-2009 penegakkan etik DPR tidak dilakukan 
oleh lembaga yang tetap, tetapi dibentuk secara adhoc jika ada 
pelanggaran, namun pada 2009-2014 dibentuk lembaga yang tetap 
yaitu Badan Kehormatan dan pada periode 2014-2019 diperkuat 
lagi dan mengubah namanya menjadi Mahkamah Kehormatan 
DPR (MKD). 

Pada Desember 2012 DPD RI mengadakan Seminar Nasional 
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yang bertajuk "Menegakkan Etika, Memajukan Parlemen", yaitu 
tiga tahun setelah terbentuknya Badan Kehormatan DPR. Dari 
seminar itu tergambar permasalahan yang dihadapi lembaga 
perwakilan dalam soal etik. Lembaga DPR termasuk lembaga 
yang tingkat kepercayaan publik rendah. Hal itu berakibat pada 
efektifitas pelaksanaan tugas dan wewenang DPR serta efektifitas 
penyelenggaraan pemerintahan secara kese!uruhan. 

Perubahan Badan Kehormatan menjadi Mahkamah Kehormatan 
DPR (MKD) dengan UU 17/2014 seperti menunjukkan kehendak 
dan upaya untuk meningkatkan peran dan gengsi MKD, apalagi 
diikuti memakai toga, benar-benar seperti hakim di pengadi!an. 
Di luar masalah status, nama dan simbol tersebut penting, tetapi 
jauh lebih penting adalah sejauhmana perbaikan MKD memberikan 
penguatan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, terutama 
keberhasi!an MKD memperbaiki citra dan akuntabilitas DPR. 

Data survey kepuasan publik yang dilakukan oleh Lembaga 
Survey Poltracking tahun 2017 menunjukkan bahwa tingkat 
kepuasan terhadap DPR berada pada tingkat yang sangat rendah 
yaitu 34% sama dengan kepuasan terhadap partai politik, jauh 
dibawah lembaga lain, Mahkamah Agung (46%), Mahkamah 
Konstitusi (46%), Polri (51 %), Kejaksaan Agung (45%), Komisi 
Pemilihan Umum (54%), Polri (51 %), Badan Jntelijen Negara (46%), 
dan Kejaksaan Agung RI (45%). Sedangkan MPR (44%), DPD (37%), 
partai politik (34%), dan DPR (34%). 

Survei lembaga Charta Politika pada 2018, menggambarkan 
bahwa sebanyak 45,8% responden tidak percaya dengan kinerja 
parpol, sedangkan 44,l % tidak percaya terhadap kinerja DPR, 
disusul kemudian DPD sebesar 40,5% publik yang tidak percaya. 
Adapum tiga besar lembaga yang dipercaya oleh publik yakni TNI 
(73,5%), Kornisi Pemberantasan Korupsi (73,4%), Presiden (68,5%). 
Ketika kinerja kelembagaan DPR ditanyakan kepada responden, 
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sebanyak 29,8% menyebut kinerja DPR buruk, sementara itu yang 
menyebut kinerjanya baik (27,5%), sangat baik (8,8%), lalu sangat 
buruk sebesar (13,6%), dan sebanyak 20,3% menjawab tidak tahu. 

Lembaga Survei Indonesia (LSI) lewat surveinya tahun 2019 
mengukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga 
negara. Hasilnya, DPR RI menjadi lembaga yang paling tidak 
dipercaya oleh masyarakat dibanding Presiden dan Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasil survei mendapati bahwa, 
5 persen masyarakat sama sekali tidak percaya dan 40 persen 
tidak percaya terhadap DPR RI. Angka itu jauh di atas tingkat 
ketidakpercayaan masyarakat terhadap presiden sebesar 19 persen 
dan KPK sebanyak 13 persen. Dari hasil survei tersebut, hanya 
1 persen yang mengaku sangat percaya dan 39 persen percaya 
pada parlemen negara. Angka itu kembali berselisih jauh dengan 
tingkat kepercayaan warga terhadap KPK sebesar 63 persen dan 
presiden sebanyak 62 persen. 

Data-tersebut menggambarkan bahwa belum ada perubahan 
signifikan atas perbaikan tingkat kepercayaan publik dan 
akuntabilitas DPR, yang secara tidak langsung menunjukkan 
peran MKD dalam menjaga martabat dan kehormatan DPR. 
Persoalannya apa yang harus dilakukan oleh DPR dalam 
meningkatkan kepercayaan publik dan menjactikan lembaga DPR 
dapat menjalankan fungsi pemerintahan yang efektif. 

Permasalahan Etika DPR 
Ada masalah substansial dalam memandang etika DPR. 

Seringkali tuntutan etis yang umum atau ideal berkonflik dengan 
tuntutan peran anggota DPR yang bersifat partikular yaitu 
merupakan representasi dari pemilihnya, partai politik serta 
politik pemerintahan. Apalagi mereka dipilih secara langsung 
untuk melayani dan tentu harus memuaskan konstituen. Pada 

ARAH BARU KEBIJAKAN MKD DPR RI PERIODE 2019-2024: 
Upaya Menghadirksn Peradaban H1kmah 



PENGUATAN LEMBAGA PENEGAK ETIKA DPR 1131 

sisi lain anggota DPR juga harus mengikuti keputusan kolektif 
dan mengikuti arahan partai yang diwakilinya. Dalam kondisi 
yang demikian persoalan etik yang umum seringkali berbenturan 
dengan peran yang harus dilakukan anggota DPR. Bahkan 
pada aspek yang lebih luas, anggota DPR harus mengamankan 
kebijakan negara atau pemerintah yang bisa saja tidak sesuai 
dengan tuntutan etis yang umum. Saya memberikan contoh 
dalam lingkungan DPR, yang memberikan keistimewaan kepada 
pimpinan partai untuk tidak secara terus menerus hadir dalam 
persidangan DPR, karena memiliki tanggung jawab mengurus 
partai, membina dan mengawasi konstituen. Apakah kondisi 
demikian harus menghukum anggota DPR yang merupakan 
pimpinan partai? Padahal berdasarkan kode etik DPR apabila 
anggota DPR beberapa kali tidak hadir dalam persidangan harus 
diadili sebagai pelanggaran etik. Kondisi demikian membawa 
konsekuensi bahwa etika harus berkompromi dengan keadaan. 

Contoh lain, perasaan umum menyatakan banyak tindakan 
Presiden Amerika Serikat Donald Trump melawan prinsip-prinsip 
moral dan etik menurut penilaian publik, tetapi anggota DPR 
yang berasal dari Partai Republik harus membelanya, walaupun 
beberapa orang yang bertindak menurut keyakinan etisnya 
sendiri untuk kepentingan mempertahankan suara konstituen di 
daerah pemilihannya. Demikian juga tindakan Presiden Clinton 
yang bersumpah palsu di hadapan Kongres, tetapi dibela oleh 
Senat dengan tidak memakzulkannya. Jadi tindakan anggota DPR 
seringkali tidak otonom. Mungkin itulah sebabnya kepercayaan 
publik pada DPR selalu pada tingkat yang rendah dibandingkan 
dengan lembaga pemerintahan yang lainnya. 

Bagi sebahagian orang, ada melihat anggota DPR yang begitu 
kasar bahkan mungkin tidak sopan dalam memperjuangkan 
kepentingannya, tetapi kita jangan berharap untuk mengubah 
anggota DPR yang demikian karena dia yakin itulah suara pemilih 
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yang diwakilinya dan mungkin akan sangat memuaskan bagi 
pemilihnya. Dan kita tidak tahu, banyak sekali pesan WA masuk 
ke HP-nya yang memberikan jempol dan mendukung. Belum lagi 
persoalan dengan rekan sejawat dan koleganya, karena kuputusan 
DPR adalah keputusan kolektif yang mungkin saja berbeda dengan 
pandangan pribadinya yang diyakini etis. Tentu berbeda dengan 
pejabat pemerintahan lain yang memiliki otonomi yang lebih 
luas, apalagi hakim pengadilan dengan otonomi dan kebebasan 
perseorangan yang dijamin konstitusi. Itulah sebabnya kita harus 
bijak menilai etika anggota DPR. Oleh karena itu pendekatan kita, 
jangan membayangkan anggota DPR itu seperti malaikat, ketika 
kita merumuskan dan menilai etika anggotanya. Pandanglah dia 
sebagai anggota DPR yang tidak otonom. Tetapi pada sisi lain, 
DPR harus memiliki kode etik yang menjadi alat ukur pemberian 
sanksi, agak lembaga DPR memiliki kredibilitas yang tinggi. 

Untuk itu kode etik, dan penegakkan kode etik DPR menjadi 
sangat penting. Kode etik DPR dapat disusun dalam tiga pendekatan 
yaitu minimalis, fungsional dan rasional. Ketiga pendekatan ini 
dapat merumuskan kode etik yang sederhana dengan memberikan 
batasan etika minimalis, jelas, dan tegas dengan ancaman sanksi 
yang jelas sehingga efektif menegakkan etika DPR. 

Salah satu ha! spesifik yang paling penting bagi etika DPR 
dari pendekatan ini adalah persoalan konflik kepentingan finansial 
dan transparansi. Seorang anggota DPR yang terus menerus 
melobi pemerintah agar mengucurkan banyak dana dan proyek 
ke daerah pemilihnya, yang mungkin saja dapat mengorbankan 
bagian daerah yang lain adalah tindakan yang tidak sepenuhnya 
melanggar etik sepanjang tidak memberikan keuntungan finansial 
secara pribadi dan tidak ada konflik kepentingan. Perjuangannya 
tulus untuk rakyat daerah pemilihannya. Memang ia akan 
mendapatkan keuntungan elektoral untuk dipilih kembali 
dan konstituen akan membelanya dan akan terus mendapat 
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penghormatan pribadi dan tentu pendapatan gaji karena posisi 
dan kedudukannya. Kepentingan pribadi yang melanggar etik 
adalah kepentingan pribadi yang bertentangan dengan ke- 
pentingan umum, atau bertentangan dengan tujuan keberadaan 
lembaga DPR sebagai lembaga negara yang bekerja untuk 
kepentingan kesejahteraan umum. Pada praktiknya seringkali 
terjadi konflik antara prinsip-prinsip umum ten tang nilai keadilan 
dan kesejahteraan bersama dengan kepentingan partikular dari 
konstituen daerah pemilihan. 

Sebenarnya aspek finansial bukanlah akar dari semua 
kejahatan legislatif. Tetapi idiologi, ambisi, dan inkompotensi 
pun ikut andil bagi kacaunya penilaian kepada seorang legislator. 
Konflik kepentingan dapat muncul akibat tindakan tidak bermoral 
misalnya suap, kickback, keuntungan bagi perusahaannya atau bagi 
keluarganya. Akibat dari konflik kepentingan berdampak merusak 
pencapaian tujuan kesejahteraan dan keadilan, karena dengan 
adanya ikatan moral telah menerima pemberian, seorang pejabat 
akan berusaha balas budi dengan mengorbankan kepentingan 
publik. Itulah sebabnya konflik kepentingan menjadi unsur 
penting pelanggaran etik. Untuk menghindari banyak konflik 
kepentingan ini, kewajiban untuk transparansi menjadi mutlak 
diperlukan. Anggota DPR harus secara terbuka mengumumkan 
posisinya dengan perusahaan afiliasi sebelum terlibat dalam 
perdebatan ketika pengambilan keputusan. Anggota DPR juga 
harus mengumumkan secara transparan kekayaannya, honor, 
pendapatan, kedudukannya dalam perusahaan termasuk sumber 
dana kampanye yang telah digunakannya hingga terpilih. Hal 
itu penting untuk melihat ada tidaknya konflik kepentingan dari 
setiap anggota DPR. Dengan demikian rumusan transparansi dan 
keterbukaan dalam Kode Etik DPR seharusnya disempurnakan. 

Sebagai perbandingan aturan etika di House of Cornman 
Inggeris, memuat tiga komponen aturan transparansi, yaitu: 
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1. Pengungkapan keuangan; Anggota diwajibkan untuk men- 
daftarkan semua ha! terkait kondisi keuangan setiap tahun. 
Termasuk jabatan di perusahaan, penghasilan dari pekerjaan 
di luar parklemen, klien, sponsor, sumber dana pemilu, hadiah 
(senilai lebih dari $200), perjalanan ke luar negeri, tanah 
property, dan kepemi!ikan saham. 

2. Deklarasi kepentingan; anggota harus menyatakan semua 
kepentingan masa lalu yang relevan dan potensial; 

3. Aturan Advokasi; Anggota tidak boleh menrima pembayaran 
untuk berbicara di DPR, tidak boleh menerima pembayaran 
saat voting, mengajukan pertanyaan, mengusulkan mosi 
tidak percaya, memperkenalkan usulan RUU, atau menambah 
sebuah mosi, atau mendesak kolega lain untuk melakukan 
ha! yang sama. 
Pendekatan lain adalah pendekatan fungsional. Pendekatan 

ini melihat posisi anggota DPR sebagai wakil rakyat, yang wajib 
bekerja dan berjuang untuk kepentingan rakyat. Dengan dasar 
inilah melahirkan etika bahwa anggota DPR harus menghadiri 
sidang-sidang DPR untuk memperjuangkan kepentingan konstituen. 
Kelalaian menjalankan tugas ini sebagai wakil rakyat harus 
dijatuhi sanksi. Selain itu seorang wakil rakyat dituntut menjadi 
seorang negarawan yang membawa pelita bagi rakyatnya sehingga 
dapat menjelaskan kebijakan-kebijakan rasional bagi kesejahteraan 
umum, yang dapat saja dipertanyakan atau bahkan ditolak oleh 
rakyat di daerah pemilihannya. 

Salah satu problem keterwakilan dalam sistem electoral kita 
yang sangat bebas sekarang ini adalah keterwakilan kelompok 
miskin, tani, nelayan, serta buruh. Terlalu banyak yang mewakili 
orang kaya dan pengusaha dan terlalu sedikit yang mewakili kaum 
buruh, tani dan nelayan. Satu cacat yang melekat pada sistem 
perwakilan liberal adalah pengabaian kepentingan sebahagian 
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warga negara yang tidak dapat sama sekali mengartikulasikan 
tuntutan mereka atau tidak dapat melakukan itu secara efektif 
seperti warga negara atau kelompok yang memiliki sumber daya 
yang lebih. Oleh karena itu anggota DPR harus memperhatikan 
keseimbangan suara dari semua rakyat yang diwakili. Selain itu, 
kondisi sistem kontestasi elektoral yang membutuhkan biaya 
sangat besar seperti sekarang ini, memaksa setiap calon anggota 
DPR a tau anggota DPR untuk terpilih kembali mengakumulasi dana 
yang cukup besar, sehingga ancaman konflik kepentingan finansial 
menjadi sangat mudah terjadi, yang mengancam penegakkan etika 
anggota DPR. 

Pendekatan ketiga adalah pendekatan rasionalitas; artinya 
apa yang etis dan tidak etis bersumber dari nilai-nilai umum 
yang dianut masyarakat, termasuk kepentingan bangsa dan negara 
yang harus dipetjuangkan bersama serta etika perilaku menurut 
adat istiadat di lingkungan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, 
kepentingan konstituen, kepentingan partai politik atau kebijakan 
politik pemerintah, menjadi satu kesatuan yang menjadi dasar 
menilai etis atau tidak etisnya tindakan anggota DPR, berdasarkan 
prinsip-prinsip umum keadilan serta kepentingan publik. 

Tantangan Penegakan Etik DPR 
Tidak mudah bagi DPR untuk membangun citra sehingga bisa 

sejajar dengan lembaga negara lainnya. Seperti telah diuraikan 
di atas, karakteristik lembaga DPR dan jabatan anggota DPR 
sangat spesi.fik, yaitu jabatan majemuk (kolektif), ada kepentingan 
konstituen yang harus diperjuangkan, kepentingan partai, 
kepentingan pemerintah dan keputusan bersama di DPR sebagai 
keputusan kolektif. Hal itu mengakibatkan wajah anggota DPR juga 
menjadi beragam. Dengan komposisi anggota MKD yang seluruhnya 
berasal dari anggota DPR (selain anggota panel yang bersifat adhoc), 
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membuat MKD seringkali gamang memutuskan suatu perkara, dan 
muncul keraguan publik tentang independensi MKD. Lebih dari 
251 perkara yang diproses oleh MKD selama periode 2004-2019 
(15 tahun), ternyata tidak memberikan dampak signifikan pada 
perbaikan reputasi dan kepercayaan publik terhadap DPR 

Dalam sebuah penelitian Thesis yang dilakukan oleh Yulianti 
Susilo (Universitas Indonesia, 2012) yang meneliti penegakkan 
kode etik DPR periode 2009-2014, menemukan adanya delapan 
masalah yang dihadapi oleh BKD, yaitu: Pertama; belum terbiasa 
mengeluarkan himbauan maupun peringatan kepada anggota, 
Kedua; pimpinan BKD berbeda pandangan dalam menginterpretasi 
suatu masalah, Ketiga; dipengaruhi oleh cengkeraman dari luar, 
Keempat; kepemimpinan yang tidak tegas, Kelima, tidak adanya 
sistem pencegahan, Keenam; keanggotaan tidak terwakili semua 
fraksi, Ketujuh; ada pertimbangan politik pada keputusan, dan 
Kedelapan; ada kesan tebang pilih dalam penegakkan kode etik. 
Walaupun sudah ada perbaikan atas beberapa masalah tersebut 
tetapi beberapa masalah pokok lainnya harus tetap menjadi 
perhatian, yaitu fungsi, tugas dan kewenangan serta independensi 
lembaga penegak etik ini harus diperkuat. 

Walaupun MKD diberi nama Mahkamah, dengan hakimnya 
yang memakai toga dan putusannya bertitel Demi Keadilan 
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, belum juga menjadikan 
lembaga ini sepenuhnya dipercaya oleh publik. Walaupun 
maksudnya untuk menjadi seperti sebuah lembaga peradilan, 
namun MKD tidak dapat dianggap sebagai sebagai sebuah lembaga 
peradilan karena tidak memenuhi syarat utama lembaga peradilan 
yaitu independensi dan imparsial (walaupun UU tegas melarang 
siapa pun untuk tidak mengintervensi proses dan putusan MKD). 
Ada dua syarat utama sebuah lembaga peradilan dan dapat 
melaksanakan fungsinya dengan independen dan imparsial yaitu 
pembentukan dan posisi lembaganya serta keanggotaannya. Tidak 
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mungkin MKD memenuhi syarat itu, karena MKD adalah institusi 
politik yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada DPR 
sendiri dan seluruh anggotanya adalah anggota DPR. Hal ini 
terbukti dalam berbagai penelitian yang menyimpulkan bahwa 
pelaksanaan tugas dan wewenang MKD tidak maksimal karena 
persoalan independensi dan imparsialitas. Hal itu pula yang 
menyebabkan pelaksanaan tugas dan wewenang MKD tidak 
maksimal dan diragukan oleh masyarakat sehingga belum mampu 
mengangkat citra dan akuntabilitas lembaga DPR. Posisi yang tidak 
independen ini lebih sulit lagi karena persoalan etika pejabat 
publik yang tidak mudah untuk diselesaikan, apalagi anggota DPR 
dengan berbagai wajah dan kepentingan yang melingkupinya, ada 
kepentingan partai, kepentingan fraksi, serta kolega, karena sifat 
keputusan kolektif dari keputusan DPR. 

UU MD3 nampaknya mendesain MKD sebagai lembaga 
peradilan sehingga pelaksanaan kewenangannya bersifat pasif yaitu 
hanya menunggu pengaduan baik pengaduan dari masyarakat, 
anggota DPR sendiri maupun pimpinan dan AKD. Walaupun Pasal 
121A UU MD3 memberikan fungsi pencegahan dan pengawasan 
selain fungsi penindakan kepada MKD, tetapi pada pengaturan 
kewenangan pada Pasal 122 tidak mencantumkan wewenang 
untuk melakukan pengawasan yaitu tindakan aktif yang berupa 
temuan pelanggaran yang dapat diproses oleh MKD . Hanya 
dalam Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2015 Pasal 4 ayat (1) 
huruf b mencantumkan kelompok perkara tanpa pengaduan yang 
mencakup pelanggaran kode etik, tetapi ha! ini tidak ditegaskan 
dalam UU sehingga tidak efektif. Desain seperti yang menempatkan 
MKD seperti lembaga peradilan kurang tepat, seharusnya, selalu 
ada lembaga yang secara internal diberi kewenangan untuk 
mengawasi dan bertindak secara aktif dalam rangka menegakkan 
kode etik anggota DPR, selain lembaga yang mengadili. Oleh 
karena kewenangan MKD yang terbatas, yaitu tidak mempunyai 
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kewenangan aktif melakukan pengawasan (kecuali dalam beberapa 
kasus tertentu, mengakibat MKD tidak maksimal mengemban 
tanggung jawabnya dengan maksimal. 

Jika kewajiban transparansi kepada setiap anggota DPR 
untuk melaporkan kekayaan, serta penerimaan di luar gaji, dana 
kampanye dan lain-lain, kemudian laporan itu diberikan kepada 
MKD maka fungsi pengawasan internal MKD dapat menjadi lebih 
efektif. Dengan model transparansi yang demikian akan dapat 
membantu untuk mengurangi jumlah anggota DPR yang tersangkut 
kasus keuangan. 

Kesimpulan 
Terdapat kelemahan baik dalam kode etik, maupun penegakkan 

kode etik DPR Pada aspek kode etik, tidak memuat secara lebih 
tegas aturan mengenai konflik kepentingan, dan transparansi. Dua 
asepk ini yang sangat mendasar bagi penegakkan etik DPR, yang 
apabila aspek ini dilaksanakan dan ditegakkan secara serius akan 
sangat membantu menaikkan kepercayaa kepada DPR 

Pada aspek kelembagaan MKD, perlu penguatan dengan 
memberikan kewenangan dalam pencegahan dan pengawasan 
lebih jelas yaitu seluruh pelanggaran etik dapat diproses secara 
langsung oleh MKD selain mengandalkan laporan pengaduan 
masyarakat. Demikian juga lembaga MKD harus menjadi lembaga 
yang menjamin transparansi anggota DPR, sehingga MKD 
menjadi lembaga yang menerima berbagai laporan kekayaan 
dan penerimaan dana setiap anggota, termasuk laporan konflik 
kepentingan anggota. Untuk memperkuat posisi tersebut lembaga 
MKD seharusnya diisi oleh anggota yang independen yang dapat 
bertindak imparsial dan tidak memihak, sehingga lembaga ini 
dapat lebih dipercaya untuk menjaga ruh DPR sebagai lembaga 
perwakilan rakyat yang memiliki kredibilitas tinggi. 
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Pengantar 
Dalam rentang waktu 2 dekade demokratisasi, lembaga- 

lembaga negara, diantaranya lembaga perwakilan politik 
di berbagai tingkatan menjadi sorotan publik. Era dimana 
transparansi dan akuntabilitas politik telah berkonsekuensi pada 
kecenderungan meningkatnya partisipasi dan pengawasan ma- 
syarakat yang lebih luas dan terbuka pada lembaga perwakilan 
politik tersebut. Bahkan bukan hanya lembaga negara, 
termasuk institusi privat seperti kegiatan bisnis, atau organisasi 
kemasyarakatan telah menjadi bagian yang, dalam beberapa hal, 
mendapat perhatian public seiring meluapnya gelombang pasang 
demokrasi. Liberalisasi dan kebebasan media yang menjadi salah 
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satu indikasi demokrasi bergerak, menjadi arena dan momentum 
transformasi politik baru yang sekaligus menjadi tantangan 
menarik didiskusikan dalam khasanah akademik maupun sosial. 

Sebagai bagian dari lembaga demokrasi, Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR) juga mengalami sorotan tajam. Baik itu berupa 
pujian maupun cercaan, terutama erat kaitannya dengan reputasi 
dan sepak terjang para politisi yang bemaung di dalamnya. Untuk 
menilai lembaga ini tentu tidak semata direpresentasikan oleh 
pemimpinya dalam satu periode, namun juga dipengaruhi perilaku 
politik para anggota dengan keragaman yang ada di dalamnya. 

Yang tidak kalah menarik persepsi publik seringkali juga 
menghubungkan lembaga DPR saat ini dengan jejak era-era 
sebelumnya. Jikalau DPR memiliki reputasi positif dan baik, maka 
akan menjadi catatan berharga yang diapresiasi oleh masyarakat. 
Sebaliknya, memburuknya kinerja DPR akan mudah membawa 
penumpukan stigma dan tudingan negatif yang berlarut-larut. 
Disitulah, DPR dituntut untuk terns membangun legitimasinya di 
masyarakat, terutama seiring dengan harapan demokrasi agar 
berkualitas. 

Apa dan bagaimana kinerja DPR tentunya dapat dinilai di 
berbagai hal, baik substansi kerja makro stretegis, maupun teknis 
kaitannya keseharian yang sifatnya regular. Dari hal yang abstrak 
sampai terukur yakni meliputi reputasi moralitas dan integritas diri 
sebagai elit kekuasaan, kemampuan atau ketrampilan menjalankan 
tugas sebagai bentuk mengemban amanah dan tanggung jawab 
politiknya. Kesemua hal itu menjadi faktor penting bangunan 
legitimasi DPR. Dapat dikatakan meningkat jika terlihat dan 
ditandai dengan tumbuh dan menguatnya kepercayaan masyarakat, 
atau sebaliknya menurun. Baik pada saat Pemilu, rotasi kuasa 
lima tahunan berupa lonjakan partisipasi dan dukungan pemilih, 
maupun dikala bagaimana respon masyarakat sepanjang politisi 
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DPR berkuasa. Persepsi politik masyarakat DPR dipengaruhi oleh 
reputasi lembaga ini. 

Dalam kebutuhan demikian, pada tingkat internal DPR 
hendaknya memiliki mekanisme dan tata kelola memadai agar 
kemerosotan legitimasi dapat dicegah, dan sebaliknya kualitas 
dukungan publik meningkat. Berkenaan dengan konteks dan 
semesta pembicaraan kali ini adalah, bagairnana kira-kira posisi 
dan peran Mahkamah Kehorrnatan Dewan (MKD), sebagai lembaga 
penjaga "marwah politik" relevan dan berpengaruh dalam upaya 
memperkuat legitimasi politik DPR tersebut. Setidaknya menjadi 
garansi formal untuk memastikan lembaga perwakilan politik itu 
mampu menjaga kredibilitas dan amanahnya. 

Jika demikian harapannya, beberapa pertanyaan penting yang 
perlu kita jawab, sebagai bagian dari isu kritis untuk didiskusikan 
adalah, (1) seberapa jauh problem legitirnasi politik terjadi dalam 
DPR; (2) bagairnana upaya mengatasinya?; (3) seberapa strategis 
MKD perperan membangun legitimasi politik DPR?; (4) apa dan 
bagaimana arah baru MKD dalam konteks konfigurasi politik dan 
perubahan sosial saat ini dan kedepan?, dan; (5) apa tantangan ke 
depan yang harus direspon demi memperkuat dan meningkatkan 
kua!itas DPR? 

DPR dan Representasi Politik 
Demokrasi sebagai sistem politik di Indonesia, memosisikan 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sangat strategis dalam fungsi 
pengambilan keputusan untuk kepentingan publik, yakni fungsi 
legislasi, pengawasan dan, penganggaran. Fungsi tersebut 
secara norrnatif dilandasi konstitusi UUD 1945, dengan turunan 
perundangannya dan perangkat kebijakan teknisnya. 

Sebagai lembaga yang mewakili suara rakyat dengan 
keterpilihannya melalui Pemilu, juga penegasan konstitusi dan 
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ragam perundangan, kewenangan dan hak-hak yang dimilikinya 
telah memperkuat posisi itu. 

Dengan berbagai hak yang melekat dalam dirinya, tentu 
berimplikasi secara politik, hukum, ekonomi dan sosial juga 
didapatkan secara formal. Karena itulah, pada dasarnya DPR 
adalah lembaga elit dalam demokrasi. Konsekuensinya dituntut 
kinerjanya akuntabel dengan ukuran-ukuran tertentu, dimana 
otoritas tersebut hendaknya dijalankan sesuai mandatnya, 
bahkan yang peling penting, seka!ipun dalam praktiknya kurang 
diperhatikan adalah bermanfaat dengan segala dampak (baik 
langsung maupun tidak), dirasakan oleh masyarakat secara luas. 
Itu artinya, dalam hal menjalankan tugasnya DPR tidak semata 
kerja yang sifatnya forma!itas (dimensi hukum dan citra elit), 
akan tetapi harus tercermin dalam produk-produk nyata seusai 
fungsinya (sebagaimana dijelaskan di depan); kepada konstituen, 
masyarakat, dan bangsa secara umum. 

Mengukur kinerja DPR, secara umumnya diantaranya adalah 
menghasi!kan regulasi dalam kuantitas dan kualitas. Contoh 
konkritnya, penilaian seberapa banyak UU telah dihasi!kan DPR 
bersama pemerintah, apakah substansinya pengaturannya sesuai 
kehendak rakyat, bahkan seberapa jauh bermakna menjawab 
masalah dan tidak menciptakan masalah baru. Demikian pula 
mampu melakukan pengawasan pada pemerintah di level strategis 
pada sektor dan bidang dengan pengaturan komisi-komisi. 
Kemudian yang tidak kalah penting yakni penyusunan anggaran 
dan belanja negara. Pembahasan anggaran menjadi arena 
pertarungan dan negosiasi yang didasarkan ideologi, kepentingan 
dan orientasi yang dibangun apakah untuk kepentingan diri, 
kelompok, atau bangsa disitulah menjadi pertaruhan nyata 
akuntabilitas dan representasi diuji. 

Dalam kaitan tugas dan fungsi formal DPR, baik itu rutinitas 
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ataukah strategis, cenderung dipersepsi dan dimaknai politis, 
itulah risiko karena dikontruksikan sebagai lembaga poliitik. 
Apakah dampaknya positif ataukah negatif, tergantung konteksnya. 
Masalahnya adalah, persepsi politik menjadi buruk ketika dalam 
kenyataan terdistorsi keluar dari mandat dan normanya, yang 
dalam beberapa hal secara etis problematik. 

Berkenaaan dengan konteks demikian, sudah semestinya DPR 
juga "merasa" diawasi oleh publik (segala elemen di dalamnya), 
sehingga bekerja dengan posisinya dirinya sebagai representasi 
politik bukan semata lintasan formal dan simbolik, akan tetapi juga 
secara substansi diawasi dengan tanggung jawabnya. Fakta bahwa 
DPR telah bekerja misalnya, hal itu bisa dilacak dari proses dan 
produk (output) yang dihasilkannya, dimana hal yang paling mudah 
dapat dirasakan ketika menjadi keputusan lalu diimplementasikan 
oleh pemerintah (executive). Dengan kalimat lain, bahwa implikasi 
proses dan pembangunan politik demokratisasi dalam dua dekade 
menjelaskan diantara hasil kerja DPR. 

Kenyataan yang tidak bisa diingkari pula, banyak masalah 
DPR yang dialaminya, dimana terjadi gap antara harapan dalam 
konstitusi dan kenyataan empirik dimana publik cenderung 
mudah menilai. Produksi dan reproduksi persepsi buruk dari 
gap tersebut dinilai sebagai cermin lembaga ini gaga! menjalankan 
fungsi representasi secara optimal. Disitulah sorotan publik lebih 
mempertanyakan komitmen DPR karena akuntabilitasnya yang 
merosot. Bahkan fungsi representasi dianggap "tidak mewakili" 
rakyat. Hal demikian diperparah oleh situasi dimana komunikasi 
DPR ke publik seringkali buruk, dimana isu-isu berkenaan politik 
parlemen (perilaku politisi) direpresentasikan hal-hal buruk. 
Banyak fenomena menggambarkan penggalan-penggalan manuver 
kelompok dengan klaim dirinya sebagai wakil rakyat kadar 
kontraproduktif. Ekspose besar-besaran atas kasus korupsi, 
ketegangan, serta masalah moralitas politik yang berdampak 
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kedangkalan makna. Sebutlah d.iantaranya reproduksi stigmatisasi 
informasi-informasi yang sebagian d.istortif di berbagai media 
(konvensional, medsos) menciptakan citra buruk DPR. 

DPR dan Parpol 
Posisi dan reputasi DPR ini memang tidak terlepaskan dari 

peran dan sepak terjang partai politik (parpol). Pembangunan 
parpol era reformasi dengan berbagai kebijakan strategis dan 
penumbungan daya pend.id.ikan politik belum berhasil optimal. 
Sekalipun daya berpolitik "keparpolan" era demokrasi saat ini 
jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya, namun substansi 
membangun parpol dan civil society masih banyak yang perlu 
d.iperbaiki, bahkan masih mengalami masalah serius yang harus 
dipecahkan. Posisi parpol sebagai induk politisi yang anggota 
DPR jelas krusial, karenanya layak d.iperhatikan untuk membahas 
bagaimana membangun legitimasi dan kinerja DPR agar membaik 
dari sisi pintu parpol. Pertanyaanya, seberapa jauh parpol 
mereformasi d.iri sehingga berdampak positif pada parlemen? 

Pengalaman buruk penghancuran parpol masa lalu (era orde 
baru) dengan skema depolitisasi, deideologisasi serta floating mass 
telah menciptakan jarak, antara rakyat dengan organ demokrasi 
ini. Propaganda buruk warisan lama bahwa parpol diidentikkan 
dengan konflik dan instabilitas, membuat upaya pembangunan 
politik tidak semudah membalikkan tangan. Parpol memang 
mengalami ketercerabutan (disembedded) dari akar dan basis 
sosialnya. Era reformasi awal ditandai politik harapan telah 
menggugah semangat bangkit berafilisasi serta berasosiasi politik 
kedalam parpol. Kebangkitan partisipasi dalam pemilu dan 
berbagai arena baru konstetasi kuasa, di aras bawah, golongan 
menengah dan elit memberi sinyal positif tentang pentingnya 
parpol dalam demokrasi secara praksis. Namun ha! demikian 
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memang tidak mudah, karena foundasi nilai dan konseptualisasi 
belum tertata dan terbangun dengan baik, maka persepsi tentang 
parpol mudah pula goyah, atau dalam beberapa hal dapat runtuh 
seiring jalannya waktu. Entah segala penyebab, dan akibat yang 
ditimbulkannya. 

Cerita parpol di Indonesia memang ibarat "dibenci dan 
dirindukan". Pada satu sisi parpol dibenci karena menunjukkan 
sikap buruk, misalnya politisinya yang bertindak melanggar 
hukum, ekspresi pencitraan yang berlebihan, serta tindakan yang 
melupakan rakyat pemilihnya setelah berkuasa, dan seterusnya. 
Karena itu begitu mudah menunjuk sederet daftar masalah yang 
dinggap representasi masaah parpol. Dampaknya pula, parpol yang 
tertimpa masalah diproyeksikan dalam situasi DPR juga hampir 
mirip karena parpol adalah elemen utama DPR. 

Namun disisi lain, parpol ini dirindukan rakyat. Sebut saja, 
ukuran elementer yang dapat dilihat misalnya, jumlah pemilih 
yang berpartisipasi dalam pemilu di Indonesia begitu tinggi, rata- 
rata 60-75 % pemilih dalam pemilu. Itu sinyal positif betapa daya 
tarik parpol masih tinggi, apapun itu berkenaan dengan kualitas 
bisa diperdebatkan, bahwa partisipasi tersebut tergolong tinggi 
layak diapresiasi. Demikian halnya, parpol juga ditunggu-tunggu 
bantuannya saat kampanye, atau saat ada masalah memerluka 
loby-loby yang berkenaan dengan keputusan strategis di tingkat 
daerah maupun nasional. Itulah dilema, antara dukungan dan 
cercaan pada parpol. 

Situasi ini hendaknya dianggap sebagai tantangan yang harus 
dijawab agar pada akhirnya parpol bisa berbenah dan dalam 
jangka menengah dan panjang dapat berkontribusi positif pada 
eksistensi, reputasi dan kualitas DPR. 
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Pembenahan DPR 
Apa yang dijelaskan di depan, misalnya persepsi negatif 

mengenai DPR yang didalamnya berisi kontroversi yang diekspose 
media, serta ragam perselisihan, dan bahkan situasi parpol 
masih memburuk ini jelas akibatnya akan ditimpakan pada 
DPR. Jika dibiarkan berlarut dan tidak ada langkah strategis 
kelembagaan, dan juga komitmen politisasinya, tidak heran 
jikalau resikonya DPR terus mengalami kemerosotan kepercayaan 
(distrust) dari masyarakat secara substansial. Mari cermati di 
jejak media misalnya, lembaga ini kerap dituduh "tidak bekerja" 
bahkan diliputi problem. Para politisi yang serius bekerja dan 
menjalankan mandat, korupsi, foya-foya memikirkan fasilitas diri, 
konflik serta persekongkolan, bahkan cara kerja politik DPR yang 
formal dan manuver buruk dari beberapa oknum dan kelompok 
politisi akhirnya digeneralisasi sebagai "wajah parlemen" kian 
bopeng. Kegaduhan, pergunjingan dan politik konspirasi mengisi 
rangkaian tayangan dramatik politisi di senayan ini, sehingga 
kontroversi lebih mengemuka dibandingkan narasi bermakna 
mengenai reputasi lembaga demokrasi ini. Situasi demikian akan 
membawa pada krisis legitimasi, dengan segala akibat pada 
pembengkakakan ketidakpercayaan pada demokrasi, karena 
lipatan distorsi bertingkat. 

Cerita mengenai jebakan tindakan distortif atas fungsi DPR, 
yang erat kaitannya dengan oligarkhi dan problem moralitas, serta 
hilangnya daya kontrol internal menciptakan berbagai masalah itu 
terus menggerogoti soliditas dan akuntabilitas lembaga demokrasi ini. 

Sekalipun kontrol publik telah berlangsung dengan berbagai 
risiko sebagaimana di gambarkan di atas, namun pada level 
internal DPR tentu diperlukan pengawasan, atau "filter" yang lebih 
sebagai tindakan pencegahan atas perluasan krisis itu dengan 
pembenahan tata kelola, menjaga marwah, penguatan moralitas 
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berorientasi pada upaya menopang tumbuhnya daya legitimasi 
politiknya. 

Disitulah, MKD sebenarnya dimaksudkan bagian penjaga 
moralitas, kekuatan etik dan mengawal nilai-nilai kemuliaan 
lembaga demokrasi ini sifatnya "dari dalam" berkenaan dengan 
hal-hal mendasar dan substansial. Lembaga strategis ini yang, 
dalam ha! melakukan disiplinasi politik internal, merupakan cara 
kendali internal, yang pada akhirnya dapat dijadikan kekuatan 
penjaga legitimasi agar dimata publik akuntabel. Amanat besar 
yang tersurat dalam pasal 119 UU No, 17 tahun 2014 tentang MPR, 
DPR, DPD, DPRD ini hendaknya dijadikan landasan serta patokan, 
agar kewenangan MKD dapat bermakna positif membangun DPR 
yang berkualitas dan bermakna. 

Relevansi dan Arah Baru MKD 
Bagaimana orientasi baru dibangun dalam MKD dengan spirit 

sebagai lembaga menggawangi etika dan moralitas DPR agar makin 
meningkatkan kualitasnya secara tata kelola akuntabel dan secara 
politik legitimate di mata publik? 

Otoritas yang besar dari MKD hendaknya harus dilingkupi 
oleh lingkungan (kultur), aktor (SDM) dan tata kelola (governance) 
yang kredibel. Jika ketiga faktor itu dapat dipenuhi, tentu MKD 
membutuhkan "keberanian dan kegilaan positif" untuk menjebol 
konservatisme lama, yakni melawan kepentingan oknum dan 
kaum oligark yang selama ini telah merusak DPR 

Membangun kultur MKD sebagai lembaga yang disegani 
dengan memproduksi nilai-nilai etik yang bukan saja simbolik 
namun secara praksis dipratikkan secara nyata diwujudkan 
tradisi kepekaan untuk saling mengingat, sentitif pada hal-hal 
untuk membangun solidaritas kebaikan demi intgritas lembaga. 
Kultur ini untuk membawa marwah MKD makin disegani dan 
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dihormai hendaknya digerakkan oleh figur-figur politik yang 
duduk didalamnya memiiliki kredibilitas, rekam jejak positif 
(tidak mesti sempurna) dan dipercaya memiliki komitmen dengan 
reputasinya. Jika demikian maka, aktor anggota merupakan orang 
terpilih dengan masih-masih persyaratan, tidak sekadar formalitas. 
Makin sernbarangan memilih aktor, maka disitu pula pertaruhan 
masa depan MKD dan DPR dipertaruhkan, agar tidak mengulang 
pengalaman buruk sebelumnya. 

Berkenaan dengan aturan main, tata kelola dan arah MKD 
itulah, maka jangan sampai lembaga ini terjebak hal-hal yang 
teknis atau birokatisasi politik yang berlebihan. Sistem kontrol, 
pengelolaan kepentingan dan aturan hendaknya memadukan 
antara pembentukan lingkungan dan kultur disiplin, peduli, peka 
serta tanggung jawab dengan para pimpinan dan MKD yang 
"konsisten dan berintegritas". Disitulah, maka, yang dperlukan 
tidak semata "aturan yang ketat" namun juga kultur menjaga 
integritas dan kredibel demi kolektivitas lembaga DPR. Misi 
besar ini jika diturunkan secara praksis, maka tugas MKD bukan 
membekali dirinya dengan alat yang justru mempersulit dirinya 
bergerak, namun justru menyebar alat kendali dan pencegahan itu 
juga melekat dalam berbagai lini. Sehingga kerja MKD juga menjadi 
bagian dari topangan komitmen kolektif anggota DPR. Hal ini 
perlu ditekankan, karena konsepnya memang MKD hanyalah salah 
satu lembaga strategis yang akan memulihkan dan membangun 
legitimasi DPR, karenanya tanggung jawab semua anggoata DPR 
juga harus menjadi faktor penting untuk mengatasi masalah ini. 

Tantangan ke Depan 
DPR memang bukan organ tunggal yang harus bertanggung 

jawab mengenai masa depan demokrasi Indonesia. Namun, 
lembaga inilah representasi politik rakyat yang mudah disorot 
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publik sebagai penanggung jawab politik, disitulah masa depan 
demokrasi juga bertumpu. Risiko dan konsekuensi inilah menjadi 
catatan penting, betapa strategis dan pentingnya membangun 
DPR dari pintu Parpol, MKD dan masing-masing individu untuk 
menciptakan kultur politik yang kondusif bagi peran dan fungsi 
yang dimiliki sebagaimana dijelaskan di depan. 

Jika di dalam tata kelola, kultur atau lingkungan politik 
serta aktor-aktor konduskif membangun diri dalam berbah 
tentu ini akan berdampak pada persepsi publik serta legitimasi 
yang diraihnya. Bagaimanapun juga DPR memang fragmented, 
kepentingan begitu banyak serta dinamikanya kadang melampaiu 
logika dan tata kelola. Disitulah kita perlu berfikir tidak hanya hari 
ini saya dalam merancang atau mengatur namun ekologi politik 
kedepan perlu dibaca. Dalam kalimat lain MKD itu bukan hanya 
berperan untuk mengatur dan mewal moralitas etika DPR hari ini 
semata, tetapi juga menyemai situasi untuk modalitas bagi masa 
depan demokrasi Indonesia. 
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MEMPERKUAT PENGAWASAN ETIK 
LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT 

Yusuf, S.Ag., M.H. 
Tenaga Ahli Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI 

Pendahuluan 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia 
merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR dan DPRD sama- 
sama terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum 
yang dipilih melalui pemilihan umum. DPR berkedudukan 
sebagai lembaga negara yang memegang kekuasaan Iegislatif. 
Sedangkan DPRD sebagai Iembaga perwakilan rakyat di daerah 
yang berkedudukan di provinsi, kabupaten dan kota. Dalam 
konteks pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya DPRD 
merupakan unsur penyelenggara pemerintah daerah dan juga 
sebagai wahana demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah 
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Apabila menggunakan pendekatan konsep kewajiban hukum 
bahwa perbuatan yang melawan kewajibannya akan diberikan 
sanksi, maka kewajiban etika juga demikian. Dalam peraturan 
perundang-undangan, apabila anggota DPR tidak menjalankan 
kewajibannya tersebut akan dikenakan sanksi. 

Anggota DPR yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai- 
mana dimaksud dalam Pasal 81 dikenai sanksi berdasarkan 
keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan.3 Anggota DPRD Provinsi 
yang tidak melaksanakan melaksanakan kewajiban sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 324 dikenai sanksi berdasarkan keputusan 
Badan Kehormatan DPRD Provinsi.4 Anggota DPRD Kabupaten/ 
Kota yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 324 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan 
Kehormatan DPRD Provinsi.5 

Dalam UU MD3 di atas, secara eksplisit terlihat bahwa 
kewajiban anggota DPR dan DPRD merupakan kewajiban etika. 
Apabila anggota DPR dan anggota DPRD tidak melaksanakan 
kewajiban, akan diberikan sanksi. Namun sanksinya bukan dari 
lembaga penegak hukum (pengadilan) melainkan dari lembaga 
yang menegakan etika di DPR, yaitu Mahkamah Kehormatan 
Dewan (MKD), dan di DPRD, yaitu Badan Kehormatan (BK). 

Kelembagaan DPR senantiasa menjadi sorotan publik dan 
media, baik itu berupa kinerja, prestasi, sampai dengan pelanggaran 
etik yang dilakukan oleh anggota DPR yang tidak sedikit telah 
diberikan sanksi oleh MKD. Publik melalui lembaga swadaya 
masyarakat telah memberikan penilaian yang buruk terhadap 
kinerja DPR masa keanggotaan 2014-2019 yang salah satunya 
didasarkan kepada banyaknya pelanggaran etik yang dilakukan 

' Pasal 237 ayat (1) !JU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan OPRD. 
• Pasal 251 (!), Ibid 
s Pasal 401 (1), Ibid. 

ARAH BARU KEBIJAKAN MKD DPR RI PERIODE 2019-2024· 
Upaya Menghedirkan Ptuadaban Hikmah 



MEMPERKUAT PENGAWASAN ETIK LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT 1155 

oleh Anggota DPR, seperti Formappi6 dan KontraS.7 

Hal demi.kian menuntut MKD, begitu juga BK DPRD, untuk 
melakukan pengawasan yang intensif guna meminimalisir 
pelanggaran etik oleh anggota DPR dan DPRD. Pengawasan etik 
harus diperkuat dalam pelaksanaannya. Sebagai penjaga serta 
penegak kehormatan dan keluhuran martabat DPR dan DPRD, MKD 
dan BK DPRD berkewajiban mencegah dan mengawasi anggota 
DPR agar melaksanakan kewajibannya. Pemberian sanksi sebisa 
mungkin diharapkan sebagai langka terakhir (ultimum remidium) 
yang dapat dilakukan oleh MKD dan BK DPRD terhadap anggota 
DPR dan DPRD. 

Tulisan ini akan membahas fungsi pencegahan dan 
pengawasan etika oleh MKD dan BK DPRD terhadap anggota 
DPR dan DPRD dalam melaksanakan kewajibannya. Pencegahan 
dilakukan oleh MKD dan BK DPRD untuk mencegah anggota DPR 
dan DPRD abai terhadap kewajibannya. Sedangkan pengawasan 
dilakukan MKD dan BK DPRD adalah mengawasi bagaimana 
anggota DPR dan DPRD dalam melaksanakan kewajibannya. 
Pencegahan dan pengawasan tersebut sebagai bagian dari 
penegakan kewajiban etik anggota Dewan guna mencegah 
pelanggaran etik. 

Teori Pengawasan Kekuasaan 
Dalam perspektif teori, konsep pengawasan lebih banyk 

dikembangkan di dalam ilmu manajemen, karena pengawasan 
itu merupakan salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan 
(manajemen). Henry Fayal dikutip oleh Muchsan, menyebutkan 

6 https:/ /nasional.kontan.co.id/news/f ormappi - kinerja-dpr-periode-2014-2019- 
buruk, <diunduh tanngal 26 September 2019> 

7 https://liputan6.corn/kontras-242-anggota-dpr-cunya-catatan-buruk, <d.iunduh 
14 Oktober 2014. 
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bahwa control consist in veryvying wether everything occured in 
conformity with the plan adopted, the instruction issued and principle 
established. It has for object to point out weaknesses in error in 
order to rectivy then and prevent recurrence.' Sejalan dengan Henry 
Fayal, Newman dikutip oleh Muchsan berpendapat bahwa control 
is assurance that the performance conform to plan: 9 Selanjutnya 
Muchsan sendiri mengemukakan bahwa pengawasan adalah 
kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara de facto, 
sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan 
apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolok 
ukur yang telah ditetapkan sebelumnya (dalam ha! ini berupa 
rencana)." Sedangkan Bagir Manan memandang kontrol sebagai 
sebuah fungsi sekaligus hak, sehingga lazim disebut fungsi kontrol 
atau hak kontrol. Kontrol mengandung dimensi pengawasan dan 
pengendalian. Pengawasan yang bertalian dengan arahan atau 
directive» 

Bertitik tolak dari pendapat-pendapat tersebut, maka dapat 
diperoleh makna dasar dari pengawasan adalah: 1. Pengawasan 
ditujukan sebagai upaya pengelolaan untuk mencapai hasil 
dari tujuan; 2. Adanya tolok ukur yang dipakai sebagai acuan 
keberhasilan; 3. Adanya kegiatan untuk mencocokkan antara hasil 
yang dicapai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan; 4. Mencegah 
terjadinya kekeliruan dan menunjukkan cara dan tujuan yang 
benar; dan 5. Adanya tindakan koreksi apabila hasil yang dicapai 
tidak sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan.12 

� Muchsan, Sistem Pengawaan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan 
PTUN di Indonesia. Yogyakarta: Liberty. 2000, ha!. 37 

9 Ibid. 
10 Ibid. 
11 Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Yogyakarta: Pusat Studi 

Hukum FH tm, 2001. ha!. 201. 
12 Fachruddin, Irfan, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan 

Pemerintah, Bandung: Alumni, 2004, hal. 90. 
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Menurut Djazuli dalam fiqh siyasah, ada tiga jenis pengawasan 
penyelenggaraan kekuasaan, pertama, pengawasan Allah. 
Pengawasan ini merupaan pengawasan dari diri sendiri. Kedua, 
pengawasan dari masyarakat atau publik Ketiga, pengawasan 
dari pemerintah." Dalam hal ini, pengawasan dari pemerintah 
tersebut dapat dipahami sebagai pengawasan dalam bentuk 
kelembagaan. 

Ada begitu banyak lembaga yang melakukan pengawasan 
dan memfungsikan diri sebagai lembaga pengawasan. Paulus 
Effendi Lotulung14 memetakan kelembagaan pengawasan sebagai 
berikut: Pertama, ditinjau dari segi kedudukan dari badan atau 
organ yang melaksanakan kontrol; dapat dibedakan atas: a. Kontrol 
intern atau built in control berarti pengawasan yang dilakukan 
oleh organisasi atau structural masih termasuk dalam lingkungan 
pemerintah sendiri; b. Kontrol eksternal, pengawasan yang 
dilakukan oleh organ atau lembaga-lembaga yang secara organisasi 
atau structural berada di luar pemerintah. Kedua, ditinjau dari 
segi waktu pelaksanaanya suatu kontrol dapat dibedakan menjadi: 
a. Kontrol a priori; yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum 
dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang memberikan 
kewenangan pengawasan kepadanya; b. Kontrol a poteriori, yakni 
pengawasan yang baru terjadi sesudah dikeluarkan peraturan 
perundangan atau sesudah terjadinya tindakan atau peristiwa yang 
akan dikontrol. Ketiga, ditinjau dari segi obyek yang diawasi, maka 
kontrol dapat dibedakan antara: a. Kontrol segi hukum, adalah 
kontrol untuk menilai segi-segi pertimbangan yang bersifat hukum 
dari tindakan pemerintah; b. Kontrol dari segi kemanfaatan, adalah 

u H. A. Djazuli, Fiqh Siyasah, eel. 1, Jakarta: Prenada Media. 2003, hal. 389. 
14 Paulus Efendi Lotulung, Beberapa Sisteni tentang Kontrol Segi Hukum 

terhadap Pemerintah, Bandung: Citra Aditya Bahkti, 1993 dalam Ahmad Basuki, 
Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakirnan Sebagai Upaya 
Dalam Mewujudkan Akuntahilitas Peradilan Pidana, Jurnal Perspektif, Vol. XVIII 
No. 1 Tahun 2013 Edisi Januari. 
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untuk menilai tepat tidaknya tindakan pemerintah dilihat dari segi 
pertimbangan kemanfaatannya. 

Secara umum dalam sistem pemerintahan Indonesia, 
kelembangaan tindakan pengawasan itu dapatlah dilakukan 
secara internal maupun eksternal (Galang Asmara, 2005: 126).15 

Pengawasan eksternal dilakukan oleh lembaga- lembaga negara 
seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, 
Mahkamah Agung dan lembaga-lembaga peradilan di bawahnya, 
termasuk dalam kategori kontrol eksternal adalah pengawasan 
yang dilakukan oleh orang-perorangan, kelompok masyarakat, 
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media massa. Sedangkan 
pengawasan internal dapat dilakukan oleh lembaga yang dibuat 
secara khusus oleh pemerintah sendiri, seperti halnya Badan 
Pengawas Keuangan Pembangunan, Pengawasan oleh Inspektorat 
Jenderal yang ada di lingkungan departemen, Badan Pengawasan 
Daerah." 

Sistem kelembagaan parlemen modern dalam sistem 
demokrasi telah mengalami perkembangan dalam membentuk 
lembaga pengawasan bagi anggota parlemen. Hal ini didasarkan 
pada pemikiran bahwa parlemen yang berevolusi menjadi 
lebih baik memungkinkan untuk dapat diawasi terhadap setiap 
perilaku dalam menjalankan tugas-tugas institusionalnya. Tuntutan 
demokrasi menyebabkan tak satu pun cabang kekuasaan, termasuk 
legislatif lepas dari pengawasan, sebagaimana penerapan sistem 
checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia saat 
ini. Pengawasan perilaku anggota parlemen dapat berasal dari 
luar kelembagaan parlemen maupun dari internal parlemen. 

15 Galang Asmara, Ombudsman Nasional dalam Sistem Pemerintahan Negara 
Republik Indonesia, Yogyakarta: Leksbang Pressindo, 2004, hal. 126. 

16 Ahmad Basuki, Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Kekuasaan 
Kehakiman Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Peradilan Pidana, 
Op. cit. 

ARAH BARU KEBIJAKAN MKD DPR RI PERIOOE 2019-2024 
Upaya Menghad,rkan Peradaban Hikmah 



MEMPERKUAT PENGAWASAN ETIK LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT 1159 

Pengawasan eksternal bisa dilakukan oleh konstituen secara 
langsung maupun oleh partai politik. Pengawasan dari dalam dapat 
dilakukan oleh sebuah lembaga yang dibentuk oleh parlemen itu 
sendiri, seperti MKD dan BK DPRD.17 

Fungsi Pengawasan Etik MKD dan BK DPRD 

Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR dan DPRD sama- 
sama memiliki beberapa unit kerja yang biasa disebut dengan 
"alat kelengkapan". Alat kelengkapan DPR tersebut ada yang 
bersifat tetap dan sementara. Yang dimaksud alat kelengkapan 
tetap adalah unit kerja yang terus menerus ada selama masa 
kerja DPR berlangsung, yakni selama 5 (lima) tahun. Sedangkan 
alat kelengkapan yang bersifat sementara hanya dibentuk untuk 
kebutuhan dan tujuan tertentu pula, seperti Panitia Khusus 
(Pansus). 

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)18 merupakan salah satu 
alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap dan Badan Kehormatan 
(BK)" merupakan salah satu alat kelengkapan DPRD yang bersifat 

17 Sri Karyati , Rekonstruksi Kelembagaan Penegakan Etika Parlemen, [urnal 
Etika dan Pemilu, volume 1 No. 1 - [uni 2015, hal. 60 

18 MKD sendiri merupakan upgrading dari nama Badan Kehormatan DPR 
yang dibentuk dan diatur dalam UU No. 22 Tahun 2003 Tentang Susunan Dan 
Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, 
DPR, DPD, Dan DPRD sebagai alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. Sebelum 
bernama Badan Kehormatan, awalnya di DPR pada masa keanggoraan tahun 1999- 
2004 disebut Dewan Kehormatan DPR, yang dibentuk bersifat ad hoc apabila ada 
kasus yang menimpa anggota DPR. Perubahan Badan Kehormatan menjadi MKD 
diatur dalam UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. 

19 Badan Kehormatan OPRD dibentuk dan diatur dalam UU No. 22 Tahun 
2003 Tentang Susunan Dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, UU No. 27 
Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, Dan DPRD. UU No. 17 Tahun 2014 Tentang 
MPR, DPR, DPD, Dan DPRD, dan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 
Daerah sebagai alat kelengkapan OPR yang bersifat tetap. Sebelum bernama Badan 
Kehormatan, awalnya di DPRD pada masa keanggotaan tahun 1999-2004 disebut 
Dewan Kehormatan DPR, yang dibentuk bersifat ad hoc apabila ada kasus yang 
menimpa anggota DPRD. 
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tetap. Secara lex generalist, balk kedudukan MKD sebagai alat 
kelengkapan DPR maupun BK sebagai alat kelengkapan DPRD, 
keduanya diatur dalam UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, 
DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Namun, secara lex specialist, 
kedudukan BK DPRD diatur dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, dan peraturan teknis yaitu PP No. 12 tahun 
2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, 
dan Kabupaten/Kota. 

Tujuan MKD sebagai alat kelengkapan DPR adalah menjaga 
serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR 
sebagai lembaga perwakilan rakyat=, Sekalipun dalam UU No. 
23/2014 dan PP No. 12/2018 tidak ditemukan ada frasa atau 
susunan kalimat yang menyatakan tujuan BK DPRD seperti tujuan 
MKD tersebut dalam UU MD3, apabila dilihat dari tugasnya BK 
DPRD memiliki tujuan yang sama dengan MKD, yaitu menjaga serta 
menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPRD sebagai 
lembaga perwakilan rakyat. Dalam Pasal 56 ayat (2) PP tersebut 
disebutkan "tugas badan kehormatan dilaksanakan untuk menjaga 
moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD". Secara 
implisit disini dapat dimaknai bahwa BK DPRD bertujuan menjaga 
moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD. 

Kehormatan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti 
antara lain: penghargaan, kebesaran, kemuliaan, nama baik, harga 
diri. Sedangkan arti martabat adalah tingkat harkat kemanusiaan, 
harga diri. Ini berarti, kehormatan dan martabat DPR/DPRD adalah 
kebesaran, kemuliaan, nama baik, dan harga diri yang dimiliki oleh 
anggota DPR/DPRD. Secara konseptual, kehormatan mengandung 
aspek ketaatan mengikuti kode moral, etika, dan prinsip-prinsip 
keagamaan yang ditandai oleh ketaatan untuk menjauhi tingkah 
laku yang dilarang dan melakukan tingkah laku yang diperbolehkan 

zu Pasal 119 UU No.17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, Dan DPRD. 
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oleh moral, etika dan agama. Begitu juga martabat merupakan 
konsep yang penting dalam bidang moralitas, etika, hukum, dan 
politik, dan berakar dari konsep hak-hak yang melekat pada 
diri manusia dan tidak dapat dicabut dari dirinya kecuali diri 
manusia sendiri yang mencabutnya dengan tingkah lakunya yang 
bertentangan dengan moralitas, etika, hukum dan politik. 21 

Dengan demikian, tujuan MKD dan BK DPRD menjaga serta 
menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR/DPR, secara 
konseptual berarti menjaga DPR/DPRD baik secara kelembagaan 
maupun personal anggotanya untuk taat kepada moralitas, etika, 
hukum dan prinsip-prinsip kegamaan serta menegakkan moralitas, 
etika, hukum dan prinsip-prinsip keagamaan tersebut kepada 
anggota DPR/DPRD. 

Penegakkan kode etik DPR berdasarkan Pasal 121A UU No. 2 
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua UU No. 1 Tahun 2014 tentang 
MPR, DPR, DPD, Dan DPRD dilakukan melalui fungsi pencegahan 
dan pengawasan serta penindakan. Wujud pelaksanaan fungsi 
MKD tersebut terkandung dalam tugas dan wewenang MKD 
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 122 Undang-undang 
No. 2 Tahun 2108 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 
17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD., jo pasal 124, 
jo pasal 2 Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata 
Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan, sebagai berikut: 
a. melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran Kode Etik; 
b. melakukan pengawasan terhadap ucapan, sikap, perilaku, dan 

tindakan anggota DPR; 
c. melakukan pengawasan terhadap ucapan, sikap, perilaku, dan 

tindakan sistem pendukung DPR yang berkaitan dengan tugas 
dan wewenang anggota DPR; 

" http://wikipedia.cornjarti-martabat. 

ARAH BARU KEBIJAKAN MKD DPR RI PERIODE 2019-2024: 
Upaya Menghad,rkan Peradaban H1kmah 



1621 Yusuf, S.Ag., M.H. 

d. melakukan pemantapan niiai dan norma yang terkandung 
dalam Pancasila, peraturan perundang-undangan, dan Kode 
Etik; 

e. melakukan penyeliclikan perkara pelanggaran Kode Etik; 

f. melakukan penyelidikan perkara pelanggaran Kode Etik 
sistem pendukung yang berkaitan dengan pelanggaran Kode 
Etik yang dilakukan sistem pendukung DPR; 

g. memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik; 

h. memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik 
sistem pendukung yang berkaitan dengan Pelanggaran Kode 
Etik sistem pendukung DPR, terkecuali sistem pendukung 
Pegawai Negeri Sipil; 

i. menyelenggarakan administrasi perkara pelanggaran Kode 
Etik; 

j. melakukan peninjauan kembali terhadap putusan perkara 
pelanggaran Kode Etik; 

k. mengevaluasi pelaksanaan putusan perkara pelanggaran Kode 
Etik; 

1. mengajukan rancangan peraturan DPR mengenai kode etik 
dan tata beracara Mahkamah Kehormatan Dewan kepada 
Pimpinan DPR dan Pimpinan DPR selanjutnya menugaskan 
kepada alat kelengkapan DPR yang bertugas menyusun 
peraturan DPR; dan 

m. menyusun rencana kerja dan anggaran setiap tahun sesuai 
dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada 
badan/panitia yang menyelenggarakan urusan rumah tangga 
DPR 
Sebagaimana halnya MKD, BK DPRD juga memiliki fungsi 

menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat 
DPRD dengan menegakkan kode etik DPRD. Penegakkan kode etik 

ARAH BARU KEBIJAKAN MKD OPR RI PERIODE 2019-2024 
Upaya Menghadirkan Peradaban H1kmah 



MEMPERKUAT PENGAWASAN ETIK LEMBAGA PERWAKILAN RAKVAT 1163 

DPRD berdasarkan Pasal 56 ayat (1) PP No. 12 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi dan Kabupaten/ 
Kota dilakukan melalui fungsi pencegahan dan penindakan. Wujud 
pelaksanaan fungsi BK DPRD tersebut terkandung dalam tugas dan 
BK DPRD sebagai berikut: 

(1) Badan Kehormatan mempunyai tugas: 
a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan 

Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik; 

b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan 
Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD; 

c. melakukan penyelidikan, verilikasi, dan klarifikasi atas 
pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau 
masyarakat; dan 

d. melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil 
penyelidikan, verifikasi, dan klarilikasi sebagaimana 
dimaksud pada huruf c kepada rapat paripuma. 

Sementara itu wujud pelaksanaan fungsi penindakan dalam 
penegakan kode etik DPRD oleh BK DPRD yang dimaksud Pasal 56 
ayat (1) huruf b, c, dan d terangkum dalam kewenangan BK DPRD: 

a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran 
sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi 
atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang 
dilakukan; 

b. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang 
terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan 

c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti 
melanggar sumpah/janji dan Kode Etik. 
Penegakan kode etik DPR oleh MKD sebagaimana ketentuan 

Pasal 121A Undang-undang No. 2 Tahun 2108 tentang Perubahan 
Kedua Undang-Undang No. 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, 
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dan DPRD, jo Pasal 19 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 
tentang Kode Etik DPR, dilakukan dengan 2 (dua) sistem, yaitu 
sistem pencegahan dan pengawasan serta sistem penindakan. 

Sistem pencegakan dan pengawasan MKD dilakukan melalui 
tugasnya sebagai berikut:" 
a. melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran Kode Etik; 
b. melakukan pengawasan terhadap ucapan, sikap, perilaku, dan 

tindakan anggota DPR; 
c. melakukan pengawasan terhadap ucapan, sikap, perilaku, dan 

tindakan sistem pendukung DPR yang berkaitan dengan tugas 
dan wewenang anggota DPR; 

d. melakukan pemantapan niiai dan norma yang terkandung 
dalam Pancasila, peraturan perundang-undangan, dan Kode 
Etik; 

e. melakukan kegiatan sosialisasi, pelatihan; 
f. mengirimkan surat edaran; dan 
g. memberikan rekomendasi, atau cara lain yang ditetapkan 

oleh MKD. 
Tugas pencegahan dan pengawasan tersebut dilakukan 

dengan kewenangan MKD sebagai berikut:" 
a. melakukan kegiatan surat menyurat di internal DPR; 
b. melakukan kerja sama dengan lembaga lain untuk mengawasi 

ucapan, sikap, perilaku, dan tindakan anggota DPR; 
Inti sistem pencegahan, MKD bertugas mencegah anggota 

DPR untuk tidak melakukan pelanggaran kode etik DPR dengan 
upaya mendorong dan memotivasi setiap anggota DPR untuk 

22 Pasal 122 UU No. 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua UU No. 17 
Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, Dan DPRD, junta Pasal 19 Peraturan DPR 
No. 1 Tahun 2015 Tentang Kode Etik DPR. 

23 Pasal 122A, Ibid. 
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mematuhi kode etik DPR. Tujuan daripada sistem pencegahan ini 
adalah tumbuhnya kesadaran anggota DPR mematuhi kode etik 
DPR, sehingga tidak terjadi perilaku pelanggaran kode etik DPR. 
Disamping itu, sebagai sistem pencegahan, MKD dapat menjadi 
salah satu garda terdepan dalam menerapkan etika politik DPR 
yang akan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan etika 
politik dalam melakukan proses demokrasi di DPR. 

Penegakan kode etik DPR yang dilakukan oleh MKD melalui 
fungsi pencegahan dan pengawasan seharusnya menjadi pilihan 
terdepan dalam menjaga serta menegakan kehormatan dan 
keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. 
MKD tentu harus memperluas dan mengembangkan berbagai 
program pencegahan dan pengawasan yang dapat mendorong 
serta melahirkan kinerja anggota dan kelembagaan DPR yang baik 
dalam persepsi publik. 

Dengan demikian, harapannya dimasa mendatang MKD dapat 
mengoptimalkan pelaksanaan sistem pencegahan dan pengawasan. 
Karena ketika sistem pencegahan telah berjalan dengan baik 
secara optimal, maka berbagai pelanggaran kode etik DPR yang 
berpotensi dapat dilakukan oleh anggota dengan sendirinya dapat 
diminimalisir, dan bahkan akan nihil sama sekali. 

Oleh karena itu, keberadaan MKD dalam sistem penegakan 
kode etik DPR tidak sebatas memposisikan diri sebagai quasi 
peradilan etik yang bertugas mengadili anggotanya dari berbagai 
pelanggaran norrna-norrna maupun hukum yang berlaku di 
masyarakat. Pada aspek ini, seolah-olah MKD bertugas hanya 
ketika telah terjadi dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota 
DPR. Padahal sesungguhnya tidaklah demikian yang dimaksud 
dalam sistem penegakan kode etik DPR oleh MKD sebagaimana 
yang terlihat dalam tugas dan wewenang MKD tersebut. 

Untuk BK DPRD sendiri, fungsi pencegahan dan pengawasan 
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etika oleh BK dapat clidasakan pada tugasnya, yaitu memantau 
dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap 
sumpah/janji dan Kade Etik. Apabila mengikuti sistem MKD, maka 
pencegahan dan pengawasan etika yang dapat clilakukan BK dalam 
tugasnya sebagai berikut: 
a. melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran Kade Etik; 
b. melakukan pengawasan terhadap ucapan, sikap, perilaku, dan 

tindakan anggota DPRD; 
d. melakukan pemantapan niiai dan norma yang terkandung 

dalam Pancasila, peraturan perundang-undangan, dan Kade 
Etik DPRD; 

e. melakukan kegiatan sosialisasi, pelatihan; 
f. mengirimkan surat edaran dan melakukan kegiatan surat 

menyurat di internal DPRD; 

g. memberikan rekomendasi, atau cara lain yang clitetapkan 
oleh BK. 

h. melakukan kerja sama dengan lembaga lain untuk mengawasi 
ucapan, sikap, perilaku, dan tindakan anggota DPRD; 

Kode Etik Sebagai Standart Pengawasan Etik 
Kade etik baik di DPR dan DPRD yang berlaku saat ini pada 

hakikatnya merupakan bentuk pencegahan dan pengawasan 
etika secara tertulis bagi anggota DPR dan DPRD. Norma yang 
dibuat untuk mencegah dan mengawasi anggota DPR dan DPRD 
agar melaksanakan kewajibannya. Dalam UU MD3 norma kode 
etik wajib clipatuhi oleh setiap anggota DPR dan DPRD selama 
menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra 
dan kredibilitas DPR dan DPRD. Martabat, kehormatan, citra dan 
kredibilitas DPR dan DPRD akan dapat terjaga ketika anggota DPR 
dan DPRD menjalankan kewajibannya. 
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Kode etik terdiri dari dua kata, kode dan etika. Kode (code) 

yang semula berarti tanda, kemudian kode diartikan sebagai 
kumpulan peraturan yang bersistem, dan kumpulan prinsip yang 
bersistem. Sementara, etika secara etimologis berasal dari bahasa 
Yunani, "ethos" yang mengandung dua makna, sebagai berikut: (1) 
prinsip-prinsip benar dan salah yang diterima oleh individu atau 
kelompok sosial, (2) sistem prinsip yang mengatur moralitas dan 
perilaku yang dapat diterima." 

Dalam istilah lain, etika disebut juga moral, yang berasal 
dari bahasa Latin yakni "mos" yang artinya cara hidup atau 
kebiasaan.25 Etika menurut bahasa Sansekerta lebih berorientasi 
kepada dasar-dasar, prinsip, aturan hidup (sila) yang lebih baik 
(su). Etika merupakan kata benda abstrak yang bersifat umum. 
Etika merupakan cabang filsafat yang berbicara mengenai tindakan 
manusia dalam kaitannya dengan tujuan utama hidupnya. Etika 
mebahas baik buruk atau benar tidaknya tingkah laku dan 
tindakan manusia serta sekaligus menyoroti kewajiban-kewajiban 
manusia, etika mempersoalkan bagaimana seharusnya manusia 
berbuat atau bertindak." Secara khusus penggunaan etika ialah 
misalnya etika profesi, kode etik, dan perilaku etis. 

Dari defenisi di atas, dapat disimpulkan bahwa masalah 
etika selalu berhubungan dengan kebiasaan atau watak manusia 
(sebagai individu atau dalam kedudukan tertentu), baik kebiasaan 
atau watak yang baik maupun kebiasaan atau watak yang buruk. 
Watak baik yang termanifestasikan dalam kelakuan baik, sering 

24 Mujar Ibnu Syarif, Contemporary Islamic Political Discourse On The Political 
Ethics Of State Officials, Shariah Journal, Vol. 22, No. 2, 2014, Artikel diakses pada 
29 September 2016, dart http://e-journal.um.edu.my/public/article-view.php?id06883., 
hal. 163 

25 Wahyudi Kumorotomo, Etika Administrasi Negara, Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada, 2008, ha!. 6 

26 Muhamad Mufid, Etika dan Filsafat Komunikasi, Jakarta: Prenadamedia 
Group, 2009, ha!. 174 
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dikatakan sebagai sesuatu yang patut atau sepatutnya. Sedangkan 
watak buruk yang termanifestasikan dalam kelakuan buruk, sering 
dikatakan sebagai sesuatu yang tidak patut atau tidak sepatutnya. 

Kade etik DPR dan DPRD merupakan aturan etika (rule of 
ethic) sebagaimana yang diperintahkan oleh UU MD327 Dalam UU 
MD3 kode etik DPR dan DPRD diatur bertujuan menjaga martabat. 
Kehormatan, citra dan kredibilitas." Dengan tujuan tersebut, kode 
etik DPR dan DPRD berperan sebagai pedoman etika bagi Anggota 
dalam menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas 
DPRD Kade etik membantu kinerja anggota DPR dan DPRD dalam 
menjalankan tugasnya, tidak semata tugas politik, tetapi juga tugas 
etik. Kade etik dalam ha! ini dapat disebut sebagai penjaga profesi 
yang berorientasi pada peran seorang anggota legislatif. 

Kade etik yang berjalan dengan baik berarti mencerminkan 
nilai moral anggota DPR dan DPRD pada saat ini dan masa depan. 
Norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan 
landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun 
ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak 
patut dilakukan oleh Anggota. 

Dalam konteks penegakan aturan etika (rule of ethic) oleh 
sebuah lembaga peradilan etik ataupun lembaga penegak etik, 
dalam bahasa hukum, kode etik berfungsi sebagai hukum materil 
(kode etik materil) yakni sebagai aturan substansial yang menjadi 
landasan dalam menilai suatu tindakan, sehingga lembaga tersebut 
dapat memproduk suatu putusan yang bersifat akuntabel. Namun 
dalam bahasa penegakan etika, maka kode etik lebih tepat disebut 
etika materil. Dengan kata lain, kode etik DPR dan DPRD ber- 
kedudukan sebagai landasan norma bagaimana kehormatan dan 

27 Kentuan Pasal 81 huruf d, Pasal 235, Pasal 324 hurug g, Pasal 349, Pasal 373 
huruf g, dan Pasal 499 UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, Dan DPRD. 

28 Ibid. 
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keluhuran martabat DPR dan DPRD dapat dijaga dan ditegakan 
oleh anggota DPR dan DPRD. 

Dalam istilah hukum, kode etik sebagai positive ethics atau 
soft law, yang berperan penting sebagai pendamping positive law 
dalam arti sebagai perangkat norma aturan yang diberlakukan 
secara resmi dalam satu ruang dan waktu tertentu. Jika etika 
positif dapat ditegakkan, maka etika publik pada umumnya dapat 
diharapkan tumbuh sebagai living ethics atau sebagai etika yang 
hidup dan berfungsi sebagaimana mestinya. Untuk itulah dibuat 
kode etik. Dalam ha! ini, kode etik sebagai rule of ethic merupakan 
bagian dari konsep besar Negara hukum yang dilandasi basis etika 
sebagaimana yang dimaksud nomoi (norma) dalam konsep Plato, 
hakikat penyelenggaraan negara yang baik adalah didasarkan pada 
pengaturan hukum yang baik berbasis etika. 

Sebagai pedoman etika, kode etik DPR dan DPRD merupakan 
sebuah pedoman kriteria-kriteria dalam etika politik. Etika politik 
bagi anggota DPR dan DPRD tentu yang tercermin dalam Pancasila. 
Etika politik yang tercermin dalam Pancasila dimaksudkan 
untuk menumbuhkan tatanan politik demokrasi, yang bercirikan 
keterbukaan, rasa bertanggung jawab, tanggap akan aspirasi 
rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan 
untuk menerima pendapat yang lebih benar, serta menjunjung 
tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban 
dalam kehidupan berbangsa." 

Hakikat etika politik dalam sistem politik demokrasi di 
Indonesia sangat diperlukan sebagai instrumen dan indikator 
akuntabilitas demokratik, yang setiap warga negara di Indonesia 
berhak untuk menuntut tanggung jawab anggota DPR dan DPRD 
yang mewakili mereka. Dalam hal ini, keberadaan MKD dan BK 
DPRD sebagai salah satu jalur konstitusional, juridis, dan etik 

29 TAP MPR No. VI Tahun 2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa 
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bagi setiap rakyat yang d.iwakili untuk menuntut tanggung jawab 
moral dan etik anggota DPR dan DPRD. MKD dan BK DPRD 
dalam perspektif etika politik demokrasi patut d.idudukan sebagai 
satu-satunya instrumen etika politik untuk pengawasan terhadap 
kelembagaan perwakilan rakyat d.ihadapan publik. 

Dengan demikian, secara normatif, kode etik DPR dan DPRD 
dapat berfungsi sebagai standan etik perilaku dan kerja politik 
anggota Dewan, instrumen etika penggunaan kekuasaan Dewan, 
dan pengendali kerja politik anggota Dewan sesuai sumpah 
jambatannya. Sebagai pengendali, kode etik DPR dan DPRD 
berfungsi sebagai standar pengawasan etika bagi anggota DPR 
dan DPRD. 

Penutup 
Sepanjang masa pasca reformasi 1998, kinerja DPR dan 

DPRD yang disertai segala ucapan, sikap, prilaku dan tindakan 
anggotanya senantiasa dalam sorotan dan tuntutan serta acap 
kali d.ipersoalkan dalam persepsi publik. Pengawasan sehari-hari 
terhadap anggota DPR dan DPRD pada hakikatnya ada pada 
sorotan dan tuntutan publik, sebagai kontrol sosial. 

Keberadaan lembaga pengawas etik MKD dan BK harus 
diperkuat dalam pelaksanaanya guna merespon pengawasan 
publik terhadap anggota DPR dan DPRD. Fungsi pencegahan dan 
pengawasan etik MKD bagi anggota DPR dan BK bagi anggota 
DPRD untuk memastikan bahwa setiap anggota DPR dan DPRD 
melaksanakan kewajibannya. Ketika anggota DPR dan DPRD tidak 
melaksanakan kewajibannya, anggota tersebut dikenai sanksi oleh 
MKD dan BK. Tuntutan publik terhadap DPR dan DPRD akan dapat 
dipenuhi oleh kewajiban etik anggota DPR dan DPRD sebagaimana 
yang telah d.itegaskan dalam peraturan perundang-undangan. 

Pelaksanaan fungsi pencegahan dan pengawasan menjadi 
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sangat penting dan strategis sebagai bentuk kehadiran MKD dan 
BK bagi setiap anggota DPR dan DPRD. Kehadiaran MKD dan BK 
tersebut untuk mernbangun kesadaran tentang kewajiban anggota 
DPR dan DPRD secara terus menerus. 

Di tengah sorotan dan tuntutan publik terhadap DPR di 
dalamnya terkandung sorotan dan tuntutan kehadiran MKD dan 
BK DPRD yang responsif dalam mengawasi anggota DPR dan DPRD. 
MKD dan BK DPRD pantas dan patus dituntut pertanggungjawaban 
etiknya dalam melakukan pengawasannya terhadap anggota DPR 
dan DPRD. 

Oleh karena itu tulisan ini mernberikan saran agar ke depan, 
MKD dan BK DPRD sebagai lernbaga penegak kode etik DPR dan 
DPRD secara intensif dan sungguh-sungguh melaksanakan fungsi 
pencegahan dan pengawasan etika terhadap anggota DPR dan 
DPRD. Pencegahan dan pengawasan etik oleh MKD dan BK DPRD 
sangat dituntut responsif terhadap sorotan dan tuntutan publik, 
pencegahan dan pengawasan MKD dan BK DPRD harus dilakukan 
secara tersruktur, sistematis dan massif. Semoga! 
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Qosdus Sabil, S.P., M.Si. 
Tenaga Ahli Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI 

Pro log 
Tulisan ini ingin mengurai berbagai simpul penyebab tuduhan 

atas rendahnya kinerja Legislasi selama ini. Di satu sisi, DPR 
memiliki target Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang 
disusun setiap mengawali awal tahun masa sidang. Namun, di 
sisi yang lain, DPR selalu dihadapkan pada sebuah dinamika 
proses politik yang mengiringi rangkaian dilahirkannya sebuah 
peraturan perundang-undangan. Lebih jauh dari itu, dengan 
banyaknya gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, 
mau tidak mau menjadi salah satu faktor penekan bagi DPR 
untuk lebih komprehensif dalam mempertimbangkan terjadinya 
kompromi dalam setiap pengaturan ayat-ayat atau pasal-pasal 
dalam pembahasan sebuah RUU. 

175 
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Lamanya proses pembahasan hingga pengesahan RUU yang 
memakan waktu cukup panjang dapat terjadi mungkin karena DPR 
ingin benar-benar menghasilkan UU yang bersifat jangka panjang 
dan implementatif di masyarakat. Seringkali, proses pembahasan 
beberapa RUU melebihi alokasi waktu yang ditetapkan. Ini tentu 
tidak dapat dipisahkan dari upaya dewan untuk menghasilkan 
Undang-Undang yang diharapkan berlaku jangka panjang dan 
efektif dalam implementasinya. 

Pada periode 2014-2019, kinerja legislasi DPR dinilai sangat 
mengecewakan. Dalam kurun waktu Lima tahun tersebut, DPR 
hanya mampu menghasilkan 80 UU, di mana 40 persen di 
antaranya UU di luar prolegnas. Termasuk RUU KUHP yang 
telah mangkrak puluhan tahun lamanya.1 Bayu Dwi Anggono, 
ahli hukum tata negara Universitas Jember menjelaskan beberapa 
alasannya. Pertama, target legislasi dalam Program Legislasi 
Nasional (Prolegnas) yang tidak pernah terpenuhi. Dari 189 
RUU target selama 5 tahun DPR baru mengesahkan 80 an 
UU (40% an) itupun UU yang dibentuk mayoritas adalah UU 
yang masuk kategori di luar prolegnas yaitu daftar kumulatif 
terbuka. Seperti pengesahan perjanjian internasional tertentu, 
akibat putusan Mahkamah Konstitusi; Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara; dan penetapan/pencabutan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang. Ketika di akhir masa jabatan target 
tidak terpenuhi, DPR berkilah bahwa mereka lebih menekankan 
aspek kualitas UU dibandingkan kuantitas, namun jangan lupa 
bahwa DPR pula yang menentukan target legislasi dalam prolegnas 
di awal masa jabatan. Jika sejak awal prioritas pada kualitas 
seharusnya jumlah RUU yang ada dalam Prolegnas tidak perlu 
sebesar itu. 

1 Pernyataan Dr. Bayu Dwi Anggono, ahli hukum tata negara Universitas Jernber 
sebagaimana ctirnuat di https://news.detik.com/berita/d-4726353/kinerja-legislasi-dpr- 
2014-2019·sangat-mengecewakan, diunduh 23 )uni 2020. 
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Kedua, aspek kualitas pembentukan UU Juga menunjukkan 
permasalahan. Selain berbagai UU kontroversial yang terjadi di 
akhir masa jabatan karena pembahasannya yang tiba-tiba, ter- 
tutup dan bertolak belakang dengan kehendak publik, maka sejak 
lama DPR periode 2014-2019 sebenamya sudah membentuk UU 
yang mengandung masalah. Sebagai contoh dalam perubahan 
UU MD3 awal 2018 yang menjadikan DPR sebagai lembaga yang 
makin jauh dari rakyat dan anti kritik karena ada pasal yang bisa 
memerintahkan kepolisian panggil paksa dan menyandera orang 
yang tidak menghadiri panggilan DPR. Kemudian pasal tentang 
tugas Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengambil 
langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, 
kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan 
DPR dan anggota DPR. Untungnya kemudian pasal-pasal tersebut 
dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). 

Selain itu DPR dalam membentuk UU seringkali mengatur 
kembali norma-norma yang sudah dibatalkan atau dinyatakan 
inkonstitusional oleh MK. Sebagai contoh seperti di UU Pemi!u 
2017 dimana DPR mengatur kembali kewajiban verifikasi parpol 
hanya untuk parpol baru sementara parpol yang punya kursi di 
DPR tidak perlu. keberadaan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu secara 
jelas dan terang menghidupkan kembali norma dalam Pasal 8 ayat 
(1) UU 8/2012 yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh MK. Pada 
akhirnya pasal inipun kembali dibatalkan oleh MK. 

Ketiga, soal keberpihakan atau politik hukum dalam pem- 
bentukan UU. DPR 2014 - 2019 condong lebih fokus mengurus 
legislasi yang terkait dengan kepentingan dan bagi-bagi kuasa 
bagi anggota DPR sendiri. Sebagai contoh Undang-Undang tentang 
MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) mencatatkan rekor sebagai 
UU yang paling sering direvisi di periode ini. Sampai saat ini UU 
MD3 sudah 3 kali dilakukan revisi, pertama akhir 2014 untuk 
menambah jumlah pimpinan Alai Kelengkapan Dewan (AKD). 
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Berikutnya perubahan pada 2018 yang menjadikan DPR 
sebagai lembaga anti kritik dan dapat memidanakan pengkritiknya. 
Kemudian Perubahan ketiga baru saja dilakukan di akhir masa 
jabatan ini dengan menambah pimpinan MPR yang seharusnya 
5 menjadi 10 orang. 

Sementara di sisi yang lain, beberapa RUU yang penting bagi 
publik dan perlindungan HAM justru terabaikan, seperti RUU 
larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, RUU 
Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU tentang Penyadapan, RUU 
Data Pribadi, RUU pembatasan transaksi uang kartal, RUU sistem 
pengawasan intern pemerintah dan RUU Jabatan Hakim. 

Dalam penutupan masa sidang selama tahun sidang 2018- 
2019, Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo menyatakan bahwa DPR 
telah membahas dan menyetujui bersama presiden 15 rancangan 
undang-undang ( RUU) menjadi undang-undang dari 77 RUU 
yang telah dibahas dan disetujui menjadi undang-undang sejak 
awal periode keanggotaan DPR RI 2014-2019. Menurutnya, 
untuk merampungkan sejumlah RUU tersebut, dibutuhkan kerja 
sama antarlembaga termasuk, presiden dan DPD. Pembahasan 
juga mengikutsertakan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk 
rancangan undang-undang tertentu. Sinergitas antarlembaga, 
khususnya antara DPR dan presiden, merupakan faktor penting 
yang memengaruhi pelaksanaan fungsi legislasi.2 

Mengurai Benang Kusut Rendahnya Kinerja Dewan 
Persoalan rendahnya kinerja Dewan menjadi sorotan tajam 

dari berbagai kalangan. Ini tidak terlepas dari besarnya target 
Prolegnas yang terlampau besar, yang disusun sendiri oleh DPR 

' Laporan Kinerja DPR 2018-2019, 15 RUU Disahkan Jadi Undang-undang", https:// 
nasional.kompas.com/read/2019/08/29/1531490tnaporan-kinerja-dpr·2018-2019·15·ruu- 
disankan-jedi-undang-undang, diunduh 23 )uni 2020. 
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setiap mengawali awal tahun masa sidang. Masalah menjadi 
semakin pelik, ketika kalangan Dewan kerap merasa disudutkan 
oleh pihak-pihak yang kemudian menggugat UU sebagai produk 
legislasi ke Mahkamah Konstitusi. DPR selalu dikambinghitamkan 
sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas lolosnya ayat- 
ayat atau pasal-pasal krusial yang menimbulkan persoalan dalam 
implementasi UU ke dalam ranah peraturan teknis yang terkait. 

Padahal, jika melihat proses lahirnya sebuah UU, tentu 
tidak bisa dilepaskan dari peran strategis dari pihak Pemerintah. 
Pemerintah seharusnya dapat lebih memberikan kontrol atas 
kemungkinan munculnya resistensi pemangku kepentingan yang 
terkait secara langsung maupun tidak langsung, sekaligus agar 
dapat mencegah adanya penolakan atas UU yang akan ditetapkan. 

Dalam berbagai kesempatan, DPR turut mempersoalkan 
lemahnya kinerja legislasi karena pemerintah juga lamban dalam 
menyusun dan menyampaikan RUU usulannya kepada DPR. 
Perdebatan tentang capaian aspek kuantitas ataupun persoalan 
lemahnya kinerja legislasi tidak semata disebabkan oleh DPR, 
sudah hams digeser kepada identifikasi paling fundamental 
penyebab kinerja legislasi selalu bermasalah. DPR (juga Pemerintah 
dan DPD) sebaiknya tertuju kepada kebutuhan mendesain ulang 
Prolegnas sebagai instrumen perencanaan legislasi. Mengingat 
desain yang selama ini digunakan oleh DPR dan Pemerintah justru 
mengkerangkeng dan menempatkan (DPR dan Pemerintah sendiri) 
pada kegagalan kinerja legislasi.3 

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (2016) 
menguraikan beberapa faktor temuan sebagai catatan kinerja 
Legislasi sebagai berikut: 

3 https://pshk.or.id/blog-id/temuan-dan-catatan-kinerja-legislasi-2016/, diunduh 
23 )uni 2020. 
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1. Tidak disiplin 
Ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 

12/2011) menyatakan bahwa penyusunan dan penetapan Prolegnas 
prioritas tahunan sebagai pelaksanaan Prolegnas jangka menengah 
dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Undang- 
Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU 
APBN). Faktanya, hingga RUU APBN 2017 disahkan pada 26 Oktober 
2016, Prolegnas Prioritas 2017 tidak kesampaian ditetapkan. 
Prolegnas Prioritas 2017 sendiri akhimya baru disahkan pada 
15 Desember 2016. Kegagalan (mengesahkan Prolegnas Prioritas 
2017 sebelum penetapan APBN 2017) mengulang kejadian serupa 
ketika Prolegnas Prioritas 2016 disahkan pada 26 Januari 2016, di 
saat penetapan APBN 2016 dilakukan sebelumnya (melalui rapat 
paripuma 30 Oktober 2016). 

2. Belum ada dampak yang signifikan dari berbagai langkah 
akseleratif 

Hambatan yang dialami DPR seperti penambahan masa reses, 
wewenang Badan Legislasi (Baleg) yang berkurang hingga merasa 
keseringan kunjungan kerja seringkali dijadikan alasan kinerja 
legislasi yang belum optimal. Berbagai upaya telah ditempuh 
seperti alokasi maksimal 2 (dua) RUU yang bisa diusulkan oleh 
setiap komisi, penetapan hari legislasi maupun pengurangan waktu 
reses, namun belum memperlihatkan dampak signifikan terhadap 
penyelesaian target Prolegnas Prioritas 2016. 

3. Slot 40 RUU 
Behan legislasi semakin bertambah terutama pasca pertemuan 

Baleg dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 6 Juni 
2016. Pertemuan keduanya menyepakati perubahan Prolegnas 2016, 
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berupa penarnbahan 10 (sepuluh) RUU. Sebagai informasi, RUU 
yang diusulkan oleh Pemerintah yaitu RUU tentang Bea Materai, 
RUU Perubahan UU Badan Pemeriksa Keuangan, RUU Perubahan 
UU Mahkamah Konstitusi, RUU Narkotika dan Psikotropika, dan 
RUU Kepalangmerahan. Sedangkan RUU yang diusulkan oleh 
DPR antara lain RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU 
Perubahan UU Aparatur Sipil Negara, RUU Perkelapasawitan, RUU 
Perubahan UU Bank Indonesia, dan RUU Perubahan UU Otoritas 
J asa Keuangan. 

Apakah penambahan dan usulan pembagian 10 RUU 
didasarkan pada pemenuhan slot kuantitas sebanyak 40 RUU dalam 
Prolegnas 2016? Ketika DPR dan juga Pemerintah berkomitmen 
untuk tidak sekedar memenuhi aspek kuantatif, kebijakan 
memenuhi slot 40 RUU justru kontraproduktif. Seharusnya DPR 
dan Pemerintah meninjau ulang dan mengevaluasi. Dalih untuk 
menjawab kebutuhan hukum masyarakat bukan berarti hanya 
dipahami dengan mengusulkan dan melahirkan RUU baru. Ini 
pula yang menjadi pertanyaan ketika materi perkelapasawitan, 
kepalangmerahan, dan bea materai dipaksakan pengaturannya 
selevel undang-undang. 

Pemerintah, DPR, dan DPD sebaiknya menyediakan 
definisi yang lebih operasional, terutama dalam merespon 
setiap usulan RUU. Terlalu mudah mendalilkan suatu usulan 
RUU sebagai pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat 
(sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e UU 
12/2011) akan menimbulkan kompleksitas baru seperti potensi 
ketidakharmonisan, tumpang tindih peraturan maupun beban 
secara sosial, politik, dan ekonomi. 
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Euphoria Gugatan Produk Legislasi 
Momentum reformasi 1998 telah mendorong dilakukannya 

reformulasi sistem ketatanegaraan melalui amandemen UUD 
1945 tahun 1999-2002. Dalam proses amandemen tersebut, salah 
satu isu yang menjadi perdebatan adalah upaya diberikannya 
kewenangan lembaga yudisial untuk melakukan pengujian 
peraturan perundang-undangan setingkat UU terhadap UUD. 
Waktu itu perdebatan terbelah menjadi tiga kelompok, yaitu 
pertama, kelompok yang menghendaki kewenangan pengujian 
UU terhadap UUD diberikan kepada MA, kedua, kelompok yang 
menghendaki pengujian diberikan kepada lembaga yudisial diluar 
MA yaitu Mahkamah Konstitusi dan kelompok ketiga adalah 
kewenangan pengujian UU terhadap UUD diberikan kepada MPR 
atau sering disebut legislatif review (Mulyanto, 2013). 

Amandemen UUD 1945 (1999-2002) merumuskan ada dua 
lembaga kekuasaan kehakiman (Mahkamah Konstitusi dan 
Mahkamah Agung) yang diberi kewenangan untuk melakukan 
judicial review. MA tetap diberikan kewenangan melakukan 
pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang- 
undang dan kewenangan pengujian undang-undang terhadap UUD 
diberikan kepada Mahkamah Konstitusi.' 

Dalam praktik, judicial review undang-undang terhadap 
Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi 
(MK). Sementara itu, pengujian peraturan perundang-undangan 
di bawah UU terhadap UU dilakukan oleh Mahkamah Agung 
(MA). Mengenai judicial review ke MK, pemohon adalah pihak 
yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya 

4 Problematika Pengujian Peraturan Perundang-undangan (Judicial Review) 
pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, Achmad, Mulyanto, Fakultas 
Hukum Universitas Sebelas Maret, Jurnal Yustisia Vol.2 No.1 Januari - April 2013 
https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/11070/9902, diunduh 20 )uni 2020. 
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dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:5 

• Perorangan warga negara Indonesia; 
• Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan 

sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- 
undang; 
Badan hukum publik atau privat; atau 
Lembaga negara. 
Puncak euphoria gugatan judicial review atas produk UU ke 

Mahkamah Konstitusi terjadi pada periode 2011-2017 (lihat tabel 
Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang). Pada periode 
ini, keterlibatan berbagai pihak pemangku kepentingan terkait 
UU yang dipersoalkan, hingga peran serta beberapa organisasi 
kemasyarakatan besar di tanah air seperti Muhammadiyah, 
menjadi bahan kajian yang sangat menarik. 

Din Syamsuddin, Ketua Umum Pimpinan Pusat 
Muhammadiyah periode 2005-2015, menegaskan pentingnya 
sebuah "Jihad konstitusi" sebagai bagian tidak terpisahkan dari 
gerakan dakwah amar makruf nahi munkar dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara. Muhammadiyah memandang strategis 
upaya memberikan pencerahan atas persoalan-persoalan 
kebangsaan, terutama yang terkait dengan implementasi sebuah 
UU yang mengatur hajat hidup orang banyak. 

Kompleksitas persoalan pertambangan mineral dan batubara 
bermuara pada minimnya penguasaan negara terhadap sumber- 
sumber kekayaan alam. Muhammadiyah melihat bahwa kedaulatan 
energi Indonesia sangat lemah. Hanya sekitar 10 persen mineral 
dan batubara yang dikuasai oleh negara. Dimana sebagian besar 

5 https://www.indonesia.go.id/layanan/kependudukan/ekonomi/judicial-review- 
ke-mahkamah-konstitusi, diunduh 20 [uni 2020. 
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berada di tangan swasta dan asing. Minimnya kontrol negara 
terhadap kekayaannya sendiri ini, tentunya akibat dari kelemahan 
yang ada dalam peraturan, termasuk dalam UU Minerba. 
Seperti diketahui, Ketua Umum PP Muhammadiyah 2005- 
2015, Din Syamsuddin menyatakan bahwa Muhammadiyah 
mengajukan uji materi sejumlah UU, termasuk UU Minerba, 
yang dianggap merugikan kepentingan nasional. Bahkan, 
selanjutnya PP Muhammadiyah juga melakukan judicial 
review terhadap UU lain sebagai tindak lanjut dari amanat 
Muktamar Muhammadiyah 2010 di Yogyakarta, seperti UU 
Minerba, investasi, geothermal; Privatisasi air, Penanaman Modal 
Asing, dan lain-lain, yang ditengarai melanggar kepentingan rakyat 
dan negara. 

Sebagai informasi, MK mengabulkan relatif cukup banyak 
gugatan judicial review yang diajukan oleh berbagai pihak terkait. 
Status perkara di MK: tahun 2011: dari 145 jumlah perkara dalam 
amar putusannya kabul: 21, tolak: 29, tidak diterima: 35, tarik 
kembali: 9, dan gugur: O; tahun 2012: dari 169 jumlah perkara 
dalam amar putusannya kabul: 30, tolak: 31, tidak diterima: 
28, tarik kembali: 5, dan gugur: 2; tahun 2013: dari 181 jumlah 
perkara dalam amar putusannya kabul: 22, tolak: 52, tidak 
diterima: 22, tarik kembali: 12, dan gugur: 2; tahun 2014: dari 
211 jumlah perkara dalam amar putusannya kabul: 29, tolak: 
41, tidak diterima: 37, tarik kembali: 17, dan gugur: 6; tahun 
2015: dari 220 jumlah perkara dalam amar putusannya kabul: 
25, tolak: 50, tidak diterima: 61, tarik kembali: 15, dan gugur: 
4; selanjutnya tahun 2016: dari 174 jumlah perkara dalam amar 
putusannya kabul: 19, tolak: 34, tidak diterima: 30, tarik kembali: 
9, dan gugur: 3; serta tahun 2017: dari 180 jumlah perkara dalam 
amar putusannya kabul: 22, tolak: 48, tidak diterima: 44, tarik 
kembali: 12, dan gugur: 4; sedangkan pada rentang tahun 2018- 
2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan, di tengah 
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masih tingginya angka pengaduan perkara, amar putusan yang 
menolak relatif lebih mendominasi. 

Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang 

Tllhul'I Diilllilm Prosn c,,oglw...l J&.1mlah Amar Putusan Jumt1h O>I""' Juml•l'I ...... Putu�n p,-. uu 
lalu 'Tahun lnl ron� 

Dlufl 

2003 a 1• 2• tabul :0 • 20 1.6 
ITolak: 0 
ITid11k Dlterlma: 3 

arik Kembali: 1 
Gun;ur: o 
Tidllk tuirwern1ng: 0 

l.000 20 l7 47 IC.iit1ur 1l 3S 12 14 
Tot111lt.:8 
Tldilll. Dherima ll 
T11r\k K11mMll1 i-' 
Gu�r:0 
Tld..illt 81!!!rwf!.ttan1: C 

2005 12 1S n l(.lbul 10 7B 9 12 
lolaJc IA 

""' Dlterfm.i 4 
Tnnk. ic..mbltl : O �·ln'- c 
ni:111111: 8cl.!Wer,Dl"l8: D 

2006 9 T1 l6 lc.bul 18 ,.. 1 9 
Tela!,;. a 
Tiii, Cllerlm� u 
Ta,\k Kt!m.b1H: Z 
GIJ�ur O 
llda 8tJrWl!l'1iilll"II : 0 

I.WI 7 30 J7 lt.!bul 1• 11 10 n 
fcillk: 11 
lid.at Olterlm:a 7 
Ta.tl:k 1tcmb11..U : 5 
Gupr Cl 
'Tidil'k �,wen.infl: 0_ 

� Ul 36 46 Lilbul 10 34 12 UI 
Toli!lt 12 
1ldvk Diterima : 7 
1'arik Kembali: 5 
Gugur:O 
lid.111l Btirwano\l\H · D 
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12 78 90 Kabul: 15 51 39 
ro11k: 18 
nd1k Dlterimo : 11 
r1rik Kemboll : 7 
Guaur:O 
ndak Berwenq: O 

2010 39 81 120 Kabul: 11 61 51 
rolak: 22 
nd1k Dlterima : 16 
r1rik Kemblll : 5 
Gutur:O 
Tid•k Berwen1na : o 

2011 59 86 IAS Kabul: 21 9' 51 55 
rol1k: 29 
ndlk Dlterimo : 35 
rarik Kemblll : 9 
Guaur:O 
ndlkBerwenono:O 

2012 51 118 1(9 Kabul: 30 97 72 0 
rollk: 31 
ndlk Dlterim1 : 21 
rarik Kemboll : 5 
Gulur: 2 
OdlkBerwenono: 1 

2013 72 1119 181 Kabul: 22 110 n 64 
ro11k: 52 
nd1k Dlterimo : 22 
rarik Kemboll : 12 
Gwlur: 1 
ndak Berwenan1: 1 

n 140 zn ltlbul: 29 131 1111 n 
ro11k :41 
ndak Dlterimo : 37 
rarik Kemball : 17 
QJIUr:6 
ndak Berwen•OB : 1 

2015 140 220 Kabul: 25 157 63 77 
rolak:50 
ndlk Dlterimo : 61 
flrik Kemboll : 15 
Guaur:4 
Tidak Berwen1rw: : 2 
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2016 63 111 174 Kabul l!I 96 78 72 
la4•• : 3" 
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G1.1pir · l 
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Gu1u1 l 
Tldl� hfwaNl\8; 2 
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Tolok 46 
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torJHomball ,B Gu..., 1 
Tldiili: St!rwen�na; O 

2020 30 45 15 ��ul 2 23 52 32 
1.- •• , 8 
Tida\ Oil�rl ITUI ll 
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Jumlah 699 1366 2065 Kabul: 265 1314 . 691 
Tolak: 474 
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Tarik Kembali : 125 
Gugur: 23 
ndak Berwenang: 9 

Sumber: hnps://mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU&menu=4, diunduh 20 Juni 2020. 

Perseteruan DPR vs MK? 
Sebuah fenomena menarik dari perseteruan DPR dan MK 

dapat diamati pada kasus Pemotongan Anggaran MK oleh DPR 
Beberapa kalangan menilai ini sebagai bentuk serangan batik dari 
DPR, atas peran MK yang dianggap terlalu progresif menerima 
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dan mengabulkan beragam gugatan judicial review atas beberapa 
UU sebagai produk legislasi di DPR. Pengurangan anggaran MK 
kembali terjadi pada hasil pembahasan anggaran oleh DPR.6 Pada 
tahun anggaran 2013, MK mendapat jatah sebesar Rp 199 miliar 
dari anggaran yang diusulkan sejumlah Rp 260 miliar. Selisih 
anggaran yang disetujui dengan usulan adalah Rp 61 miliar. Jumlah 
itu tiga kali lipat dari pemangkasan anggaran MK yang dilakukan 
DPR tahun sebelumnya sebesar Rp 20 miliar. Salah satu akibat 
dari pemangkasan anggaran itu, MK tidak memperoleh alokasi 
anggaran untuk sosialiasai, publikasi putusan, dan pendidikan 
berkonstitusi. Pada 2012, kegiatan itu mendapat alokasi anggaran 
sebesar Rp 20 miliar. Akan tetapi, pada 2013, alokasi anggaran 
untuk kegiatan itu sama sekali dihilangkan. 

Ketua MK saat itu, Mahfud MD, menduga pemangkasan 
anggaran itu merupakan reaksi DPR akibat dirinya sering mem- 
buat pernyataan yang menimbulkan kontroversi. Beberapa 
tahun terakhir, terdapat kecenderungan "perang dingin" antara 
dua lembaga tersebut. Walaupun respons negatif DPR sebagai 
legislator sudah terlihat pada tahun awal pembentukan MK, 
sampai dengan 2012 suasana persaingan tersebut masih muncul. 
Bahkan, respons itu sampai pada upaya untuk mempengaruhi 
kinerja dan kedudukan lembaga dengan kewenangan yang 
dimiliki. Sebagai contoh, revisi UU MK yang dilakukan DPR pada 
2011 memunculkan materi yang berupaya mengubah kedudukan 
DPR melalui pengaturan pengawasan dan batasan putusan MK 
Ketentuan dalam revisi UU MK itu terlihat sebagai serangan DPR 
kepada MK melalui kewenangan pembentukan UU yang dimiliki 
DPR. Tak berselang lama setelah pengesahan revisi UU MK itu, 
MK menerima pennohonan pengujian UU terhadap revisi UU MK 

' Mahfud Bikin Kontroversi, DPR Sunat Anggaran. Tempo.co. 24 November 
2012. http ://www. tern po .co/read/news/2012/11/24/07 8443 763/M ahfud-Bikin- 
Kontroversi-DPR-Sunat-AnggaranMK, diunduh 23 [uni 2020. 
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Hasilnya, MK berhasil memulihkan kewenangannya yang dicoba 
dipangkas dan diintervensi oleh DPR. 

Upaya adu kekuatan dengan kewenangan yang dimiliki 
berlanjut dengan pemangkasan anggaran MK DPR mencoba 
menunjukkan dirinya dengan fungsi anggaran. Kewenangan itu 
tidak bisa dilawan lagi oleh MK, tidak seperti kewenangan legislasi 
yang bisa diuji oleh MK Mencermati pola hubungan DPR dan MK 
tersebut, tampak ada pergeseran objek yang berpengaruh. Kalau 
pada masa awal pembentukan MK sampai dengan akhir masa 
jabatan Ketua MK pertama yaitu Jimly Asshiddiqie, hubungan 
yang memanas sering muncul karena kewenangan pengujian 
UU yang dimiliki oleh MK Akan tetapi, beberapa tahun terakhir, 
ada pergeseran dengan terlibatnya Ketua MK sebagai pihak yang 
mempengaruhi hubungan antara dua lembaga itu. 

Memang, sosok Moh. Mahfud MD sebagai Ketua MK saat 
ini tidak bisa dipisahkan dari latar belakangnya sebagai politisi 
sehingga pernyataannya pun sering masuk ke wilayah publik 
yang cenderung politis, apalagi dengan tingkat popularitasnya 
yang menjadi kandidat untuk diperhitungkan dalam pemilihan 
presiden yang akan datang. Pernyataan dan penampilan ke muka 
publik sering ditafsirkan sebagai upaya promosi meningkatkan 
popularitas individu. Alasan itu juga yang disinyalir menjadi 
penyebab dihapuskannya alokasi anggaran sosialisasi. Terlepas 
dari ruang politik masalah tersebut, ada dua ha! yang menarik 
untuk dilihat, yaitu penggunaan kewenangan dan komunikasi 
hakim. Pemangkasan anggaran memang menjadi kewenangan 
DPR untuk memberikan persetujuan atas usulan anggaran yang 
diajukan kementerian/lembaga. Prosesnya menjadi politis ketika 
DPR mempunyai sensitivitas dengan lembaga tertentu. Dalam ha! 
itu, objektivitas alasan pemangkasan selalu mendapat tantangan. 

Lihat lebih lanjut dalam Catatan Evaluasi Kinerja Legislasi 
DPR 2011, Legislasi: Aspirasi atau Transaksi?, Pusat Studi Hukum 
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dan Kebijakan Indonesia (2012) menyatakan bahwa secara tidak 
langsung, ha! itu diakui sendiri oleh Mahfudz MD, Ketua MK saat 
itu, dengan memberikan penilaian bahwa pemangkasan anggaran 
akibat pernyataannya yang sering menimbulkan kontroversi yang 
berarti menjadikan dirinya sebagai objek yang mempengaruhi 
hubungan tersebut. Apakah pemangkasan anggaran itu disebabkan 
alasan objektif karena masalah penganggaran yang tidak tepat atau 
lebih didasarkan pada sensitivitas antara lembaga yang bermuara 
pada kualitas hubungan antarlembaga sedang membaik atau sedang 
memburuk? Apabila alasan kedua yang digunakan, ha! itu merupakan 
bentuk penyimpangan kekuasaan dan intervensi terhadap lembaga 
lain. Penggunaan suatu kewenangan publik untuk tujuan lain atau 
atas dasar kepentingan negatif tentu akan menimbulkan kerugian 
bagi kepentingan publik itu sendiri. Sebagai contoh, pemangkasan 
anggaran yang dilakukan DPR menghilangkan alokasi untuk sosialisasi 
putusan dan pendidikan berkonstitusi. Alokasi itu sebenarnya untuk 
memenuhi kepentingan publik memperoleh informasi. 

Dengan hilangnya alokasi anggaran itu, hak publik terhadap 
informasi putusan MK akan semakin terbatas. Catatan lain dari 
masalah pemangkasan tersebut adalah gaya komunikasi Ketua MK 
saat ini yang sering tampil di media dan memberikan pernyataan 
terkait dengan masalah politik. Tak jarang, pernyataannya 
menimbulkan polemik. Sebagai contoh, pernyataan tentang adanya 
mafia narkoba di lingkaran istana membuat "berang'' beberapa 
pejabat. Mensesneg merespons tuduhan itu dengan menyatakan, 
"Saya sangat berkeberatan dan terhina dengan kata-kata Saudara 
Mahfud yang menuduh mafia narkoba sudah masuk ke lingkaran 
Istana; suatu tuduhan yang amat keji dan mencemarkan nama 
lembaga kepresidenan".7 

7 Mensesneg Keberatan Atas Pernyataan Mahfud, antaranews.com. 9 November 
2012. http:/twww.antaranews.com/berita/342828/mensesneg-keberatan-atas-pemyataan- 
rnahfud-mcl, diunduh 23 Juni 2020. 
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Pernyataan Mahfud MD itu disarnpaikan setelah Presiden 
memberi grasi kepada gembong narkoba yang mendapat hukuman 
mati. Pernyataan lain yang menimbulkan polernik adalah lembaga 
legislatif, eksekutif, dan yudikatif sudah mengalami kebobrokan. 
Beberapa tokoh dan politisi menyayangkan pernyataan itu. 

Dua kondisi yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, yaitu 
situasi pengujian UU oleh MK dan pemotongan anggaran MK 
menunjukkan adanya satu kebutuhan untuk menjaga independensi 
atau netralitas MK terhadap kepentingan tertentu seperti ke- 
pentingan politik. Dalam pengujian UU, mutlak diperlukan 
netralitas hakim MK. Posisi MK dalam pengujian UU salah 
satunya melakukan koreksi terhadap materi UU yang didominasi 
kepentingan politik dan bertentangan dengan UUD 1945. Apabila 
hakim MK sudah tercemari dengan kepentingan politik tertentu 
yang merugikan masyarakat, objektivitas keputusannya menjadi 
masalah besar. 

Perannya di MK seharusnya bukan merupakan kaki 
tangan partai politik untuk mengamankan kebijakan yang telah 
dirumuskan dalam UU. Di situlah pentingnya netralitas MK. 
Sebagai contoh, pengujian terhadap UU Pemilu. Sebenarnya, MK 
mempunyai pilihan untuk mengikuti arus besar dari parlemen atau 
melakukan koreksi atas kesalahan arus besar itu. Kenyataannya 
adalah MK memilih untuk melawan arus besar dari "Senayan". 

Dengan catatan-di satu sisi-sosialisasi dan pendidikan 
selama ini berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dan 
memberi pengaruh balk kepada publik. Di sisi lain, DPR dapat 
memangkas alokasi anggaran itu atas dasar evaluasi efektivitas 
program bukan karena alasan subjektif atau politis lain. 

N etralitas terhadap kepentingan politik perlu dijaga untuk 
menjamin konsistensi penerapan UUD 1945. Namun, perlu 
diwaspadai bahwa upaya mempengaruhi netralitas itu terns 
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diupayakan, apalagi upaya intervensi yang dilakukan meng- 
gunakan kewenangan yang legal. Bisa jadi, pemotongan anggaran 
merupakan salah satu upaya untuk melemahkan posisi MK dalam 
praktik ketatanegaraan.8 

Kinerja DPR ditengah Sorotan 
Sebenamya kalangan DPR sendiri sudah sangat menyadari 

banyaknya sorotan publik atas kinerjanya selama ini. Sebagai 
bentuk keseriusan DPR dalam meningkatkan efektivitas kerja guna 
meningkatkan kinerjanya maka pada tahun 2015 DPR membentuk 
Tim Implementasi Reformasi DPR Tim ini merupakan kelanjutan 
dari Tim yang dibentuk pada Tahun Sidang I, 2014-2015. Pada Tahun 
Sidang III ini, Tim yang terdiri dari Anggota Dewan dan didukung 
oleh Tim Asistensi dari Sekretariat Jenderal DPR dan Badan Keahlian 
DPR RI bekerja sama dengan Center for Election and Political Party 
FISIP UI (CEPP FISIP-UI) bekerja keras mewujudkan dokumen Blue 
Print Implementasi Reformasi DPR yang diterbitkan dalam bentuk 
buku dan dibagikan kepada Anggota Dewan ketepatan dengan hari 
ulang tahun DPR RI pada tanggal 29 Agustus 2017.9 

Blue Print Implementasi Reformasi DPR RI memuat agenda 
strategis reformasi DPR RI 2014-2019 untuk melakukan pe- 
nguatan sistem kedewanan, sistem pendukung dan kemandirian 
kelembagaan. Blue print juga memiliki fungsi membangun 'Memori 
Kolektif Bangsa' dan mempersiapkan sarana prasarana yang dapat 
mendukung peran dan fungsi DPR di era Reformasi. Semua agenda 
kerja tersebut dimaksudkan untuk mendukung visi DPR RI yaitu: 
''Terwujudnya DPR RI sebagai lembaga perwakilan yang modem, 
berwibawa, dan kredibel". 

8 Catatan-Kinerja-DPR-2012-Fondasi-Tahun-Politik-Part-1, Pusat Studi Hukum 
dan Kebijakan Indonesia, 2013, diunduh 23 )uni 2020. 

s Ringkasan Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 201&--2017. 
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Lembaga perwakilan yang modern, berwibawa, dan kredibel 
memiliki tiga karakteristik utama. Pertama, peran dan fungsi DPR 
berjalan baik dan optimal. Kedua, mudah diakses publik sehingga 
publik bisa menyampaikan aspirasinya dan berpartisipasi langsung/ 
tidak langsung dalam kerja-kerja DPR. Ketiga, memanfaatkan 
teknologi informasi untuk menunjang kerja-kerja DPR. 

Diharapkan dengan terwujudnya DPR RI sebagai lembaga 
perwakilan yang modern, berwibawa, dan kredibel, DPR RI akan 
dapat bekerja lebih optimal dalam mendukung pembangunan 
nasional dalam kerangka representasi rakyat dan sebagai pe- 
nyeimbang pemerintah. Dengan idealisme tersebut, DPR RI ber- 
ikhtiar untuk menjadikan dirinya sebagai lembaga perwakilan 
rakyat yang senantiasa memperjuangkan aspirasi rakyat dan 
kesejahteraan rakyat. 

Upaya serius DPR dalam membangun lembaga yang modern 
yang salah satu aspeknya adalah mudah diakses oleh publik 
telah terbukti. Dengan adanya penilaian objektif dari lembaga 
swadaya Jerman yang disampaikan oleh Koordinator Gesel/schaft 
fiir Internationale Zusammenarbeit (GIZ) sebuah penyedia jasa 
pengembangan teknologi Jerman untuk AIPA bahwa DPR 
menempati urutan pertama kategori parlemen paling transparan 
diantara parlemen negara Asia Tenggara (ASEAN). Penilaian 
tersebut berdasarkan praktik keterbukaan yang dilakukan oleh 
DPR kepada seluruh pemangku kepentingan.v 

Sejak dibentuk di awal Periode Keanggotaan 2014-2019, 
Tim Implementasi Reformasi DPR RI terus menjaga komitmen 
menuntaskan reformasi DPR RI melalui pelaksanaan Rekomendasi 
yang tertuang dalam Blue Print. Di akhir tahun 2018, Tim ber- 
kesempatan melaksanakan studi banding ke Perancis. Bayangan 
mengenai DPR yang mandiri, dengan substansi perundangan- 

10 Ringkasan Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2016-2017 
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undangan dapat dicapai dengan alternatif penggunaan anggaran 
seperti di Amerika dengan pork barrell dan kekuasaan yang lebih 
luas. 

Tim ingin meninggalkan legacy dalam bentuk blue print agar 
DPR Modern yang dicita-citakan dapat tercapai. Dokumen blue 

print menjadi prioritas utama Tim, dan dengan dokumen yang ada 
saat ini terus dilengkapi agar lebih komprehensif. Substansi penting 
yang perlu dimasukkan adalah konsep penguatan kelembagaan 
perwakilan. Mulai dari penguatan sistem kelembagaan DPR, 
kemandirian DPR, dan pengutamaan sistem pendukung DPR. Pada 
akhirnya, adalah pembaharuan di bidang peraturan perundang- 
undangannya. Inti dari seluruh gagasan ini adalah menyelesaikan 
beberapa Naskah RUU. 

Ide reformasi kelembagaan DPR sudah ada sejak dahulu, 
tetapi baru dapat terwujud dengan dukungan satu tim khusus. 
Penguatan kelembagaan DPR secara struktur kelembagaan 
jika dibandingkan dengan eksekutif masih sama, tetapi dari 
sisi keprotokolan berbeda. Salah satu contohnya adalah bentuk 
pengamanan. Ketika istana dijaga oleh TN! maka parlemen dapat 
menggunakan Polri. Ini yang akan direformasi dalam UU yang 
secara kelembagaan akan mengatur nomenklatur tiga lembaga 
yang ada di parlemen dengan pola hubungan yang juga diatur 
dalam UU. Tidak terlalu sulit untuk membuat tiga UU karena 
sudah ada konstruksi formal. 

Selanjumya pada 25 April sampai dengan 2 Mei 2019, Tim 
telah melaksanakan Kunjungan Muhibah ke Washington D.C., 
Amerika Serikat, yang dipimpin oleh Ketua Tim/ Pimpinan DPR RI, 
yaitu Wakil Ketua Fahri Hamzah. Kunjungan muhibah dilaksanakan 
untuk mendapatkan pengetahuan serta berbagi pengalaman 
mengenai pelaksanaan fungsi parlemen dan sistem pendukung 
Parlemen Amerika Serikat sebagai perbandingan untuk menuju 
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parlemen Indonesia yang modern. Parlemen Modern adalah 
keterbukaan dan kecepatan dalam menjalankan fungsi representasi 
rakyat. Semakin terbuka proses politik dan informasi mengalir dari 
parlemen kepada masyarakat, maka semakin modern parlemen. 
Perwujudan Parlemen Modem menjadi kebutuhan penting agar 
terjaga komunikasi dan kolaborasi antaranggota DPR dan Alat 
Kelengkapan Dewan di dalam lembaga DPR dan berkomunikasi 
serta berkolaborasi dengan masyarakat, kapanpun dan dimanapun 
Anggota DPR berada. 

Sebelumnya, sebagai langkah konkret dalam menyusun 
Blue Print yang akan menjadi awal memulai kerja DPR periode 
berikutnya, pada 18 April 2019, Tim telah melaksanakan Seminar 
"Penyempurnaan Blue Print Implementasi Reformasi DPR". Seminar 
tersebut bertujuan untuk mendapatkan masukan dari para peserta 
terhadap penyempumaan Blue Print dan penyempumaan paket 
Rancangan Undang-Undang (RUU) sebagai bentuk penguatan 
lembaga perwakilan. Paket RUU ini terdiri dari RUU tentang MPR, 
RUU tentang DPR, RUU tentang DPD, RUU tentang DPRD, RUU 
tentang Etika Anggota Lembaga Perwakilan, dan RUU tentang 
Sistem Pendukung Lembaga Perwakilan. 

Kemandirian DPR RI dan lembaga-lembaga perwakilan 
lainnya yang digagas melalui paket undang-undang lembaga 
perwakilan adalah mencakup kemandirian pengelolaan anggaran, 
kemandirian sistem pendukung, dan pengelolaan keamanan. 
Adapun penguatan sistem pendukung DPR RI dilakukan melalui 
penguatan dukungan keahlian melalui Badan Keahlian DPR RI, 
pembenahan sistem kepegawaian, dan pembangunan sarana- 
prasarana pendukung. 

DPR RI sebagai lembaga perwakilan perlu diperkuat melalui 
intemalisasi nilai-nilai demokrasi dan pelembagaan, keseimbangan, 
kekuasaan, dan sekaligus miniatur pluralitas politik yang harus 
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dirawat dan diperkuat. Dalam perspektif inilah, transformasi 
kelembagaan DPR RI ke arah yang lebih visioner menjadi sebuah 
keniscayaan. Transformasi kelembagaan DPR menjadi lembaga 
perwakilan modem tentu tidak semata-mata sebagai terobosan 
simbolik kelembagaan perwakilan tetapi sebagai upaya mewujudkan 
kelembagaan rakyat yang semakin mendapat kepercayaan publik, 
transparan, dan memberikan ruang partisipasi yang seluas-luasnya 
dalam setiap proses pengambilan keputusan politik." 

Marzuki Alie, Ketua DPR RI Periode 2009-2014, menilai kinerja 
para wakil rakyat di tahun sidang 2012-2013 di bidang legislasi 
dianggap sudah cukup efektif. Hal ini ditandai dengan pengesahan 
tujuh RUU.12 Pengesahan RUU sudah lumayan baik mengingat saat 
itu kinerja dewan tengah mendapat banyak sorotan negatif. Politisi 
Demokrat ini menyatakan bahwa para wakil rakyat telah berusaha 
mengoptimalkan kinerja mereka di berbagai alat kelengkapan DPR 

Proses pembahasan hingga pengesahan RUU memakan 
waktu yang cukup panjang. Menurutnya, ini terjadi karena DPR 
ingin benar-benar menghasilkan UU yang bersifat jangka panjang 
dan implementatif di masyarakat. Proses pembahasan beberapa 
RUU melebihi alokasi waktu yang ditetapkan. Ini upaya dewan 
menghasilkan Undang-Undang yang diharapkan berlaku jangka 
panjang dan efektif dalam implementasinya. 

Pada periode masa sidang 2012-2013, ada sekitar 25 RUU 
yang masih dalam proses pembicaraan tingkat I. Seluruh RUU 
tersebut telah mendapat persetujuan untuk diperpanjang, baik 
yang diinisiasi komisi, badan legislasi atau panitia khusus. 
Pembahasan 25 RUU tersebut akhimya dilanjutkan pada masa 
sidang berikutnya. 

11 Laporan Kinerja DPR RI Tahun Kelirna (Periode 2014-2019). 
u https ://republika. co. id/berita/rn p ta 2 p/sahkan- 7- uu-ketua-dpr -klaim-kinerj a- 

legislasi-ef ektif, diunduh 23 Juni 2020. 
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Sedangkan, tujuh RUU yang telah disahkan menjadi undang- 
undang adalah RUU Pembentukan Kabupaten Musi Rawas 
Utara, RUU APBN-P 2013, RUU Organisasi Kemasyarakatan, RUU 
Keantariksaan, RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, RUU 
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta RUU 
Pendidikan Kedokteran. 

Kinerja lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia (DPR RI) khususnya di bidang legislasi, kerap mendapat 
sorotan publik. Fungsi legislasi berkaitan dengan jumlah dan 
kualitas peraturan perundang-undangan yang dihasilkan anggota 
Parlemen. Misalnya, hingga Juli 2013, DPR dan Pemerintah baru 
menghasilkan antara lain UU tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Terorisme, revisi UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD; 
serta UU tentang Karantina Hewan. Sebuah ironi di tengah 
banyaknya sorotan berbagai kalangan terhadap target prolegnas 
yang disusunnya sendiri. 

Selanjutnya, dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 
Prioritas Tahun 2018, ada 50 RUU yang diproyeksikan untuk dibahas. 
!tu belum termasuk 4 RUU Prolegnas Kumulatif. Kinerja legislasi 
DPR tak akan banyak berubah karena sudah memasuki tahun 
politik. Saat ini, Komisi Pemiliha Umum sedang memproses ribuan 
calon anggota legislatif yang diusulkan partai politik. Dari jumlah 
itu, banyak calon berlatar belakang sarjana hukum atau advokat. 
Ini menjadi tantangan sekaligus menaruh harapan di pundak para 
calon anggota legislatif berlatar belakang hukum. Forum Masyarakat 
Peduli Perlemen Indonesia (Formappi) mencatat mayoritas anggota 
Komisi Ill DPR (Bidang Hukum, HAM, dan Keamanan) adalah orang- 
orang yang memiliki latar belakang hukum. Jadi, peran mereka 
dalam menjalankan fungsi legislasi DPR sangat besar.13 

13 https://www.hukurnonline.com/berita/baca/lt5b5d37424f9fa/perbaiki-kinetja- 
legislasi-dpr--tantangan-bagi-advokat-yang-nyaleg, diunduh 23 Juni 2020. 
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Masalah Etik dan Tuntutan Peningkatan Kinerja Dewan 
Peristiwa menarik belum lama terjadi saat digelar Rapa! 

Kerja Komisi IX bersama Menteri Koordinator Pemberdayaan 
Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, yang di- 
dampingi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri 
Sosial Juliari P. Batubara, dan pimpinan BPJS, (12/6/20). Dalam 
rapat yang membahas masalah jaminan sosial itu, Muhadjir 
mengutarakan kemarahannya di depan rapat. Yang memantik 
kemarahan Muhadjir adalah adanya beberapa anggota Komisi 
IX yang meninggalkan rapat setelah menyampaikan pertanyaan." 

Adanya kejadian beberapa anggota DPR yang meninggalkan 
rapat seusai bertanya sebenarnya sudah lama terjadi, dan 
cenderung berlangsung dari waktu ke waktu. Persoalannya 
kemudian muncul ketika Menteri sebagai mitra rapat memberikan 
jawaban, Anggota DPR yang bertanya atau menyampaikan 
pernyataan tersebut sudah tidak ada. Sehingga, acapkali Menteri 
atau Pimpinan Komisi tidak dapat langsung mengkonfirmasi apakah 
jawaban yang disampaikan sudah sesuai dengan pertanyaan atau 
pernyataan Anggota Dewan tersebut. 

Meninggalkan rapat seusai bertanya itu jelas tidak etis. Imam 
Suharjo, Anggota DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 
(PPP) tahun 1997-1999 dan 2004-2009 menyatakan bahwa seorang 
menteri marah-marah di DPR itu memang tidak Jazim. Menurutnya, 
tidak sedikit anggota DPR yang hampir tidak pernah datang ke 
kantor. Anehnya itu dibiarkan oleh fraksinya. Kondisi sekarang 
bahkan lebih parah karena sistem rekrutmen Caleg yang buruk. 

Imam Suharjo bahkan berani menyebut sikap suka mem- 
bolos anggota Dewan tersebut sebagai "memakan uang haram". 
Menurutnya, peristiwa ini harus diambil pelajarannya bahwa 

" https ://pwmu.co/151903/06/15/dpr·dima rahi-menteri-bk· jangan-diam/, 
cliunduh 26 )uni 2020. 
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DPR juga harus membuka diri terhadap kritik. Imam melihat 
yang dilakukan Muhadjir itu sebenarnya lebih bernuansa kritik. 
Ajakan bermitra secara konstruktif dan menghormati. Untuk itu, 
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR harus mengambil 
inisiatif untuk menindaklanjuti kritik Muhadjir ini agar ha! serupa 
tidak terjadi di rapat-rapat yang lain. MKD harus kembali berfungsi 
untuk rnenilai dan menegakkan etika. Penegakan etika ini juga 
untuk mengangkat martabat DPR. 

Fakta lain yang bisa dikritisi adalah semakin banyaknya 
Anggota DPR terpilih lebih dikarenakan faktor kekuatan 
pendanaan se!ama masa karnpanye, dan bukan karena per- 
timbangan pemilih atas latar belakang keahlian calon Anggota. 
Ini sangat menyulitkan Partai/Fraksi ketika dihadapkan 
pada tingginya tuntutan mobi!itas dan produktifitas Anggota 
Dewan dalam kinerja legis!asinya. Partai/Fraksi kerap gaga! 
mendistribusikan dengan baik performa terbaik dari Anggota 
Dewannya. Tidak jarang, Partai/Fraksi terpaksa menugaskan 
aktor tokoh politiknya dalam pembahasan-pembahasan beberapa 
RUU seka!igus. Hal ini sangat mudah diarnati, ketika proses 
pembahasan sebuah RUU mulai memasuki tahapan sosialisasi 
dan penyerapan aspirasi dari masyarakat. 

Sementara di sisi yang lain, peran aktif Anggota Dewan 
tidak hanya dituntut dalam proses legislasi saja, namun juga 
harus secara berimbang dilakukan beriringan dengan tugas-tugas 
penganggaran dan pengawasan. Lagi-lagi disini dapat dilihat 
dengan gamblang, betapa sering terjadi tumpang tindih tugas 
seorang Anggota Dewan yag secara bersamaan juga harus terlibat 
dalam rangkaian persidangan secara marathon sebagai Pimpinan/ 
Anggota di Alat Kelengkapan Dewan (AKD) seperti Komisi-komisi, 
Badan Musyawarah (Bamus), Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), 
Badan Legislatif (Baleg), Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), 
Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), atau sebagai Panitia 
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Kerja (Panja), dan kemungkinan masuk sebagai Tim Perumus 
sebuah pembahasan agenda tertentu. 

[adi, anggapan bahwa Anggota Dewan suka membolos, atau 
suka meninggalkan rapat usai bertanya, masih perlu diteliti 
kembali apakah penyebabnya. Karena, sangat mungkin hal itu 
terjadi lantaran besarnya tuntutan bagi Anggota Dewan untuk 
melaksanakan fungsi dan tugas-tugas kedewanannya secara 
bersamaan. Belum lagi jika Anggota dewan tersebut juga memiliki 
tugas sebagai pengurus Partai, maka bisa dipastikan bakal terjadi 
tumpang tinctih tugas dan peran yang sulit dicarikan komprominya. 

Narnun, bagaimanapun Dewan tetap harus membuka diri 
untuk selalu dapat menerima kritik. Dari situlah diharapkan 
kedepan akan dapat semakin meningkatkan sinergi dan kinerja 
Dewan dalam melaksanakan amanah konstitusi, sebagai aktor 
utama pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran (budjeting), dan 
pengawasan. 

Memperkokoh Kehormatan Dewan, Sebuah Epilog 
Menghadapi kondisi-kondisi di atas, serta atas banyaknya tarik 

menarik kepentingan dalam setiap proses politik yang mengiringi 
lahirnya sebuah produk legislasi, Dewan patut lebih memperkokoh 
aspek "kehormatan Dewan". Dewan ten tu akan semakin di tun tut 
untuk lebih progresif dalam mengejawantahkan setiap aspirasi 
masyarakat kedalam sebuah peraturan perundang-undangan yang 
dibutuhkan oleh masyarakat. Dewan juga memiliki kewajiban 
yang sernakin besar dalam rangka meningkatkan control quality 
terhadap kinerja legislasi, karena memiliki dampak langsung 
terhadap pengaturan perundang-undangan yang segera dibutuhkan 
keberadaannya atau diperlukan adanya penyesuaian pengaturan 
perundang-undangan terhadap perubahan dan dinarnika yang 
terjadi. 
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Keberadaan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dapat 
menjadi tolok ukur adanya penegakan disiplin Anggota Dewan 
atas pelaksanaan tugas-tugasnya sesuai amanat konstitusi. MKD 
dapat mengambil peran strategis dan menjadi jembatan bagi 
Partai/Fraksi dalam menegakkan disiplin para Anggotanya. Ini 
menjadi sangat penting, ketika di satu sisi Partai/Fraksi kerap 
mengalami kendala struktural, maupun kendala emosional 
berkaitan dengan kepentingan penegakan disiplin dan etika Dewan 
secara profesional. 

Atas kendala struktural dan emosional tersebut, MKD dapat 
lebih memfungsikan dirinya secara profesional sebagai penegak 
disiplin dan etika anggota Dewan. Namun, kritik yang mengemuka 
belakangan ini justru mengarah secara tajam kepada MKD. Bahwa 
MKD dianggap semakin tidak mampu memerankan dirinya secara 
profesional sebagai Hakim, namun MKD hanya sebatas bertugas 
mengamankan anggota-anggotanya yang bermasalah agar tidak 
semakin merugikan kepentingan masing-masing Partai/Fraksi. 

Terakhir, kiranya DPR bersama Pemerintah terns membenahi 
diri dan kinerjanya dalam menegakkan amanat rakyat. Jangan 
pemah terjadi DPR bersama Pemerintah justru melakukan "makar" 
terhadap rakyat sebagai pemegang kedaulatan sejati. Makna dan 
arti makar hendaknya tidak dipersempit sebagai bentuk tindakan 
subversi atau pemberontakan terhadap kekuasaan yang sah. 
Namun, kata "makar" sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an 
Surat Al-Anfal/8: 30, bermakna sebagai perbuatan "tipu daya" 
untuk mendahulukan kepentingan diri dan kelompoknya sendiri, 
sehingga dapat merugikan kepentingan rakyat, bangsa dan negara. 

Oleh karena itu, penting sekali untuk mengembalikan 
fungsi dan tugas MKD secara bijak, sehingga mampu menjadi 
garda terdepan penjaga moral etik anggota Dewan. MKD harus 
memerankan diri sebagai pihak yang secara mandiri melakukan 
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control quality atas tugas-tugas kedewanan. Termasuk akan sangat 
memungkinkan jika MKD dapat mulai mengambil inisiatif untuk 
secara rutin menerbitkan raport kinerja anggota dewan selama 
periode tertentu, bisa dalam setiap periode masa sidang hingga 
reses, ataupun dalam setiap semester atau tahun berjalan. Dengan 
dernikian, marwah kehormatan Dewan akan semakin kokoh, dan 
terjaga dengan baik. 
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MEMBANGUN PERADABAN HIKMAH 
MELALUI PENEGAKKAN ETIKA KONSTITUSI 

Fitrah Bukhari, S.H., M.H. 
Tenaga Ahli Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI 

Pendahuluan 
Gagasan kedaulatan rakyat memiliki cita-cita awal untuk 

mengontrol kekuasaan. Sebagaimana diketahui Bersama, per- 
kembangan teori negara diawali dari pemerintahan seorang raja. 
Kemudian muncul keinginan dari beberapa kelompok untuk mulai 
membatasi kekuasaan raja, maka dibentuklah sebuah badan 
untuk mengontrol jalannya kekuasaan raja. Badan ini sering 
disebut parlemen, yang berisikan kumpulan orang-orang terpilih 
dari masyarakat untuk memastikan raja tidak bersikap desposit 
dan otoriter. Gagasan badan parlemen kemudian menjamur ke 
seluruh penjuru dunia, menandakan gagasan ini mendapatkan 
resultantenya, dan dapat diterima oleh seluruh kalangan. 
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Selama lebih dari 2 abad, Lembaga legislatif merupakan 
institusi kunci dalam perkembangan politik negara modern. Jika 
dilihat dari perkembangan Lembaga-lembaga negara, Lembaga 
legislative merupakan cabang kekuasaan pertama yang men- 
cerminkan kedaulatan rakyat. Dalam praktik yang dikembangkan 
di negara-negara modern, interaksi mendasar antar Lembaga 
negara, diatur oleh konstitusi. Sebagai sebuah negara modern, 
Indonesia merupakan salah satu negara yang pernah menganut 
atau mempraktikkan dua model sistem pemerintahan, yaitu sistem 
pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial 
dalam periode yang berbeda 1• 

Sepanjang periode 1945-1959, Indonesia menerapkan 
system pemerintahan parlementer dengan tiga konstitusi 
berbeda, yaitu: UUD 1945 (1945-1949), Konstitusi Sementara 
Republik Indonesia Serikat (1949-1950), dan Undang-Undang 
Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 (1950-1959). Berbagai 
corak sistem pemerintahan pernah Indonesia alami, paling lama 
pasca dekrit Presiden Soekarno 5 Juli 1959, Indonesia memakai 
sistem pemerintahan presidensial dengan mengandung unsur 
karakteristik sistem parlernenter-, Hal ini dilihat dari Presiden 
dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR, Presiden bertanggung jawab 
kepada MPR, dan tidak adanya pembatasan yang tegas periodesasi 
masa jabatan Presiden. Pengalaman tersebut membawa Indonesia 
belajar untuk mulai melakukan purifikasi sistem pemerintahan 
presidensial pada Amandemen UUD 1945 semenjak kurun waktu 
1999-2002. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengurangi karakter 
sistem pemerintahan parlementer dalam sistem pemerintahan 
Indonesia. 

1 Saldi Jsra, Pergeseran fungsi legislasi: menguatnya model legislasi parlementer 
dalam system presidensial Indonesia, (Jakarta: Rajagrafindo, 2013). Hal. 1 

' Ibid. ha!. 3. 
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Pergeseran pendulum kekuasaan tersebut mulai terasa 
secara massif pasca amandemen UUD 1945. [ika pada masa orde 
barn, kekuasaan cenderung berada di eksekutif (baca: Presiden). 
Parlemen, baik MPR maupun DPR hanya berperan sebagai 
pernberi cap stempel dari program yang akan diselenggarakan 
oleh Presiden. Kekuasaan Presiden yang kuat dengan kekuatan 
parlemen yang seadanya membuat Indonesia tak mengenal check 

and balances system dalam sistem pemerintahan. 
Corak barn tersebut, yang paling terasa adalah pergeseran 

fungsi pembuatan UU, yang sebelumnya berada di tangan 
Presiden, kini berada di tangan DPR. Selain itu, DPR juga diberikan 
kewenangan untuk melakukan fungsi anggaran dan pengawasan. 
Selain ketiga fungsi utama tersebut, konstitusi juga mernberikan 
beberapa hak kepada kelembagaan DPR, yaitu hak interpelasi, 
hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Untuk menjalankan 
hak tersebut, setiap anggota DPR diberikan hak mengajukan 
pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak irnunitas. 

Secara teoritis dampak dari adanya reforrnasi yang berhasil 
meng-amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 sudah mencatat berbagai 
pernbahan mendasar yang terjadi khususnya dalam bidang 
tatanan Negara (pemerintahan). Salah satu dampak yang paling 
mendasar adalah terjadinya pergeseran yang sangat signifikan 
dari sistem kekuasan yang berada di tangan pemerintah menuju 
kekuasaan parlemen. Sehingga begitu besar peran lembaga 
parlemen dalam sistem pemerintahan modern, untuk itu upaya 
untuk tetap mengawasi dan menjaga harkat dan martabat dari 
lembaga parlemen semakin dibutuhkan, karena harkat dan 
martabat parlemen sesungguhnya tergantung pada tingkah laku 
anggota parlemen tersebut. Jika kelakuan anggota parlemen baik 
dan mulia maka dengan sendirinya parlemen menjadi lebih baik 
dan dihargai oleh rakyat, oleh karena itu perlu lembaga tetap 
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yang harus mengawasi dan menjaga keluhuran perilaku anggota 
parlemen' 

Perlunya kelembagaan etik parlemen yang independen dan 
profesional guna menjaga wibawa parlemen yang ditunjukkan oleh 
anggota parlemen, terutama dalam kondisi kekuasaan parlemen 
modem yang begitu luas tentunya semakin besar peluang untuk 
terjadinya penyalahgunaan kewenangan (abuse of power). 

Dengan besarnya kewenangan yang diberikan ditambah 
dengan perangkat untuk menjalankan kewenangan DPR 
dalam konstitusi, menunjukkan peran vital DPR dalam system 
ketatanegaraan Indonesia. Oleh karena itu perlu upaya luar 
biasa dari anggota DPR untuk menjalankan tugas dan fungsinya 
agar sesuai dengan semangat yang diberikan konstitusi pasca 
amandemen UUD 1945. Upaya tersebut semestinya tidak hanya 
menjalankan sesuai dengan apa yang tertera dalam teks konstitusi, 
melainkan mampu menggali apa yang menjadi semangat awal 
pemberian fungsi DPR dalam konstitusi. Pendekatan barn inilah 
yang disebut dengan etika konstitusi, yang menurut Jimly 
Asshiddiqie berasumsi bahwa politik tidak dapat dipisahkan dari 
tatanan konstitusi, yang di dalamnya segala dinamika antar- 
kepentingan politik dan kekuasaan saling bertarung dengan 
kualitas perilaku masing-masing orang per orang sebagai aktor 
dalam dinamika penyelenggaraan kekuasaan negara.' 

Tulisan ini akan menggali lebih dalam mengenai etika 
konstitusi dan menghadirkan persyaratan penegakan etika 
konstitusi yang mulai dapat dilakukan oleh segenap anggota MKD. 
Selain berkehendak memberikan sumbangsih pentikiran mengenai 
etika konstitusi yang masih jarang ditelaah, juga dimaksudkan 

3 Bagir Manan, Teori dan Politik Konstirusi, (Yogyakana, FH UII Press 2004), 
him. 221. 

• Jimly Asshiddiqie, Peradilan Etik dan Etika Konstitusl· Perspektif baru tentang 
Rule of Law and Rule of Ethics, (Jakana: Sinar Grafika, 2014), him. 246. 
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untuk menjadi jalan baru bagi upaya MKD untuk menjaga serta 
menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai 
lembaga perwakilan rakyat. Sehingga fungsi yang demikian besar 
yang diberikan oleh konstitusi, dapat terlaksana tidak hanya secara 
tekstual namun juga kontekstual juga fungsional. 

Melacak gagasan etik dalam Parlemen 
Melacak idealita lembaga perwakilan awalnya kita mesti 

masuk menyelami tentang dasar negara Indonesia. Pada sila 
keempat Pancasila, disebutkan bahwa "Kerakyatan yang di- 
pimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan 
perwakilan". Sila ini menurut Yudi Latif mengandung ciri "hikmat- 
kebijaksanaan", yang merefleksikan orientasi etis.5 Hikmah- 
kebijaksanaan juga mensyaratkan adanya wawasan pengetahuan 
yang mendalam yang mengatasi ruang dan waktu tentang materi 
yang dimusyawarahkan. Melalui hikmah itulah, mereka yang 
mewakili rakyat bisa merasakan, menyelami, dan mengetahui 
apa yang difikirkan rakyat untuk kemudian diambil keputusan 
yang bijaksana yang membawa republik pada keadaan yang 
lebih baik. Selain itu, orientasi etis hikmah kebijaskanaan juga 
mensyaratkan kearifan utnuk dapat menerima perbedaan secara 
postif dengan memuliakan apa yang disebut sebagai kebajikan 
keberadaban yakni rasa pertautan dan kemitraan di antara ragam 
perbedaan dan kesediaan untuk berbagi substansi bersama, 
melampaui kepentingan kelompok, untuk kemudian melunakkan 
dan menyerahkannya secara toleran kepada tertib sipil'. Di 
dalam Lembaga perwakilan inilah, wakil-wakil rakyat berdebat, 
bersikukuh dengan kebenaran pendapatnya namun dengan 

5 Yudi Latif, Negara Paripurna: Historititas, rasionalitas dan Aktualitas 
Pancasila, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 477. 

' Ibid., hlm. 487. 
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menjunjung etika politik dan semangat kekeluargaan7• 

Jika menilik dari Pembukaan UUD 1945, disebutkan 
bahwa susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan 
rakyat itu hendaknya didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, 
perikemanusiaan, persatuan, permusyawaratan dan keadilan. 
Demokrasi dalam alam Pancasila dilandasi oleh nilai-nilai 
teosentris yang mengangkat kehidupan politik dari tingkat 
sekuler ke tingkat moral-spiritual dan nilai-nilai antroposentris 
yang memuliakan nilai-nilai kemanusiaan, yang menghargai 
perbedaan berlandasakan semangat kesetaraan dan persaudaraan 
dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia'. Demokrasi yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang 
Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, 
mewajibkan para penyelenggara negara untuk memelihara budi- 
pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang cita-cita moral 
rakyat yang luhur. 

Nilai teosentris etis yang didapatkan dari dasar negara 
tersebut itulah yang harus dipegang oleh para pemegang 
Lembaga pemerintaha, utamanya parlemen. Anggota parlemen 
semestinya juga berpegang teguh pada nilai teosentris etis yang 
memang mendapatkan landasan historis dari pembentukan dasar 
negara. Namun dalam praktik pelaksanaan, memiliki banyak 
tantangan yang tidak mudah, begitu banyaknya ditemukan praktik 
penyelenggaraan fungsi parlemen yang melenceng jauh dari 
nilai-nilai etis. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme internal 
parlemen untuk bersama-sama sating menjaga agar nilai etis 
parlemen dapat diaplikasikan secara nyata. 

Sistem kelembagaan parlemen modern memungkinkan 
dibentuknya lembaga penegak etik bagi anggota parlemen. Hal 

' Ibid., him. 488. 
• Ibid., him. 485. 
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ini didasarkan pada pernikiran bahwa parlemen yang berevolusi 
menjadi lebih baik memungkinkan untuk dapat diawasi terhadap 
setiap perilaku dalam menjalankan tugas-tugas institusionalnya. 
Pengawasan perilaku anggota parlemen dapat berasal dari 
luar kelembagaan parlemen maupun dari internal parlemen. 
Pengawasan eksternal bisa dilakukan oleh konstituen secara 
langsung maupun oleh partai politik. Pengawasan dari dalam dapat 
dilakukan oleh sebuah lembaga yang dibentuk oleh parlemen itu 
sendiri", 

DPR sendiri telah membentuk sebuah badan yang bertujuan 
untuk menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran 
martabat DPR sebagai Lembaga perwakilan rakyat yang diberi 
nama Mahkamah Kehormatan Dewan. Secara yuridis normative, 
MKD sebagaimana dalam ketentuan Pasal 119 ayat (2) UU Nomor 
17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan 
UU No. 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 
17 Tahun 2014 tentang MD3 bertujuan untuk menjaga serta 
menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai 
Lembaga perwakilan rakyat. Pencapaian tujuan MKD dapat 
ditentukan dari terciptanya kepuasan persepsi publik terhadap 
kinerja anggota dan kelembagaan DPR RI. Ketika MKD mampu 
mewujudkan tegak serta terjaganya kehormatan dan keluhuran 
martabat DPR RI bagi anggota DPR RI, maka akan lahir kinerja 
anggota dan kelembagaan DPR RI yang baik dalam persepsi publik. 
Namun, Ketika kehormatan dan keluhuran martabat DPR RI tidak 
tegak dan terjaga, maka akan menghasilkan kinerja anggota dan 
kelembagaan DPR yang buruk dalam persepsi puhlik", 

9 Rusnan, Kedudukan Mahkamah Kehormatan Dewan dalam Sistem Parlemen 
di Indonesia, Jurnal Ius Quia Iustum, Vol. 1-2018, him. 365. 

10 Tb Soenmandjaja "membangun budaya etik di lingkungan jabatan public" 
dalam Dinamika & tantangan kinerja Lembaga perwaki.lan, (Jakarta: MKD DPR RI, 
2019), him. 19. 
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Etika Konstitusi 
Sampai saat ini, kajian mengenai etika dalam dunia hukum 

mulai mengemuka. Hal ini dikarenakan banyaknya tuntutan, tidak 
bisanya hukum dipandang secara an sich, ia harus menghadirkan 
etika. Hubungan antara keduanya di samping bersifat luas-sempit, 
juga bersifat luar-dalam, bukan atas-bawa atau vertikal. Agama 
adalah sumber etika, etika adalah hukum. Jika hukum adalah 
jasad, maka etika adalah rohnya yang berintikan nilai-nilai agama. 
Hukum tidak boleh terlepas dari rohnya, yaitu etika keadilan. 

Sebelum beranjak lebih jauh membahas etika konstitusi, 
baiknya dipaparkan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan 
etika. Frans Magnis Suseno menyebutkan bahwa filsafat yang 
langsung mempertanyakan praksis manusia adalah etika. Etika 
mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban rnanusia", 
Magnis lalu melanjutkan penjelasannya dengan membagi etika ke 
dalam dua jenis yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum 
mempertanyakan prinsip-prinsip dasar yang berlaku bagi segenap 
tindakan manusia. Adapun etika khusus membahas prinsip- 
prinsip itu dalam hubungan dengan kewajiban manusia dalam 
berbagai lingkup kehidupannya. Magnis kemudian menjelaskan 
perbedaan etika individual yang mempertanyakan kewajiban 
manusia sebagai individu, terutama terhadap diri sendiri. Adapun 
etika sosial lebih jauh dari itu, yakni hampir semua kewajiban 
manusia bergandengan dengan kenyataan bahwa ia merupakan 
makhluk sosial. Etika sosial membahas norma-norma moral yang 
seharusnya menentukan sikap dan tindakan antarmanusia." 

Dalam berbagai literatur, juga dikenal etika pemerintahan atau 
etika penyelenggara negara yang berkaitan dengan kode perilaku 

11 Frans Magnis Suseno, Etika Potiiik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan 
Modem, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), hal. 13. 

12 Ibid. 
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professional di lingkungan jabatan dan tugas-tugas penyelenggara 
kekuasaan negara. Di dalamnya mencakup keseluruhan sistem 
norma aturan etika dan pedoman atau petunjuk tentang perbuatan 
baik dan benar atau salah dan buruk di semua lingkungan jabatan. 
Jabatan penyelenggara negara dalam arti luas juga para jepejabat 
yang dipilih langsung atau tidak langsung oleh rakyat. 

Dalam konteks studi konstitusi, para pegiat, maupun pelaksana 
konstitusi tidak oleh menafikan adanya norma hukum dan 
norma etika di dalamnya. Karenanya dalam UUD juga terkadung 
pengertian tentang norma hukum konstitusi dan sekaligus norma 
etika konstitusi. Pancasila di samping merupakan sumber hukum, 
juga merupakan sumber etika dalam rangka kehidupan berbangsa 
dan bernegara. UUD 1945 di samping merupakan sumber hukum 
konstitusi, juga merupakan sumber etika konstitusi. 

Permasalahan yang muncul dalam konteks Indonesia adalah 
pilihan sistem hukum itu sendiri. Sebagaimana difahami bersama, 
sistem hukum Indonesia lebih mengutamakan statutory law 
daripada judge-made law dalam sistem common law. Hal ini 
membawa implikasi kecenderungan untuk berfikir tekstualis 
daripada kontekstualis. Padahal, hukum tidak hanya tekstual an 
sich, melainkan juga terdapat nilai dan ide yang terkandung dalam 
setiap perumusannya. Karena itu, jimly menyebutkan kemudian, 
UUD tidak boleh hanya dibaca kontekstual melalui pisau analisis 
umum, tetapi juga harus melalui pembacaan filosofis." 

Jimly kemudian mengutip Rona! Dworkin yang menge- 
mukakan moral reading, yang berarti konstitusi harus dilihat 
dengan kacamata moral yang menekankan cara pandang 
penggabungan fislafat moral dengan prinsip-prinsip hukum tata 
negara. Hal ini dikarenakan, konstitusi itu sendiri berisikan 
kandungan prinsip-prinsip dasar politik dan mengatur kekuasaan 

13 Ibid., hlm. 233. 
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dan tugas-tugas setiap pemerintahan, sejalan dengan kode etik 
yang menuntut ke arah perilaku yang diidealkan dalam kehidupan 
bernegara. Jimly kemudian menandaskan bahwa penafsiran 
konstitusi dapat dikembangkan dari sekadar berbasis paradigma 
rule of law menjadi berbasis pada paradigma moralitas. Moral 
konstitusi sendiri dapat dilihat dalam sistem hukum tata negara 
yang berlaku saat ini, dan dapat juga tersusun dalam bentuk rule 
of ethics. 

Karenanya, perspektif pada pegiat maupun pelaksana 
konstitusi terhadap Pancasila dan UUD 1945 mestinya tidak hanya 
bersifat tekstual dan tidak berjiwa. Pancasila dan UUD 1945 sebagai 
sumber hukum konstitusi, juga merupakan sumber etika dan 
moral konstitusi yang untuk memahaminya tidak cukup hanya 
membaca teks an sich, melainkan harus menghayati ide dan nilai 
moral serta etika yang terkandung di dalamnya. penegakan dalam 
kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara adalah konstitusi, 
bukan hanya sekadar teks UUD 1945 tanpa jiwa. Pancasila yang 
tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan ide atau jiwa 
kebangsaan. Karenanya, dalam memahami UUD 1945 sebagai 
jasadnya, jiwa Pancasila tidak bisa dilepaskan. Dengan begitu maka 
keadilan dan etika konstitusional dapat terwujud. 

Etika konstitusi menekankan bahwa pengertian yang ter- 
kandung dalam teks kosntitusi juga harus dipandang telah memuat 
system nilai yang mendasari pengertian-pengertian tentang norma 
hukum dan etika secara sekaligus. Hukum tata negara saat ini 
masih membahas sistem yang memberi pembatasan structural 
pengelola kekuasaan berhadapan dengan kekuasaan, dan belum 
dihubungkan dengan kebaikan moral orang atau antar orang- 
orang yang menduduki jabatan-jabatan dalam kekuasaan negara. 
Wilayah etika konstitusi tidak hanya bermain di ranah normatif 
kekuasaan, tetapi juga kepentingan-kepentingan dan bahkan 
dengan kualitas perilaku mengenai bagaimana kekuasaan itu 
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diselenggarakan oleh orang per orang para aktor dalarn sistern 
kekuasaan itu. 

Sebagairnana difaharni Bersarna, Undang-undang Dasar selalu 
berisikan hal-hal yang bersifat garis besar, karenanya tidak sernua 
hal yang penting harus dirnuat di dalarnnya. Jika dalarn praktik, 
norrna aturan dalarn teks konstitusi dijalankan, akan banyak 
sekali pelajaran yang dapat dipetik, yang secara keseluruhan 
rnernperkaya kandungan pengertian yang terdapat dalarn teks. 
Di sarnping rnencakup praktik-praktik ketatanegaraan, tidak 
sernuanya tercanturn secara tekstual dalarn teks UUD. Karenanya 
dalarn studi HTN, surnber hukurn tata negara bukan hanya 
UUD, rnelainkan konvensi dan kebiasaan ketatanegaraan, praktik- 
praktik ketatanegaraan, doktrin ilrniah dan peraturan perundang- 
undangan yang rnelaksanakan UUD. 

Perilaku yang benar dalarn rnenjalankan kekuasaan 
konstitusional juga harus ditegakkan. Hal ini dapat dirnulai di- 
karenakan tidak sikap tersebut tidak selalu dapat dilernbagakan 
rnenjadi aturan hukurn yang formal. Misalnya politisi yang 
rnenyatakan horrnat dan tunduk kepada aturan hukurn konstitusi 
sebagairnana ditafsirkan dan ditegakkan oleh pengadilan, apa yang 
sudah dilakukan rnungkin telah rnenirnbulkan kerusakan pada 
sistern konstitusi secara keseluruhan dan bertentangan dengan 
nilai-nilai konstitusi yang tergolong pokok tersebut. Sernua hal 
tersebut tidak cukup rnendapat perhatian pada teori konstitusi 
konternporer yang cenderung hanya fokus pada penegakan hukurn 
di pengadilan. 

Konstitusionalisrne dianggap identik dengan apa yang di- 
paharni sebagai hukurn konstitusi a tau hukurn tata negara. Padahal, 
banyak aspek yang tidak dicakup dalarn pengertian hukurn yang 
perlu rnendapat pertirnbangan konstitusional juga. Seperti yang 
terkait dengan konvensi-konvensi ketatanegaraan, kaidah-kaidah 
hukurn kebiasaan dan adat istiadat, dan lain sebagainya yang 
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tidak tergolong ke dalam pengertian hukum yang dapat ditegakkan 
melalui pengadilan hukum. 

Ketentuan konstitusi tidak selalu lengkap menyediakan 
panduan kerja menurut aturan-aturan hukum yang adil dan 
pasti, sehingga perlu pertimbangan yang tidak sekadar hukum, 
tetapi juga politik dan bahkan etik, seperti soal kepantasan, 
kesebandingan, kemanfaatan, dan sebagainya yang tidak hanya 
terpaku pada prosedur-prosedur yang bersifat formal dan apalagi 
gramatikal. Teori etika konstitusi berasumsi bahwa politik tidak 
dapat dipisahkan dari tatanan konstitusi, yang di dalamnya segala 
dinamika antarkepentingan politik dan kekuasaan saling bertarung 
dengan kualitas perilaku masing-masing orang per orang sebagai 
aktor dalam dinamika penyelenggaraan kekuasaan negara. 

Quo Vadis Etika Konstitusi 
Tercatat, DPR telah menghasilkan beberapa regulasi yang 

berisikan tentang penegakan etika kelernbagaan, antara lain: 
• Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU No. 13 
Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 17 Tahun 
2014; 

• Peraturan DPR tentang Tata Tertib; 
• Peraturan DPR tentang kode etik; 
• Peraturan DPR tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan 

Dewan DPR RI. 
Dalam perkembangannya kemudian, DPR membentuk MKD, 

yang merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. MKD 
didirikan oleh DPR untuk bertujuan menjaga serta menegakkan 
kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga 
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perwakilan rakyat. Dalarn regulasi tersebut, disebutkan bahwa 
MKD juga rnelaksanakan fungsi pencegahan dan pengawasan serta 
penindakan. Meletakkan pencegahan dan pengawasan dalarn satu 
nafas rnerupakan cara MKD untuk dapat lebih rnengutarnakan 
tindakan preventif serta di satu sisi juga dapat rnelakukan 
pengawasan terhadap anggota DPR. 

Dengan rnelakukan analisis regulasi yang berlaku, rnaka untuk 
dapat rnenegakkan etika konstitusi, terdapat beberapa ha! yang 
dapat dilakukan oleh MKD, antara lain: 

1. Meningkatkan lndependensi 
Independensi dituntut kepada setiap Anggota MKD, yang harus 

bersikap independen dan bebas dari pengaruh fraksinya atau 
pihak lain dalarn rnelaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya. 
Selain itu, Anggota, pirnpinan fraksi, dan/atau pirnpinan DPR 
dilarang rnelakukan upaya intervensi terhadap putusan MKD 
sebagairnana tercanturn dalarn Pasal 56 Tata Beracara MKD .. 

Narnun dalarn praktiknya, sikap independen belurn dijabarkan 
secara nyata dalarn tata beracara yang harus dilakukan oleh 
Pirnpinan dan/atau anggota MKD. Hal yang dapat dilakukan 
untuk rneningkatkan independensi adalah setiap Pirnpinan dan/ 
atau anggota MKD dilarang rnerneriksa perkara yang rnelibatkan 
anggota fraksinya. Dalarn praktik selarna ini, para pirnpinan dan 
anggota MKD secara tidak tertulis rnenerapkan ha! dernikian. 
Praktik inilah yang dapat dikategorikan sebagai penegakan etika 
konstitusi. Walaupun tidak tertera dalarn aturan tertulis, para 
anggota MKD rnenerapkan sernacarn gentleman agreement bahwa 
para pirnpinan dan/atau anggota MKD dilarang rnerneriksa perkara 
yang rnelibatkan anggota fraksinya. 

Dalarn Pasal 16 ketentuan tata beracara MKD DPR, Rapat MKD 
dapat rnernbentuk kelornpok kerja untuk penanganan perkara yang 
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beranggotakan paling banyak 7 (tujuh) orang yang mewakili unsur 
Fraksi dan dipimpin oleh salah satu pimpinan MKD. Ketentuan 
ini dapat dimulai dari pembentukan kelompok kerja (pokja) 
MKD yang akan menangani sebuah perkara tersebut. Jika ada 
seorang anggota DPR yang diadukan ke MKD, maka pimpinan 
atau anggota MKD dari fraksi anggota teradu tersebut tidak boleh 
ikut membahas perkara yang diadukan. Dengan demikian, yang 
berhak menangani adalah pimpinan dan anggota MKD dari fraksi 
lain. Conteh demikian merupakan termasuk prinsip imparsialitas, 
yakni ketidakberpihakan, kenetralan, serta sikap tanpa bias dan 
prasangka dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. 
Ini ditujukan untuk mencegah konflik kepentingan, keberpihakan, 
serta menjaga kehormatan dan kewibawaan MKD itu sendiri. 

2. Meningkatkan kesadaran etik 
Dalam Pasal 37 Peraturan DPR tentang Tata Beracara MKD, 

disebutkan bahwa dalam ha! Teradu merupakan Pimpinan dan/ 
atau Anggota MKD dan Pengaduan dinyatakan memenuhi syarat 
dan lengkap dalam sidang MKD, MKD memberitahukan kepada 
Pimpinan DPR dan pimpinan fraksi bahwa Teradu akan diproses 
lebih lanjut. Selanjutnya, setelah menerima pemberitahuan dari 
MKD, Pimpinan DPR menonaktifkan sementara waktu pimpinan 
dan/atau Anggota MKD yang diadukan. Jika MKD memutus Teradu 
tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang diadukan, 
kedudukannya sebagai pimpinan dan/atau Anggota MKD diaktifkan 
kembali oleh Pimpinan DPR 

Peraturan ini mensyaratkan bahwa setiap anggota MKD 
yang sedang diadukan, terlebih dahulu harus menyelesaikan 
perkaranya tersebut. Hal ini merupakan Langkah yang baik 
mengingat setiap anggota MKD dituntut untuk menegakkan 
kehormatan anggota DPR, otomatis mereka harus menegakkan 
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etikanya terlebih dahulu. Jangan sampai kemudian menegakkan 
etika anggota DPR lain, tetapi secara praktik etik sedang diadukan 
oleh masyarakat. Prinsip ini menegaskan bahwa pimpinan dan/ 
atau anggota MKD harus menyelesaikan urusannya sendiri, baru 
dapat menyelesaikan urusan kelembagaan. Namun jika tidak 
terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang diadukan, 
pimpinan dan anggota MKD dapat dikembalikan posisinya sebagai 
anggota MKD. Dengan di-demisioner-kan untuk sementara waktu 
saat mendapat pengaduan, maka pimpinan dan anggota MKD 
tersebut sesunggulmya sedang menjaga etikanya sendiri dan pada 
taraf tertentu sedang menjunjung tinggi etika konstitusi. 

3. Deklarasi kepentingan 
Dalam Pasal 6 Tata tertib DPR, disebutkan bahwa setiap anggota 

DPR sebelum mengemukakan pendapatnya dalam pembahasan 
suatu permasalahan tertentu, harus menyatakan di hadapan seluruh 
peserta Rapat jika ada suatu keterkaitan antara permasalahan 
yang sedang dibahas dengan kepentingan pribadinya di luar 
kedudukannya sebagai Anggota. Selain itu, terdapat juga ketentuan 
bagi setiap Anggota DPR mempunyai hak suara dalam setiap Rapat 
dan dalam setiap pengambilan keputusan, kecuali mempunyai 
konflik kepentingan dengan permasalahan yang sedang dibahas. 

Dengan melihat ketentuan ini, setiap anggota DPR harus 
mendeklarasikan bahwa dirinya memiliki keterkaitan dengan 
pembahasan suatu permasalahan. Dengan menarik dari perspektif 
ini, pimpinan dan/atau anggota MKD mestinya juga lebih 
maju dalam ha! mendeklarasikan jika ada kepentingan atas 
permasalahan yang sedang dibahas. Hal yang dapat dilakukan 
dengan cara mendeklarasikan jika dirinya terkait dalam suatu 
perkara yang sedang dibahas dalam MKD sebelum perkara itu 
masuk di persidangan MKD. 
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Penutup 
Jika menilik dari Pembukaan UUD 1945, disebutkan 

bahwa susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan 
rakyat itu hendaknya didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, 
perikemanusiaan, persatuan, permusyawaratan dan keadilan. 
Demokrasi dalam alam Pancasila dilandasi oleh nilai-nilai 
teosentris yang mengangkat kehidupan politik dari tingkat 
sekuler ke tingkat moral-spiritual dan nilai-nilai antroposentris 
yang memuliakan nilai-nilai kemanusiaan, yang menghargai 
perbedaan berlandasakan semangat kesetaraan dan persaudaraan 
dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia. 

Salah satu dampak yang paling mendasar adalah terjadinya 
pergeseran yang sangat signifikan dari sistem kekuasan yang 
berada di tangan pemerintah menuju kekuasaan parlemen. 
Sehingga begitu besar peran lembaga parlemen dalam sistem 
pemerintahan modern, untuk itu upaya untuk tetap mengawasi 
dan menjaga harkat dan martabat dari lembaga parlemen semakin 
dibutuhkan, karena harkat dan martabat parlemen sesungguhnya 
tergantung pada tingkah laku anggota parlemen tersebut. 

Ketentuan konstitusi tidak selalu lengkap menyediakan 
panduan kerja menurut aturan-aturan hukum yang adil dan 
pasti, sehingga perlu pertimbangan yang tidak sekadar hukum, 
tetapi juga politik dan bahkan etik, seperti soal kepantasan, 
kesebandingan, kemanfaatan, dan sebagainya yang tidak hanya 
terpaku pada prosedur-prosedur yang bersifat formal dan apalagi 
gramatikal. Teori etika konstitusi berasumsi bahwa politik tidak 
dapat dipisahkan dari tatanan konstitusi, yang di dalamnya segala 
dinamika antarkepentingan politik dan kekuasaan saling bertarung 
dengan kualitas perilaku masing-masing orang per orang sebagai 
aktor dalam dinamika penyelenggaraan kekuasaan negara. 
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Terdapat beberapa ha! yang dapat dilakukan untuk me- 
negakkan etika konstitusi di kalangan internal MKD, antara lain: 

1. Meningkatkan lndependensi 
Independensi dituntut kepada setiap Anggota MKD, yang harus 

bersikap independen dan bebas dari pengaruh fraksinya atau 
pihak lain dalam melaksanakan fungsi, rugas, dan wewenangnya. 
Selain itu, Anggota, pimpinan fraksi, dan/atau pimpinan DPR 
di!arang melakukan upaya intervensi terhadap putusan MKD 
sebagaimana tercantum dalam Pasal 56 Tata Beracara MKD. 

Dalam praktik selama ini, para pimpinan dan anggota MKD 
secara tidak tertulis menerapkan ha! demikian. Praktik inilah yang 
dapat dikategorikan sebagai penegakan etika konstitusi. Walaupun 
tidak tertera dalam aturan tertulis, para anggota MKD menerapkan 
semacam gentleman agreement bahwa para pimpinan dan/atau 
anggota MKD dilarang memeriksa perkara yang me!ibatkan 
anggota fraksinya. 

2. Meningkatkan kesadaran etik 
Peraturan yang berlaku saat ini mensyaratkan bahwa 

setiap anggota MKD yang sedang diadukan, terlebih dahulu 
harus menyelesaikan perkaranya tersebut. Hal ini merupakan 
Langkah yang baik mengingat setiap anggota MKD dituntut untuk 
menegakkan kehormatan anggota DPR, otomatis mereka harus 
menegakkan etikanya terlebih dahulu. Jangan sampai kemudian 
menegakkan etika anggota DPR lain, tetapi secara praktik etik 
sedang diadukan oleh masyarakat. Prinsip ini menegaskan bahwa 
pimpinan dan/arau anggota MKD harus menyelesaikan urusannya 
sendiri, baru dapat menyelesaikan urusan kelembagaan. 
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3. Deklarasi kepentingan 
Dengan rnelihat ketentuan ini, setiap anggota DPR harus 

rnendeklarasikan bahwa dirinya rnerniliki keterkaitan dengan 
pernbahasan suatu perrnasalahan. Dengan rnenarik dari perspektif 
ini, pirnpinan dan/atau anggota MKD rnestinya juga lebih 
rnaju dalarn hal rnendeklarasikan jika ada kepentingan atas 
perrnasalahan yang sedang dibahas. Hal yang dapat dilakukan 
dengan cara rnendeklarasikan jika dirinya terkait dalarn suatu 
perkara yang sedang dibahas dalarn MKD sebelurn perkara itu 
rnasuk di persidangan MKD. 

Daftar Pustaka 
Buku 
Asshiddiqie, Jirnly. Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif 

baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics, Jakarta: Sinar 
Grafika, 2014. 

Isra, Saldi. Pergeseran fungsi legislasi: menguatnya model legislasi 
parlementer dalam sistem presidensial Indonesia, Jakarta: 
Rajagrafindo, 2013. 

Latif, Yudi. Negara Paripurna: Historititas, rasionalitas dan 
Aktualitas Pancasila, (Jakarta: Grarnedia Pustaka Utarna, 2011. 

Manan, Bagir. Teori dan Politik Konstitusi, Yogyakarta, FH UII 
Press 2004. 

Soenrnandjaja, Tb. "rnernbangun budaya etik di lingkungan 
jabatan public" dalarn Dinamika & tantangan kinerja Lembaga 
perwakilan, Jakarta: MKD DPR RI, 2019. 

Suseno, Frans Magnis. Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar 
Kenegaraan Modern, Jakarta: Grarnedia Pustaka Utarna, 1991, 

ARAH BARU KEBIJAKAN MKD DPR Rl PERIODE 2019-2024: 
Upaya Menghadrrkan Peradaban Hrkmah 



MEMBANGUN PERADABAN HIKMAH 1223 

Jurnal Penelitian 
Rusnan, Kedudukan Mahkamah Kehormatan Dewan dalam Sistem 

Parlemen di Indonesia, Jurnal Ius Quia Iusturn, Vol. 1-2018, 
him. 365. 

ARAH BARU KEBIJAKAN MKD DPR RI PERIODE 2019·2024: 
Upaya Menghadirken Peradeban Hikmah 



PENINGKATAN KAPASITAS ETIK DAN 
KELEMBAGAAN DALAM SISTEM PENEGAKAN 

ETIKA LEMBAGA PERWAKILAN 

Zulf1kar S.Sos, M.Si 
Tenaga Ahli Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI 

Seorang Anggota parlemen perempuan Amerika Serikat (AS), 
Katie Hill, mengundurkan diri setelah dituduh pernah ber- 

selingkuh dengan seorang stafnya. Wanita berusia 32 tahun 
ini diduga kuat melanggar aturan kode etik yang berlaku bagi 
anggota House of Representatives (HOR) atau DPR Amerika. Seperti 
dilansir AFP dan CNN, Senin (28/10/2019), Hill yang merupakan 
anggota DPR AS dari Partai Demokrat ini mengumumkan 
pengunduran diri pada Minggu (27/10) waktu setempat. Dalam 
pernyataannya, Hill mengaku pernah menjalin hubungan asmara 
dengan seorang staf kampanye sebelum dia menjabat sebagai 
anggota parlemen. Pengunduran diri Hill diumumkan setelah 
Komisi Etik DPR AS mengumumkan penyelidikan terhadap tuduhan 
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perselingkuhan yang dilakukan Hill - yang sedang dalam proses 
perceraian dengan suaminya -- dengan seorang staf kongres. 
Tindakan Hill itu diduga melanggar aturan etik DPR AS yang 
baru diubah tahun Ialu, yang melarang hubungan asmara antara 
anggota dengan staf-staf mereka(detik.com 28 Oktober 2019). 

Dua tahun sebelumnya, Anggota DPR senior Amerika Serikat 
dan juga Anggota Komite Yudisial House of Representatives (HOR/ 
DPR)) Amerika Serikat (AS) John Conyers (88 tahun) mengundurkan 
diri saat berbagai tuduhan Pelecehan Seksual yang dia lakukan 
sedang diselidiki Kornite Etik DPR AS. Komite Etik DPR AS telah 
menggelar investigasi atas berbagai tuduhan Pelecehan Seksual dan 
diskriminasi urnur yang melibatkan pegawai lernbaga. Beberapa 
staf perempuan Conyers menuduhnya telah melakukan pelecehan 
seksual sehingga makin memberatkan posisi Conyers. Salah satu 
mantan staf Conyers, Marion Brown, menyatakan dia diundang ke 
sebuah hotel guna mendiskusikan masalah bisnis. Narnun, Conters 
justru memintanya untuk melakukan hubungan seksual. Komite 
Etika DPR AS telah melancarkan penyelidikan mengenai Conyers 
terkait penggunaan uang pajak untuk menyelesaikan kasus ini, 
termasuk penyelidikan keterlibatannya dalam tindakan pelecehan 
seksual (Kompas.com 12 Desember 2017). 

Dua kasus diatas dapat dijadikan cermin untuk melihat 
efektifitas sistem penegakan etika pada lembaga perwakilan rakyat 
dan menunjukkan kualitas serta wibawa lernbaga penegak etik. 
Dua orang anggota Parlemen Arnerika dari kalangan kelompok 
muda dan tua (32 tahun dan 88 tahun) sama-sama memutuskan 
mengundurkan diri sebagai anggota parlemen ketika kasusnya 
diputuskan untuk ditindaklanjuti dalam penyelidikan oleh Komisi 
Etik House of Representatives (HOR) a tau DPR Amerika Serikat. 
Menurut hukum acara yang berlaku, dua anggota parlemen 
ini memiliki hak untuk rnernbela diri dan punya kesernpatan 
untuk rnernbuktikan tidak bersalah. Tetapi mereka rnernilih untuk 
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berhenti dan tidak melanjutkan proses penyelidikan. Secara 
psikologis, sikap dan keberanian mengundurkan diri merupakan 
cermin dari sikap mental yang dipengaruhi oleh moral dan etika 
yang tinggi. 

Secara kultural, munculnya aktor-aktor yang berani me- 
ngambil sikap dan resiko buruk untuk menjaga standar etika 
dan moralitas memiliki dampak yang positif bagi pengambangan 
budaya dan moralitas sebuah kelompok, masyarakat atau bangsa. 
Apalagi jika standar moralitas ini diikuti dan menjadi standar 
nilai kolektif. Bagi lembaga perwakilan rakyat, standar etika dan 
moralitas yang tinggi akan meningkatkan kepercayaan publik 
terhadap lembaga negara dan anggotanya. 

Penguatan Sistem Etika 
Diantara masalah yang dihadapi oleh lembaga perwakilan 

adalah menurunnya kepercayaan publik terhadap kinerja dan 
moralitas wakil rakyat. Dalam dekade terakhir, publik semakin 
sensitif dan tidak suka dengan pelanggaran etika seperti korupsi, 
perbuatan tidak pantas, perilaku salah dan sebagainya yang 
dilakukan oleh wakil rakyat. Ketidakpuasan terhadap institusi 
politik diterjemahkan pada penurunan kepercayaan kepada 
lembaga wakil rakyat dan penurunan kepercayaan terhadap 
kualitas demokrasi. Fenomena ini sebenarnya tidak konstruktif 
bagi penguatan demokrasi di Indonesia. Lembaga perwakilan 
rakyat semestinya mampu menyerap apa yang menjadi aspirasi 
rakyat yang diwakili dan memperjuangkannya sehingga mendapat 
dukungan serta kepercayaan dari rakyat yang memilihnya. 

Untuk membalikkan tren tersebut perlu merekonstruksi 
kepercayaan masyarakat melalui sistem penegakan etika yang 
efektif. Sistem penegakan etika yang efektif dimaksudkan untuk 
melayani fungsi internal dan eksternal di lembaga perwakilan 
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rakyat. Fungsi internal dimaksudkan untuk meningkat kinerja 
dan standar etika para anggota lembaga perwakilan rakyat. 
Dan secara eksternal dimaksudkan untuk mendapatkan kembali 
kepercayaan publik. Maka pembentukan lembaga penegak etika 
di semua lembaga perwakilan seperti Mahkamah Kehormatan 
Dewan (MKD) di DPR RI, dan Badan Kehormatan (BK) di DPD 
RI dan DPRD merupakan langkah strategis untuk membangun 
akuntabilitas publik terhadap lembaga perwakilan rakyat. Langkah 
ini harus didukung oleh struktur, sistem dan mekanisme yang 
memadai sehingga dapat melaksanakan fungsi-fungsinya sesuai 
dengan yang diharapkan. 

Sistem Etika pada lembaga perwakilan rakyat memiliki fungsi 
sebagai pernyataan penting oleh parlemen tentang apa perilaku 
yang pantas dan untuk menanamkan budaya kejujuran dan 
transparansi. Karena itu sistem etika harus mengenali beberapa 
tujuan, yaitu; 
1. Perlunya menjaga kepercayaan publik terhadap kerja 

par I em en 
2. Untuk menghindari kesalahpahaman dan membimbing 

anggota parlemen dalam mengelola kepentingan pribadi 
mereka dan kehidupan publik mereka 

3. Meyakinkan kepada publik bahwa anggoata parlemen 
memenuhi standar kepedulian dalam melakukan pekerjaan 

4. Penyediaan sistem independen untuk menyelesaikan setiap 
perselisihan sehubungan dengan perilaku etis seorang anggota 
parlemen 
Dalam persepektif sosiologis, khususnya tradisi struktural 

fungsional dikenal adanya pendekatan sistem sosial. Pendekatan 
ini berpandangan bahwa sistem memiliki pengaruh dan kekuatan 
dalam pengendalian perilaku dan tindakan sosial seorang aktor 
atau kumpulan aktor (kolektif). Salah satu tokoh sentralnya adalah 
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Talcott Parson yang menyebutkan tiga sistem yang mempengaruhi 
perilaku dan tindakan sosial individu, yaitu sistem kultural, sistem 
sosial dan sistem kepribadian. Parson melihat sistem lebih besar 
pengaruhnya terhadap aktor ketimbang aktor mempengaruhi 
sistem. Namun sistem yang berhasil memelihara keteraturan dalam 
sistem sosial adalah sistem yang memenuhi persyaratan fungsional. 
Parsons menguraikan sejumlah prasyarat fungsional bagi sistem 
sosial, yaitu: Pertama, sistem sosial harus terstruktur (tertata) 
dengan baik sedemikian rupa agar dapat beroperasi dengan sistem 
lain. Kedua, sistem sosial harus didukung oleh sistem lain untuk 
menjaga kelansungannya. Ketiga, sistem harus memenuhi proporsi 
kebutuhan aktor-aktornya secara signifikan. Keempat, sistem 
harus menimbulkan partisipasi yang memadai dari anggotanya. 
Kelima, sistem harus memiliki kemampuan pengendalian terhadap 
perilaku yang mengganggu. Keenam, konflik yang menimbulkan 
kerusakan harus dikendalikan. Ketujuh, Sistem memerlukan bahasa 
untuk menjaga kelansungannya (Ritzer, 2003) 

Selain persyaratan fungsional, Parson juga melihat pentingnya 
integrasi pola nilai dengan kecenderungan kebutuhan aktor. 
Menurutnya, persyaratan kunci bagi terpeliharanya integrasi pola 
nilai dalam sistem adalah proses internalisasi dan sosialisasi. Proses 
sosial penting yang harus ada adalah bagaimana mengalihkan 
norma atau nilai sistem kepada aktor sehingga aktor memahami 
dan meyakininya. Karena itu, proses sosialisasi yang berhasil 
adalah ketika norma dan nilai tersebut telah diinternalisasikan 
(internalized). Hal ini berarti norma dan nilai tersebut menjadi 
bagian dari 'kesadaran' aktor. Bagaimanapun aktor membangun 
kepentingan mereka sendiri, aktor sebenarnya sedang mengabdi 
kepada kepentingan sistem sebagai sebuah kesatuan(Ritzer, 2003). 
Karena itu pendekatan sistem menghendaki sistem yang kuat 
sehingga sistem mampu mempengaruhi dan membangunan 
kesadaran aktor dan segala komponen-kompenen yang ada dalam 

ARAH BARU KEBtJAKAN MKD DPR RI PERIODE 2019-2024. 
Upaya Menghadirkan Peradaban H1kmah 



230 I Zulf1kar S.Sos, M.SI 

sistem tersebut. Sistem sosial dengan demikian merupakan pola 
sating keterhubungan (interaksi) antar individu atau aktor untuk 
menjalankan fungsi masing-masing sehingga masing-masing 
berfungsi sebagai satu kelompok, komunitas, masyarakat, negara 
dan sebagainya berjalan. 

Sistem penegakan Kode Etik DPR 
DPR adalah Lembaga Negara yang merupakan representasi 

perwakilan rakyat yang berkedudukan di ibukota negara. DPR 
terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang 
dipilih melalui pemilihan umum. Dalam rangka memberikan 
pedoman bagi anggota DPR untuk bersikap, berperilaku, bertindak, 
dan berucap, disusun kode etik DPR sebagaimana dalam ketentuan 
Pasal 235 Undang-Undang No. 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, 
DPD dan DPRD yang telah diubah oleh Undang-undang No. 42 
Tahun 2104 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dan perubahan 
kedua Undang-undang No. 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, 
dan DPRD. Pada Pasal Bl huruf g Undang-undang tersebut, setiap 
anggota DPR RI berkewajiban mematuhi kode etik DPR. 

Setiap anggota DPR berkewajiban mematuhi kode etik DPR 
Dengan demikian maka kehormatan dan keluhuran martabat 
DPR akan dapat tegak serta terjaga. Penegakan kode etik DPR 
berarti sebagai bentuk penjagaan dan penegakan kehormatan dan 
keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Agar 
penegakan kode etik DPR berjalan dengan baik, maka penegakan 
kode etik DPR harus berjalan secara sistemik, sebagai sebuah 
sis tern. 

Ada tiga Komponen dalam Sistem Penegakan Kode Etik DPR, 
yaitu, Norma-norma pengaturan Perilaku dalam bentuk Kode Etik, 
kelembagaan MKD sebagai penegak Kode Etik dan Sistem dan 
mekanisme penegakan Kode Etik. 
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a. Norma-norma pengaturan Perilaku dalam bentuk Kode 
Etik DPR 

Peraturan DPR yang mengatur tentang Kode Etik adalah 
Peraturan Nomor 1 Tahun 2015. Peraturan ini merupakan 
peraturan DPR tentang kode etik DPR sebagai peraturan yang 
menggantikan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2011 tentang Kode 
Etik, yang berlaku hlngga saat ini. Kode etik dalam Peraturan 
DPR ini berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota 
selama menjalankan tugasnya untuk menjaga kehormatan dan 
Keluhuran Martabar DPR sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat. 
Jika dilihat dari maksud dan aspek sebagai peraturan, kode etik 
DPR berkedudukan sebagai jaminan juridis agar kehormatan 
dan keluhuran martabat DPR dapat terjaga dan ditegakan oleh 
anggota DPR. 

Kode etik DPR berisi kriteria-kriteria yang dapat menjadi 
pedoman dalam etika politik. Etika politik bagi anggota DPR tentu 
yang tercermin dalam Pancasila. Etika politik yang tercermin 
dalam Pancasila dimaksudkan untuk menumbuhkan tatanan politik 
demokrasi, yang bercirikan keterbukaan, rasa bertanggungjawab, 
tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam 
persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar, 
serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan hak 
dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa. 

Kriteria-kriteria Kode Etik diatur dalam Norma- norma sebagai 
perwujudan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya, 
bermoral, dan religius. Norma yang diatur dalam Peraturan DPR 
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR yaitu terkait dengan 
Bab II mengenai Kode Etik. Pada Bab II ini diuraikan masing- 
masing terkait dengan etika yang wajib dipatuhi oleh setiap 
anggota DPR RI yang diatur kedalam 16 (enam belas) bagian 
sebagai prinsip-prinsip umum, yaitu: 
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1. Kepentingan umum; 
2. Integritas, 
3. Hubungan dengan mitra kerja; 
4. Akuntabilitas; 
5. Keterbukaan dan konflik kepentingan; 
6. Rahasia; 
7. Kedisiplinan; 
8. Hubungan dengan konstituen atau masyarakat; 
9. Perjalanan dinas; 
10. Independensi; 
11. Pekerjaan lain dluar tugas kedewanan; 
12. Hubungan dengan wartawan; 
13. Hubungan dengan tamu di lingkungan DPR; 
14. Hubungan antar anggota dengan AKD 
15. Etika Persidangan; dan 
16. Hubungan dengan Tenaga Ahli, Staf Administrasi Anggota, 

dan Sekretariat Jenderal; 
Prinsip-prinsip umum ini diturunkan menjadi aturan-aturan 

perilaku yang apabila dilakukan oleh anggota dianggap sebagai 
bentuk pelanggaran Kode Etik. Sebagai Contoh Norma yang 
paling pertama yang wajib dimiliki dan dipatuhi adalah selalu 
mengutamakan kepentingan umum. Pasal 2 ayat (1) dalam kode 
etik DPR tersebut menyatakan "Anggota dalam setiap tindakannya 
harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada 
kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan." Berdasarkan 
ketentuan tersebut diketahui bahwa DPR RI yang direprentasikan 
melalui masing-masing anggotanya haruslah selalu mengutamakan 
kepentingan umum, karena DPR RI bertanggung jawab mengemban 
amanat rakyat sehingga mempergunakan fungsi, tugas, dan 
wewenang yang ada demi kepentingan dan kesejahteraan 
rakyat. Dalam rangka mewujudkan ha! tersebut, anggota DPR RI 
haruslah selalu menjaga harkat, martabat, kehormatan, citra, dan 
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kredibilitas dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya 
serta sebagai lembaga perwakilan rakyat. 

b. MKD Sebagai Penegak Kode Etik DPR 

Pembentukan MKD sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) 
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan 
DPRD sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 
42 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD bertujuan untuk 
menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat 
DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. 

Berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat (1) Peraturan DPR 
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR, bahwa penegakan 
kode etik DPR dilakukan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan, 
yang disingkat bemama MKD. MKD sendiri merupakan salah satu 
Alat Kelengkapan Dewan yang bersifat tetap, yang baru terbentuk 
pada masa bakti DPR RI tahun 2014-2015 sebagai kelanjutan atau 
perbaikan (upgrading) dari Badan Kehormatan DPR RI pada masa 
bakti sebelumnya. Perubahan nomenklatur ini sesuai dengan 
amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, 
DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 
Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 
17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Perubahan ini 
mengandung amanah dan tanggung jawab yang lebih besar dalam 
rangka mewujudkan tujuannya. 

Berdasarkan ketentuan pasal 122 Undang-undang Nomor 
17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang 
MPR, DPR, DPD, dan DPRD, jo pasal 124, jo pasal 2 Peraturan 
DPR RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Mahkamah 
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Kehonnatan Dewan, tugas dan wewenang MKD dalam penegakan 
kode etik DPR, yaitu: 
1. Menyusun kode etik DPR; 
2. Melakukan pemantauan dalam rangka fungsi pencegahan 

terhadap prilaku anggota DPR agar tidak melakukan 
pelanggaran kode etik DPR; 

3. Memberikan surat edaran mengenai anjuran untuk menaati 
tata tenib DPR serta mencegah pelanggaran kode etik DPR 
kepada seluruh anggota DPR; 

4. Memberikan rekomendasi kepada pihak terkait untuk 
mencegah terjadinya pelanggaran kode etik DPR dan menjaga 
martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPR; 

5. Melakukan penyelidikan dan verifikasi terhadap baik perkara 
pengaduan maupun perkara tanpa pengaduan; 

6. Mengadakan sidang guna menyelidiki dan memverifikasi 
adanya dugaan pelanggaran kode etik DPR yang diduga 
dilakukan anggota DPR baik dalam bentuk perkara pengaduan 
maupun perkara tanpa pengaduan; 

7. Memutus perkara dugaan pelanggaran kode etik DPR yang 
diduga dilakukan anggota DPR baik dalam bentuk perkara 
pengaduan maupun perkara tanpa pengaduan; 

8. Memberikan sanksi kepada anggota DPR yang telah terbukti 
melakukan pelanggaran kode etik DPR baik dalam bentuk 
perkara pengaduan maupun perkara tanpa pengaduan ; 

9. Memberikan rehabilitasi kepada anggota DPR yang tidak 
terbukti melakukan pelanggaran kode etik DPR baik dalam 
bentuk perkara pengaduan maupun perkara tanpa pengaduan; 

10. Menghentikan proses pemeriksaan perkara dalam setiap 
persidangan baik dalam bentuk perkara pengaduan maupun 
perkara tanpa pengaduan; 
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11. Memanggil pihak terkait dan melakukan kerjasama dengan 
lernbaga lain; 

Oleh karena itu, keberadaan MKD dalam sistem penegakan 
kode etik DPR tidak sebatas memposisikan diri sebagai "peradilan 
etik" yang bertugas mengadili anggotanya dari berbagai 
pelanggaran norma-norma maupun hukum yang berlaku di 
masyarakat. Pada aspek ini, seolah-olah MKD bertugas hanya 
ketika telah terjadi dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota 
DPR. Padahal sesungguhnya tidaklah demikian yang dimaksud 
dalam sistem penegakan kode etik DPR oleh MKD sebagaimana 
yang terlihat dalam tugas dan wewenang MKD tersebut. 

c. Sistem dan mekanisme Penegakan Kade Etik DPR 
Penegakan kode etik DPR oleh MKD sebagaimana ketentuan 

Pasal 19 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik 
DPR dilakukan dengan 2 (dua) sistem, yaitu sistem pencegahan dan 
sistem penindakan. Sistem pencegakan dilakukan dengan kegiatan 
sosialisasi, pelatihan, mengirimkan surat edaran dan mernberikan 
rekomendasi, atau cara lain yang ditetapkan oleh MKD. Sedangkan 
sistem penindakan dilakukan oleh MKD berdasarkan peraturan 
DPR RI yang mengatur mengenai tata beracara MKD terhadap 
adanya pelanggaran kode etik DPR RI yang dilakukan anggota 
DPR RI. 

Dalam sistem pencegahan, MKD bertugas mencegah anggota 
DPR untuk tidak melakukan pelanggaran kode etik DPR dengan 
upaya mendorong dan memotivasi setiap anggota DPR untuk 
mematuhi kode etik DPR. Tujuan daripada sistem pencegahan ini 
adalah turnbuhnya kesadaran anggota DPR mematuhi kode etik 
DPR, sehingga tidak terjadi perilaku pelanggaran kode etik DPR. 
Disamping itu, sebagai sistem pencegahan, MKD dapat menjadi 
salah satu garda terdepan dalam menerapkan etika politik DPR 
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yang akan dapat rnernberikan kontribusi bagi perkernbangan etika 
politik dalarn rnelakukan proses dernokrasi di DPR. 

Sernentara dalarn sistern penindakan, MKD bertugas rnenindak 
anggota yang telah rnelakukan pelanggaran kode etik DPR dengan 
pernberian sanksi, yang tujuannya adalah terwujudnya perbaikan 
perilaku anggota DPR dari rnelanggar rnenjadi rnernatuhi kode etik 
DPR. Bagi anggota DPR yang telah dinyatakan terbukti rnelanggar 
kode etik DPR dan telah rnendapatkan sanksi dituntut untuk 
rnernperbaiki diri di rnasa rnendatang sehingga tidak rnengulangi 
lagi perilaku pelanggaran. 

Berdasarkan pasal 122 Undang-undang Nornor 17 Tahun 
2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagairnana telah 
diubah dengan Undang-undang Nornor 42 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2014 tentang MPR, 
DPR, DPD, dan DPRD, jo pasal 124, jo pasal 2, 3, dan 4 Peraturan 
DPR RI Nornor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Mahkarnah 
Kehorrnatan Dewan, tugas dan wewenang MKD dalarn penegakan 
kode etik DPR dapat dikelornpokan dalarn sistern pencegahan dan 
sistern penindakan sebagai berikut: 
1. Togas dan wewenang Pencegahan, yaitu: 

a. Menyusun kode etik DPR dengan rnelakukan evaluasi 
dan penyernpurnaan kode etik DPR yang telah ada 
sebelurnnya; 

b. Melakukan pernantauan dalarn rangka fungsi pencegahan 
terhadap prilaku anggota DPR agar tidak rnelakukan 
pelanggaran kode etik DPR; 

c. Mernantau kehadiran anggota DPR dalarn rapat-rapat 
DPR; 

d. Mernberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali 
kepada anggota DPR sebelurn terjadi pelanggaran tidak 
rnenghadiri rapat paripurna sebanyak 40 % dari jurnlah 
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rapat paripurna DPR atau rapat alat kelengkapan DPR 
sebanyak 40 % dari jumlah rapat alat kelengkapan DPR 
dalam 1 (satu) masa sidang DPR tanpa keterangan yang 
sah dari pimpinan fraksi atau ketua kelompok fraksi; 

e. Memberikan surat edaran mengenai anjuran untuk 
menaati tata tertib DPR serta mencegah pelanggaran 
kode etik DPR kepada seluruh anggota DPR; 

[ Memberikan rekomendasi kepada pihak terkait untuk 
mencegah terjadinya pelanggaran kode etik DPR dan 
menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas 
DPR; 

g. Melakukan kerja sama dengan lembaga lain; 
2. Togas dan Wewenang Penindakan, yaitu: 

a. Melakukan penyelidikan dan verifikasi terhadap 
a.l. Perkara pengaduan, yaitu: 

• tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 81; 

tidak dapat melaksanakan tugas secara 
berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai 
anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut- 
turut tanpa keterangan yang sah; 

tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota 
DPR sebagaimana ketentuan mengenai syarat 
calon anggota DPR yang diatur dalam undang- 
undang mengenai pemilihan umum anggota 
DPR, DPD, dan DPRD; dan/atau 
melanggar ketentuan larangan sebagaimana 
diatur dalam Undang-Undang ini. 

a.2. Perkara Tanpa Pengaduan, yaitu: 

ketidakhadiran dalam rapat DPR yang menjadi 
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kewajibannya, yaitu tidak menghadiri rapat paripurna 
sebanyak 40 % dari jumlah rapat paripurna DPR atau 
rapat alat kelengkapan DPR sebanyak 40 % dari jumlah 
rapat alat kelengkapan DPR dalam 1 (satu) masa sidang 
DPR tanpa keterangan yang sah dari pimpinan fraksi 
atau ketua kelompok fraksi; 
• tertangkap tangan melakukan tindak pidana; 

a tau 
• terbukti melakukan tindak pidana dengan 

ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) 
tahun dan telah memperoleh putusan yang 
berkekuatan hukum tetap. 
Pelanggaran terhadap peraturan perundang- 
undangan yang menjadi perhatian publik; 

b. Mengadakan sidang guna menyelidiki dan memverifikasi 
adanya dugaan pelanggaran kode etik DPR yang diduga 
dilakukan anggota DPR baik dalam bentuk perkara 
pengaduan maupun perkara tanpa pengaduan; 

c, Memutus perkara dugaan pelanggaran kode etik DPR 
yang diduga dilakukan anggota DPR baik dalam bentuk 
perkara pengaduan maupun perkara tanpa pengaduan 
dengan Putusan Terbukti atau Tidak Terbukti: 

cL Memberikan sanksi kepada anggota DPR yang telah 
terbukti melakukan pelanggaran kode etik DPR baik 
dalam bentuk perkara pengaduan maupun perkara tanpa 
pengaduan dengan jenis saksi sebagai berikut: 

Sanksi ringan dengan teguran lisan atau tertulis; 
• Sanksi sedang dengan pemindahan keanggotaan 

pada alat kelengkapan DPR atau pemberhentian 
dari jabatan pimpinan DPR atau pimpinan alat 
kelengkapan DPR; atau 
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• Sanksi berat dengan pernberhentian semetara paling 
singkat 3 (tiga) bulan atau pemberhentian sebagai 
anggota; 

e, Memberikan rehabilitasi kepada anggota DPR yang tidak 
terbukti melakukan pelanggaran kode etik DPR baik 
dalam bentuk perkara pengaduan maupun perkara tanpa 
pengaduan; 

f. Menghentikan proses pemeriksaan perkara dalam setiap 
persidangan baik dalam bentuk perkara pengaduan 
maupun perkara tanpa pengaduan; 

g. Memanggil pihak terkait dan melakukan kerjasama 
dengan lernbaga lain; 

Meningkatkan Efektifitas Sistem Etika 
Sistem yang efektif adalah sistem yang bisa mencapai 

tujuannya. Sistem yang mampu menggerakkan semua bagian 
yang terkait. Keberhasilan sistem adalah ketika sistem mampu 
mengantarkan para individu dan aktor di dalamnya mencapai 
tujuan. Tidak hanya tujuan sistem, tetapi tujuan individu-individu. 
Bagaimana cara sistem mengontrol aktor, dan bagaimana cara 
aktor melakukan penyesuaian (adaptation) dengan sistem. 

Efektivitasnya tergantung pada berbagai faktor yang dapat 
bervariasi satu negara dengan negara lainnya. Menurut OPPD 
(Office for Promotion of Parliamentary Democracy), ada tiga faktor 
utama yang mempengaruhi yaitu ; adanya Fungsi dan Partisipasi 
masyarakat sipil; kondisi budaya dan politik dalam masyarakat, 
administrasi yang kondusif bagi transparansi dan integritas politisi 
dan pegawai, dan publikasi media yang memadai. 

Dalam tulisan ini akan dijelaskan beberapa ha! yang dapat 
dilakukan untuk meningkatkan efektifitas sistem penegakan etika 
di Lernbaga Perwakilan Rakyat. 
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Pertama, Peningkatan Kapasitas Etik DPR 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 

Indonesia no.Vl/MPR/2001 dimaksudkan untuk mernbantu 
membantu memberikan penyadaran tentang arti penting tegaknya 
etika dan moral, kualitas manusia yang beriman, benakwa dan 
berwatak mulia serta berkepribadian indonesia dalam kehidupan 
berbangsa. Berdasarkan maksud dan tujuan seperti tersebut diatas, 
maka diharapkan etika kehidupan berbangsa tidak merupakan 
rumusan untuk bahan bacaan semata, tetapi mampu untuk 
diimplementasikan dalam kehidupan nyata berbangsa dan 
bernegara. 

Upaya peningkatan kapasitas etik terkait dengan tiga ha!, 
(a) Bagaimana Nilai-nilai etik yang diterapkan di DPR memenuhi 
harapan publik. (b) Bagaimana DPR merumuskan nilai-nilai etik 
yang dapat menjaga kehormatan dan keluhuran martabat DPR. 
(c) Bagaimana nilai-nilai etik tersebut diinternalisasi dalam sikap 
dan pandangan anggota DPR. 

Diantara tujuan dari sistem etis adalah untuk meningkatkan 
kepercayaan publik terhadap lembaga Perwakilan rakyat. Karena 
itu standar etika dan perilaku anggota harus memenuhi harapan 
publik. Problema yang dihadapi selama ini adalah adanya 
kesenjangan persepsi antara DPR dan publik. Kesenjangan antara 
persepsi publik tentang prilaku anggota Dewan dengan persepsi 
DPR tentang diri sendiri. Sejatinya dalam sistem demokrasi, 
persepsi DPR adalah persepsi rakyat. Apa yang dipikirkan oleh 
rakyat, itulah yang dilakukan oleh DPR. Sebagai wakil yang 
mendapat mandat dari rakyat, DPR harus mampu menangkap 
apa saja yang dibutuhkan rakyat tentang etika dan bagaimana 
ekspektasi rakyat tentang perilaku anggota. Dalam konteks ini, DPR 
seyogyanya membuka ruang dialog publik untuk menjembatani 
kesenjangan persepsi antara DPR dan publik. Nilai-nilai etik yang 
disusun dalam kode etik tidak hanya dirumuskan secara internal 
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DPR, tetapi juga melibatkan pihak masyarakat yang memiliki 
kepentingan agar DPR benar-benar mewakilinya. 

Dalam konteks politik, sistem etika harus didorong untuk 
memperkuat demokrasi. Dalam The Inter-Parliamentary Union 
(!PU), mengadopsi Deklarasi Universal tentang Demokrasi pada 
tahun 1997, selain menguraikan unsur-unsur utama demokrasi, !PU 
mencatat bahwa demokrasi membutuhkan keberadaan lembaga 
perwakilan di semua tingkatan memiliki kekuatan dan sarana 
yang diperlukan untuk mengekspresikan kehendak rakyat dengan 
membuat undang-undang dan mengawasi tindakan pemerintah. 
Agar bisa memenuhi standar demokrasi ini, sangat penting bahwa 
parlemen membangun dan mempertahankan kepercayaan publik 
dengan melakukan pekerjaan mereka sesuai dengan standar etika 
yang tinggi. Standar etika itu dirumuskan dalam Kode Etik dan 
kode perilaku anggota DPR. Jadi Kode etik itu dimaksudkan tidak 
saja untuk internal DPR, tetapi juga untuk meyakinkan publik 
bahwa DPR bekerja untuk kepentingan rakyat. Dalam konteks 
ini, Global Organization of Parliamentarians against Corruption 
(GOPAC)' merekomendasi lima prinsip umum, yaitu; Melindungi 
Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Negara Hukum; Melayani 
Kepentingan Umum; Memastikan Integritas Publik; Bertindak 
secara Profesional; dan Menilai Keragaman dan Pluralisme;. 

Hal terpenting untuk meningkatkan kapasiats etika adalah 
Bagaimana DPR merumuskan nilai-nilai etik yang dapat menjaga 
kehormatan dan keluhuran martabat DPR. Hal ini berarti 
DPR mengembangkan politik kesepakatan tentang tujuan dan 
membangun budaya Etika melalui ketentuan-ketentuan yang 
dirumuskan. Diantara syarat keberhasilan penegakan etika di 
lembaga perwakilan rakyat adalah adanya standar etika yang 

1 Lihat http://gopacnetwork.org/Docs/Common_Ethical_Principles_for_ 
MernhersofParharnent.pdf 
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homogen. Penelitian yang dilakukan oleh Riccardo Pelizzo dan 
Bernice Ang dari Singapore Management University tahun 2008, 
dipublikasikan oleh Oxford University Press on behalf of the Hansard 
Society for Parliamentary Government; dengan judul penelitian: 
Sebuah Kode Perilaku untuk Indonesia: Masalah dan Perspektif. Dari 
hasil penelitiannya menyatakan bahwa keberhasilan reformasi 
etika seperti penerapan kode etik dan kode perilaku tergantung 
pada apakah legislator memiliki standar etika yang homogen. Ada 
pemahaman dan persepsi yang sama tentang standar etika yang 
boleh yang tidak boleh, wajib dan dilarang serta apa yang pantas 
dan tidak pantas. 

Anggota parlemen harus terlibat dalam proses pengembangan 
sistem di masing-masing tahap. Ini dapat dilakukan dengan 
berbagai cara, tetapi tahap awal pengembangan harus melibatkan 
sebanyak mungkin anggota parlemen melalui debat umum 
dan diskusi. Di tahap selanjutnya akan lebih efektif untuk 
mendelegasikan tugas penulisan aturan ke komisi ataupun AKD, 
tetapi harus disertai melalui konsultasi, diskusi dan pembahasan 
di DPR. 

Diskusi yang mendalam tentang kode Etik anggota DPR akan 
menghasilkan seperangkat norma-norma kode etik yang muncul 
dari kesadaran politik dan moral anggota DPR. Sehingga anggota 
DPR diharapkan memenuhi aturan yang tercantum dalam kode 
etik tersebut. Kode etik ini akan menjadi pernyataan penting oleh 
DPR tentang apa perilaku yang pantas dan jujur dan tranparan 
serta berintegritas. 

Peningkatkan kapasitas etik anggota DPR terkait dengan 
bagaimana nilai-nilai etik tersebut diinternalisasi dalam sikap 
dan pandangan anggota DPR serta terwujud dalam prilakunya. 
Diskusi mendalam sesama anggota DPR tentang standar etik 
bila diterapkan di DPR akan meningkatkan kompetensi etik 
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para anggota Jernbaga perwakilan. Kompetensi etika itu meliputi 
kemampuan di dalam manajemen nilai, keterampilan di dalam 
penalaran moral, termasuk penguasaan teori-teori etika, moralitas 
individual dan publik, serta etika organisasi (J.S.Bowman dalam 
Haryatmoko, 2011). Kompetensi etik menjadikan anggota DPR 
memiliki kemampuan untuk selalu melakukan pertimbangan etik 
dalam segala sikap dan tindakan. 

Proses ini dapat dilakukan dengan proses internalisasi dan 
sosialisasi. lnternalisasi adalah proses sedemikian rupa untuk 
menanamkan nilai dan kesadaran kedalam diri dengan penuh 
penghayatan sehingga menjadi bahagian dari kesadaran individu. 
Internalisasi kode etik itu berarti, anggota menghayati standar etika 
yang harus dimiliki sebagai wakil rakyat, jika ia menjaganya maka 
ia akan mampu menjaga kepercayaan publik khususnya konstituen 
yang memilihnya. Sehingga tidak terbangun jarak antara wakil 
rakyat dengan basis sosialnya. Selain itu internalisasi juga berarti 
anggota DPR mampu menjaga martabat dan kehormatan Lembaga 
DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Menjalankan fungsi 
Checks and Balances dalam sistem demokrasi di Indonesia. 

Proses interna!isasi dilakukan melalui proses sosialisasi 
kode etik. Sosialisasi adalah mekanisme pencegahan untuk 
menyamakan persepsi dan pemahaman tentang norma-norma 
etik yang harus dipatuhi. Hal ini dimaksudkan mendorong budaya 
politik berdasarkan standar etika yang tinggi. Budaya standar etika 
yang tinggi akan banyak mencegah potensi pelanggaran. Upaya- 
upaya terpadu melalui diskusi dan pelatihan harus dibuat untuk 
menanamkan kepada anggota parlemen nilai-nilai dasar budaya 
etika hingga mernbentuk rasa disiplin dan tanggung jawab yang 
datang dari dalam diri anggota. 
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Kedua, Meningkatkan kapasitas Kelembagaan Penegak Etik 
Lembaga yang kuat adalah syarat sistem dapat berjalan 

efektif. Tetapi sistem penegakan etika parlemen akan efektif jika 
mendapat kepercayaan publik. Karena itu kapasitas lembaga 
hams mampu melakukan pengendalian ke dalam sekaligus keluar 
meyakinkan publik agar percaya bahwa lembaga penegak etik DPR 
(MKD) memiliki kemampuan dan kapasitas untuk menegakkan 
kode etik. 

Di DPR, pencapaian tujuan dibentuknya MKD akan dapat 
menentukan terciptanya kepuasan persepsi publik terhadap 
kinerja anggota dan kelembagaan DPR RI. Ketika MKD mampu 
mewujudkan tegak serta terjaganya kehormatan dan keluhuran 
martabat DPR RI bagi anggota DPR RI, maka akan lahir kinerja 
anggota dan kelembagaan DPR RI yang baik dalam persepsi publik. 
Namun, ketika kehormatan dan keluhuran martabat DPR RI tidak 
tegak dan terjaga, maka akan menghasilkan kinerja anggota 
dan kelembagaan DPR RI yang buruk dalam persepsi publik. 
Dengan demikian, ditangan MKD akan lahir kinerja anggota dan 
kelembagaan DPR RI yang baik. 

Ada beberapa problem kelembagaan yang mencuat di publik 
terkait dengan kapasitas lembaga etik. 

A. Problema independensi 
Dalam persepsi publik, salah satu problem kelembagaan 

penegak Etik Lembaga perwakilan adalah masalah independensi. 
Di DPR, MKD sebagai lembaga penegak etik dicurigai tidak memiliki 
independensi karena keanggotaaan melalui unsur fraksi. Sehingga 
MKD dinilai selalu tersandera obyektivitas dan independensi 
oleh konflik kepentingan fraksi. Sebenarnya Model kelembagaan 
penegakan kode Etik DPR berdasarkan UU MD3 adalah melalui 
pengaturan internal tetapi melibatkan pihak luar pada kasus- 
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kasus pelanggaran yang bersifat berat. Dalam UU MD3 disebutkan 
pada perkara yang bersifat berat, MKD membentuk Panel dengan 
keanggotaan sebanyak 7 orang, tiga orang dari unsur internal MKD 
dan empat orang dari eksternal. 

Berbeda dengan DPR RI, DPRD propinsi maupun kabupaten/ 
kota, berdasarkan UU No.23 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 
lembaga penegak etiknya adalah Badan Kehormatan (BK). 
Keberadaan BK tidak berasal dari unsur fraksi melainkan dibentuk 
dengan mandat dari Rapat Paripurna. Dalam pelaksanaan tugas 
BK DPRD dapat melakukan tugas sendiri tanpa melibat pihak luar. 

Jika dilihat dari praktek di beberapa negara, model 
kelembagaan penegak etik tidak ada yang baku. Ada variasi yang 
tidak bisa disamakan antara satu negara dengan negara lain. 
Secara umum praktek model kelembagaan di beberapa negara 
dapat disimpulkan dalam tiga model'. Setiap model memiliki 
kelebihan dan kekurangan tergantung kondisi sosial politik dan 
budaya di negara-negara tersebut. Bentuk kelembagan tersebut 
adalah: 

Pertama, Kelembagaan Internal. Model ini menyusun format 
kelembagaan yang bersumber dari internal Parlemen. Model ini 
dipilih oleh beberapa negara seperti Yunani, Irlandia, Jerman 
dan Polandia. Bentuk kelembagaannya seperti komite etika yang 
bertugas menangani pelaporan, investigasi dan pemberian sanksi 
kepada anggota parlemen yang melanggar kode etik. Model ini 
dicurigai tidak mampu memberikan kontrol yang efektif kepada 
anggota parlemen. Agar mampu mencapau tujuan mengembalikan 
kepercayaan publik, gagasan mengatur diri sendiri dianggap 
tidak mungkin mempertahankan dihadapan publik. Walaupun 
demikian, gagasan tentang kelembagaan internal penegakan etika 

2 Lihat dalam Tranparanscy International https://www.transparency.org/fi.Jes/ 
content/corruptionqas/Parliamentary_ethics_cornmittees_2016.pdf 
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dipandang sebagai opsi yang tepat diterapkan di negara dengan 
kecenderungan eksekutif dominan terhadap parlemen. Komite 
Etika dapat dijadikan sarana menjaga independensi parlemen. 
Karena itu, di negara yang menerapkan kelembagaan internal 
direkomendasikan untuk menjaga transparansi dan independensi 
untuk menjaga proses demokrasi yang jujur dan adil. Jika ini 
dilakukan pendekatan seperti ini lebih efektif untuk meningkatkan 
kepercayaan dalam tradisi demokrasi yang stabil. 

Kedua, Kelambagaan Eksternal. Model kedua adalah sistem 
regulasi eksternal di mana badan eksternal yang independen 
memonitor dan menegakkan kepatuhan terhadap Kade Etik 
anggota parlemen. Badan yang bertanggung jawab atas administrasi, 
mengawasi perilaku anggota parlemen atas pelaporan pelanggaran 
kode etik. Badan ini seperti quasi peradilan yang bertugas 
menegakkan peraturan. Model ini diterapkan di negara-negara 
Skandinavia. Regulasi eksternal oleh pengawasan independen 
dianggap lebih kredibel daripada pengawasan oleh internal 
parlemen karena dapat membatasi resiko politisasi. Namun model ini 
mendapat tanggapan konstitusional melalu pertanyaan kunci kepada 
siapa komite eksternal ini bertanggung jawab. Jika bertanggung 
jawab kepada eksekutif atau kepada lembaga yudikatif maka bisa 
merusak pemisahan kekuasaan dan independensi legislatif. 

Ketiga, Gabungan internal dan eksternal. Model ketiga 
menggabungkan elemen internal dan eksternal yang independen. 
Ini opsi yang memungkinkan mempertahankan sebagian manfaat 
pengaturan internal dan memperkenalkan elemen regulasi 
eksternal untuk mendapatkan kepercayaan publik. 

Dalam Undang-undang MD3, Kelembagaan penegakan etik 
DPR pada kadar tertentu telah mengadopsi sistem gabungan 
dengan melibatkan unsur luar pada perkara yang bersifat berat. 
MKD tidak membahas sendiri, tetapi telah melibatkan masyarakat 
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melalui panel yang dibentuk untuk memberikan putusan. Pelibatan 
masyarakat pada panel merupakan upaya sistem untuk meningkat 
derajat obyektifitas perkara. Sehingga bias-bias fraksi bisa diatasi. 

Selain masalah kelembagaan, independensi pimpinan dan 
anggota lembaga penegak etik (MKD dan BK) perlu didorong terus 
menerus. Independensi adalah sikap yang tidak memihak, tidak 
mempunyai kepentingan pribadi, dan tidak mudah dipengaruhi 
oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam memberikan 
pendapat atau kesimpulan, sehingga pendapat atau kesimpulan 
yang diberikan berdasarkan integritas dan objektivitas yang tinggi. 
Tetapi independensi bukanlah sikap yang statis, ia dinamis dan 
selalu terbentuk dan berkembang melalui interaksi. Karena itu 
interaksi publik perlu diciptakan antara MKD/BK dengan sesama 
anggota Dewan, MKD/BK dengan partai politik dan MKD/BK dengan 
masyarakat. Proses interaksi yang dinamis dari semua kalangan 
akan mendorong independensi lembaga dan anggota lembaga 
penegak etik di DPR, DPD ataupun DPRD. 

B. Problema transparansi dan akuntabilitas 

Transparansi adalah proses atau mekanisme untuk me- 
ngetahui. Transparansi mengedepankan pemeliharaan akses yang 
luas atas informasi dan berkaitan erat dengan akuntabilitas dan 
kualitas politisi yang lebih baik dalam jangka waktu panjang. 
Secara politik adalah fenomena yang berkembang dari kepercayaan 
yang meningkat. Proses berbagi pemikiran yang berkepanjangan 
yang diperlukan dalam mengatur negara. Sedangkan Akuntabilitas 
mengacu pada tanggung jawab yang diambil tidak hanya 
menjaganya hak-hak warga negara tetapi juga harus bertanggung 
jawab atas tindakan tersebut. 

Pada era keterbukaan informasi, publik selalu menuntut 
transparansi parlemen termasuk perkara penegakan etika. 
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Transparansi dimaknai dengan memberikan akses publik atas 
pelaporan atau pengaduan yang masuk, transparan dalam proses 
penyelidikan dan verifikasi, sampai pada pengambilan keputusan. 
Dalam UU MD3, tidak menganut persidangan terbuka untuk 
pelanggaran kode etik. UU No 17/2014 Pasal 132 menegaskan 
bahwa persidangan bersifat tertutup. Walaupun dalam tata 
beracara masih dibuka celah untuk dinyatakan terbuka. Sehingga 
MKD pernah menyelenggarakan sidang secara terbuka. Perdebatan 
tentang peradilan etik secara terbuka masih belum selesai. Kecuali 
DKPP, penegakan etik pada berbagai instasi dan profesi masih 
bersifat tertutup. Hal ini untuk menjaga kehormatan institusi agar 
tidak rusak akibat perilaku oknum anggotanya. Tetapi sebagai 
sebuah wacana diskursus, perlu selalu digulirkan menuju sistem 
yang lebih transparan dan akuntabel. 

Transparansi tidak hanya terkait dengan proses persidangan 
dan pemeriksaan perkara, tetapi bagaimana lembaga penegakan 
etika menyelesaikan perkara dan bagaimana lembaga etik 
menunaikan hak publik untuk mendapat informasi setelah perkara 
itu selesai. Untuk menjaga kepercayaan publik, lembaga etik secara 
berkala perlu menyampaikan kepada publik tentang rilis perkara 
yang telah diselesaikan. 

Dalam konteks lain, wacana tentang transparansi lembaga 
perwakilan rakyat perlu diarahkan pada peran lembaga-lembaga 
penegak etik untuk mendorong transparansi dan keterbukaan 
publik anggota lembaga perwakilan. Lembaga penegak etik 
perlu berikan tambahan kewenangan untuk mendorong anggota 
semakin transparan dan akuntabel terutama terkait dengan 
aset, penghasilan dan tanggungan. Misalnya masalah kewajiban 
menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantas Korupsi. 
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C. Problema profesionalitas dan mekanisme kerja 
Pengelolan sistem yang baik harus didukung oleh profesionalitas 

dan mekanisme kerja yang baik, Profesionalitas adalah Sebutan 
terhadap kualitas sikap para anggota suatu profesi serta derajat 
pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan 
tugas-tugasnya. Komponen-komponen sistem dari anggota dan sistem 
pendukung dituntut meningkat kualitas dan kapasitas agar dapat 
menjalankan tugas dengan sebaiknya. Anggota lembaga penegak etika 
dituntut untuk memahami standar etika yang berlaku di parlemen 
serta penguasaan terhadap tugas, fungsi dan wewenang. 

Sistem pendukung didorong harus memiliki standar 
profesionalitas dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang 
lembaga penegak kode etik. Oleh karena itu, sistem pendukung 
yang ada harus ditingkatkan kualitasnya dengan penyediaan 
sarana pelatihan dan sertifikasi kompetensi agar dapat mengukur 
standar profesionalitas. 

Masalah ini lebih berat dihadapi oleh Badan Kehormatan 
di DPRD berbagai daerah. Ketiadaan sistem pendukung dan 
sarana yang memadai umum berlaku di DPRD. Karena itu, 
untuk meningkatkan fungsi Badan Kehormatan, upaya penguatan 
kelembagaan perlu dilakukan. 

Penutup 
Efektifitas sistem etika dipengaruh oleh beberapa faktor, Secara 

personal, anggota memiliki sikap dan pandangan tentang sistem 
etika untuk membentuk perilaku anggota. Secara institusional, 
elemen-elemen parlemen memiliki kemauan untuk membangun 
regim etika yang efektif, sehingga aturan tentang kode etik 
dipandang sebagai milik bersama. Jika tercipta rasa memiliki 
terhadap aturan etika maka akan melahirkan partisipasi semua 
anggota parlenen untuk membangun nilai-nilai inti parlemen. 
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Akan tetapi, sistem etika bukan sistem yang mati, ia adalah 
kumpulan manusia yang membentuk sistem sosial dan sating 
berinteraksi. Prosesnya selalu bergerak dan dinamis antara satu 
bagian mempengaruhi bagian yang lain. Karena itu dalam konteks 
penguatan sistem perlu berkoordinasi dengan para stakeholders. 

Salah satu stakeholders yang memiliki pengaruh dan ke- 
setiaan para anggota parlemen adalah partai politik. Pendekatan 
penegakan etika yang terpisah dan mengabaikan partai politik 
akan mengurangi efektifitas lembaga penegak etika. Karena dalam 
sistem sosial, efektifitas fungsional terbangun jika ia selaras dengan 
sistem yang lain yang saling berhubungan. 

Bagi lembaga penegak etika parlemen seperti MKD di DPR 
perlu membangun hubungan dan sinergi dengan partai politik akan 
membuka langkah kebersamaan dalam membangun kehormatan 
dan keluhuran martabat lembaga perwakilan. 

Wallahu a'lam bishawab. 
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